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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiratAllah SWT. atas limpahanralmat dan hidayah-Nya, sehingga
penyusunarBuku Laporan PenyelenggaraaRemerintahanDaerah KabupatenBantul Tahun
2019dapatdiselesaikamlengarbaik.

Laporan Penyelenggaraan RerintahanDaerah (LPPD) Tahun 2019 disusun dalam
rangkauntuk memenuhikewajiban BupatBantul sebagaimangangtelah diamanatkandidalam
Pasal69 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 23 Tahun2014tentang PanerintahanDaerdn,
dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LaporanPenyelenggaraan
PemerintahanDaerahkepadaPemerintah.Laporanini diharapkandapat memberikangambaran
keadaan dan pencapaian penyelenggaraanpemerintahan yang telah dilaksarekan oleh
Pemerintah KabupatenBantul selana Tahun2019. Selain itu, lapaan ini juga diharagkan
mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraarpemerintahan agar
menjadilebih baik di masayangakandatang.

Penyusunabuku laporanni telah disesuaikadengansistenatika yangtercantundalam
SuratEdaranMenteri Dalam NegeriNomor 120.04/6977/OTDAertanggal 31 Desenber 2019
TentangPedananPenyusunahaporanPenyelenggaradPanerintaharDaerahTahun2019.

Buku laporanini dapatdisusunatasbantuandan kerja sana semua pihak yang terkait,
baik dalampenyediaanpengumpulan dan pengolahardata.Oleh karenaitu, kami mengucapkan
banyak terima kasih. Kami juga menyadari bahwabuku laporan ini masih jauh dari
kesenpurnaan, untuktu kami mengharapkan kritiksarandan evaluasi dari semua pihak demi

perbaikardanpenyenpurnaardimasayangakandatang.
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. DasarHukum

Awal pembentulan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan
gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sjak
tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro,
Pemerintah Hindia Belanda lemudan memlentuk komisi khusus untuk
merengani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas merangani
pemerintahan deerah Mataram, Pgang, Sokawati, dan Gunuigkidul.
Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta diakukan bak hal
pembagian wilayah maupun pmbayaran ongkos perang, penyerahan
pemimpin pembeontak,dan pembentulan wilayah administratif.

Pemerintah Hindia Belanda dn Sultan Yogyakarta pada tanggal 26
dan 31 Maret 1831 mergadakan kontrak kerja sama teniang pembagian
wilayah administratif baru dalam Kasultanan disetai penetapan jabatan
kepala wilayahnya. Saa itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menpdi tiga
kabupeten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk
kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindakbnjuti
pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau
Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan
pembentulan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama
Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Y ogyakarta bernama Raden
Tumenggung Mangun Negoro kemudan dipecaya Sri Sultan
Hamengkubuwono Vuntuk menangku jabatan sbagai Bupati Bantul.

Tanggal penetapan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantul (20
Juli) diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul setiap tahumya.
Selain itu, tang@ 20 Juli juga memiiki nila simbol kepahlawanan dan

kekeramatan bagi masyarakat Bantul, mengingat Peang Diponegoro

E



Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

dikobakan tanggal 20 Juli 1825.

Pada masa endudikan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada
Usamu Seirei nomor 13sedangkan Stadsgemente Ordonantie dihapus.
Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga endiri (otonam).
Kemudan setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komie
Nasional Dagah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di
Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan
hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Dagah No 22 tahun 1948.
dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang
pembentulan Daegah-Dagah Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Istimewa Y ogyakarta yang meliputi : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon
Progo dan Kabupaten Adikarta.

Gambaran Umum Daer ah

Analisis gambaan umum kondisi dagah manberikan gambaan
sgjauh manakeberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan
untuk mergidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu
ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan
dagah. Gambaran umum kondisi dagah memberikan basis atau pjakan
dalam progs perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek
geografi, demografi, serta cgpaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daegah besertainterpretasinya.

Kondisi Geogr afis Daerah

Kondisi geografis merupakan salah stu kondisi kewilayahan yang
mutlak dipehatikan sebagai ruang dan subyek kewilayahan. Kondisi
geografis memlerikan gambaan mengenai karakteistik lokasi dan potensi
pengembangan wilayah. Meélalui informasi terkait kondisi geografis
diharapkan dapat terpetakan potensidan permasalahan yang dihalapi dalam
pembangunan Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima

Kab upaten Bantul Tahun 2019
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kabupeten/kotadi Daegah Ismewa Y ogyakarta dengan batas administratif
(lihat Gambar 1.1) sebagai berikut:

x

SebelahUtara : KotaYogyakarta dan Kabupaten Seman
Sebelah Seltan : Samudea Indanesia

X Sebelah Baat : KabupatenKulon Progo dan Kabupaten Sleman
X Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

x

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

T
9140000 mU

u

i}

1:200.000

T
9130000

9120000

Sistem Proyeksi : UTM Zone 49 M
Datum WGS 1984

9120000 9150000

T
9110000

Gambarl.1. Peta Administrasi Kabupeten Bantul (Sumber:
BappedaBartul, 2019)

Perbatasan wilayah administrastf dengan kabupeten lain telah
terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi
di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi erhadap poensi tajadinya
konflik terkait batas wilayah di masa medatang. Pemasangan pilar batas
wil ayah mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012teniang Pedoman
Penegasan Batas daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan
batas wilayah administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di
Daegah Isimewa Y ogyakarta:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 TentangBatas
Dagah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi
Dagah Isimewa Y ogyakarta;
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2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 TentangBatas
Daagah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daaah
Isimewa Y ogyakarta; dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 TentangBatas
Daaah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

Isimewa Y ogyakarta.

Permendagri penetapan batas tesebut masih  prlu  untuk
diperbaharui. Pilar yang telah terpasang ssbaga rangkaian tahep penegasan
batasyang telah ditetapkan dalam permendagri masihrelatif jauhjarak antar
pilarnya sehingga belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas.
Kabupaten Bantul bersama dengan KabupatenKota diDIY yang berbatasan
telah mebksanakan kegiatan perapatan pilar batas dlam upaya untuk
pemutakhiran batasadministrasi.

Secaa geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara
110°1234"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°4404" 08°0027" Lintang
Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul
terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah
perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai
di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari
utara ke slatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga diaui oleh sungai besar
dan suma kecil. Sungai besar yang meldui wilayah Kabupaten Bantul
antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kedl yang
melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungi kecil lintas
kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kedl lintas labupaten
antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Coce, S. Gadjahwong, S. Gawe, S.
Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S.
Mruwe, S. Timoho, @n S. Winongo. Sungai kedl dalam kabupeten antara
lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S.
urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km? (1591% dari
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luas DIY) dan terbagi atas 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo merupakan
kecamaan yang mempnyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km? (11,02%)
sedangkan kecamatn dengan wilayah paling ssmpit adalah Kecanaan
Srandakan yaitu 18,32 Km? (3,61%).Pasentase luas wilayah merurut
kecanaan di Kabupaten Bantul disajikan pada Grafik 1.2

Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul jugaterbagi atas 75 desadan
933 pedukuhan dengan jumlah desadan pedukuhan yang terbanyak terletak
di Kecana@n Imogiri, yaitu 8 desa dan 72 pedukuhan. Sedangkan
kecanaan dengan dengan jumlah desadan pedukuhan paling sdikit adalah
Kecanatan Sendakan, yaitu 2 cesadan 43 pedukuhan.

Berdasarkan statusya, desa di Kabupaten Bantul dibagi mengdi
desapedesaan (rural area) sebanyak 41 desadan desaperkotaan (urban area)
sebanyak 34 desa. Secaarinci statusdesadi Kabupaten Bantul dapat dilihat
padaGrafik 1.2

Sedayu Srand&an

Imogiri
54,49Kn?
(10,75%

Grafik 1.2. Luas wilayah menuut kecamatan diK abupaten Bantul
(Sumler: Bantul Dalam Angka BPS 2019)
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Tabel 1.1. Status Besadi Kabupaten Bantul Tahun 2.9

Status Desa
LS SEEE DesaPerdesaan L uas DesaPerkotaan L uas
(km?) (km?)
1  Srandakan Poncosari (24 dusun) 11,86 Trimurti (19 dusun) 6,46
2 Sanden Sri Gading(20 dusun) 7,57 Gadingsari (18 dusun) 8,12
Gadingharjo (6 dusun) 3,08
Murtigading (18dusun) 4,39
3  Kretek Tirtohargo (6 dusun) 3,62 Donotirto (13dusun 4,70
Parangtritis (11 dusun) 11,87
Tirtosari(7 dusun 2,39
Tirtomulyo (15 dusun) 4,19
4  Pundong Sebharjo (16 dusun 11,10 Srihardono (17 dusun 6,87
Panjang Rejo(16 dusun) 571
5 Bambanglipur SumberMulyo(16 8,20 Sidomulyo (15 dusun) 8,05
0 dusun) Mulyodadi (14dusun) 6,45
6 Pandak Caturharjo (14dusun 5,93 Wijiregjo (10dusun) 4,68
Triharjo (10dusun 6,43
Gilangharjo (15dusun 7,26
7 Pgangan Guwosari (15 dusun) 8,78 Triwidadi (22 dusun) 12,71
Sendangsari (18 dusun) 11,76
8 Bantul Sabdodkdi (5 dusun 2,32 Palbapang (10 dusun 5,52
Ringinharjo (6 dusun) 2,77
Bantul (12 dusun) 5,24
Trirenggo (17 dusun 6,10
9 Jetis Pataln (20 dusun 5,65 Trimulyo (12 dusun) 7,11
Canden (15 dusun) 5,36 Sumber Agung (17 dusun) 6,35
10 Imogiri Sebpamioro(18 dusun) 22,75 Kebonagung (5) 1,87
Sriharjo (13 dusun) 6,32 Karangtalun (5 dusun) 1,21
Karangtengah(6 dusun 2,88 Imogiri (4 dusun) 0,83
) Woukirsari (16 dusun) 15,39
Girirejo (5 duswn) 3,24
11 Dlingo Mangunan(6 dusun) 9,52 Dlingo (10 dusun) 9,16
Muntuk (11 dusun) 12,85
Temuwuh (12 dusun) 7,67
Jatimulyo (10 dusun) 8,91
Terong (9 dusun) 7,76
12 Banguntapan Tamanan (9 dusun) 3,75 Baturetno (8 dusun) 3,94
Jagalan(2 dusun) 0,27 Banguntapan (11 dusun) 8,33
Singosaren(5 dusun) 0,67
Wirokerten(8 dusun) 3,86
Jambidan(7 dusun) 3,76
Potorono (9 dusun) 3,90
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Status Desa
No  Kecamatan DesaPe desaan Luas DesaPe kotaan Luas
(km?) (km?)
13 Pleret Bawuran (7 dusun) 4,97 Wonokromo (12 dusun 4,34
Wonolelo (8 dusun) 4,54 Pleret(11) 4,25
Segoroyoso (9 dusun) 4,87
14 Piyungan Sitimulyo (21 dusun) 9,40 Srimulyo (22 dusuwn) 14,56
Srimartani (17 dusun 8,58
15 Sewon Pendowoharjo(16 6,98 Bangunharjo (17 dusun 6,79
dusun) 7,78 Panggungharjo (14 dusur) 5,61
Timbulharjo (16 dusun
16 Kasihan Tamantirto (10 dusun 6,72 Tirtonirmolo (12 dusur 513
Ngediharjo (12 dusun) 5,10
Bangunjiwo (19 dusun) 1543
17 Sedayu Argodadi (14 dusun) 11,21 Argosari (13 dusun 6,37
Argomulyo (14 dusun) 9,55 Argorejo (13 dusun) 7,23
Jumlah 41 desa 289,66 34 desa 21719
(28.966 (21719
ha) ha)

Sumbe: Bappeda Kabupaten Bantul(diolah), 2019

Secaa topografis, Kabupaten Bantul terbagi merjadi daeah dataran,
dagah perbukitan ®rta dagah pantaiSecara garis besar, satuan fisiayrafi
Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio
Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiogifi panta.
Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul
adalah ®bagai berikut:

x Daegah di kagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal
dengan kemiringan lereng domnan curam (>70%) dan ketinggian
mercgpa 400 meer dari permukaan air laut, Dagah ini terbentuk oleh
formasiNglanggran dan Wonosari;

x Daeaah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir
(fluviomarine@ dengan kemiringan lereng datarlande, Daerah ini
terbentuk deh matrial lepas dengan ukuran pasir kerakal;

x Daeaah di bagian tengah merupakan dataran auvial (Fluvio Volcanic

Plain), yang dipengaruhi olehGraben Bantul dan terendapi oleh maerial
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vulkanik dari endapan wulkanik Merapi;

x Dagah di bagian Barat meupakan perbukitan rendah dengan
kemiringan lereng lardai-curam dan ketinggian mencgpai 150 meter dari
permukaan air laut, Daerah ini terbentuk deh formasiSentolo.

Wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar memiiki kemiringan 0 £
2% (®luas 31.425ha atau 62%dari luas wilayah Kabupaten Bantul) yang
tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara, lihat Tabel 1.2. Wilayah
timur dan barat umumnya memiiki kemiringan 2% hingya 40% @ngan luas
sebesar 15.251ha (30,09%). Sebagian kedl wilayah timur dan barat seluas
4.009ha (7,9%) mempnyai kemiringan lereng di atas ©%. Wilayah yang
memiiki lahan miring datas40% paling luasadalah Kecanatan Dlingo dan
Imogiri, sedangkan wilayah kecamain yang didaminasi oleh lahan datar
dengan kemiringan kurang dari 2% terletak di Kecana@an Sedayu,
Banguntgpan, dan Sewon.

Tabel 1.2. Tingkat kemiringan tareh di Kabupaten Bantul Tahun 2A9

Luas kemiringantanah/lereng (ha)

No. Keamatan g .5, 2.80 815% 1525% 2540% >40% Jumian
1 Srandaan 1.680 152 - - - - 1.832
2 Sanden 2100 216 ] ] ] . 2316
3 Kretek 1883 288 ; 27 11 468  2.677
4 Pundong 1387 171 - 90 108 612 2368
5 Bambarglipuo 2.198 72 ] - - . 2.270
6 Pandak 2124 306 ; ; ; . 2430
7 Pajargan 815 661 1.046 162 394 247 3325
8 Barul 2.180 - - 15 - - 2.195
9 Jetis 2192 81 . 144 ; 30 2.447
10 Imogiri 1436 585 279 900 954 1295  5.449
11 Dlingo 72 1946 268 572 1.433 1296 5587
12 Barguntapan 2.848 - - - - - 2.848
13 Pleret 873 431 365 55 547 26 2.297
14 Piyungan 2129 702 ) - 423 . 3254
15 Sewon 2.708 - - 8 - - 2.716
16 Kasihan 2.262 . 508 182 161 35  3.238
17 Sedau 2538 227 300 138 233 . 3436

TOTAL 31.425 5838 2856 2293 4.264 4009 50.685

Sumbe: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019
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Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul sebagian besar kurang dari

100 meter dari permukaan laut, yaitu seluas 39.932 Ha, sedang sisanya
sebesar 10.753Ha memiiki ketinggan 100 500 meter dari permukaan laut

yang sebagian besar terletak di Kecanatan Dlingo, Imogiri, dan Piyungan.
Wilayah di Kabupeten Bantul yang didaminasi dengan ketinggian 100 5500

meker adalah Kecamaan Dlingo, sedangkan kecamatn Imogiri

dan

Piyungan memiiki luas yang hampir sama antara wilayah dengan
ketinggian dibawvah 100 metr dan wilayah dengan ketinggian 1-500

metr, lihatTabd 1.3.

Tabel 1.3. Luas wilayah menuut ketinggian dari permukaan laut di Kabupeten

Bantul Tahun 2A9

No.  Keamatan o .7m 7 +25m 25400m
1. Srand&an 1.05 776 -
2. Sanden 1.235 1.081 -
3.  Kretek 924 1.462 190
4. Pundong - 1.930 239
5.  Bambarglipuro - 1.482 788
6. Pandak - 1.312 1.118
7. Paargan - 221 2.652
8. Banul - - 2.195
9. Jetis - - 2.436
10. Dlingo - - 815
11. Bamguntapan - - 2.373
12. Pleret - - 1.952
13. Piyungan - - 1.907
14. Sewon - - 2.716
15. Kashan - - 2.608
16. Sedau - - 3.287
17. Imogiri - 791 2.386

TOTAL 3.215 9.055 27.662

Sumbe: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Luas(Ha) dan Ketinggian tempat (dpl)
100-500m >500m

101
199

452
11
4.772
475
345
1.347

630
149
2.272

10.753

Jumlah

1.832
2.316
2.677
2.368
2.270
2.430
3.325
2.195
2.447
5.587
2.848
2.297
3.254
2.716
3.238
3.436
5.449

50.685
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D. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2015 hingga
tahun 2019 menuut data Dines Kependudikan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bantul memperlihatkan ten peningkatan, lihat Grafik 1.3.
Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 919.440 jiwa, turun di tahun
2017 dan menngkat lagi di tahun 2018 hingga pada tahun 2019
mercgpal 949.325jiwa

Secaa rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul per kecamatan
tersgji pada Tabel 1.4: Dilihat dari data ini, persebaran penduduk di
Kabupaten Bantul memperlihatkan sebaran yang tidak merata. Jumliah
pendudukterbanyak terdapat di wilayah kecamatan yang memiliki jarak
relatif dekat dan berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang mengdi
pusat daya tarik di DIY. Wilayah tersebut antara lain seperti Kecamatan
Banguntgran, Kasihandan Sewon. Jumlah penduduk berkurang seiring
dengan peningkatan jarak terhadap Kota Y ogyakarta.

949.325

919.440

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

==@==Jumlah penduduk = = = Linear (Jumlahpenduduk)

Grafik 1.3.Grafik Jumlah PendudukKabupaten Bantul Tahun
20152019(Sumber: Disdukcagl 2019, data diolah)
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Tabel 1.4. Jumlah Pendudulkabupaten Bantul Mentut Kecamatan

Juml ah Penduduk (jiwa)

No. Kecamatan

2015 2016 2017 2018 2019

1 Srandakan 31301 31244 31276 31164 31218
2 Sanden 32702 324% 31924 31967 31972
3 Kretek 31101 31082 30.837 30.855 30.863
4 Pundong 35.202 35484 35.448 35.668 35.908
5 Bambanglipuro 41165 41.385 41.201 41621 41.880
6 Pandak 51.307 51.770 51492 51781 52013
7 Bantul 63.161 63.124 62.788 63.669 64.365
8 Jetis 57573 57474 57.408 58.206 58549
9 Imogiri 62.299 62419 62531 63.179 63542
10 Dlingo 39129 38.666 38502 39.092 39.537
11 Pleret 46.609 46.663 46.825 4749 48170
12 Piyungan 50517 50.846 51.051 51.692 52333
13 Banguntapan 107.318 107548 107.5% 110126 111955
14 Sewon 96.937 97.420 97.034 98.506 99.807
15 Kasihan 95.719 100330 100222 102.175 103527
16 Pgangan 34.264 34.674 34.8%4 35.465 36.040
17 Seaayu 43136 46.053 46.152 47.053 47.646
Jumlah 919440 928676 927.181 939718 949325

Sumber: Dinas Kepadudukan danCatatan Sipil KabupaenBartul (diolah), 2019

Kepadatan penduduk geografis menunjuklan jumlah penduduk
pada swatu dagah setiap kilomeer persegi. Selain itu, kepadatan
penduduk @ografis menunjukien penyebaran penduduk @n tingkat
kepadatan penduduk di sustu daerah. Data kepadatan penduduk per
Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 {Tabed 1.5)

menunjulan adanya tren peningkatan. Namun demikian ada setidaknya

kecanaan di

3 (tiga) kecamaitan yang kepadatan pendudulkiya mengilami penurunan
di tahun 2019 Hi dibardingkan dengan tahun2015. Kecamaian tersebut
adalah Kretek, Sanén dan Srandakan.

Beberapa kecamaian menunjukan angka kepadatan penduduk
yang cenderung fluktuatif dan bebergpa lainnya stabil menirgkat.
Kecanatan yang stabil mergalami peningkatan diantranya adalah
Imogiri,
Peningkatan ini

Piyungan, Pleret, Banguntgan, Pgangan dan Sedayu.
perlu diwaspadai karena semakin menirgkatnya
pertambalan penduduk, akan menirgkatkan potensiaih fungsi lahan
pertanian untukpemukiman dan berimplikasi pada menwnnya potensi

daya dukung lingkungan ataupun murnculnya permasalahan-
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permasalahan lain sbagai ekses dari pertambalan penduduk.

Tabel 1.5. Kepadatan PendudukKabupaten Bantul Per Kecamaitan Tahun 2015
2019 dlam stuan jiwa’lkm?

Jumla Penduduk (jiwa/km2)

No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Srandakan 170857 170546 170721 170109  1.704,04
2 Sanden 141200 140302 137841 138027  1.38048
3 Kretek 1161,79 116108  1.151,92 115260  1.152,90
4 Pundong 148657 149848 149696 150625  1.516,39
5 Bambanglipuro 181344 182313 181502  1.83352  1.844,93
6 Pandak 211140 213045 211901 213091  2.14045
7 Bantul 287749 287581 286050 290064 293235
8 Jetis 235280 234875 234606 237867  2.392,68
9 Imogiri 114331 114551 114757 115946  1.166,12
10 Dlingo 700,36 692,07 689,14 699,70 707,66
11 Pleret 202912 203148 203853 206787  2.097,08
12 Piyungan 155246 156257 156887 158857  1.608,27
13 Banguntapan 376819 377626  3.777.95  3.86678  3.931,00
14 Sewon 3569,11 358689 357268 362688  3.674,78
15 Kasihan 295611 309852 309518 315550  3.197,25
16 Pgangan 103050 104283 104944 106662  1.08391
17 Saayu 125541 134031 134319 136941  1.386,67

Rata-rata 193698 195427 195045 197557  1.995,12

Sumber: Dinas Kependudukan danCatatin Sipil Kabupaten Bantul (diolah), 2019

Persebaran penduduk di  masingmasing kecanatn di
Kabupaten Bantul belum merata. Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa
daeah yang mempuyai kepadatan pendudukgeografis tinggi terletak di
wil ayah yang berbatasan dengan kota Yogyakarta antara lain Kecamatn
Banguntgpan (3.931,00 jiwalkm2), Sewon (3674,78 jiwalkm2), dan
Kasihan (3.197,25 jiwakm2). Semengéra itu, kepadatan penduduk
geografis terendah terletak di Kecanaan Dlingo (707,66 ijwakm?2).
Selain itu, 3 (tiga) kecamatan dengan kepadatan penduduktertinggi juga
memiiki luas wilayah yang jauh lebih kecil bila dibandirgkan dengan
luas wilayah Kecamatan Dlingo yang memiiki kepadatan penduduk
terendah ataupun biia dibandirgkan dengan Kecamatn lainnya seperti
Imogiri, Sedayu, Pgjangan dan Piyungan yang memiiki kepadatan
penduduk dibavah rata-rata kepadatan penduduk kabupaten sebesar
1.995,12 jwalkm2 ditahun 2019.
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Tabel 1.6. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2.9

No K ecamatan Luas (km?) Jumlah Penduduk K epadatan/K m?
1 Srandakan 18,32 31.218 1.704,04
2 Sanden 23,16 31.972 1.380,48
3 Kretek 26,77 30.863 1.152,90
4 Pundong 23,68 35.908 1.516,39
5 Bambangli puro 22,7 41.880 1.844,93
6 Pandak 24,3 52.013 2.140,45
7 Pajangan 33,25 36.040 1.083,91
8 Bantul 21,95 64.365 2.932,35
9 Jetis 24,47 58549 2.392,68
10  Imogiri 54,49 63.542 1.166,12
11 Dlingo 55,87 39537 707,66
12 Banguntapan 28,48 111955 3.931,00
13 Pleret 22,97 48170 2.097,08
14 Piyungan 3254 52.333 1.608,27
15 Sewon 27,16 99.807 3.674,78
16 Kasihan 32,38 103527 3.197,25
17 Sedayu 34,36 47.646 1.386,67
Jumlah/rata-rata 506,85 949325 1.995,12

Sumber: DisdWkcapil danBapped&019, data diolah

b. Komposis Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi @nduduk menurut jenis lklamin dipelukan guna
merentukan lebijakan berprespektif gender. Kebijakan pada konposis
penduduk yang simbang antara laki-laki dan perempuan sudbh
seharusya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya.
Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Data pada Tabd 1.7 menunjuklan jumlah penduduk rempuan
semakin menigkat danlebih bawyak dari penduduk laki-laki, oleh sbab
itu daam merentukan satu kebijakan perlu mempertimbangkan
kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memlerikan peluang
lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam
pemeintahan atau maiingkatkan pembeadayaan perempuan didalam
kebijakan ekonomi.

Tabel 1.7. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul
tahun 20152019

. JensKeamin Jumlah Penduduk (Jiwa)
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2015 2016 2017 2018 2019
Laki-laki 460.075 464.860 462.449 468.135 472.916
Perempuan 459.365 463.816 464.732 471.583 476.409
Jumlah 919.440 928.676 927.181 939.718 949.325

Sumber: Disdikeagpil 2019,diolah

Tabel 1.8. Jumlah penduduk berdasrkan jenis kelamin per kecamatan Tahun

2019

No K ecamatan L aki-laki perempuan Jumlah

1 Srandakan 15.505 15.713 31218
2 Sanden 15763 16.209 31972
3 Kretek 15101 15.762 30.863
4 Pundong 17.658 18.250 35.908
5 Bambangli puro 20.673 21.207 41.880
6 Pandak 26.112 25.901 52.013
7 Pajangan 18.000 18.040 36.040
8 Bantul 31.988 32.377 64.365
9 Jetis 29111 29.438 58.549
10  Imogiri 31583 31959 63.542
11  Dlingo 19.649 19.888 39.537
12 Banguntapan 55.800 56.155 111955
13  Pleret 24.246 23934 48.180
14 Piyungan 26.041 26.292 52.333
15  Sewon 50.183 49.624 99.807
16  Kasihan 51749 51.778 103527
17  Seayu 23754 23.892 47.646
Jumlah/rata-rata 506,85 472916 476419

Sumber: Disdikeegpil 2019,diolah

Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten
Bantul tidak merata, lihat Tabd 1.8. Daerah yang mempuaya jumlah
penduduk lak-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul yaitu di
Kecanatan Banguntapan sebanyak 55.800 jiwa, kemudan Kecamatan
Kasihansebanyak 51.749 jiwa, dan Kecanatn Sewon sbanyak 50.183
jiwa. Demikian juwa hanya, jumlah penduduk perempuan yang
terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul masihpada iga kecamatn yang
sama, yaitu di Kecamabn Banguntgpan sbanyak 56.155 jiwa,
kemudan Kecanatan Kasihan sebanyak 51.778 jiwa, dan Kecanatn
Sewon sebanyak 49.624jiwa. Sementra itu, wilayah kecamatan dengan
jumlah penduduklaki-laki terendah adalah Kecamatan Kretek sebanyak

15.101 jiwa dan kecamatn dengan jumlah penduduk perempuan
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terendah adalah Kecamatan Srandakan sebanyak 15.713jiwa.

c. Struktur Usia

Persebaran penduduk mentut umur sngat dipelukan untuk
mengmbil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti
teraga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mergetahui sebaran
penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat
diterapkan kebijakan yang lebihtepat dan efisien untuk pengembangan
wil ayah tesbuit.

Propasi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun2015 hingga
tahun2019 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun)dengan
proentaseberada pada kisaran 60-70%. Kelompok umur muda (-14
tahun) mengikuti dengan prosentasedi kisaran 21-22%. Sementra itu,
penduduk kelompok usia lanjut (diatas 64 tahun) memniiki proporsi
terkedl. Gambaan prgorsi €baran penduduk berdasarkan komposisi

usia €bagaimanatersgji padaTabel 1.9.

Tabel 1.9. Komposisi Usa PendudukPadaTahun 20152019

Jumlah Penduduk
Usia(th) Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
% Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa
0-14 2153 197912 2125 197308 21,19 196441 21,13 198537 21,17 200936
15-65 6899 634324 6900 640818 6882 638072 6910 649344 6893 654360
> 65 948 87204 9,75 90550 9,99 92668 9,77 91837 990 94.029
Jumlah 100 919440 100 928676 100 927181 100 939718 100 949325

Sumber: Disdikeapil 2019,diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dalam perencanaan pembangunan,
untuk kelompok usia muda agar lebih diperhatikan dari segi kesehatan
dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar. Sementra kelompok
umur produktif yang proporsinya juga cukup besar, kebijakan ekonomi
seperti perluasan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan menpdi
lebih dominan. Sementra itu pendudukusialanjut (64 tahunke atas),



menunjuklan proporsi yang kecil. Meskipun demikian lima tahun ke
depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus kertambah, karena
umur harapan hidup juga terus menngkat baik secaa regional maupun
nasional. Hal ini perlu diantisipasidari sekarang sehingga diperlukan
kebijakan seperti keteragakerjaan, kesehatan, pelayanan lansi, serta

kebutuhan sosialaar lainnya.
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Grafik 1.4. Grafik PiramidaPenduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019
(Sumber: Disdkeapil 2019, daadiolah)
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Grafik piramida penduduk pada Grafik 1.4 semakin menunjulan
bahwa pada tahun 2019, komposisi penduduk di Kabupaten Bantul
didominasi oleh penduduk usia produktif dan usia muda. Berdasarkan
Tabel 1.9 dan Grafik 1.4 maka kondisipenducduk di Kabupaten Bantul
sgjalan dengan prediksi dimana Indoresia pada tahun 2020 £2030akan
menglami bonus demografi, kondisi dimana jumlah penduduk usia
produktif jauh lebihbanyak dibandngkan dengan jumlah penduduk non
produktif.

Dengan komposisijumlah penduduk tersebut maka Kabupaten
Bantul akan menikmati decade Window of Opportunity atau jencia
kesempatn. Pemerintah Kabupaten Bantul harus dapat memarfaatkan
peluang ini sebaik mungkin dengan membuat kebijakan invesesi pada
bidangpendidikan (formal dan non formal) untuk mempersiapkan SDM
yang berdaya saing tinggi, kebijakan yang mendorong pertumbutan
invesesi, kebijakan akses permodalan dan kebijakan-kebijakan lainnya
yang juga lerorientasi pada pemarfagan kemguan teknolayi yang
berkembang di era milinial saa ini. Kesempaan ini bukannya tidak
memiiki konsekuensi regatif bila tidak menpdi perhatian dan
pertimbangan karena Pemerintah Kabupaten Bantul akan memiiki
jumlah terega kerja yang melimpah dan bila tidak dipersiapkan akan
mengdi masalah pelik bagi pemerintah.

d. Jenis Pekerjaan

PendudukKabupaten Bantul usia 15 tahunke-atas paling banyak
bekerja pada sktor lapangan pekerjaan Petanian, Kehutanan dan
Perikanan sebanyak 258815 jiwa atau 47,7%0. Sektor kedua terbanyak
ada pda perdagangan sebesar 119.857atau 22,13%. Kemudan, jumlah
penduduk Kabupaten Bantul paling sedikit bekerja pada sektor Red
Estae. Data penduduk berdasarkan jenis lapangan pekerjaan utama
tersgji padaTabed 1.10.
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Tabel 1.10. Penduduk erdasarkan jenis|apangan pekerjaan utama

Penduduk Usia 15
L apangan Pekerjaan Utama Tahun Ke-Atas
Jumlah %

Pertanian, Kehutanandan Perikanan 258815 47,79
Pertambangan danPenggalian 1131 0,21
Indudri Pengolahan 90 0,02
Pengadaan Listrik, Gas,uap/Air PanasdanUdaraDingin 88 0,02
Kongruksi 1.013 0,19
PerdaganganBesardanEceran; Reparasidan PerawatanMobil dan 119857 22,13
SepedaMotor
TrangportasidanPergudangan 1.356 0,25
PenyediaanAkomodasidan Penyediaan makan Minum 84 0,02
Informas danKomunikasi 109 0,02
JasaKeuangan dan Asurans 81 0,01
Real estat 45 0,01
JasaPerusahaan 92.252 17,04
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan danJaminan Sosial Wajib 33.774 6,24
JasaPendidikan 7.587 14
JasaKeséhatan danK egiatan Sosial 2.568 0,47
Jasal ainnya 22.682 4,19

Jumlah 541532 100

Sumber: Disdikeagpil 2019,diolah

e. Pendidikan

Jumlah penduduk merurut jenjang Pendidikan di Kabupaten
Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sedergjat yaitu sebesar
267.523jiwa atau 28,18%, sedangkan yang paling sedikit adalah Srata
Il yaitu sebesar 426 atau 0,04%dari jumlah penduduk diKabupaten
Bantul.

DIV/S gl Sl

DIll/ SajanaMuda i 5315 426
20.608 0,56% 0,04%
2,17%

at SMP/Sederajat

139.896

14,74% Tamat SD/ Sederajat
191.230
20,14%

Grafik 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Fendidikan Tahun 2019
(Sumber: Disdikcapil 2019, daadiolah)
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E.

Kondisi Ekonomi
1. Potensi Unggulan Daerah

a) Pertanian dan Peternakan

Sektor  pertanian merupakan salah  satu  prioritas
pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting
terhadap perekononian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah
satu sektor yang menberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB,
yakni sebesar 13,43%. Kontribusisektor ini adadi bawah kontribusi
sektor industri pengolahan yang sebesar 15,24%. Beberapa hal yang
perlu dicatat di tahun 2019 dalam bidang pertanian, peternakan,
kelautan @n perikanan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

X Pertumbulan prodiksi taraman pangan ditargetkan sebesar
0,102, realisasinya sebesar 3,83%;

X Pertumbulan produksi tanaman hortikultura ditargetkan sebesar
1,08%, redlisasinya sebesar 1,09%0;

X Pertumbuhanproduksi tanaman perkebunan ditargetkan sebesar
0,2%%, realisasinya sebesar 0,57%;

x Pertumbulan produksi daging (sapi, kambing, domba,kuda, dan
unggas) ditargetkan sebesar 0,8%, redisasinya sebesar 1,57%;

X Pertumbulan produksi perikanan ditargetkan sebesar 1,40%,
realisasinya sebesar 1,41%.

Beberapa permasalahan yang dihadypi dalam pembargunan
sektor pertanian antara lain penurunan kesubuen tareh akibat
pemakaian pupukkimiawi berlebihan, tejadinya aih fungsi lahan
pertanian, rendahnya tingkat penergpan teknolagy anjuran,
penurunan kondisi infrastruktur pertanian, dan kondisi cuaa yang
tidak merentu. Produksi kedelai, pada talun 2019 ini juga
menglami penurunan dibandirgkan tahun 203, lihat Tabel 1.11
Penurinanan produksi kedelai mercagpa 2326 % atau 438 ton.
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Penurunan ini di sebabkan karenafaktor panjangnya musm kemarau
selama tahun 201%ehingga mengalami kemunduen tanam, dimana
petani sucsh menyiapkan benih siap tanam, tetapi hujan tidak
kunjung turun. Faktor air yang mengdi sumler kehidupantanaman
kedelai dimana dibuuhkan pada ssat masa pengisian polong tetapi
taramankekurangan air, jadi pengisian polong tudak penuh sehingga

menyebabkan produktivitas kedelai menuun

Tabel 1.11. Perkembangan Luas Panen, Prodiksi dan Produktivitas Padi Sawah,
Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai
Tahun
No. Komoditas Uraian Ket.
2018 2019**
1 Padi Sawah LuasPanen 31.182,3 29524 Ha
Produktivitas(GK G) 60,06 6356 ku/ha
Produks (GKG) 187.285 187.655 Ton
Produkd beras - 120099 ton
2 Padi Ladang LuasPanen 197 23 Ha
Produktivitas(GK G) 45,56 50,10 ku/ha
Produks (GKG) 898 115 Ton
Produkd beras 575 736 Ton
3 Padi LuasPanen 31.379,3 29597 Ha
Produktivitas(GK G) 59,97 6355 ku/ha
Produks (GKG) 188183 188089 Ton
Produks beras 120.474,757 120377 Ton
4 Jagung LuasPanen 3.565,1 493 Ha
Produks (pipilan) kering) 26.086 34903 Ton
Produktivitas 7317 70,74 ku/ha
5 Kacang tanah Luas Panen 2.586,4 2704,8 Ha
Produks (wose kering) 4.068 4,065 Ton
Produktivitas 15,73 15.03 ku/ha
6 Kedelai LuasPanen 1.213,6 909 Ha
Produks (wose kering) 1.883 1445 Ton
Produktivitas 1552 1590 ku/ha
Sumber: DPPKP, 2019 ** Angka Sementara

Hasil perhitungan analisis perhitungan PPH sebesar 93,7.
Skor teasebut naik dibandingkan tahun 2018yaitu ssbesar 91,7.
Peningkatan tersebut mergindikasikan kualitas konsumsi pngan
masyarakat Bantul semakin menirgkat, dengan kata lain semakin
beragam dan berimbang, Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang

mergindikasikan kualitas pola konsumsipangan sudh beragam
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diantara9 kelompok uema.

Tabel 1.12. Perhitungan Skor PolaPangan Harapan (PPH)

Z
o

©CoOoO~NOUDd WNPE

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kelompok Pangan K kal/ Skor  Skor  Skor  Skor
Kapita 0 AKE) Bobol  \\iia  AKE Maks PPH

Pad-padan 1.1721 56 53,3 0,5 28,1 26,6 250 250
Umbi-umbian 572 3 2,6 0,5 1,4 1,3 2,5 1,3
Pangan Hewani 280,3 13 12,7 2,0 26,9 255 240 240
Minyak dan Lemak 80,0 4 3,6 0,5 1,9 1,8 5,0 1,8
Buah/Biji Berminyak 57,3 3 2,6 0,5 1,4 1,3 1,0 1,0
Kacang-kacangan 198,3 10 9,0 2,0 19,0 18,0 100 100
Gula 27,7 1 1,3 0,5 0,7 0,6 2,5 0,6
Sayur dan Buah 190,4 9 8,7 5,0 457 433 300 300
Lain-lain 20,8 1 0,9 - - - - -
Total 2.0842 100 94,7 115 125,1 1185 100,0 93,7

Sumber: DPPKP, 2019

b) Perikanan

Perikanan di Kabupaten Bantul juga memliki potensiyang
cukup besar. Produksi perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan
perikanan tangkap, dimana perikanan tangkap terdiri dari tangkap
laut dan perairan umum(lihat Tabel 1.13).

Tabel 1.13. Prodwksi peikanan Tahun 2017 £2019 dlam Ton

No. Perikanan 2017 2018 2019**
1 PeikananTargkap 885,35 768,44 802,85
2 PaikananBudidaya 11.546,74 12.291 12.440,59
Jumlah 12.432,094 13.059,44 13.243,45
Sumber: DPPKP, 2019 ** Angka Sementara

Prodiksi perikanan di Kabupaten Bantul sgak tahun 2017
hingga tahun2019 selalu mergdami peningkatan. Pada tahun2019,
peningkatan produksi diperoleh dari perikanan tangkap maupun
perikanan budidaya. Peningkatan produksi tangkap tahun 201%ila
dibandirgkan dengan produksi tahun 2018 adalah sebesar 4,48 %
atau 34,41ton mengdi 802,85ton. Sedangkan perikanan budidaya
menglami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149597 ton dari 12.291
ton pada tahun 2018 menpdi 12.44059 ton pada tahun 20109.
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Peningkatan produksi perikanan budidaya ini merupakan imbas
posiif dari penergpan teknolai baru di masarakat kabupaten
Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi
MATLAIR (hemat lahan dan air ) ini mererapkan kolam bulat
dengan inlet outiet dan aaasi serta mangemen air secara intensif
sehingga dapat menngkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan

400 ekor per meer kubik. Selain itu faktor lain adalah adanya
fasilitasi bantuan srpras budidaya baik dari APBN Pusat maupun
APBD | DI Y ogyakarta berupakolam bulat, terpal, benih dan pakan
kepada 65 kelompok pembuddaya ikan di Kabupaten Bantul yang
menirgkatkan luas @nen perikanan budidaya dan menirgkatkan
produksi peikanan.

c) Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, yang dmaksuddengan pariwisata adalah berbagai
macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan
pemerintah dagah. Potensiekonomi daeah yang sangat mendukung
dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal serta memberikan
kontribusi kepada pendapatan asli daerah ini didukung engan
keanekaragaman jenis obyek wisata aam, reigius, budaya, dan
buatan. Kawasan pantai selatan yang mernadi salah satu ikon utama
pariwisataK abupaten Bantul, dikelompokkan merdi tiga zona dn
dikembangkan <esuai dengan peruntukannya yaitu sebaga (1)
kawasan wisata alam pantai, (2) wisata budaya/religius, dan (3)
wisata buatan/minat khusus. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai
sdah stu Kawasan Strategis Pariwisata [xerah (KSFD) sesua
dengan Rippada Kabupaten Bantul, selmgga diharapkan dapat |ebih
berkembang dan menberi nila strategis terhadap perekononian
Kabupaten Bantul.
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Pariwisata meupakan salah satu sektor stetegis di
Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan
perekonoman masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Dagah (PAD). Kontribusi sektor
pariwisata tehadap PAD pada 2019mercgpai Rp.31.756.578.250,00
atau menmngkat sebesar 9,25% dari perolehan tahun 2018yang
berjumlah Rp.29.066.376.750,00.

Tahun 2019, Kbupaten Bantul mercaatkan adanya
peningkatan jumlah kunjungan wisata sebesar 22,87% dari tahun
2018. Peningkatan kunjungan wisata ini disumbang olehwisatawan
domestik sbesar 2287% dan mancanegara sebesar 16,76%.
Peningkatan jumlah kurjungan wisatawan Kabupaten Bantul seperti
tersgji padaTabel 1.14.

Tabel 1.14. Peningkatan Kunjungan WisataTahun2019

Wisatawan Jumlah Kunjungan (orang) Pe.ningkatan
2018 2019 kunjungan (%)
Domestk 4.200.961 5.162.124 2287
Mancanegara 3.461 4.041 16,76
Jumlah 4.204.442 5.166.165 22,87

Sumber: Dinas Paiwisata, 2019

Pencgpaian jumlah kunjungan wisatawan merupakan
keberhasilan dari pelaksanaan stiategi pengembangan pariwisaa
Kabupaten Bantul tahun 2019 antara lain meldlui peningkatan daya
tarik obyek wisata, intensifikesi, dan ekstensifikasi promosi
pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisaa serta
optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata
Program-progran  yang dilaksanakan <lain bertujuan untuk
menirgkatkan daya tarik wisata dan promosi pariwisai, juga
bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemitraan staleholder
daam pengembangan pariwisata, yang peda akhirnya diarahkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Selain  itu pengembangan desa-desa wisata sbagai
aternative tourism di Kabupaten Bantul juga menunjukkan
pertumbulan yang cukup baik, di mana pada tahun 2019 jumlah
desa wisata tebh mercgoai 38 lokasi, menngkat dari tahun 2017
yang berjumlah 37 lokasi. Kemunculan desa wisata ini diharapkan
dapat memlerikan kontribusi yang nyata dan posiif terhadap
peningkatan perekonomnian dan kesgjahteraan masyarakat lokal. Data
tentang dayatarik wisatadapat dilihat padaTabel 1.15.

Tabel 1.15. Daya tarik wisata dan usaha wisata Kabupaten Bantul Tahun 2016 -

2019
No Daya Tarik Wisata 2016 2017 2018 2019 Satuan Keterangan
1 Alam 20 22 25 32 Unit Partai, goa, ekosisem bakau,
gumuk pasir, air terjun, hutan
pinus
2 Buatan 54 59 59 84 Unit Tamen rekreasi air, kolam
renang, taman wisata ago
dan DesaDesaWisata
No. UsahaPariwisata 2016 2017 2018 2019 Satuan Keterangan
1  Hotel bintang 1 2 3 3 Unit
2 Hotel non-bintang 94 117 133 56 Unit
3 Restoran/rumahmakan 199 225 261 142 Unit
4 Jasaperjalanan wisata 25 67 67 33 Unit
5  Transportasi Wisata 4 5 5 Unit
6 Jasa hiburan dan 22 57 63 Unit
rekreasi
7 Tempat 2 7 16 Unit
Penyelenggaaan
Pertemuan,Konferensi,
(MICE)

Sumber: Dinas Paiwisata, 2019

d) Perdagangan

Pengembangan perdagangan di  Kabupaten  Bantul
diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun
2019 terdapat 25 pasar dalam kondisi baik, 33 pasar desa, 32 pasar
kabupeten, dan satu pasar seni. Potensipasar kabupaten yang cukup
menmadai untuk menujupasar tradisional yang modern ada 24 pasar,
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antara lain: pasar Bantul, Imogiri, Niten, Dlingo, Jeeran, Pijenan,
Barongan, Piyungan, Pleret, Celep, Sunggpan, Panasan, dan lain-
lain.

Berdasarkan Peraturan Daeaah Kabupaten Bantul Nomor 16
Tahun 2010tentang Pengelolaan Pasar serta Peraturan Bupati Bantul
Nomor 27A Tahun 2011 tentng Petunjuk Pengelolaan Pasar
Tradisional, Pemerintah Kabupaten Bantul telah dan te@p
berkomitmen untuklebih mengdepankan aspek peningkatan chya
saing dan pembeadayaan ekonomi lokal meldui pengembangan
pasar tradisiona dan toko tradisional. Dalam upaya memnaga
kesinambungn hal tersebut, aspek permodalan, kelembegaan dan
kepemilikan lahan pasar tradisonal menpdi
ditingkatkan.

prioritas untuk

Terkait dengan ekspa, pada tahun2019 kondisi kinerja nilai
ekspor adalah sbesar US$151.040.882,4 mengalami kenaikan
sebesar 32,18%dibandng tahun2018, lihat Tabel 1.16. Eksporini
dilakukan dengan tujuan negara Austalia, USA, Jepang, Perancis,
Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapua. Adapun komodti ekspor
unggulamya adalah tekstil, funiture, dan handycraft.

Tabel 1.16. Redisasi Eksporpe Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2018 &019

Bulan EJkl;r[;](l)?tl?r Volume Ekspor Nil ai
2018 2019 | 2018 2019 | 2018 2019
Januari 53 50 1.155.056,23 1.442.151,76 6.455771,99 | 14.347.340,13
Februari 42 59 844.405.11 1.264.395,45 718474520 | 14531.11874
Maret 60 54 1.414.344,80 1.158769,42 | 10.833.172,50 | 11.037.306,50
April 65 61 1.540.693,40 1.575.753,09 9.749.026,69 | 12.897.820,82
Mei 63 64 1.485.849,49 1.87484320 | 10.808.099,30 | 13.425.203,67
Juni 52 50 1.047.518,09 934.124,96 8.153.195,40 8.681.213,88
Juli 55 69 1.133.120,59 1.662.881,35 | 11.017.224,80 | 14.258.660,54
Agustus 58 66 1.077.531,22 1.359516,52 9.664.964,97 | 12.832.277,46
September 54 64 1.158.203,65 1.467.132,77 9.957.473,33 | 13.137.510,02
Oktober 53 58 1.229.322,87 1.389.822,37 9396.432,47 | 10.890.817,73
November 55 63 1.170.117,51 1.279786,25 | 10.072.592,10 | 13.091.699,15
Desember 47 64 1.266.924,48 1.236547,45 | 10978.411,50 | 11.909.91374
Jumlah 657 2 14523.087,40 | 16.645.724,60 | 114.271.110,00 | 151.040.882,40
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Sumber: Dinas Padagangan, 2019

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Donestk Regiona Bruto (PDRB) merupakan salah
satu indikator ekonami mako yang dapat digunakan untuk
mergukur kinerja pembargunan ekonomi suatu wilayah. PDRB
merupakan jumlah nilai tamhkeh (barang dan jasa) yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suetu wilayah selama periode ertentu.
PDRB dihitung dngan metode yang sama sehingga dapat
dibandirgkan antar wilayah dan antar waktu. PDRB dibedkan
dalam dua jenispenilaian, yaitu PDRB atas dasar harga lerlaku
(ADHB) dan PDRB atasdasar harga konsen (ADHK).

Pertumbutan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 205
hingga tahun 2019 selalu menglami kenaikan dengan tingkat
pertumbulan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbutan
ekonomi berdasarkan nilai ADHB di Kabupaten Bantul adalah
sebesar 7,89% (angka sngat sementra) atau magalami
peningkatan pertumbutan dibandirgkan tahun2018 yang mercapai
nilai 24,443 triliun rupih, lihat Grafik 1.6. Hal ini disetabkan oleh
menirgkatnya pertumbuhan beberapa kegiatan sektor ekonom,
utamenya kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan
air, konstruksi dangsapendidikan.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga konsan
tahun 2019mercgpai 19,088 triliun rupiah, mengalami kenaikan
sebesar 5,17 persen dibanding tahun2018 yang mencapa 18,150
triliun rupiah, lihat Grafik 1.6. Kenakan PDRB ini murni
diselabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan
sucah terbebas dari pengaruh irflasi.
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Grafik 1.6. Nilai dan Patumbulan PDRB berdasarkan ADHB dan
ADHK Tahun 205-2019 (Sumber: BPS 2019¢iolah)

Pada tahun2019, pertumbuhanekonomi Kabupaten Bantul
sebesar 5,53% atau mengalami kenaikan dibandngkan tahun 2018
yang mamputumbuh 5,47%, lihat Tabel 1.17. Hal ini dikarenakan
sekitar 58,82% atau 10 dari total 17 kategori penyumbang
pertumbukan ekonomi menglami peningkatan yang cukup tinggi
dibandirgkan dengan tahun2018. Pertumbulan ekonomi Kabupaten
Bantul tahun 2019 masih dibavah pertumbutan ekonomi DIY
sebesar 6,6% namun datas Nasional seesar 5,02%.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahur2019 dari sisi
transfamasi struktull yaitu pergeseran struktur ekonami yang
ditandal dengan pergeseran peranan lapangan usaha datiga sktor
tidak mergalami perubahan dibandigkan tahunsebelumnya. Ketiga
sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari
lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2)
pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri
dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik
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dan gas; (3) pengadaan ar, pengelolaan sampah, limbah @n daur
ulang dan (4) konstriksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari
lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan
peravatan mohbl dan sepeda mdor; (2) transporesi dan
pergudangan; (3) penyediaan akomodasidan makan minum; (4)
informasidan komurikasi; (5) jasa leuangan; (6) real estate; (7) jasa
perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan
sosal wagjib; (9) jasapendidikan; (10) jasakesehatan dan kegiatan
sosal dan(11) jesalainnya.

Dalam jangka waktu lima tahun teskhir kontribusi sektor
pertanian ®baga sdah satu penyumbang terbesar terhadap
perekonoman Kabupaten Bantul, menunjuklan tren perlambagén
dan pertumbulannya berada di bawah hampir semua €ktor keaudli
sektor pertambangan dan penggdlian. Hal ini menunjuklan bahwa
peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor
sekunder dan sektor tasier.

Tabel 1.17. Laju Patumbulan Ekanomi Kabupaten BantulTahun 2A5-2019

Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019**
A Pertanian, Kehutanan, danPerikanan 2,12 1,52 2,50 2,00 0.13
B Pertarmbangan dan Penggalian 0,61 0,35 0,06 157 -0.27
C Industri Pengolahan 2,67 543 6,39 5,52 5.38
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,08 15,58 3,99 4,85 473
E Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah 2,95 2,96 3,18 5,16 825

dan Daur Ulang
F Konstruksi 4,05 4,07 5,93 7,24 5.17
G Perdagangan Besardan Eceran, Reparasidan 6,77 6,54 5,79 5,64 5.19
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H Transportas dan Pergudangan 3,80 4,23 3,88 551 6.46
| Penyediaan Akomodas dan Makan Minum 5,89 6,19 5,70 6,75 8.68
J Informasidan Komunikasi 5,65 841 587 6,18 7.29
K JasaKeuangan 8,55 4,65 2,82 6,59 9.97
L Real Egat 6,87 5,82 4,97 541 6.43
M,N JasaPerusahaan 7,06 4,26 4,27 537 7.38
(0] Administras Pemerintahan, Pertahanandan 5,26 5384 4,98 4,55 342
Janinan Scsial Wajib
P JasaPendidikan 7,80 2,95 5,16 6,08 6.65
Q JasaKesehatan dan Kegiatan Sosial 7,51 5,20 513 4,62 7.02
R,ST,U Jasdainnya 841 6,02 5,61 7,14 6.09
PDRB 4,97 5,05 5,10 5,47 553
Sumber: BPS 2019diolah Ket : *(arngka semertara); ** (angka sangat semertara)
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b) Laju Inflasi

Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul pada tahun
2019 menunjulen angka sbesar 2,71, lihat Tabel 1.18 Angka
tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah Isimewa
Yogyakarta dan angka nasional. Pencgpaian inflasi di Kabupaten
Bantul dari tahun 2016-2019 menunjukan angka yang selalu lebih
rendah dari inflasi DIY dan nasional, fa ini menandakan tingkat
tingkat keberhasilan Pemerintah daeah melalui Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) dalam upya penegendalian infl asi daerah.

Tabel 1.18. Perkembangan Lau Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta,
dan Nasional Tahun 2A6-2019

No. Tahun t:{)u Eﬂﬁ Pr(;/’c.lj\t(jc:g;::(sarta Laju Inflasi Nasional
1 2016 2,26 2,29 3,02
2 2017 3,96 4,20 3,61
3 2018 2,61 2,66 3,13
4 2019 2,71 2,77 2,72

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

F. Indikator Kinerja Makro
1. IndeksPembangunan Manusia

Konsgp pembangunan manusia diukurdengan menggunakan
pendekatan tiga dimensi dasar manusa, yaitu umur panjang dan sehat,
pengetahwan, dan standr hidup yang layak. Dimensiumur panjang @n
sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saa lahir. Dimensi
pengetahwan diwakili oleh indkator harapan lama sekolah chn rata-rata
lama ®kolah, sedangkan dimensi standr hidup layak diwakili oleh
pengeluaran per kapita. Ketiga dmensi ini terangkum dalam suetu
indeks kompai$ yang membentukindeks Pembangunan Manusia(IPM).

Pembargunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi lepada
pencapaian pertumbulan ekonomiyang tinggi semata(growth oriented),

namun setidaknya pencgpaian pembangunan juga harus mampu
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dirasakan marfagnya dan menpwab kebutuhlen masyarakat (people
neel oriented). Salah stu indikator keberhasilan pembangunan terhadap
masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau
Human Devdopment Index (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten Bantul
tahun2019 adalah sebesar 80,01 atau berada pada cgpaian sangat tingg.
Selain itu, cgpaian IPM Kabupaten Bantul di tahun 2019menirgkat
dibandirgkan dengan tahun 208. Kondisi IPM Kabupaten Bantul mulai
tahun 202-2019 mempealihatkan ten peningkaden, artinya kinerja
pembangunan dagah semakin diesakan dan memiliki marfaa bagi
masyarakat di dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonom. Tabel nilai

IPM tahun 2014 hgga 2019 sperti tersgji pada Tabel 1.19.

Tabel 1.19. Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Tahun Nilai IPM Nilai IPM

KabupatenBantul DIY
2014 7711 76,81
2015 77,99 77,59
2016 78,42 78,38
2017 78,67 78,89
2018 79,45 79,53
2019 80,01 79,99

Sumbe: BPS Kabupaten Bantul, 2019

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan meupakan permasaahan serius dalam proses
pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat
memlerikan permasalahan serius yang berdampak kepada berbaci
aspek mulai ekonom, kesehatan bahkan sampai maslah kerawanan
sosa. Pemeintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam mermngani
permasalahan kemiskinan didaerah.

Tabel 1.20. Data KemiskinanKabupaten Bantul Bhun 2014 2019

Tingkat LIS I Garis Kemiskinan
Tahun e Kedalaman Keparahan
NCAE Kemiskinan Kemiskinan (RZISETZ =




Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

. Indeks Indeks : .
Tun o Kelman  kepwann O Ko
Kemiskinan Kemiskinan
2014 15,89 2,19 0,48 301986
2015 16,33 3,16 0,89 312514
2016 14,55 2,02 0,41 332057
2017 14,07 2,21 0,56 347476
2018 1343 2,17 0,46 369480
2019 12,92 187 0,43 381538

Sumbe: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Data angka kemiskinandi Kabupaten Bantul menunjulan adanya
tren penurunan hingga tahun2019mengdi 12,92 lihat Tabel 1.20. Pada
tahun 2019Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ®lain
melaksanakan Program-program penanggulangan kemiskinan jua
menfokuskan pada perbaikan data DTPPFM atau DTKS (Data Terpadu
Kesgahteraan Sosial) , yaitu memeksimalkan entry data ke dalam
aplikasi SIKS NG yang meupakan hasil dari Musyawarah tingkat Desa
untuk cleaning data inklusi dan eklusi error. Selain itu dalam program
penanggulangan kemiskinan lebih menfokuskan pada pemenutan
kebutatan dasar, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, tambehan
pemenulan asypan gizi, progam tersebut selagai berikut :

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul di
tahun2019focusing @da perbaikan data penerima marfaa (sasaran
penerima). Melaui Sistem Informasi Mangemen Monitoring
Penanggulangan Kemiskinan (SI MISKIN), telah dilakukan
pemetaan sasaran program pemanggulangan kemiskinan

2. Rehab rumah tidak layak huni yang ditangani oleh Dinas PUPKP,
Dinas Sosial, Pemeintah Desa serta sumler pendanaan lain yaitu
optimalisasi pean CSR dan pengelolaan Zakat Daerah.

3. Program Boga Sehat, yaitu Program pemberian tambahan asupan

makanan bergizi bagi lansia niskin absout dan penyandang
disabiltas untuk memmbah pemenutan 2100 kalori. Program ini
dilaksanakan mulai bulan 1 Maret 2019 sampa dengan bulan
Desember 2019. Untuk progam tambkahan bagi warga miskin dan
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lanjut usia érlantarjuga mendypatkan ambahan anggaran dari CSR.

3. Angka Pengangguran

Padatahun2019,angka Tingkat Pengangguran Terbuka [TPT) di
Kabupaeten Bantul adalah sebesar 3,06% (liret Grafik 1.7). Tren angka
TPT sgak tahun 2015hingga 2019 mengalami fluktuasi dan angka
cgoaian terbaik ada di tahun 2018, yakni sebesar 2,72%. Angka TPT
Kabupaten Bantul di tahun 2019 mergalami kenaikan sebesar 0,34%
dibandirgkan tahun 2018. Namun demikian, angka pengangguran ini
masih ada dibawvah angka pengangguran DIY sebesar 3,14%. Kategori
penganggur pada TPT melipui: (1) Mereka yang tak punya pekerjaan
dan mercai pekerjaan, (2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha, (3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak
mercai pekerjaan, karena measa fidak mumngkin  merdapatkan

pekerjaan, (4) Mereka yang sucbh punya pekerjaan, tetapi belum mulai

bekerja.
3,12
3,06
3,00 3,00
7
2015 2016 2017 2018 2019

— TPT Kabupaten Bantul = =

Grafik 1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Bantul tahun 201582019(Sumler: BPS 2019)
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Pengangguran meupakan maslah ketenagakerjaan yang
diakibatkan dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang
dengan jumlah penduduk yang mercari pekerjaan atau yang telh
menesuki usia kerja. Bertambamya penduduk usia kerja harus
diimbargi dengan bertambamya Iapangan pekerjaan  untuk
menirgkatkan penyerapan terega kerja.

Salah satu prioritas pembangunan yang dlaksanakan di
Kabupaten Bantul khususiya yang berkaitan dengan masalah
pengangguran adalah meningkatkan kesempatn kerja dan merciptakan
lapangan usaha baru dengan memlbekali ketrampilan untuk penduduk
agar mampu lerusasha mandri. Peran pemeintah sngat dibutuhkan
dalam upaya mengurangi pengangguran tersebut. Penduduk yang putus
sekolah maupunyang tidak bersekolah lagi sebaiknya dikerikan
pelatihan din ketrampilan ssbagai modal utamadalam bekerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan  perekonomian  Kabupaten Bantul yang
diproyeksikan mengalami peningkatan pada Tahun 2019 tidak dapat
dilepaskan dari kondisi perekonomman DIY dan Nasional. Pada Tahun
2019 pertumbutan ekonomi di Kabupaten Bantul dipekirakan akan
menirgkat menpdi 5,26 persen, dan pada talun 2020 mengdi 5,27
persen. Hal ini diselabkan secaa mako kondisi perekonoman nasional
diperkirakan akan tumbuh seiring dengan kondisi perekonomian global
yang smakin memlaik, stabiitas pemeintahan semakin terjaga dan
orientasi @rtumbuhan ekonomi nasional yang diaahkan pada
percepatan pengembangan daerah-daerah. Bebergpa faktor lain yang
dihaapkan dapat membeaikan dorawgan positf terhadap peningkatan
pertumbulan ekonomiKabupaten Bantul adal ah:

1. Peningkatan daya saing invesesi dagah meldui khususya
kemudalan penanaman modal melaui penguatan pembangunan

Kawasan Industri Ryungan dan KPI Sedayu-Pagjangan.
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2. Pergeseran struktur perekonoman di Kabupaten Bantul ke arah
sektor tersier melaui penciptaan peluang dan lapangan kerja baru
sehingga akan berdampak terhadap pendidribusen pendapatan
kepadamasyarakat |uas.

3. Peningkatan peran desa-desa dlam pembangunan dagah meldui
Alokasi Dana Desa ADD) dan Dana Desa OD) diharapkan dapat
mengkselerasi petumbuhan ekonomidi wilayah pedesaan.

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan penduduk meupakan sadlah stu indikator dalam
pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan. Pendapatan penduduk
suetu wilayah dalam periode tetentu ditunjukan oleh nilai PDRB per
kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambahyang
dihasilkan oleh gluruh kegiatan ekonomidengan jumlah penduduk @da
tahun bersangkutan, yang menunjkan nila PDRB per satu orang
penduduk di suetu wilayah. Salah sstu kompaen dalam nilai tambeh
tersebut adalah upah dan gaji yang diterima masyarakat sebagai balas
jasateraga kerja.

Pendapatan per Kapita nominal (berdasarkan ADHB) dan
pendapatan riil (berdasarkan ADHK) Kabupaten Bantul segjak tahun
2015 hingga 2019 menunjulan tren peningkatan (lihat Grafik 1.8).
Pendapatan per kapita nomna pada tahun2019 sebesar 27,78 juta
rupiah dan pendapatan riil sebesar 20,11 juta rupiah. Pendapatan ini
lebih besar dibandngkan dengan pendapatan di tahun-tahun
sebelumnya. Peningkatan pendapatan per kapita ini dapat diasunsikan
bahwa terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di
Kabupaten Bantul sehingga mampumempebaiki daya beli masyarakat.
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Pendapatan
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Grafik 1.8. Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (juta ruapiah)
Tahun 205-2019(sunber: BPS 2019)

6.

K etimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Dokumen Rencana Pembargunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Bantul tahun 206-2021 nerencanakan pencapaian
pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan
manfat pembangunan mampudirasakan oleh €luruh masyarakat. Salah
satu marfaat pembangunan yang drasakan oleh masyarakat berupa
peningkatan pendapatan dan kedlnya kesenjangan tingkat pendapatan.
Salah stu indikator untuk mergukur ingkat kesenjangan pendapatan di
masyarakat adalah penghitungan gini rasio. Pada tahun2018 Gini Ratio
Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,4 atau menirgkat 0,015 poin
(ketimpan@n semakin melebar). Pada tahun2019, menirgkat sebesar
0,035poin. Berdasarkan kriteria Oshima,angka gini ratio di Kabupaten
Bantul termasukdalam kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4).
Angka gini ratio Kabupaten Bantul tahun 205 + 2019 tesgi pada
Grafik 1.9.



Grafik 1.9. Pekembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun
20152019 (Sumbr: BPS 2020, didah)



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
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BAB Il

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Daaah sesuai dengan kewenangannya meayusun rencana pembangunan
daeaah sebagai suatu kesatuan dlam ssitem perencanaan pembangunan nasional.
Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Dagah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan
meretapkan Rencana Panbargunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembargunan angka Menengah Daerah (RPIMD) dan Rencana Kerja Pemeintah
Daagah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah meupakan sustu proses peyusuran
tahgpan-tahapan kegiatan yang meliketkan berbaga staleholde, dalam
pemarfaatan cn pengaokasian sumker daya daegah, serta daam rangka
menirgkatkan kesgjahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) pada dasarnya
merupakan ddkumen perencanaan pembangunan dagah daam kurun waktu 5
(lima) tahunyang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Dagah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dalam Peraturan
Daaah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 terding Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutya dalam
rangka menin@klanjuti kebijakan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daegah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul mdakukan
perubahan struktur organisasiperangkat dagah melaui Perda Nomor 12 Tahun
2016 tendng Pembentukan @n Susuren Perangkat Daaah Kabupaten Bantul.

Tahun 2017, terbit Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
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2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Dagah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Paaturan Daerah  Tentang Rencana
Pembargunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dagah, Serta Tata Cara Peubahan Rencana K erja Pemerintah Daeah.
Mengaau pada Permendagri tersebut, Pemeintah Deerah Kabupaten Bantul
melakukan perubahan/penyesusian terhadap RPIMD dikarenakan beberapa el
yakni: a) adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan
beberapa kewenangan dan urusan antar ingkat pemerintahan sehingga diperlukan
perubahan terhadap perangkat daerah dan target indikator kinerfja; b) perubahan
subgansi dan sistematika RPIMD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 86
Tahun 2017; ¢) kesesuaian antara cgpaian pembangunan daeah dengan indikator
yang telah ditegpkan.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaah (RPIMD)
Kabupaten Bantul tahun 20162021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPIJMD) Provinsi Dagah Isimewa Yogyakarta cbn
selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN).

Visi dan Mis daam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten
Bantul yang telah, sdang dan akan dilaksanakan kedepan mendasarkan pada
nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD tahun2006-2025. Di daam RPJPD ditegaskan bahwa
arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang
menpdi etos kerja, yaitu Bantul Projotamansari Sejahtera Demokr atis dan
Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi insprasi dan acuan dalam
penentuan visi dan misi pemeintahan selama periode jangka merengah serta
menpgdi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajran aparatnya untuk
melaksanakan program/kegiatan cara berkesinamburgan dan berkelanjutan.

Dengan memgerhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas,
dan juga memprhatikan kondisi permasalahan dan tanangan pembangunan yang
dihadpi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskanvisi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan jangka merengah dagah Kabupaten Bantul



Tahun 20162021 sbagal berikut:

A. Visi dan Misi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaan spesifik tentang apa yang
ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudan
berdasarkan visi dan misi tersebut kemudan dirumuskan tjuan serta
sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikatar-indikatornya. Visi
Kabupaten Bantul Tahun2016-2021adalah:

3 rwujudnyaMasyarakat Kabupaten Bantul yangelsat, erdas, dan
sgjahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaankemanusiaangdan
kebangsaardalam wadah Kgara Kesatuan Rpublik Indonesia (NKRI)

Secaa filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah
cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memliki kesehatan
jasnani, rohani dan soml.

b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiiki kecerdasan
intelektual, emosioma dan spiritual.

Cc. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandri,
memiiki tingkat penghidupan yang layak dan mampuberperan dalam
kehidupan sasl.

d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
merghargai danmengembangkan ssmangat gotong-royong.

e. Nasionalisme yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiiki rasa
patriotisme cita tanah ar dan tumpah darah untuk bersama-sama
mewujudkan gmbangunan.

f. Rdigius vyaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,
menglankan ibadah dan mengmbangkan tderansi beagama.

L ebupeensamuiTawnzois 39|



Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Namor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menglaskan bahwa misi adalah
rumusn umum mergenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan vis. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan
sempurna tanpadanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan
Cita-cita tersebut. Dengan memgerhatikan seluruh aspek pembangunan yang
dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-
langkah yang harus ditempuh untuk mercapai Visi pembargunan
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai
berikut:

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas
KKN;

b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia(SDM) yang sehat, cerdas,
terampil dan kerkepribadian luhur;

c. Mewujudkan kesgahteraan masyarakat yang difokuskan pada
percepatan pengembangan perekonomian rakyat;

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana pasarana umum,

pemarfaatan pengelolaan sumlerdaya alam dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencang;

Meningkatkan tatakehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman,

o)

harmonis, dan &rsatu seta berbudaya istimewa.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mengpai visi, mebksanakan misi dengan mengwab isu
strategis daerah dan permaslahan pembangunan daerah. Rumusn tujuan
dan sasaran merupakan dasar daam menyusun pilihanpilihan stetegi
pembangunan dan sarana untuk mergevaluasi pilihan tesebut. Kriteria

suetu rumusan tujuangmbargunan:

a. Diturunkan secara lebih operasional dari  masirg-masng misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memprhatikan vis;
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b.
C.
d.

Untuk mevujudkan satu misi dagt dicgpai melalui beberapatujuan;
Disusun dengn memprhatikan isu-isu strategis daerah; dan
Disusun dengn behasa yangjelas can mudah diphami.

Sasaran addlah hasil yang dihaapkan dari suetu tujuan yang

diformulasikan secara teukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kriteria

sasaran menperhatikan hal-hal selegai berikut:

a. Dirumuskan untukmencapai atau menglaskan tyuan;

b. Untuk mermgpai satu tyuan dapat dicapai melalui belerapa sasaran;

c. Disusun dengnh memgrhatikan isu-isu strategis daerah; dan

d. Memenuhi kiteria SMART-C.

Langkah-langkah perumusan tyuan dan sasaran adalah <sbagai
berikut:

a. Merumuslan rancangan pernyataan tujuan dari setigp misi dan melihat
kesesuaian dengan program kepala daaah tepilih;

b. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat menechkan isu-isu
strategis dalam jangka merengah. Dalam hal pernyataan tyuan belum
sepenumya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu
disempurakan;

c. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari  setiap
tujuan;

d. Merumuskan rancangan cgpaian indikator yang terukur dari setiap
sasaran, sekurang-kurangnya memnenuhi indikator kurci keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahen daerah; dan

e. Menyedaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan cgpaian

indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran
RPIJMN dan RPIMD Proving.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPIMD Kabupaten Bantul seperti tersgji pada Tabel
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Tabel 2.21. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul
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2.21 Indikator target dari dampak pencapaian sasaran program, secara

agregat dari semua msi dalam mercgpal visi jangka merngah, atau
sering disebut sasran utana, disajikan padaTabel 2.22.

VISI : Terwujudnya M asyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sgj ahtera, berd asarkan nilai-nilai
keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara K esatuan Republik I ndonesia (NKRI)

No

Misi

Meningkatkan tatakelola
pemerintahan yang baik,
efisiendan bebas KKN
mealui percepatan
reformasi birokrasi

Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
(SDM) yang sehat, cerdas,
dan berkepribadian luhur

Mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang
difokuskan pada
percepatan pengembangan
perekonomian rakyat dan
pengentasan kemiskinan

Tujuan

Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik, efisiendan
bebas KKN

Mewujudkan
peningkatan
kuaitashidup
masyarakat.

Meningkatkan
kesgjahteraan
masyarakat

Indikator
Tujuan

Indeks Tata
Kelola
Pemerintahan
(Indonesia
Governarce
Index1Gl)
Indeks
Pembangunan
Manusia (PM)

Angka
Kemiskinan

Pertumbuhan
ekonami

Sasaran Daerah

Terwujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
daeah yang
berkualitas

Terwujudny
adergjat kesehatan
masyarakat yang
tinggi
Terwujudnya akses
dan mutu
pendidikan yang
berkualitas
Turunnya imlah
Masyarakat Kurang
Mampu

Terwujudrya
perekonamian
daeah yang
berkualitas
Terwujudrnya
destinasi pariwisata
yang berbudaya
saing dan unggul
Terciptanya industri
kredif yang
berkualitas
Terpenuhinya
kebutuhan pangan
masyarakat

Indikator
Sasaran

Indeks Tata
Kelola
Pemerintahan
(Indonesia
Governance
Index/IGl)
Umur Harapan
Hidup

Angka Harapan
Lama skolah

Angka
kemiskinan

Pertumbuhan
ekonami
Gini Ratio

Pertumbuhan
jumlah
kunjungan
wisatawan
Cakupan industri
kreaif

Pertumbuhan
produksi tanaman
pangan
Pertumbuhan
produksi tanaman
holtikultura
Pertumbuhen
produksi tanaman
perkeburan
Pertumbuhan
produksi dagng
(sapi, kambing,
domba, kuda
unggas)
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VISI : Terwujudnya M asyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sgj ahtera, berd asar kan nilai-nilai
keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara K esatuan Republik I ndonesia (NKRI)

. . Indikator Indikator
No Misi Tujuan Tujuan Sasaran Daerah Sasaran
Terpenuhinya Pertumbuhan
kebutuhan produksi
perikanan perikanan
masyarakat
4 Meningkatkan kapasitas Menjaga daya Indeks Kualitas Terpenuhinya Indeks Kepuasan
dan kualitas saana dukung dlamdan Lingkungan sarana prasarana Masyarakat
prasarana umum, lingkungan hidup Hidup publik dan Terhadap
pemanfaaan pengdolaan untuk prasarana dasar Layanan
sumberdaya alam dengan pembangunan masyarakat Infrastruktur
memperhatikan kelestarian  berkelanjutan Terwujudrya Indeks Kualitas
lingkungan hidup dan lingkungan hidup Lingkungan
pengdolaan resko bencana yang berkualitas Hidup
Terciptanya DesaTangguh
kesadaran Bencana
masyarakat dalam
kesiapsiagaan
bencana
Terwujudnya Presentase
kesesuaian Kesesuaian
pemanfaaan ruang Pemanfaatan
Ruang
5 Meningkatkat tata Mewujudkanrasa  Angka Terwujudrya Angka
kehidupan masyarakat aman dan nyaman  Kriminalitas ketentraman dan Kriminalitas
Bantul yang agamis, dalam kehidupan ketertiban
nasionalis, aman, progresif ~ masyarakat masyarakat
dan harmonis srta Mewujudkan Indeks Terwujudrya Indeks
berbudaya isimewa budaya £baga Pembangunan pelestarian dan Pembangunan
identitas pesifik Kebudayaan pengebangan Kebudayaan
dagah budaya dagah
Sumbe: RPIMD KabupatenBantul Tahun 205-2021
Tabel 2.22. Target Pencgpaian Sasaran dan Redisasi Tahunan Rencana
Pembargunan Jangka M enengah
Indikator Tahun
Sasaran Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Tata Klasifikasi 57 65 70 75 80 85
Kelola (Cukup) (Baik) (Bak) (Bak) (Bak) (Sengat
Pemerintahan Baik)
(Indonesia
Governance
Index/IGI)
Umur Harapan Tahun 73,26 73,28 73,30 73,3 73,2 73,33
Hidup
Angka Harapan Tahun 15 152 154 156 15,8 159

Lamasekolah
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I ndikator v

S an Satuan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Angka Persen 14,41 13,66 12,91 12,16 11,41 10,66
kemiskinan

Pertumbuhan Persen 5,25 53 54 5,45 55 5,6
ekonomi

Gini Ratio Angka 0,3149 03121 03093 03065 0,305 0,3025

Pertumbuhan Persen 5 6 7 8 9 10
jumlah

kunjungan

wisatawan

Cakupan Persen 25 30 35 40 45 50
industri kreatif

Pertumbuhan Persen 0,1005 0,1010 0,105 0,102 0,1025 0,103
produks
tanaman

pangan

Pertumbuhan Persen 1,000 1,025 1,05 1,075 1,100 1,125
produkd

tanaman

holtik ultura

Pertumbuhan Angka 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
produkd

tanaman

perkebunan

Pertumbuhan Angka 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
produks daging

(sapi, kambing,

domba,

kuda,unggas)

Pertumbuhan Persen 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
produks
perikanan

Indeks Klasifikasi N/A 72 74 76 78 80
Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Layanan

Infrastruktur

Indeks Kualitas Angka 39 45 50 56 63 72



Indikator
Sasaran

Lingkungan
Hidup

Desa Tangguh
Bencana

Persentase
Kesesuaian
Pemanfaata
Ruang

Angka
Kriminalitas

Indeks
Pembangunan
Kebudayaan

Satuan

Persen

Persen

Persen

Angka

2016

20

80

0,040

40
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2017

22,66

81

0,038

50

Tahun

2018 2019

2534 28

82 83

0,035 0,030

60 70

2020

30,66

84

0,028

80

2021

33,34

85

0,027

90

Sumbe: Peraturan Dagah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Perubahan RPIMD Kabupaten Bantul Bhun 2A6-2021

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi ,
diuraikan delam tyuan dan sasaran, penyusuran strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah menpdi bagian penting yang tidak terpisahkan.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-progam indikatif untuk
mewujudkan visidan misi. Sementra, kebijakan adalah arah atau indakan
yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mercgpai tujuan. Dalam
kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuslan stiategi dan
arah kebijakan perencanaan pembangunan dagah secara komprehendf
untuk mercgoa tujuan dan sasaran RPIJMD dengan efektif (berdaya guna)
dan efisien (berhasil guna).

Secaa umum, untuk mendomng perwujudanvisi dan misi periode
20162021, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sirergi empat
pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat,
dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk
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mengrahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mercapa tujuan
dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumugn arah
kebijakan merasionalkan pilihan stetegi agar memiliki fokus dan sesuai
dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dagah tahun 206-2021
disusun berdasarkan visi dan misi yang telbh ditetapkan dan dengan
memperhatikan permasalahan pembangunan dagah serta isu-isu strategis
yang terkait dengan pembargunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka
optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan
analisa terhadep kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (ALE-ALI)
dan analisaSWOT dengan hasil sebagai berikut:

a. AndisisLingkungan Internal (ALI)
1). Kekuatan

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tingg yaitu
di atas cgpaian nasional;

b) PDRB per kapita Kabupaten Bantul selama imatahun teakhir
menunjuklan peningkatan, baik atasdasar harga berlaku maupun
atas dhsar hargakonsan;

c) Aksesihbilitas dri pusat kotaDIY mudah dan stetegis;

d) Pertumbulan kunjurgan wisatawan tinggi;

€) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan
pelestarian seni, budaya, dan olalragg;

f) AngkaPartisipasi Murni dan APK cukup laik;

g) AngkaKriminalitas rendah;

h) Posis strategis Bantul sebagai pdaman depaQ fdaam
paradigma pembangunan DIY 3Among Tani dagang Layar

i) Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (kawasan
BKM, Kawasan Industri, @an Kawasan Perkotaan Yogyakarta).

2). Kelemahan
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f)
9)

h)

j)
K)

Ketimpan@n pendapatan adakecederungan menngkat;

Angka kemiskinanBantul cukuptinggi, di atasProvinsi DIY dan
nasional;

Tingginyaaih fungsi lahan pertanian;

Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara
optimal;

Rata-rata pertumbulan unit usahaindustrikedl merengah masih
rendah;

Daya saing produk belum ogimal;

Sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan pubik belum
optimal;

Pengembangan kawasan-kawasan stategis belumoptmal;

Trend rasio guru dan sswamenuun;

Trend penyakit tidak menubr meningkat;

Prevalensi penyakit infeksi dan nenularmasih tingi;

Kapasitas keuangan dagah yang terbatas sehingga masih
tergantung padapemerintah pus;

m) Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk

peningkatan pertumbukan wilayah.

b. AnalisisLingkungan Eksternal (ALE)

1). Peluang

a)

b)

d)

Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional antar negara
(AFTA, MEA, dan lain-lain);

DIY sebaga tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali
menpdikan Bantul juga memiiki peluang yang besar dalam
industri priwisat;

Adanya agendapembanguran nasional nelalui Nawa Cta;

K ebijakan-kebijakan pembargunan Provinsi DIY dalam RPIMD

mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul

L ebupeensaiTawnzos 47|



Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

(pembangunan bandara NY |A dan J1.5);

€e) Pemaintah Provinsi DIY menpdikan pantai Selatan DIY
merupakan halaman depan dalam pengembangan wil ayah;

f) Adanya peluang bagi Bantul untk ikut serta menskseskan SDG | V
sebagal komitmen nelanjutkan target-target MDG § V

2). Ancaman

a)

b) Produ

k dan SDM Bantul

pembelakuan MEA,

c)

dagah termasuk destinasi wisat

Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencanaalam;
belum komptetitif

dengan

Persaingan antar kabupaten/kota dalam pegembangan produk

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan interna dan
ekrsternal tersebut dsgjikan padaTabel 2.23.

Tabel 2.23. Matrik An

aisaSWOT

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN

1. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Bantul cukup
tingg yaitu diatascagpaian
nasonal.

PDRB perkapita Kabupaten
Bantul selamali matahun
terakhir menunjukkan
peningkatanbaik atasdasar
harga berlaku maupun atas
dasarharga kongan.
Aksesibili tasdari pusatkota
DIY mudah danstrategis
Pertumbuhankunjugan
wisatwan tinggi.

Tinggnya partisipasi
masyarakat dalam
pengembangandan
pelestaian seni, budaya, dan
olahraga.

Angka PartisipasiMurni dan
APK cukup baik.

Angka K riminalitas cukup
rendah

. Posisi strategis Bantul sebagai

No

10.

11

KELEMAHAN

Ketimpangan pendapatan(gini
ratio) kecenderungan menurun.
Angka kemiskinanBantul cukup
tinggi, diatas Proving DIY dan
nasonal.

Tinggnyaalih fungsi lahan
pertanian.

Potend sektor-sektor unggulan
belum berkembang secara
optimal

Rataratapertumbuhan unit usaha
industri kecil menengah masih
rendah.

Daya saing produk belum optimal
Saana danPrasaanainfrastukur
pelayanan publik belum optimal
Pengembangan K awasan-
Kawasan Strategyis belum optimal
Trend ratio guru dansiswa
menurun

Trend penyakit tidak menular
meningkat

Prevalend penyakit infeksi dan
menular mash tinggi
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FAKTOR EKSTERNAL

palaman depan THalam
paradigma pembangunan DI'Y

. KabupatenBantul sebagai

kawasan strategis DI'Y
(KawasanBKM, Kawasan
Industri, danKawasan
PerkotaanY ogyakarta)

12. Kapastaskeuangan daerahyang
terbatassehinggamash
tergantung pada pemerintahpusat

13. Keterbatasarpotensi SDA yang
dapat dimanfaatkan untuk
peningkatanpertumbuhan
wilayah

PELUANG

1. Terbukapeluang pasar

meldui kerjasamaregional
AntarNegara (AFTA, MEA,
dil)

. DIY sebagai tujuanwisata
keenam terbesarsetebh Bali
menj adikan Bantul juga
memiliki peluang yang besar
dalam indugtri pariwisata.

. Adanyaagenda
pembangunannasional
meldui Nawa Cita.

. Kebijakan-kebijakan
pembangunanProving DIY
dalam RPIMD merdukung
pengambilan kebijakan
pembangunanBantul
(Pembangunan Bandara
NYIA, J1S, Pelabuhan)

. Adangya peluang bagi
Bantul untuk ikt seta
mensukseskanSD J 4
sebagai komitmen

melanj utkan target-target
MDG §.

. Pemerintah Proving DIY

menjadikan Pantai Selatn

STRATEGI SO
Pengoptimalan segala
potens ekonomi danproduk
Bantul untuk menembus
pasarinternasional.
Peningkatan kualitashidup
sebagai basisuntuk
mendukung kondisi nasional
maupu sebagai bagian dari
promosi wisatadaerah.
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi dengan tetap
memperhat kanefek
pengganda pertumbuhan
bagi semualapisan
masyarakat.

Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam

pembangnan untuk mencapai

target-targetSDG $§.
Peningkatan sarana-
prasaanadanakses untuk
mendukung pembangunan
kawasan selatan Bantul
sebagai halaman depanDIY.
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengembanganseni budaya

STRATEGI W-O

1. Pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan denganmelibatkan
peranserta masyarakat dalam
rangka untuk mengatasimasaah
kemiskinandankesenjangan
ekonomi.

2. Optimalisasipenataanruang dalam
rangka untuk memberikan
kepastaninvestasidan
pengembanganh ekonomi
masyarakat.

3. Peningkatan potensi desinasi
wisatadan pertumbuhan pusat-
pusatekonomi untuk
meningkatkan potensi sektor
unggulan, industri kecil dandaya
saing produk di pasaregional dan
internasional.

4. Peningkatan kualitaspendidikan
dalam rangka untuk
mempersiapkan kualitas
masyarakat dalam menghadapi
persaingan regional dan
internasional.

5. Peningkatan infrastruktur
pelayanan publik dalam rangka
mendukung peningkatan investasi

DIY merupakanhalaman lokal untuk mendukung danpengembangan produk
depanpengembangan pariwisatadaerah. unggulandaerah.
kawasan Pengembangan kawasan 6. Peningkatan pendapatandaerah
strategisdaerahdalam dalam rangka mengurangi
rangka untuk meningkatkan ketergantungan pada pemerntah
kualitasperekonomian dan pusat.
kualitasmasyarakat Bantul. | 7. Pengembangan kualitasdan
potens sumberdaya manusia yang
menjadi daya dukung bagi
pengembagan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi.

8. Peningkatan peranserta
masyarakat dan kehidupan
keluarga dalam rangka untuk
mengatas masabh-masalah sosial
danpembangunan.

ANCAM AN STRATEGI ST STRATEGI W-T

1. KabupatenBantul

1. Peningkatan peranserta

1. Optimalisasiprogram pengentasan
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merupakankawasan rawan
bencana

Produk dan SDM Bantul
belum komptetitf dengan

seluruh komponen
masyarakat dalam rangka
melakukan upaya mitigasi
bencana.

kemiskinandengan
pengembanganproduk unggulan
setempat.

. Pemetaan danpenataan kawasan

pemberlakuan MEA. Peningkatan kualitasSDM potensal dankawasan rawan
Persaingan antar danproduk IKM dalam bencana.
kabupaten/kotadalam rangka ekspansi di pasar . Peningkatan kerjasama antar
pengembanganproduk regional daninternasional. daerahuntuk mengopti malkan
daerahtermasuk Pengembangan potensi dan potens pertumbuhanekonomi.
pengembangandestinasi kawasan strategis dalam
wisata. rangka memperkuatdaya

saing daerah.

Sumbe: RPIMD Kab. Bantul Tahun 205-2021

Penentuan stategi dan arah kebijakan pembargunan daerah
Kabupaten Bantul ke depan selain mempertimbangkan hasil analisa SWOT
di atas, juga memgerhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-
upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiiki nilai
strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut

meliputi:
a. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) Bantul 2015-2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebutRUPMK
Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang
sampai dngan tahun 2025, trfungsi untuk mensirrgikan dan
mergoperasionalissikan  seluruh  upaya <ktor terkait dalam
menirgkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, meHBui
penetapan fokus/pioritas sektor penanaman mo@l dan koowdinasi umya
bersama untukmempomosikamya.

Mengaau pada RUPM Daegah Istmewa Y ogyakarta dan potensi
perekononman Kabupaten Bantu, RUPMK Bantul meretapkan enam
sektor priaritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata,
pendidikan, dan ekonami kreatif. Pengembangan penanaman modaldi
enam sektor prioritas tersebut diarahkan ke wil ayah-wil ayah yang paling
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menerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase
penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan
invesesi. Kebijakan ini diambil untuk merghindai pemusaén
pertumbulan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu sgja dan untuk
merghindari pelanggaran batas diya dukung (carrying capecity) dari
suetu wilayah.

Daam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan
pengembangan penanaman modal larus menujuprogram pengembangan
ekonomi hijau (green econony). Target pertumbuhan ekonomi harus
sgjalan dengan isu pencegahan pemaresan global dan tuyuan-tujuan
pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hjau di
Kabupaten Bantul didukung olehpengembangan energi alternatif, yaitu
Pembargkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor25 Tahun 2007,
salah satu kebijakan dasar penanaman modaldalam RUPMK Bantul
diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kedl, Menengah, dan
Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pembeadayaan UMKMK
dilakukan mebui dua strategi yaitu stategi nalk kelas dn strategi
aliansi strategis.

Fokus penanaman modal tersebut diatas selanjutnya dijabarkan
daam Roadnap Investasi RUPMK Bantul sebagai berikut
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Puick wins

Peninjauankembai dan percepatanreali sasipenanaman
modal untuk proyek-proyek strategis danproyek-proyek
2015-2016 yang sudahdirancang (pengembangankawasanBantul
Kota Mandiri, kawasankawasan peruntukanindustri
(Sedayu danPiyungan), infrastuktur jalan(Jalur Jalan
Lintasselatan), danlain-lain)

PercepatanPembanguran|nfrastiuktur, Persiapandan
Fasili tasi Pengembangan KawasanPrioritasdan

Fasili tasPendukungrya, Kawasanlndustri yang
terintegrasidengan K Awasanlndugtri rovingd DIY, dan
sektor-sektor lain yang diprioritaskan

FPengembangan Industri Berdaya Saing tinggi dan
BerbasisPengetehuan (Knowledge-basedindustry)

b. Rencana Aksi daerah Pangandan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul
20162021.

Pembargunan pangan dan gizi adalah sbuah investasistrategis
yang akan memlerikan dampak dilam jangka panjang kagi peningkatan
kualitas dan produktifitas sumlerdaya manusa. Pengaruh pangan dan
gizi begitu ggnifikasn sehingga @merintah meretapkan program
percepatan pangan dan gizi utanmanya pada 1000hari pertama kehidupan
(Perpres No. 42Tahun2013).

Berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi 2015-
2019, pendekatan multisektoral menjpdi pilihan pendekatan yang akan
diterapkan. Meskipunaspek kesehatan nenjadi indikator dominan dalam
output rencana aksipagan dan gizi, proses pencgpaian aspek ini sangat
membutuhkandukungadar multi sektor yang saling bersinergi dalam
progam dan pelaksanaannya. Demikian pula, aspek pemerataan akses
pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan beragam
melaui program yang saling terintegrasi (multisektor) merupakan
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perhatian utamaagenda internasional dalam Sustainate Devdopment
Goals(SDG {1 \engan prinsipnya INo oneleave behind

Pembargunan pangan dan gizi secaa resional telah dimulai
sejak tahun2001 dengan program-program yang tersusunsebaga upaya
pencgpaian tujuan Pembargunan Milenium (MDG §). Selanjuinya,
pembangunan ketahanan pangan dan gizi sad ini, 2015-2019,
melanjutkan tren posiif pembangunan pangan dan gizi dengan
pendekatan mutisektor. Program-program kesehatan tegp menpdi
leading ®dor dalam peningkatan status ksehatan masyarakat ditunjang
dengan siergisme piogram-program unit kerja lainnya dalam rangka

menenuhi sufiicient conditonspencapaian statusyizi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana ersebut
diatas, makaStrategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul
Tahun 205-2021 dpat dilihat padaTabel 2.24.

Tabel 2.24. Strategi danarah kebijakan

Mis 1 : MeningkatnyaTata Kelola Pemerintahan Yang B aik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KK N
melalui Percepatan Refor masi Bir okras

Tujuan Sasaran Strategi Ar ah Kebijakan
M ewujudkan tata Terwujudnya 1. Peningkatan efektivitas  x Meningkatkankualitas
kelola pemerintahan penyelenggaraan kinerjabirokrasidan SDM birokrasi
yang baik, efisien dan pemerintahan daerah layanan publik yang x Mengembangkan layanan
bebas KK N yang berkualitas repongf, trangaran, birokrasiyang prima
danakuntabel.

2. Peningkatan kualitas x Meningkatkanmutu SDM
perencanaan dansistem perencanaan
pembangunandan danpengelolaan keuangan
pengel olaan keuangan sertaasetdaerah.
daerah.

Misi2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan
Berkepribadian L uhur
Tujuan Sasaran Strategi Ar ah Kebij akan
M ewujudkan 1. Terwujudnyadergjat 1. Peningkatan cakupan x MeningkatkanSaana
peningkatan kualit as keshatan dankualitaslayanan Prasaana, SDM, dan
hidup masyar akat. masyarakat yang keshatan Akses sertaMutu
tinggi PelayananK esehatan.
2. Peningkatan cakupan x Meningkatkanketesediaan
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pangan dankualitas gizi
yang berimbang
3. Peningkatan pencegahan
danpemberantasan
penyakit menular
4. Pembinaan dan
pemasyarakatan olah
raga
Peningkatan
keseamatan transportasi
2. Terwyjudnyaakses 1. Peningkatan daya saing
danmutu pendidikan pendidikan.
yang berkualitas

2. Peningkatan kapasitas
lembaga pendidikan
dalam mengembangkan
prosesbelgar menggjar

3. Penguatan fungs
keluarga dalam
pengasuhandan
pendidikananak.

Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan K emiskinan

Tujuan
M eningkatkan
kesejahteraan
masyar akat

Sasaran Strategi
1. Turunnyajumlah 1. Peningkatan aksesdan
masyarakat kurang peluang usaha
mampu masyarakat.

2. Pengurangan beban
hidup warga kurang
mampu

3. Validasidatawarga
kurang mampu

2. Terwujudnya 1.Peningkatan daya saing
perekonomian produk daerah
daerahyang
berkualitas

2.Peningkatan kualitas
produktivitas
masyarakat

3. Terwujudnya Peningkatan dayatarik dan

destnasi pariwisata  pelayanan wisata
yang berdaya saing
danunggul

dankeragaman pangan
secara berkelanjutan.

x Meningkatkanperil aku
hidup bersih dan sehat

x Meningkatkanprestsi
olahraga
Meningkatkanpencegahan
kecelakaan trangportasi

X Memperluasanakses dan
meningkatkan mutu
pendidikandasartermasuk
akses pembiayaan bagi
penduduk miskin.

X Meningkatkanpemenuhan
standar nasional
pendidikan.

x Meningkatkanmodel
pendidikanberbasisbudi
pekerti.

X Meningkatkan peran serta
keluarga dalam mendidik
anak sgjak dini

Percepatan Pengembangan

Ar ah Kebijakan
x Meningkatkanketersediaan
lapangan pekerjaan dan
kemudahan usah
X Meningkatkan
kesgahteraan keluarga

x Meningkatkanketepatan
sasaanwargakurang
mampu penerima manfaat

x Meningkatkankualitasdan
kuantitas produk

x Meningkatkaniklim dan
kualitas pelayanan
investasi.

x Meningkatkankontribug
belanja

xMengurang kesenjangan
pendapatan

x Meningkatkanusaha
produktif masyarakat yang
kompetiti f

x Meningkatkankualitas
destnasi pariwisata

x Meningkatkankeragaman
destnasi pariwisata
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4. Terciptanyaindustri
kreatif yang
berkualitas

5. Terpenuhnya

kebutuhan pangan
masyarakat

6. Terpenuhnya

Akselerasi pengembangan
industri kreatif

1. Akselerasi pemenuhan
kebutuhan pangan
masyarakat

2. Pengembangan
peternakan berbasis
industri

Peningkatan produksi

kebutuhan perikanan  perikanan

x Meningkatkankualitas
produk, SDM dan
Kelembagaan UMKM
Kreatif

x Intensifikasi dan
diversifikasi usahatani

x Meningkatkankualitas
Sumberdaya Pete'nakan

x Peningkatan kualitasSDM,
kelembagaan dansarana
prasaanaperikanan

Arah Kebijakan

X Meningkatkanaksesibili tas
danmutu saranadan
prasaana.

X Percepatanpemenuhan
kebutuhan layanan dasar
masyarakat.

X Meningkatkan
pengendaliankualitas
lingkungan hidup

x Meningkatkanpemahaman
dankemampuan
masyarakat dalam
penguranganresiko
bencana..

x Meningkatkansarana
prasaana mitigasi bencana

x Meningkatkankualitas
perencanaan tata ruang

x Meningkatkanperanserta
masyarakat dalam
pengawasandan
pengendalianpemanfaatan
ruang

Ar ah Kebijakan
x Mendorong terciptanya
situasi kondusif dalam
kehidupanberagama

masyarakat
Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-Prasa ana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Dengan Memperhatikan Kelegarian Lingkungan Hidup Dan Pergelolaan Risiko
Bencana
Tujuan Sasaran Strategi
Menjaga daya 1. Terpenuhinya Peningkatan jumlah,
dukung alam dan sarana prasaana kualitas, danpemerataan
lingkungan hidup publik dan sarana danprasaana
untuk pembangunan prasaanadasar publik danprasaanadasar
berkelanjutan masyarakat masyarakat.
2. Terwujudnya Pelestaianfungsi
lingkungan hidup lingkungan hidup
yang kualitas berkelanjutan.
3. Terciptanya Pengembangan edukasi
kesalaran kebencanaan
masyarakat dalam
kesig-siagaan
bencana
4. Terwujudnya Peningkatan kualitas
kesesuaian perencanaan, pengawasan
pemanfaatanruang  danpengendalian
pemanfaatan ruang
Misi5: Meningkatkan Tata K ehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, Aman, Progr esif
Dan Har monis Serta Ber budaya Istimewa.
Tujuan Sasaran Strategi
Mewujudkan rasa 1. Terwujudnya 1. Peningkatan kualitas
aman dan nyaman  ketentramandan kehidupanberagama
dalam kehidupan  ketetiban
masyar akat masyarakat

2. Terwujudkan
pelestaiandan
pengembangan
budayadaerah

2. Peningkatan kesadaran
hukum masyarakat
Peningkatan
pemberdayaan budaya
daerahsecara
berkelanjutan

x Meningkatkanpemahaman
hukum.

x Mengoptimal kankualitas
danpartisipasi masyarakat
dalam pengembangan
budaya
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Sumbe: RPIMD Kab. Bantul Tahun 205-2021

C. Prioritas Daerah

Prioritas pembargunan dagah meupakan skumpudan pragram
prioritas yang secaa berhubungan dengan cgpaian sasaran pembangunan
dagah, tngkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kingja
pembangunan daerah. Peumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan
caa mengevauasi @rmaslahan pembangunan dherah, dihubungkan
dengan pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya
Berdasarkan cgpaian kinerja pembangunan Tahun 2018, isu-isu strategis
pembangunan 2019, proritas pembangunan Nasional dan DIY serta Tema
Pembangunan Kabupaten Bantul 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul
merumuskan Prioritas Penbangunan Daerah tahun2019sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakypan dan Kualitas Pedyanan Kesehatan
Peningkatan Mutu én Cakupan Pendidikan
Peningkatan Penberdayaan WargaMi skin

Pemantpan Reformasi Birokrasi

o bk~ 0N

Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Dagah meldui
pengembangan pariwisata dan industri kedif

6. Pemantpan Ketahanan Pangan

7. PeningkatanKualitasLingkungan Hidup

8. Percepatan Pembangunan InfrastrukturStategis

9. Penanggulangan Bencana

10. Pemangpan StabilitasKeamaran dan Ketertiban

11. Pengembangan Budaya Daeah

Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tatun 2019 dietapkan
untuk mendukung &berhasilan pencgpaian misi dalam RPIMD Kabupaten
Bantul tahun 208-2021. Adapun penyelarasan prioritas pembangunan
Kabupaten Bantul tahun 2019 dengan RPIMD Kabupaten Bantul Tahun
20162021 aypat dlihat padaTabel 2.25 berikut:
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Tabel 2.25. Keselarasan Prioritas Pembargunan Kabupaten Bantul Tahun 2019
dengan Misi dalam RPIMD Kabupaten Bantul Tahun 205-2021

MISI RPIMD 2016-2021

Mis 1 RPIMD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang bak, efektif, efisen dan beles dari

KKN melaui percepatan reformas
birokrasi.

Misi 2 RPIMD
Meningkatkan  kuditas  sunberdaya

manusia yang €ha, cerdas, terampil dan
berkepribadianluhur.

Mis 3RPIMD

Mewujudkan kesgahteraan masyarakat
yang dfokuskan pada pecepatan
pergembargan perekonamian rakyat dan
pergentasan kemiskinan.

Mis 4 RPIMD
Meningkatkan kapastas dan kuditas
saranaprasarana  umum, pemarfaatan
sumberdaya damdergan memperhatikan
kelestarian  lingkungan  hidup  dan

pergelolaanresiko bercara

Misi 5 RPIMD

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat
Bartul yang a&amis, nasiondis, aman,
progresif dan harmonisserta bebudaya
istimewa.

PRIORIT ASPEMBANGUNAN
DAERAH 2019

PemanapanReformasi Birokrasi

Perningkatan Cakupan dan Kualitas
PdayananK esehatan

Peringkatan Mutu dan Cakupan
Penddikan

Peringkatan Panmberdayaan Warga
Miskin
Peringkatan Daya Sang Produkdan
Investasi Daerah melalui
pergembargan pariwisata danindustri
kredif

PemantapanK etahrananPangan
Peringkatan Kualitas Lingkungan
Hidup

Pacepaan
Infrastruktur Strategis

Pembangunan

Penaggulangan Bencaa

Pemartapan Stabilitas Keamanandan
Ketertiban

Pergembangan Budga Da&ah

Sumbe: RPIMD KabupatenBantul Tahun 2016- 2021 (diolah)

Untuk mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan
Kabupaten Bantul 2019dirumuskan dlam Quick Win sebagai berikut :
1. Peningkatan prestasi akademik dan SDM yang berkarakter dan

berbudaya

Target pembangunan Kabupaten Bantul pada sektor pendidikan adalah
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cedas. Salah stu ukuran keaerdasan dalam pendidikan adalah capaian
prestasi akademik. Posisi Kabupaten Bantul dalam peringkat SD dan
SMP dalam lingkup DIY belum optimal yakni pada posisilV pada
tingkat SD dan SMP pada posisilll. Pada tehun 2019 ditargetkan posisi
prestasiakademik pada level SD di peringkat 1l dan SMP pada peringkat
1l melalui program peningkatan prestasi akademik. Selain aspek
kecedasan, peningkatan kualitas pendidikan juga derahkan pada
pengembangan karakter dan budaya siswa me#lui peningkatan bahan
gjar berbasismuatn lokal.

2. Pelayanan kesehatanberbasisdigital
Kesehatan menpdi salah satu target sasaran pembangunan daerah, yaitu
sehat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun2019 salah
satunya diakukan melalui pengembangan dan penguatan teknobgi
informasi daam pelayanan kesehatan (pelayanan berbasis digital)
dengan sasaran pada pelayanan tingkat puskesmas dan RSUD, sehingga
diharapkan dapat |ebih memudahlan masyarakat.

3. Bantul Universal Akses 2019
Bantul Universal Akses 2019 dimaksudkan pada akses air minum,
permukiman, dan sanitasi. Konsep ini erat kaitannya dengan
pembangunan berkelanjutan atau Sustairable Development Goals yang
digagas oleh PBB dengan target hingga tahun 2030. Konsep ini
merupakan dasar bagi pengelolaan lingkungan secara global. Selain itu,
ada segitiga kunci dalam pembargunan berkelanjutan yaitu adanya
irisan dari pementhannya kebutuhan Ihgkungan, ekonom, dan sosal.
Sustairable Development Goals oleh pemerintah Indonesia dimaknai
dengan berbaga program. Salah satu program yang digagas pemerintah
khususiya oleh Kemerterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PURR) adalah Program Akses Universal. Program ini juga dikenal
sebagai 100-0-100. Ada filosofi di balik angka ini yaitu di tahun2019
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPIMN) adalah terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman
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kumuh, dan 100%kses sanitasi layak.

4. Penanggulangan kemiskinandan pengangguran melalui penguatan PAS
dan optmalisasizakat
Guna lebih mendoong penurunan pada angka kemiskinan dan
pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 difokusén
progam dan kegiatan yang mexgarah pada pemberdayaan masyarakat
melalui PAS dan opimalisasi zakat. Produk Andalan Setempat (PAS)
merupakan slah stu program  untuk embedayaan ekonomi
masyarakat meklui penguatan potensi prodk-produk andalan yang
dimiliki masyarakat khususlya masyarakat misikin agar dapat
memlerikan nilai tambah ekonomi sehingga dharapkan dapat membuka
kesempatn kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pengoptimalan zakat merupakan salah stu kebijakan dilakukan untuk
merempatkan masyarakat miskin dan penganggur menpdi sasran utama
dari implementasi én pemarfaaanzakat.

5. Bantul Smart City (Bantul Command Center dan Kampung Dgital)
Bantul Smart City merupakan salah satu program dalam rangka
mendukungmplementasi E-Government di Kabupaten Bantul. Konsep
Bantul Smat City menempatlkan keutamaan pelayanan publik yang
berbasis elektronik untuk memperkuat transparansi, kemudahan dan
akuntabiitaskinerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Upaya yang
dilakukan adalah mdalui pembangunan Bantul Command Centre dan
peningkatan jumah KampungDigital.

6. Reformasipelayanan publik (one stop service, Akuntabiitas Desa, dan

SIM SEPAKAT).
Peningkatan reformasi birokrasi pada semua lini perangkat daerah
dengan merergpkan pelayanan terpadu satu  pintu, penguatan
akuntabiitas desa dan penerapan aplikasi terintegrasi dari perencanaan
sampai cengan penilaian kinerja pada penyelenggaraan pemerintah.

7. Pengembangan dbyek wisata dan penguatan indstri kredif
Sektor industri dan pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi
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besar dalam perekonamian dagah. Pada sektor pariwisata darahkan
pada diwersifikasi obyek wisata dan penambéehan obyek wisata baru
untuk lebih menimgkatkan jumlah kunjurgan wisatawan. Sedangkan
pada sektor industri diarahkan pada merciptakan wirausahawan baru
dengan fokus pada pengembangn industri kedif.

8. Keragaman pangan, optimalisasi lahan pekarangan, dan pemantapan
LP2B
Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi
ketergantungan terhadap padi atau beras daam pola konsumsi
masyarakat. Selain itu dengan ketersediaan laken pertanian yang
semakin berkurang perlu dilakukan upaya untuk lebih mergoptimalkan
fungsi dan peran lahan pekarangan dalam pengembangan pertanian
kKhususiya hortikultura,

9. Kawasan Pariwisata, Heritage, dan Kawasan Industri Piyungan
Kawasan strategis pada sektor pariwisaty, industri dan kebudayaan perlu
dikembangkan. kawasan pariwisata yang ddorong untuk lebih
berkembang adalah Kawasan Panssla dan Kawasan Songgo Langit.
Sedangkan pengembangan heritage €bagai salah satu warisan budaya
lebih dioptimalkan meblui Pengembangan Kawasan Heritage yang
mengau pada Perdais DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaen, melputi Makam Raarga
Mataram di Imogiri, Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raa
Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Pantai Samas-Parangtritis
dan Kawasan Kerto-Pleret. Pengembangan kawasan  industri
dilaksanakan melalui pengembangan investsi daerah. Optimalisasi
Kawasan Industri Piyungan diarahkan pada pengembangan dan
pemenulan infrastruktur kawasan sehinggadapat menirgkatkan pdensi
investsi di Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuslkan sasaran dan prioritas bidang pembargunan nasional serta

rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui
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pendekatan poliik, teknokratik, partisipatif, bottom updan top down.

Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam
sasaran Paangkat Daerah (PD). Masing-masng PD tersebut merencanakan
progam kegiatan untuk mendukung d@rcgpainya sasaran.Keberhasilan setiap
sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat ditentukan oleh
keberhasilan program pembangunan daerah yang diaksanakan oleh PD
sesuai dengan urusan serta tugaspokok dan fungsi PD. Rencana program
merupakan rencana pogram yang diseknggarakan oleh PD, yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupuntidak langsung
mendukung cgpaian prioritas pembangunan dan berhubungan dengan
pemenulan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Dalam rangka
percepatan pencapaian taget tersebut perlu dilakukan berbaga inovasi
progam/kegiatan dengan sumler pembiayaan dari pemerintah pust,
pemerintah daerah maupun swasta. Bantul Universal Akses 2019
menunjuklan target pemerintah daerah untuk mencapai terpenuhinya 1%
akses ar minum, 0% grmukiman kumuh, én 100%akses sanitasidyak.

a. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Prioritas pembangunan kewilayahan disusun dengan beberapa
pertimbangan strategis, diantaranya terkait dengan aspek kewil ayahan
yang menadi prioritas nasional dan prioritas Pemerintah Daeah
Isimewa Y ogyakarta.

Identifikasi arah kebijakan pembangunan nasiona dan provinsi
dilakukan melalui pendlaahan terhadapRPIMN  Tahun 2015-
2019,RincanganRKPD DIY Tahun 2019 dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penyusuran dokumen perencanaan
Tahun 2019.

Arah kebijakan pembangunan nasional nerupakan pedoman
untuk merumuslan sasaran dan priaritas bidang pembangunan nasional
serta fencana pogram dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilakukan melalui pendekatan politik, teknokatik, partisipatif, botom
up dan top down.
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Selanjutnya dalam perspektif prioritas pembangunan kewil ayahan,
prioritas pembangunan kewil ayahan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2019
juga harus mengakomadir kebutuhan nasional dan pemerintah provins

dalam pengembangan kewil ayahan.

x Aspek Kewilayahan Prioritas Nasimal (RPIJMN 2015-2019)
Secaa lebih jelasnya kegiatan strategis pembangunan

perwilayahan yang menjadi target nasional (RPIMN 2015-2019)

adalah, sbagai berikut:

1. Program Peningkatan Infrastruktur

2. Telekomunikasi dn informatika.

3. Pembargunan Serat Optik antarseluruh kabupaten/kota

4. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai
Opak dan anak sungainya.

5. Penurunan Angka kematian ibu dan program PHBS lebih
ditingkatkan.

6. Program keshataan reproduksi mdaremga.

7. PengintegrasianJamkesdadan JKN

8. Pengembangan rumahsakit rujukan nasional én rujukan cherah.

Kemudan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

tahun 2019, PrioritasdAgembangan K ewil ayahan adalah:

a. Peningkatan kanektivitas dan TIK;

b. Meningkatkanakses dan kualitas playanan kesehatan;

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman layak;

e. Meningkatkan &ta kelolalayanan dasar;

f. Percepatan pembangunan daaah tertinggal dandesa;

g. Meningkatkan ekspor dan nila tamkeh pertanian melalui
peningkatan prodiktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan

dan sarana prasarang;
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Mendomng percepatan peningkatan nilai tambah industri
pengolahan meblui perbaikaniklim usaha, peningkatn invesssi,
penguatan rantai/rilai dan pemarfaatan ino\ssi;

Meningkatkan nilai tamkeh jasaproduktif antara lain mehblui
pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital,
peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan
kemitraan;

Mendomng percepatan peningkatan keéhlian teraga kerja
melalui penguatan vokasi dan kompeénsi, pengembangan
kerjasama duma usahadan kewirausahaan;

Mengembangan IPTEK dan Inovasi untuk menirgkatkan
produktivitas antara lain melaui peningkatan SDM dan IPTEK,
pengembangan litbang keilmuan;

Meningkatkan aksesibilitasair;

. Meningkatkan efisiensidalam penggunaan energi dan lidrik;

Mempetahankan dan menantaplkan penyediaan pangan utama
dalam regeri;

Meningkatkan kyanan pertanian antara lain meldui penyediaan
sarpras, pembiayaan, penyuluhandan pendampingan;
Mempekuat distribusi dan stabiitas harga pangan dalam rangka
menirgkatkan akses pangan masyarakat;

Meningkatkan kualitas konsumsipangan dan gizi masyarakat
terutamauntuk menurunkan kasusmalnutrisi;

Memantpkan pembangunan infrastruktur sumbr daya air;
Meningkatkan perlindungan sunber daya air dan ekosistenmya;
Meningkatkan pementhan kebutuhanair yang adil dan meata;
Meningkatkan kamtibmas dan keananan siter;

Menjamin kesukesan pemilu;

. Mempekuat pertahanan wilayah nasional;

Meningkatkan Kepastian hukum darreformasi brokras
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x Aspekkewilayahan Prioritas DIY (RKPD DIY 2019)
Pembargunan Kewilayahan provinsi pada prinsimya yaitu
pembangunan yang bersifat spesial yang mengrah pada
pembangunan wilayah Kabupeten/Kaa. Adapun  arah
pengembangan kewilayahan yang menpdi target DIY adalah,
sebagai berikut:

1. Wilayah DIY termasuk didalamnya Kota Yogyakarta sebagai
pusat pertumbulan yang saa ini berkembang secaa alamiah
menyebar kewilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
dengan karakteristik yang hempir samayang disebut sebagai
Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Fungsi hinterland skitar
KPY mengdi bagian penting dalam mendukung perkembangan
wilayah DIY terhadap pertumbulan ekonomi dan peningkatan
kesgjahteraan masyarakat;

2. Pengembangan managjemen distribusi barang dan komoditas dan
pengembangan infrastruktur wilayah dari dan menuju hinterland
mendukungpeningkatan pemasran komodtas industri kreetif,
pertanian, gerikanan, hasil hutan, @n lain bagainya;

3. Pengembangan pola kerjasama antar wilayah, diantranya
Kabupaten Bantulsebagai bagian dari pengembangan aktivitas
wisata yang menanfaatkan potensi dam berupa @ntai dan
mengmbangkan industri kreatif yang mengdikan Kabupaten
Bantul sbagai trigger pengembangan aktivitas pariwisata
khususya dalam sni dan budaya;

4. Pengembangan koridor ekonomi strategis meliputi koridor pantai
selatan, koridor Temon-Prambaran, koridor Tempel-Parangtritis
dan pengembangan koridor kawasan bentang alam karst dan
gumuk pasir di sekitar wilayah Kabupaten Gunurgkidul,
sebagian Bantul dan Kulonprogo, serta penetapan kawasan
puska yang mendukang keistimewaan DIY. Pelan DIY dalam

mendukungkoridor Temon-Prambaran fokus pada perencanaan
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saranadan prasarana angkutanjalan rel dan lokasi stasiunkereta
api dengan kajian traseUtara-Selatan dan Timur-Barat;

5. Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan daya saing
wilayah, meldui pengembangan produk/komodtas lokal
wilayah, peningkatan akses tehadap sunberdaya produkitif,
bantuan runah layak huni, pembelasan biaya pendidikan dan
kesehatan, pembeadayaan, pelatihan leterampilan, bantuan
permodalan dan peningkatan kesempéaan kerja;

6. Penurunan ketimpangan wilayah dalam aspek pengembangan
wilayah harus menperhatikan fungsi sebuah wilayah, Bantul
sebagal salah satu wilayah yang memlerikan peran dalam
pengembangan komodtas pertanian can perkebunan;

7. KestabilanDaya Dukung Lingkungan dipengaruhi banyak faktor
yang akan berdampak pada keberlanjutan Pembangunan. Daya
dukung lingkungan dipengruhi diantranya keberagaman
potensisumber daya alam seperti keberadaan gumuk pasir yang
perlu dilindungi dan dilestaikan, penggurean lahan untuk
pertanian dan permukiman seperti tingginya aih fungsi lahan
pertanian mergdi permukiman di Kabupaten Sleman dan
Bantul, dan adaya bahaya alami seperti dagrah rawan banjir dan
gempa bumi serta bahaya tsunami di daerah pesisir yang
berpotensi diwil ayah Kabupaten Bantul;

8. Tindklanjut pembangunan New Yogyakarta Internasional
Airport (NYI1A)

X Aspekkewilayahan PrioritasKabupaten Bantul Tahun 2019
Berdasarkan arahan kebijakan pembangunan perwilayahan
Nasionaldan DIY, dan target RPIMD Kabupaten Bantul padatahun
2019 serta RTRW Kabupaten Bantul, maka arah kebijakan

pembangunan kewil ayahan Kabupaten Bantul tahun 201%dalah:

1. Perluasan aksessbilitas, fasilitasi dan bantuan akan layanan
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umum seperti pendidikan dan kesehatan serta pengentasan

kemiskinan dengan penekanan pada maksinalisasi peran dan

kontribusipemerintah daerah serta swasta

2. Kebijakan pengawasan dan pengendalian lahan pertanian (dalam
bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan)
menpdi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk segera
dilakukan dan pada Tahun 2019 diencanakan pelaksanaan
komurnikasi dan pendataan pemilik tareh/lahan pertanian ssuai
dengan hesil pemetaan.

3. Pembukaan lapangan pekerjaan dan menggrakkan
perekonoman  dengan  mergoptimalkan  pengembangan
pertanian, @riwisaty, industri kreaif dan perdagangan.

4. Percepatan dan pengembangan jalan jalur lintas selatan untuk
percepatan  nyelesaiannya dalam rangka  mendukung
pergeseran paradigmaamongtani dagang layar.

5. Penataan Kawasan Pantai Selatan diaahkan pengembangan
pariwisata dalam rangka merangkap interkoneksi dibargunnya
Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon
Progo dan perlindungan kawasan Geo Heritage Gumuk Pasir
Parangtritis.

6. Pengembangan KawasanKawasan Strategis Ekonomi sektor
pariwisatadan industriyang meliput:

a). Pengembangan Kawasan Industri Piyungan : pembargunan
akses jalan masuk, sinkronasi pemetaan perluasan lahan
(Revisi RTRW Kabupeten Bantul), fasilitasi komurikasi
Pengelola K1 dengan PLN, PDAM, dan Fasilitasi pelayanan
AMDAL.

b). Kawasan Peruntukan Industri Pgjangan yang juga termasuk
Bantul Kota Mandiri : sinkronissi pemetan lahan pada
Revisi RTRW Kabupaten Bantul;

¢). Kawasan Peruntukan Industri Sedayu: sinkronissi pemetan
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lahan pada Revisi RTRW Kabupaten Bantul

Pembargunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan
peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara PemdaDIY dan
Pemeintah Kabupaten/Kota diantranya dengan pendekatan
prioritas pembangunan pada wilayah kabupatenkota yang melipi:
penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi infrastruktur,
pengendalian konwersi lahan tebangun, refamasi birokasi dan
pengembangan pariwisata dan industrikredif.

Pendekatan proritas  kewilayahan lebih fokus pada
memlerikan skala prigitas melaui pertimbangan beberapa variabel
meliputi: nila  inflasi, angka kemiskinan, dan ketimpangan
pendapatan.

Selain kegiatan-kegiatan strategis yang mengdi target DIY,
Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan program prioritas
yang dibiayai melalui sharing pembiayaan antara Pemerintah Daerah
DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kesepakatan
trilateral desk Musenbang DIY.
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BAB Il

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. UrusanKonkuren

Terbitnya Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daaah berimplikasi pada kergesernya porosotonani daerah
dari semula kerada di pemerintahan kabupaten mengdi di pemerintahan
provinsi. Hal ini ditanda dengan ditariknya beberapa kewenangan dari
pemerintah kabupaten ke provinsi maupun kepusat. Beberapa kewenangan
urusn pemeintah kabupaten yang ditarik antara lain melipui urusan
kehutaran, energi sumlber daya mineral, pendidikan merengah, sebagian
urusan kelautan dan perikanan.

Pendekatan konkuren masih digunakan didalam Undang Unding
No. 23 Tahun 2014 dlam ha pembagian urugn. Model pembagian urusn
terbagi ke daam 3 (tiga) kriteria, antara lain urusan pemerintahan wajib
berkaitan dengan pelayanan  dbsar, urusn pemeintahan wajib  non
pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Namun demikian, urusn
pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non dasar tidak dibecdskan didalam
pelaksanaan pemerintahan dagah. Urusan wajib yang menpdi kewenangan
pemerintah kabupaten berjumlah 24 urusan dimana 6 urusan merupakan
wajib pelayanan dasar dan 18 urusan meupakan urusan wagib non

pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan erdiri dari 8 urusan.

a. RingkasanUrusanWajib

Hingga tahun2019, junlah uusan wgjib yang telah dilaksnakan
oleh Pemeintah Kabupaten Bantul adalah sebanyak 24 urusan yang
terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib non
pelayanan dasar, lihat Tabel 3.26. Pelaksanaan urusan wajib diddam
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penyelenggaraan pemerintaten di Kabupaten Bantul meupakan upaya
pemerintah diddam memierikan pelayanan kepada masyarakat
Kabupeten Bantul.

1. OrganisasiPerangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Dagah (OPD) di Kabupaten Bantul
pada tahun2019 mengalami restrukturisasi. OPD di Kabupaten
Bantul setelah restruktuisasi erjumlah 45 dari sebelumnya 54 di
tahun 2016. Berkurangnya jumlah OPD juga merupakan salah satu
implikasi dari terbitnya Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dimana ada beberapa kewenangan urusan
pemerintahan yang dtarik ke provinsi dan pusat sehingga
Pemeintah Kabupaten Bantul mebksanakan restrukturisasi OPD
sebagai tindak knjut penyesuaian.

OPD di Kabupaten Bantul, tidak semuanya melaksanakan
urusan wajib. OPD yang mebksanakan urusan, beberapa diantaranya
ada yang mebksanakan 2 (dud) jenis urusan wajib dan ada yang
hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga OPDyang
melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib, yakni Dinas Komunikasi dan
Informatika. OPD yang mebksanakan 2 (dua) urusn wajib
sebanyak 6 OPD, antaa lain (1) Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman; (2) Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang; (3) Dinas Pendidikan, Pemuda @n Olahraga; (4) Dinas
Sosial, Pembedayaan Peempuan @n Perlindungan Anak; (5) Dinas
Perpustkaan dan Kearsipan; serta (6) DOnas Pengendaian
Penduduk, KB, Pembeadayaan Masyarakat, dan Desa. OPD yang
melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak 13 OPD, antara lain
(1) Dinas Kesehatan; (2) RSUD Panembalan Senopti; (3) Dinas
Kependudikan dan Pencaatan Sipil; (4) Dinas Kebudayaan; (5)
Bappeda; (6) Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, dan



Perindustrian; (7) Dinas Lingkungan Hidup; (8) Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan; (9) Dinas Penanaman Modl dan
Pelayanan Terpadu; (10) Dinas Perhubungan; (11) Satuan Polisi
Pamong Prga; (12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta
(13) Dinss Tenaga Kerja dan Transmigrasi. OPD vyang
melaksanakan urusan wajib seperti tersgi pada Grafik 3.10 dan
Tabel 3.26.

= 1 Urusan Wajib = 2 Urusan Wajib 3 Urusan Wajib

Grafik 3.10. Jumlah dan PersentaseOPD Pelaksana Urusan Wagjib di
Kabupaten Bantul

Jumlah keseluruhan OPD yang melaksanakan urusan wajib
di Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 20 OPD, lihat Grafik
3.10 dan Tabe 3.26. Pelaksana urusan wajib yakni Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (urusan pendidikan; urusan
kepemudan dan olahraga); Dinas Kesehatan, dn RSUD
Panembatan Senopeti (urusan kesehatan); Dires Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (urusan pekerjaan umum;
urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman); Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (urusan penataan ruang; urusan

pertanahan); Satuan Polisi Pamong Prgja, Badan Penanggulangan
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Bencana Daerah (urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat); Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (urusan sosal; urusan pembedayaan
perempuan @n perlindungan anak); Dinas Kependudulan dan
Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudulan dan pencatatan
sipil); Dinas Perpustkaan dan Keasipan @rusan perpustkaan;
urusn kearsipan); Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan); Dinas
Komunikasi dan Informatika (uwusan komurikasi dan informatika,
urusn statstik; dan wusan persandian); Dinas Koperasi, Usaha
Kedl Menengah, dan Peaindustrian (urusan koperasi dan usaha kedl
merengah; urusna prindustran); Dinas Lingkungan Hidup (urusan
lingkungan hidup); Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan (uusan pangan); Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
Pembadayaan Masyarakat, dan Desa (urusan pengendalian
penduduk @n keluarga berencana; urusan pembedayaan masyarakat
desa); Dinas Penanaman Modd dan Pelayanan Terpadu (urusan
penanaman moda); Dinas Perhubungan (urusan perhubungan);
Badan Perencanaan Pambargunan Daerah (Statistik); serta Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Uurusan teragakerja).

2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul di tahun 2Q9 telah ditetapkan kedadam RKPD
Tahun 2A9. Program dan kegiatan ini merupakan hasil perencanaan
yang diswsun dalam kerangka urusan pemerintahan yang mengdi
kewenangan pemerintah kabupaten. Program yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sbanyak 176 program yang
dijabarkan kedalam kegiatan yang berjumlah 557 kegiatan.
Penjabaran program dan kegiatan yag dilaksanakan seperti tersgji
didalam Tabel 3.26.



Tabel 3.26. Kategori dan jenis urusan wajib, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul
tahun 2019

Pelayanan Pendidikan DinasPendidikan, ProgramPelayanan Administrasi PenyediaanJasa Peralatn, dan
Dasar Pemuda danOlahraga Perkantoran Perlengkapan Perkantoran
2 PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultas

3 PenyediaanJasaPengelola Pelayanan

Perkantoran
2 ProgramPeningkatan Sarana dan 4 Pengadaan barang bercorak kesenian
Prasaana Aparatur
5 Rehabilitasisedang/beratgedung
kantor
6 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
7 Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor
8 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal
3 ProgramPeningkatan Kapastas 9 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Sumber Daya Aparatur Bimtek dan peningkatan Kapastas

Aparatur
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4 Programpeningkatan pengembangan 10

sistem pelgporancapaiankinerjadan
keuangan
11

5 ProgramPendidikan Anak Usia Dini 12

13

14

15

6 ProgramWagjib Belgjar Pendidikan 16
DasarSembilan Tahun

Penyusunan laporancapaiankinerja
danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan
Pengembangan kurikulum, bahanajar
danmodel pembelgaranPendidikan
Anak UsiaDini
Pengembangan Pendidikan Anak
UsiaDini
Pengadaan sarana danprasaana
KBM PAUD
Penyelenggaraan Pendidikan Anak
UsiaDini
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
SMP

17  Penyelenggaraan UNAS/UASBN
PendidikanDasar

18 PerijinanSD dan SMP Baru

19  Pengembangan Pendidikan Dasar
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pembangunan, rehab sarana dan

prasaana bangunan pendidikan Dasar
Pengembangan kompetend siswa
pendidikandasar
Penyebarluasan dansosialisasi
berbagai informasipendidikandasar
Pengembangan K urikulum, bahan
gjardanmodel pembelgaran
PendidikanDasarSD
Pengembangan pendidikandasar
berbasishak-hak anak dan kearifan
lokal
Pengembangan Pendidikan Dasar SD
Pembangunan, rehab sarana dan
prasaana bangunan pendidikan SD
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
PendidikanSD
Pengembangan kompetend siswa
pendidikanSD
penyelenggaraan pendidikan dasar
SD/MI

Monitoring, evaluasidan pelagporan
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siswa




ProgramPendidikan Non Formal

ProgramPeningkatan Mutu Pendidik
danTenaga Kependidikan

31

32

33

35

36

37

38

39

4

Pengembangan Kurikulum, bahan

gardanmodel pembelgaran
pendidikanSMP
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
PendidikanSMP
Monitoring danevaluasi dan
PelaporanBOS
Bantuan Operasimal Sekolah (BOS)
SD
Bantuan Operasimal Sekolah (BOS)
SMP
Penyelenggaraan pendidikannon
formal
Pengembangan Pendidikan non
formal
Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal Paket A danB
Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Evaluas standar pelayanan minimal

Peningkatan kapasitastenaga
pendidik dankependidikan
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Pelayanan
Dasar

2

Keséhatan

DinasKesehatan

9

10

11

ProgramManajemenPelayanan
Pendidikan

ProgramPeningkatan Nilai Akademik

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Pendataan danpemetaan pendidik dan

tenaga kependidikan
Penerapansistem daninformasi
manaj emen pendidikan

Penyusunan kalender pendidikandan
penerimaan pesetadidik baru
(PPDB)

Pembinaan danoperasiaal dewan
pendidikan

Penanaman iman, tagwa, dan akhlak
mulia

Peningkatan pelayanan pendidikan
inklusi

Penambahan Pelgaran

Peningkatan Metode Pengajaran
Peningkatan PeranOrangtua
PenyediaanJasa,Peralatn, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultas
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

L abupsenSauiTawnzoo 77|



12

13

14

15

16

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

ProgramPeningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan

keuangan

ProgramObat danPerbekalan
Keséhatan

ProgramUpaya Kesehatan
Masyarakat

55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pendidikan, Pelathan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur

Penyusunan sistem manaj emen mutu

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Pengadaan obat danpeningkatan
layanan farmasi

Pemeliharaan danpemulihan
kesehatan

Peningkatan kesehatanmasyar akat
Monitoring, evaluasidan pelagporan
Perijinandanpengawasan praktek
tenaga dan sarana keshatan
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Srandakan

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Sanden

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Kretek

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Pundong

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Bambangli puro

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Pandak|

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Pandak 1

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Bantul |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Bantul 11

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Jetisl

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Jetisl|
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76

77

78

79

80

81

82

83

85

86

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Imogiri |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Imogiri 11

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Dlingo |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Dlingo Il

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Pleret

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Piyungan

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Banguntapan |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Banguntapan 1

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Banguntapan I11

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Sewon |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Sewon |1
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87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Kasihan |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Kasihan Il

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Pajangan

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Sedayu |

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
Sedayu Il

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Srandakan

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Sanden

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Kretek

Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
Puskesmas Pundong

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Bambangli puro
Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Pandak |
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98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Pandak |

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Bantul |

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Bantul 11

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Jetisl|
Peningkatan Kesehatan Masyarakat

di PuskesmasJetisl|
Peningkatan Kesehatan M asyarakat

di Puskesmasl mogiri |
Peningkatan Kesehatan Masyarakat

di Puskesmaslmogiri 11

Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
PuskesmasDlingo |

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
PuskesmasDlingo |1

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Pleret

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di

D 1 Di
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109

110

11

112

113

114

115

116

117

118

119

Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Banguntapan |
Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
Puskesmas Banguntapanl|
Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
Puskesmas Banguntapanl| |
Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
Puskesmas Sewon |
Peningkatan Kesehatan M asyarakat
di PuskesmasSewon |1
Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
PuskesmasKashan|
Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
PuskesmasKashan 1
Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
Puskesmas Pagjangan
Peningkatan Kesehatan M asyarakat di
Puskesmas Sedayu |
Peningkatan Kesehatan M asyarakatdi
Puskesmas Sedayu |1
Operasiaal Rumah Sakit




17

18

19

20

21

22

23

ProgramPengawasan Obatdan
Makanan

ProgramPromosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

ProgramPerbaikanGizi Masyarakat
ProgramPengembangan Lingkungan
Sehat

ProgramPencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular

ProgramStandarisasi Pelayanan
Keséatan

Programpelayanan kesehatan
penduduk miskin

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130
131

Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakatdi bidang obat
danmakanan
Promosi Kesshatan

Pemberdayaan masyarakat sehat
Peningkatan status gizi

Pembinaan dan Pengawasan
Keséhatan Lingkungan
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk

Pelayananpencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Peningkatan survellance
Epidemiologi danpenanggulangan
wabah

Evaluasi danpengembanganstandar
pelayanan kesehatan
Pembangunandanpemutakhirandata
dasarstandar pelayanan kesehatan
PelayananK esehatanRujukan
PelayananJamkesda pada UPT
Jamkegla
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24

25

26

27

28

29

RSUD Panembahan 30
Senopati

Programpengadaan, peningkatandan
perbaikansarana danprasaana

puskesmas/puskemas pembantu dan
jaringannya

Programkemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Programpeningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
Programpeningkatan pelayanan
keshatan lansia
Programpeningkatan keseamatanibu
melahirkan dananak
ProgramPeningkatan Pencegahan
Penyakit Tidak Menular
Programpengadaan, peningkatan
sarana dan prasaana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-
paru/ rumah sakit mata

132

133

134

135

136
137

138

139

140

141

Pengadaan sarana danprasaana
puskesmas

Penyediaanfasiitaspelayanan
kesehatan

Pembangunan, Perluasan, dan Rehab
Puskesmas, Pustu danJaringannya
PendampinganJamkesia

Kemitraan pelayanankeshatan

Pelayanankeshatan anak danBalita
Pelayanankeshatan Lansia
Peningkatan PelayananK esehatan
Pencegahan danpenanggulangan
penyakit tidak menular

Pengadaan alat-alatke shatan rumah
sakit
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Pelayanan

Dasar

3

31
Pekerjaan Umum dan DinasPekerjaan 32
Penataan Ruang Umum, Perumahan
danKawasn
Pemukiman
33

ProgramPeningkatan Pelayanan
Rumah Sakit
ProgramPelayanan Administrasi
Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan
Prasaana Aparatur

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Pengadaan Sarana danPrasaana
Rumah Sakit Lainnya
Penyediaanfasiitasperawatan

keshatan bagi penderita dampakasap
rokok
PengelolaanBLUD RSUD

PenyediaanJasa,Peralaian, dan

Perlengkapan Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan/Rehabilitas Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan

P 1O H ]
TNy \J'JCl asiuial
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35

36

37

38

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

Programpeningkatan saranadan
prasaana kebinamargaan
ProgramPengembangan dan
PengelolaanJaringanirigasi,Rawa
danJaringanPengairan lainnya

ProgramPenyediaandan Pengelolaan
Air Baku

ProgramPengembangan, Pengelolaan,
danKonservasiSungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

152

153

14

155

156

157

158

159

160

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan
Perencanaan danKoordnasiProgram
Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan
Rehabilitas/pemeliharaan ala-alat
berat

Perencanaan pembangunan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya

Rehabilitad/pemeliharaan jaringan
irigasi,rawa danjaringan pengairan
lainnya

Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi

Rehabilitag/pemeliharaan prasaana
air baku

Pemeliharaan danrehabili tasi
embung, danbangunanpenampung

air lainnya
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39

40

41
42

43

Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah

ProgramPengendalian Banjir

ProgramPembangunan Gedung
ProgramPembangunan dan
Rehabilitad/Pemeli haraan Jalandan
Jembatan

ProgramPembangunan dan
Rehabil itas/Pemeli haraan

DrainaséGorong-gorong

161

162

163

164

165

166
167

168
169

Pengawasan danpengendalian

pemanfaatan sumber daya air
Penyediaansarana danprasaanaair

minum danair limbah

Pengembangan pengelolaan,
prasaanadansaranaair minumdan
air limbah

Rehabilitas/pemeliharaan sarana dan
prasaanaair minum danair limbah
Pembangunan, rehabilitasidan
pemeli haraan bantaran tanggul dan
sungai

PembangunanGedung
Rehabilitad/pemeliharaan jalandan

jembatan

Peningkatanjalan
Pembangunandan
Rehabilitad/Pemeli haraan

DrainaséGorong- gorong




45

DinasPertanahandan 46

TataRuang

47

Programpembangunan

rehabili tasipemeliharaan infrastiuktur

perdesaan
ProgramPengembangan Jasa

Kongruksi

ProgramPerencanaan TataRuang

ProgramPengendalian Pemanfaatan

Ruang

170

171

172
173

174

175

176

177

178
179

180

181

Pembangunaninfrastiuktur perdesaan

Pengembangan JasaK onstruksi

Peningkatan Teknologi I nformasi
Penyusunan kebijakan tentang
penyusunan rencana tataruang
Penetgpankebijakantentang RDTRK,
RTRK, danRTBL

Sosialisasi peraturanperundang-
undangan tentang rencanatataruang
Penyusunan Rencana Teknis Ruang
Kawasan

Penyusunan Rencana tataBangunan
danLingkungan

Studi tentang TataRuang
Penyusunan kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang

Pengembangan datapemanfaatan
ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang
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Pelayanan 4 Perumahan Rakyat dan DinasPekerjaan
Dasar KawasanPemukiman Umum, Perumahan
danKawasan
Pemukiman
Pelayanan 5 Ketentraman, Ketertiban Satian Polisi Pamong
Dasar Umum dan Perlindungan Prga

Masyarakat

48

49

50

51

ProgramPengembangan Perumahan

ProgramLingkungan Sehat
Perumahan
Programpengelolaanareal
pemakaman

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

182

183

184

185

186

187

188

189

190

Penetgpankebijakan, strategi, dan

programperumahan

Penyelenggaraan pengembangan
perumahan

Fasilitas danstimulasi pembangunan
perumahanmasyarakat kurang
mampu

Pembangunansarana danprasarana
rumah sederhana sehat

Penanganan Kawasan Kumuh

Pembangunansarana danprasarana
pemakaman
PenyediaanJasa,Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran
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52

53

55

56

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

Programpeningkatan disiplin aparatur

ProgramPeningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

ProgramPeningkatan Keamanandan

Kenyamanan Lingkungan

191

192

193

194

195

19%

197

198

199

200

Pengadaan/Rehabilitas Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasianal

Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pengadaan Sarana danPrasaana
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas

Aparatur

Perencanaan danKoordnasiProgram
Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Pembinaan danPenyuluhan dan

KeamananLingkungan
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57

58

59
Badan 60
Penanggulangan
BencanaDaerah

61

Programpemeliharaan kantrantibmas
danpencegahantindak kriminal
ProgramPeningkatan Ketertibandan
Keamanan

ProgramPenegakan Perda

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

201
202

203

204
205

206

207

208

209

210

211

212

Pemberdayaan Linmas

Operasipengamanan danPatroli
Wilayah

Peningkatan Ketertiban Umum dan
Ketrentraman Masyarakat
OperasiPenegakan Perda
Pengkajian Pengawasan dan
Pengendalian

PenyediaanJasa Peralaian, dan

Perlengkapan Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pembangunangedung kantor

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal
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213 Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pengadaan Sarana danPrasaana
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,

62  Programpeningkatan disiplin aparatur 214

63  ProgramPeningkatan Kapastas 215
Sumber Daya Aparatur

64  Program peningkatan pengembangan 216
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

217

65 Program pencegahan dini dan 218
penanggul angan korbanbencana alam

219

220

221

222

223
224

Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur

Penyusunan laporancapaiankinerja
danikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Perencanaan danKoordnasiProgram
Kegiatan

Pemantauandan penyebarluasan
informasipotensi bencanaalam
Peningkatan ketrampil an dankualitas
penanggulangan bencana alam
Sosialisasi mitigasipenanggul angan
bencanaalam & sosial

pemantauan dan penyaluran bantuan
bencanaalam

Pengembangan desasiaga bencara
Gladi posko dangladi lapang
Pengembangan budaya sadar bencana
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66

67

ProgramPeningkatan Kesigpsiagaan,
Pencegahan danPenanggulangan
Kebakaran

ProgramRehabili tasi dan
Rekongruks Wil ayah Bencana

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Penyelenggaraan posko pengendalian

bencana

Penguatan kapastassatgasBPBD
Penguatan FPRB

Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
Pembentukan DesaT angguh Bencana
Pengembangan Sistem Informasi
Kebencanaan

Pengembangan Sekolah Siaga
Bencana

PembuatanDokumen
Penanggulangan Bencana
Pencegahan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran

Pendidikandan Pelatihan Bahaya
Kebakaran

Relokasi KorbanBencana ALam

PenyiapanLahan untuk Relokasi
Bencana ALam

Bina Lingkungan Sarprasdi Lokasi

Alara
1

L r nk
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Pelayanan

Dasar

6

Sosial

DinasSosial, 68
Pemberdayaan

Perempuan dan
PerlindunganAnak

69

70

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Sarana dan

Prasaiana Aparatur

ProgramPeningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur

238
239
240

241

242

243

244

245

246

247

248

Rekronstuksi PascaBencana
RehabilitasiPascaBencana
PenyediaanJasa Peralatn, dan

Perlengkapan Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran
Rehabilitasisedang/beratgedung
kantor

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pemeliharaan Peralatn dan
Perlengkapan

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur
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71

72

73

Programpeni ngkatan pengembangan
sistem pelgporancapaiankinerjadan

keuangan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Bantuan Sosial

ProgramPelayanandan Rehabili tasi
Kesgahteraan Sosial

249

251

252

253

254

255

Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Pemberdayaan manajemenusaha
bagi keluargamiskin

Sosialisasi, pelaksanaan,
pengendaliandan pengawasan
bantuan bagi WARGA miskin
Pendampingan, Pemantauandan
Penyaluran Bantuan

Peningkatan kualitaspelayanan,
sarana, danprasaanarehabili tasi
kesgahteraan sosial bagi PMKS
Peningkatan kualitasKk AMPANYE
SOSAL, pelayanan, saranadan
prasaanarehabili tasikesgahteraan
sosial bagi PMKS
Pelatihanketrampil an bagi
penyandang masalah kesgahteraan
sosial
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Non Pelayanan

Dasar

7

74

75

TenagaKerja DinasTenagaKerja 76

danTransmigrasi

77

ProgramPemberdayaan K elembagaan
Kesgahteraan Sosial

ProgramPelayananPendataan

Jaminan BantuanSosial

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaiana Aparatur

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/

Penggunaan Miras danNarkoba serta
Berkembangnya Praktek Protistusi
Peningkatan kualitasSDM
kesgahteraan sosial masyarakat
PendampinganK egiatan Karang
taruna

Peningkatan K ualitas Kesetakawanan
sosial nasional

Updating Keluarga Miskin

Penyusunan DataBaseKK Miskin
PenerimaBantuan

PenyediaanJasa Peralatn, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung

Kantor
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78

79

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

ProgramPeningkatan K ualitasdan

ProduktivitasTenaga Kerja

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278
279

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasimal

Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Kegiatan Pembinaan LPK

Pemberdayaan Wirausaha bagi
LulusanPelaihan

Pemagangan/ OJT MantanPeseta
Pelatihandi Perusahaan

Uji kompetensi peseta latihan di
BLK

PengukuranProduktifitas Tenaga
Kerja

Sosialisasi danPelatinan Tentang
Produktifitas TenagaKerja
PelatihanMenjahit

Pelatihan M ekanik
PelatihanTeknisi

PelaltihanMeubelair
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280 PelathanJuru Las

281 PelatihanSoftware

282 PelathanTataBoga

283 PelatihanBatik Tulis
284 PelathanBahasalnggris

80  ProgramPeningkatan Kesempatan 285 Penanggulangan permasaghan
Kerja ketenagkerjaan
286 Penyusunan danpenyebarluasan
informasibursa tenaga kerja
81  ProgramPerlindunganPengembangan 287 penyelesaianprosedur, penyelesaian
Lembaga Ketenagakerjaan perselisihan hubungan indudrial
283 penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
289 Sosialisas berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
290 Pendampingandewan pengupahan
291 Pemberadayaan|embaga kerjasama
tripartit daerah
292 bimbinganteknis penyelesaian
perselisihan industrial
293 Peningkatan Kesgahteraan Pekerja
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Non Pelayaam
Dasar

8

82  ProgramPenempatan TenagaKerja

83  ProgramPerluasan Kerja

Pemberdayaan Perempuan  DinasSosial, 84  Programkeseasin Kebijakan
dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan dan Perempuan

PerlindunganAnak

294

295

2%

297

298

299

300

301

302

303

304

PendampinganPembuatan

Persyaratan kerja
Pemberdayaan Sarana K esgjahteraan
Kerja
Penyuluhan ketenagakerjaan
Penempatanpencari kerja
Kegiatan terapanteknologi tepatguna
Kegiatan Padat Karya Produktif dan
Infrastruktur
Pemanduan dan Pembinaan Usaha
Tenaga KerjaLanga danPenyandang
Cacat
Pemanduan danPembinaan usaha
tenaga kerjaterdidik dan mandiri
Pelaksanaan sosialisasi danKIE
kesetaaan gender dan perlindungan
anak

Pengembangan KabupatenLayak
Anak

Operasiaal Sekretariat Forum Anak
Bantul
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Non Pelayaam
Dasar

9

Pangan

DinasPertanian,
Pangan, Kelautan dan
Perikanan

85

86

87

ProgramPenguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

ProgramPeningkatan K ualitasHidup

dan Perlindungan Perempuan

ProgramPeningkatan Ketahanan
PanganPertanian/ Perkebunan

306

307

308

309

310

31

312

313

Penyusunan Pilah Gender dan
Pemberdayaan Perempuandan Anak
PelathanBimbinganManajemen
Usaha, Lembaga Pemberdayaan
Perempuan danAnak

Operasiaal Gabungan Organisasi
Wanita (GOW)

Penurjang K egiatanDharma Wanita
Persatuan(DWP)
Pendampinganupaya perli ndungan
perempuanterhadaptindak kekerasan
Peningkatan SDM Forum
PerlindunganKorbanK ekerasandan
Pencegahan Tindak Pidana
PerdaganganOrang (TPPO)
Pelaksanaan Pemulihandan
PenjangkauanLingkungan Korban
Kekerasan Perempuandan Anak
Peningkatan Penganekaragaman
Konsums danKeamananPangan

PemantauanDistribusi dan

Pengembangan CadanganPangan
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Non Pelayaam

Dasar

10

Pertanahan

DinasPertanahandan

TataRuang

88

89

90

91

ProgramPelayanan Administrasi
Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

Programpenatean penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323
324

Peningkatan Ketersediaan Pangandan

Penanganan Daerah RawanPangan
PenyediaanJasa Peralatn, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkalagedung
kantor

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/@erasianal

Pemeliharaan rutin/berkalaPeralaian
danPerlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Penyusunan laporankeuangan,
barang, kepegawaian, dan
ketatusahaan

Pemutakhiran Data

Inventarisasi tanah kasdesa
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Non Pelayaam

Dasar

11

92

Lingkungan Hidup DinasLingkungan 93
Hidup

94

95

96

Programpenyelesian konflik-konflik
pertanahan
ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaiana Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan
sistem pelgporancapaiankinerjadan
keuangan

ProgramPengembangan Kinerja

PengelolaanPersampahan

325

326
327

328

329

330

331

332

333

334

335
336

Persetifikatandan sewa tanah
Pemerintah DIY
PemanfaatanTanahSG

penyelesaiankonflik-konflik
pertanahan
PenyediaanJasa,Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan
Penyediaanprasaanadan sarana
pengelolaan persampahan
Kerjasama pengelolaan persampahan

Monitoring, evaluasidan pelaporan
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97

98

99

ProgramPengendalian Pencemaran
danPerusakan LingkunganHidup

ProgramPerlindungandan

Konservasi Sumber Daya Alam

ProgramPeningkatan Kualitasdan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
danLingkungan Hidup

337

338
339

340

341

342

343

344

345

346

N7

Pemberdayaan Masyarakatdalam

PengelolaanLingkungan Hidup
Evaluas Adipura

Pengkajian dampak lingkungan

Pengembangan kapastas
laboratorium lingkunganhidup
Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Alami danBuatan

Konservas Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Air
Koordnasipengelolaan konservasi
SDA

Pengelolaankeanekaragaman hayati
danekosistem

Pengembangan datadaninformasi

lingkungan

Penyusunan datasumberdaya alam
danneraca sumberdaya hutan
(NSDH) nasbnal dandaerah

951

AN 4 . | ol Il
WVIUTIOTITY, SvdiuasiUd T JCiaguiarl
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Non Pelayaam

Dasar

12

Administrasi
Kependudukan dan

PencatatanSipil

DinasKependudukan 100
danPencatatanSipil

101

102

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan

keuangan

349

350

351

352

353

34

355

356

357

Penyelesaan Aduan danSengketa
Lingkungan Hidup

Penyusunan Raperda Lingkungan
Hidup

PenyediaanJasa Peralatn, dan

Perlengkapan Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pemeliharaan Peralatn dan
Perlengkapan

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

[ 105 fabupaten Banu Tannzos |



ProgramPenatesan Administrasi Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas
Kependudukan Anak)
359 PelayananMutasi Penduduk
360 Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
361 Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu
362 Peningkatan KebijakanMutu Publik
dalam Bidang SDM
103 ProgramKeseasianKebijakan 363 PengelolaanDokumen Pencatatan
Kependudukan Sipil
364 SinkronisasiKebijakan
365 InovasiPelayanan Akta Kelahiran
danAkta Kematian
104 ProgramPengelolaanData 366 Pemutakhiran DataKependudukan
Kependudukan
367 PublikasiKehjakan Kependudukan
368 Penyusunan Buku Profil
Kependudukan
369 Pengolahan danPenyelesaan
Pengaduan Masyarakat
370 Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan
Data
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Non Pelayaam

Dasar

13  Pemberdayaan Masyarakat

Desa

DinasPengendalian 105 ProgramPeningkatan Keberdayaan
Penduduk, KB, Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan

Masyarakat,danDesa

372
373
374
106 Programpengembanganlembaga 375
ekonomi pedesaan
376
377
107 Programpeningkatan partisipasi 378
masyarakat dalam membangun desa
379

380

381

Pemberdayaan Lembaga dan
OrganisasiMasyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan
PelatihanTenaga Teknisdan
Masyarakat

Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi bagi MasyarakatDesa
Penyiapanmasyarakatpengel ola air
bersih (PAB) Pedesaan
Pelatihanketrampil an usaha
EKONOMI PERDESAAN
Pemberdayaan ussha EKONOMI
perdesaan

Pengembangan Tekonologi Tepat
Guna

Pelaksanaan musyawarah
pembangunandesa
Penyelenggaraan lomba desa
Bulanbakti gotong royong
masyarakatdan LKD
PendampingankegiatanTMMD
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Non Pelayaam

Dasar

14

108
109
Pengendalian Penduduk DinasPengendalian 110
danKeluarga Berencana Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Masyarakat,danDesa
111

Programpeningkatan peran
perempuandi perdesaan

Programpemberdayaan masyarakat

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

382
383
384
385

386

387

389

390

391

392

393

Bantul Ekspo dankarnaval
Pengembangan desasiaga
Pengembangan Kerjasama Desa
Peningkatan PerananWanita Menuju
keluarga Sehat sgjahtera ( P2WKSS)
Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan

Peningkatan PelayananK esej ahteraan
Masyarakat
PenyediaanJasa,Peralaian, dan

Perlengkapan Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultas

Pembangunangedung kantor

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasimal
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112 Programpeningkatan pengembangan
sistem pelgporancapaiankinerjadan
keuangan

ProgramKeluarga Berencana

113 ProgramKesehatan Reproduksi
Remagja

3A

3%

39%

397
398

39

400

401

402

403

404
405

Pemeliharaan Peralatn dan
Perlengkapan
Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan
PelayananKIE
Pembinaan Keluarga Berencana
Monitoring dan evaluas Yandu KB
Kesehatan dan kegro dalam rangka
TNI manunggal
Pemantapanmekanisme operasianal
Pelaksanaan K egiatan Hari Keluarga
Tingkat Kabupaten
Pencanangan dan Pembentukan
Kampung KB
Peningkatan kualitasSDM dan
kelembagaan KB
Advokasidan KIE tentang Kesehatan
Reproduks Remgja (KRR)
Lombaforum PIK remaja
KIE kesédatanreproduksi remaja bagi

remaja
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115

116

117

118

Programpelayanan kontrasepsi

Programpembinaan peranserta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Programpenyiapantenaga pedamping
kelompok bina keluarga

ProgramPelayanandan Rehabili tasi
Kesgahteraan Sosial
ProgramPengembangan Analisa Data

danDampak Kependudukan

407

409

410

411

412

414

415

Pelayananpemasangankontrasepsi
KB
PendampinganForum IMP

Pelatihantenaga pedamping
kelompok bina keluarga di kecamatan
Pengembangan ADITUKA ( asuihan
Dini Tumbuh Kembang Anak )
PendampinganForum komunikasi
kader posdaya

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB,
BKR, dan BKL ) danPOSDAYA
Monitoring danEvaluasi pengelolaan
dana bergulir bagi kelompok
Ekonomi Produktif Keluarga Pra
SgahteradanKS|

Pedampingan ProgramL ayananbagi
KeluargaMiskin dan PMKS

Analisa Datadan Dampak
Kependudukan

Pengolahan, Updating Seta Analisa
Data, danStatstik Daerah
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Non Pelayanan

Dasar

15

Perhubungan

DinasPerhubungan

119 ProgramPelayananAdministrasi

Perkantoran

120 ProgramPeningkatan Saanadan

Prasaana Aparatur

121 ProgramPeningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur

416

417

418

419

420

421

422

423

424
425

Fasili tasi ProsesPencatatanPelgporan
PelayananKontrasepsi dan
Pengendalian Lapangan
PenyediaanJasa,Peralaian, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultas
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pemeliharaan Peralaian dan
Perlengkapan

Pengadaan K endaraan Bermotor
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur
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123

124

125

126

Programpeni ngkatan pengembangan
sistem pelgporancapaiankinerjadan
keuangan

ProgramRehabili tasi dan
Pemeliharaan Prasaana danFasiitas
LLAJ

Pogrampeningkatanpelayanan

angkutan

Programpembangunansarana dan
prasaanaperhuburgan
Programpengendaliandan
pengamanan lalu lintas

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Rehabilitad/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitas/pemeliharaan APILL,
Rambu Lalu Lintasdan Marka Jalan
Rehabil itas/Pemeli haraan LPJ
Kegiatan penciptaan keamanan dan
kenyamanan penumpang di
lingkungan terminal
Pengumpulandananalisis data base
pelayanan angkutan
Pelayananperijinan di bidang
perhubungan

Sosialisasi/ penyul uhan ketertibanlalu
li ntas danangkutan
PembangunanHalte bus taxi gedung
terminal

Pengadaan pagar pengamanjalan

Pengadaan Flashing Lamp
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KATEGORI
URUSAN
WAJIB

Non Pelayaam

Dasar

NO JENIS URUSANWAJIB

16

URUSANWAJIB

Komunikasidan

Informatika

ORGANISASI
PERANGKAT
DAERAH (OPD) o
PELAK SANA
126
127

DinasKomunikasi dan 128

Informatika

129

130

131

PROGRAM

NAMA PROGRAM

Programpeningkatan kelakan
pengoperasiarkendaraan bermotor

Pengembangan Kelal u-lintasan

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

Programpeningkatan pengembangan
sistem pelgporancapaiankinerjadan
keuangan

ProgramPengembangan Komunikasi,

Informasi danMeda Massa

NO

437
438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Pengadaan Prasaana Pendukung
PKB

Peningkatan Disiplin Masyarakat
dalam Berlalu-lintas
Pengembangan Perencanaan
Penyelenggaraan Manajemen
Rekayasal alu-lintas
"PengembanganFasili tas
Perekayasaan Lalu
PenyediaanJasa,Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Penyusunan laporancapaiankinerja
danikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Pembinaan dan Pengembangan

JaringanKomunikasi daninformasi
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Non Pelayaam

Dasar

17

KoperasidanUsaa Kecil

Menengah

132

133

134

DinasKoperasi,Usaha 135
Kecil Menengah dan
Perindudrian

Programpengkajian dan penelitian

bidang informasi dankomunikasi

ProgramfasiitasiPeningkatan SDM
bidang komunikasi daninformasi
Programkerjasamainformasi dengan
masmedia

ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

449

450

451

452

453

454

455

456

Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasidan
informasi

Pengkajian dan pengembangan sistem
informasi

Perencanaan dan pengembangan
kebijakankomunikasi daninformasi
Pengkajian danpenelitian bidang
informasidan komunikasi
Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)

PelathanSDM dalam bidang
komunikasi daninformasi
Penyebarluasan informasi
pembangunandaerah
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah

PenyediaanJasa Peralatn, dan
Perlengkapan Perkantoran
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136 ProgramPeningkatan Serana dan

Prasaana A paratur

137 ProgramPeningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur

138 Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

139 Programpenciptaan iklim usaha
UséahaKecil Menengahyang
konduksif

458

459

460

461

462

463

464

465

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi

Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasianal

Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur

Perencanaan danKoordnasiProgram
Kegiatan

Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah
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Non Pelayaam
Dasar

18

Penanaman Modal

DinasPenanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu

141

142

143

144

ProgramPengembangan
Kewirausahaan danKeunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
ProgramPengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
ProgramPeningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi

ProgramPelayanan Administrasi
Perkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan

Prasaana Aparatur

467

468

469

470

471

472

473

474

475

Pengembangan K ewirausahaan

Peningkatan Promost UMKM

Pembinaan, pengawasan, dan
perhargaan koperasiberprestai
Peningkatan Manajemen
Perkoperasian

Pengembangan Kerjasamadan
Kemitraan Koperasi

Peningkatan K ualitas Kelembagaan
DEKOPINDA

PenyediaanJasa Peralatn, dan

Perlengkapan Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
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145

146

147

ProgramPeningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

ProgramPeningkatan Promosi dan

Kerjasanalnvestasi

477

478

479

480

481

482

483

484

485

Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasiaal

Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur

Penyusunan sistem manaj emen mutu

Perencanaan danKoordnasiProgram
Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Peningkatan KoordnasiKerjasamadi
Bidang Penanaman Modal
Peningkatan Promosi Penanaman
Modal

Pengembangan Potens Penanaman
Modal
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danRealisas Investasi

149 Programoptimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi

150 ProgramPeningkatan Pengelolaan
Perijinan

ProgramPeningkatan Iklim Investsi

487

489

490

491

492

493

49

495

4%

497
498

49

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Pengembangan KebijakanPenanaman
Modal

Penyusunan sistem informasi
terhadaplayanan publik

Sosialisas pengelolaanperijinan

Operasiaal pelayananperijinan
Pendataan danpenetgpanperijinan
Penyelesaan pengaduan danwasdal
perijinan

Pengkajian peraturan daerahtentang
perijinan
Pengelolaanperijinanonline

Survei kepuasan masyarakat
Penyampaian informasiperijinan
meldui pameran bantul ekspo
Lokakarya penanganan pengaduan
Pengawasan danPengendalian
Perijinan

Lokakarya Pengawasan dan
Pengendalian Perizinan
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KATEGORI
URUSAN
WAJIB

Non Pelayaam

Dasar

Non Pelayaam

Dasar

19

20

URUSANWAJIB ORGANISASI
PERANGKAT
NO JENIS URUSANWAJIB DAERAH (OPD)  No
PELAK SANA
KepemudaandanOlahraga DinasPendidikan, 151
Pemuda danOlahraga
152
153
154
155
156
Statstik DinasKomunikasi dan 157
Informatika
BadanPerencanaan 158
PembangunanDaerah

PROGRAM

NAMA PROGRAM

ProgramPengembangan dan
Keseasin KebijakanPemuda
Programpeningkatan peranserta

kepemudaan

Programpeningkatan upaya
penumbuhankewir ausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
ProgramPengembangan Kebijakan
danManajemen OlahRaga
ProgramPembinaan dan

PemasyarakatanOlah Raga

ProgramPeningkatan Saana dan
Prasaana OlahRaga
Programpengkajiandanpenelitian
bidang informasi dankomunikasi
Programpengembangan

data/nformasi

NO

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

Pengembangan potensi pemuda

Pembinaan pemuda pelopar
keamanan lingkungan

Pembinaan organisasi kepemudaan
danpeningkatanperansertapemuda

Pelatihankewirausahaan bagi pemuda

Peningkatan Mutu Organisasi dan
Tenaga Keolahragaan
Pengembangan olahraga rekreasi

Pembinaan danPenyelenggaraan
kompetisi olahraga

Peningkatan Sarana danPrasaana
olahraga

Pemberdayaan KID danPR D

Penyusunan danpengelolandata
daerah
Penyusunan laporanKeterangan

Pertanggung Jawaban(LKPJ)
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Non Pelaysaam 21

Dasar

22

159

Informatika Persandian Bidang Persandian

DinasKomunikasi dan Pengkajian danPengembangan 511 Pembinaan danPengembangan

512 PengelolaandanPengembangan

Keamanan|nformasi

Kebudayaan DinasK ebudayaan 160 ProgramPelayanan Administrasi 513 PenyediaanJasa,Peralatan, dan

Perkantoran Perlengkapan Perkantoran

514 PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi

danKonsultasi
161 ProgramPeningkatan Sarana dan 515 Pengadaan Peralaian dan
Prasaana Aparatur Perlengkapan
516 Pemeliharaan Rumah danGedung
Kantor

517 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasiaal

518 Pemeliharaan Peralaian dan

Perlengkapan
162 ProgramPeningkatan Kapastas 519 Pengembangan Kapastas
Sumber Daya Aparatur Sumberdaya Aparatur

163 Programpeningkatan pengembangan 520 Pemutakhiran Data
sistem pelgporancapaiankinerjadan
keuangan
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Non Pelayaam
Dasar

23

164

165

166

167

Perpugakaan DinasPerpugakaan 168

danKearsipan

ProgramPengembangan Nilai Budaya

Programpengembangankerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
ProgramPengelolaanWarisan
Budaya Tak Benda

ProgramPengelolaanWarisan

BudayaBenda

ProgramPelayanan Administrasi
Perkantoran

521

522

523
524

525

526
527

528
529

530

531

532

533

Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Pelestaian danaktualisasiadat
budaya daerah

PembuatanFilm Dokumenter
Membangun kemitraanpengel olaan
kebudayaan antar daerah
Pengembangan Nilai danGeografi
Sgarah

Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
Seminar dalam rangka Revitalisasi
danReaktualisasi Budaya Lokal
PengelolaanTataNilai

Sosialisasi PengelolaanWarisan
Budaya Cagar Budaya

Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya
Rehab Cagar Budaya
PenyediaanJasa,Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasi
danKonsultasi
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169 ProgramPeningkatan Serana dan 535
Prasaana A paratur

536

537

538

170 ProgramPeningkatan Kapastas 539
Sumber Daya Aparatur

171 Program peningkatan pengembangan 540
sistem pelgporan capaiankinerja dan
keuangan

172 Program Pengembangan Budaya Baca 541
dan Pembinaan Perpustakaan

542

543

544

PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah
danGedung Kantor

Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasimal

Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek dan peningkatan Kapastas
Aparatur

Perencanaan danKoordnasiProgram
Kegiatan

Pelaksanaan Koordnasi
Pengembangan Kepugakaan
Publikasidan Sosiali sasiMinat dan
BudayaBaca

PenyediaanBahan Pusaka
Perpugtakaan Umum Daerah

Monitoring, Evaluasidan Pelporan

(122 fabupaten Ban Tannzos |



Non Pelayaamn 24 Arsip

Dasar

173
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pelestaian dokumen/arsip daerah

Programpeningkatan kualitas
pelayanan informasi

546
547

548
549

550

551

552

553

554
555

556

557
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Pengklasfikasan data
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Pengadaan sarana pengolahan dan
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Pendataan dan penataan
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Penyusunan dan penerbitan naskah
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Sumbea: BKAD 2019, dolah
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3. Tingkat Pencapaian UrusanWajib

Penyusuran LPPD tahun 2019 brpedoman pada SE
Kemendgri 120.04/6977O0TDA tentang Pedoman Penyusuran
LPFD Tahun 2019. Terbitnya pedoman ini berimplikasi pada
perubahan yang sangat signifikan terhadap sistematika pelaparan
pada lapoan kesesuaian materi maupun indkator kinerja kurci, baik
pada tatran pengambil kebijakan maupun plaksana kebijakan.
Jumlah indkator kinerja kunci urusan wajib pada tatran pelaksana
kebijakan berubah dalam ha jumlah maupun usan indikator.
Indikabor urusan wajib tersebut menirmgkat 18955% menadi 127
indikator dari sebelumnya berjumlah 67 indikator, dimana sekitar
81,10% (103 indikator) merupakan indikator baru dan 18,90% (24
indikator) meupakan indkator lama(lihat Grafik 3.117).

S

24:18,90%

m Urusan Wajib Lama

m Urusan Wajib Baru

Grafik 3.11. Jumlah indkator urusan wajib lamadan baru di LPFD
Tahun 2019

Capaian indkator urusan wajib pada LPPD tahun2019tidak
semuanya bisa ditentukan lategori tingkat capaiannya. Hal ini

dikarenakan sebagian besar indikator urusan wajib (81,10%)
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merupakan indikator baru sehingga tdak bisa dipebandingkan.
Selain itu, standrisasi tingkat capaian terhadap indikator tersebut
juga belum dapat diketahui. Perbandingan tehadap nilai capaian
indikator urusan wajib lama (indikator yang ada di LPFD 2018 dan
LPFD 2019, dikethui bahwa sebanyak 9 indkator mergalami
peningkatan, 9 indikator tetap, serta 6 indikator menglami
penurunan di tahun 2019. Di sis lain, skoring tehadap indikator
tersebut menunjulan bahwa ada lindikator mengalami kenaikan, 21
tetap dan 2 indikator menuwun skoringnya. Hasil andisa
perbandingan nilai dan skoring capaian antara indikator urusan wajib
di tahun 2018 dn 2019 tesqji padaGrafik 3.12

NILAI CAPAIAN SKORING CAPAIAN

Grafik 3.12. Perbandingan nilai dan skaing cgpaian IKK urusan
wagjib tahun 2018 ehgan 2019

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pegabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pegawai yang mebksanakan urusan wajib di
Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 6822 pegawai. Urusan
pendidikan memiiki jumlah pegawa terbanyak sebesar 4442
pegawai, diikuti dengan urusan kesehatan sebanyak 1580 pegawai.
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Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Kabupaten
Bantul relatif sangat baik. Ha ini ditunjukan engan persentase
pegawai yag memiiki jenjang pendidikan tinggi (D-1 +£S3) sebesar

83,890, sedangkan jenjang pendidikan rendah (SD +SMA) hanya
sebesar 16,15%. Golongan pegawai juga menurnukan bahwa sebesar

51,41% menliki golongan Il dan 37,23% memiliki golonganlV.
Pada lkategori jabatan struktuil dan fungsional, proporsi pegawal
bantul terbanyak yakni jabatan fungsional sebesar 70,87% yang
melaksanakan urusan pendidikan dan kesehatan. Jumlah pegawai,
pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pegjabat stuktural dan
fungsional Pemeintah Kabupeten tersgi pada Tabe 3.27.
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Tabel 3.27. Jumlah pegawai berdasarkan kualifik asi pendidikan, golongan, pejabat struktural dan fungsionaldalam pelaksanaan urusan wajib di Kabupaten
Bantul
Kualifikasi Pendidikan Golongan Pejabat Struktural Dan Fungsional

Urusan Wajib ™Peg D- D-IvV = = | r i i Esdon Jabatan

S LU = LA LB WA 1B IVA IV.B Staf Fungsonal Sekdes CPNS
Pendidikan 4442 1 32 433 15 300 102 3371 186 21 191 1924 2306 0 1 1 4 15 0 278 3800 0 343
Kesehatan 1.580 6 24 245 18 1 782 330 173 13 208 1143 126 0 1 3 10 54 26 304 984 0 198
Pekerjaan 135 6 9 71 0 0 5 20 24 7 54 61 13 0 2 2 6 20 3 97 1 0 4
Umum dan
Penataan Ruang
Perumahan 10 0 0 3 0 0 3 2 2 0 3 5 2 0 0 0 1 4 1 4 0 0 0
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Ketentraman, 80 2 7 33 0 0 4 21 13 1 17 54 8 0 2 1 7 17 0 52 0 0 1
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Sacsial 29 0 0 9 1 0 1 10 8 0 20 5 0 9 13 0 0 1
Tenaga Kerja 56 0 3 17 0 0 6 25 5 1 35 11 0 11 22 15 0 3
Pemberdayaan 7 0 0 2 0 0 0 3 2 0 2 4 0 3 2 0 0 0
Perempuandan
Perlindungan
Anak
Pangan 8 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0
Pertanahan 9 0 1 0 0 0 6 0 2 5 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Lingkungan 113 2 14 59 0 0 2 24 12 9 64 32 8 0 1 1 13 2 89 0 0 4
Hidup
Administras 54 0 0 24 0 0 8 16 6 0 9 39 6 0 1 1 3 11 0 31 4 0 3
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Pemberdayaan 14 0 0 6 0 0 2 4 2 0 1 9 4 0 0 0 1 3 0 10 0 0 0
Magyarakat
Desa
Pengendalian 29 0 0 8 0 0 3 13 5 0 1 24 4 0 1 1 2 9 0 15 0 0 1
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perhubungan 55 1 0 31 0 4 0 14 5 1 22 27 5 0 1 1 3 8 0 36 6 0 0
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Kualifikasi Pendidikan Golongan Pejabat Struktural Dan Fungsional

Urusan Wajib ™Peg D- DIV - - i i . Esdon Jabatan

S e = LA 1B LA B IV.A IV.B Staf Fungsonal Sekdes CPNS
Komunikasidan 37 0o o0 5 o 1 3 25 3 0 0 7 27 3 o0 1 1 1 7 0o 17 3 0 7
Informatika
Koperasidan 32 1 1 15 0 0 o0 3 12 o 2 100 12 8 0o 1 1 2 7 0o 19 1 0 1
Usaha Kecil
Menengah
Penanaman 33 o o0 7 o o 3 1 7 0 0 4 2 6 0 1 1 4 11 0 12 4 0 0
Modal
Kepemudaan 11 2 1 1 0o 0 1 4 2 0o 0 4 4 3 0 0 o0 1 3 0 7 0 0 0
dan Olahraga
Statistik 9 o o0 o o o 1 4 0 0 1 6 2 0 0 o0 2 4 0 3 0 0 0
Persandian 5 o o0 1 o o 1 2 1 0 o0 1 3 1 0 0 o0 1 3 0 0 0 0
Kebudayaan 33 o 1 7 o o0 7 122 6 0 0 8 20 5 o0 1 1 3 9 0o 17 0 1
Perpustakaan 31 o o0 8 1 2 7 9 4 0 0 5 23 3 0 1 1 2 5 0o 12 10 0 0
Arsip 10 o o0 1 0 o0 5 4 0 0 0 2 5 3 0 0 o0 1 3 0 1 5 0 0
Total 6.822 21 93 988 35 308 948 3942 484 3 55 720 3507 2540 O 17 18 66 236 34 1049 4835 0 567
Per sentase (%) 16,15 8385 081 1055 5141 3723 0 025 026 097 346 05 1538 7087 0 8,31

Sumbe: BKPP 2019, didah
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5. Alokasidan Realisas Anggaran

Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul untuk pelaksanaan urusn wajib adalah  sebesar
Rpl1.020.682.911.104,00. Anggaran  ini  dialokasikan  untuk
pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non
pelayanan dasar. Sepanjang tahun 2019, alokasi anggaran tersebut
dapat teredisasikan sebesar Rp907.790.749.84,32 atau sebesar
88,940. Alokasi dan redisasi keuangan untuk pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan yang tersgi dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini  berdasarkan pada
Laporan Keuangan Pemeintah Kabupaten Bantul tahun 2019
dengan statusunaudited. Alokasi dan realisasi anggaran per urusan
wajib sbagaimanatersaji padaTabel 3.28

Alokasi anggaran belanja penyelenggaraan urusan wajib
pelayanan dasar adalah sebesar Rp824.825.702.259,0étau 80,81%
dari total anggaran penyelenggaraan urusan wejib. Sedangkan
alokasi anggaran penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar
adalah sebesar Rp195.857.208.845,00 atau 19,1%6. Serapan
anggaran pada urusn wajib pelayanan dasar adalah sbesar

Rp719.529.467.346,9@au 87,23% di total anggaran. Serapan
o

Rpl188.261.282.117,3&au 96,12%dari total anggaran.

Propasi aokasi belanja pada urusan pendidikan dn
kesehatan di Pemerintahan Kabupaten Bantul relatif cukup tinggi.
Hal ini dipelihatkan dengan alokasi belanja pada urusan pendidikan
sebesar Rp208.219.133.88,00 atau 20,40% dari total anggaran
belanja urusan wajib sedangkan pada urusan kesehatan sebesar
Rp310.530.397.672,00atau 30,42% dri total anggaran belanja
urusan wajib. Alokasi dan realisasi anggaran urusan wgjib tersgi
padaTabel 3.28

I



Kab upaten Bantul Tahun 2019






Tabel 3.28. Alokasi danrealisasi anggaran PemerintahKabupaten Bantul éhun 2019ada penyel enggaraan urusan wajib

NO

JENIS URUSAN

Wajib Pelayanan Dasar

o 0o A W N P

Perdidikan
Kesehatan
Pekeajaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sosid

Wajib Non Pelayanan Dasar

© 0 N O 0o b~ W N PP

T e T i o e =
o U0 A W N B O

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan Pencaatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengerdalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Koperasi dan Usaha Kedl Menengén

Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olahraga

Statistik

Persardian

Kebudayaan

ANGGARAN (Rp)

824.825.702.259,00
208.219.135.188,00
310.530.397.672,00
200.078.508.345,00
3.011.703.422,00
86.853.898.150,00
16.132.059.482,00
195.857.208.845,00
29.707.171.565,00
944.328.090,00
756.230.000,00
2.512.332.043,00
32.796.079.200,00
9.767.730.550,00
9.071.874.300,00
11.690.779.200,00
35.186.409.700,00
20.050.508.057,00
4.706.624.952,00
4.189.135.189,00
19.036.197.178,00
720.485.000,00
805.233.577,00
6.899.113.668,00

REALISASI (Rp)

719.529.467.346,97
195.397.271.438,51
297.924.450.583,26
180.374.197.270,00
2.772.294.045,00
27.201.040.391,00
15.860.213.619,20
188.261.282.117,35
28.585.091.292,50
934.071.490,00
751.784.000,00
2.191.353.139,00
31.239.041.482,74
9.655.279.547,00
9.009.431.700,00
11.505.422.392,00
33.702.583.512,30
19.218.712.667,09
4.548.097.117,00
4.139.009.736,00
17.932.386.340,50
693.803.400,00
777.812.184,00
6.762.274.328,00

REALISASI (%)
87,23
9384
95,94
90,15
92,05
31,32
9831
96,12
96,22
9891
99,41
87,22
95,25
98,85
99,31
9841
95,78
95,85
96,63
98,80
94,20
96,30
96,59
98,02
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NO JENIS URUSAN ANGGARAN (Rp)

17 Perpustakaa 5.336.871.702,00

18 Arsip 1.680.104.874,00
Jumlah 1.020,682.911.104,00

REALISASI (Rp)
4.976.603.689,22
1.638.524.100,00

907.790.749.464,32

REALISASI (%)
9325
97,53
88,94

Sumber: BKAD 2019,diolah
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6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah meupakan suatu proses
penyuswnan tahgpan-tahapan kegiatan yang melibatlan berbacai
staleholde, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
dagah, serta ddlam rangka menngkatkan kesejahteran masyarakat
dalam jangka wektu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daegah (RPIJMD) pada dhsarnya meupakan
dokumen prencanaan pembangunan deerah dalam kurun vektu
lima tahun yang diswsun berdasarkan atas visi dan misi Kepaa
Daaah dan Wakil Kepala Daaah terpilih. Penyusuran perencanaan
pada urusn wajib pada tahun 209 dilaksanakan mengau pada
dokumen RIMD.

7. Kondisi Sarana dan Prasa ana yang Digunakan

Sarana pesarana meupakan salah stu unsur nting yang
dapat mendukung kelancaan didalam pelaksanaan kewenangan
urusan pemeintahan. Hingga tahun 2@9, kondisi sarana n
prasarana untuk pelaksanaan urusan wajib yang dmiliki oleh
Pemeintah Kabupaten Bantul belum semuanya tergolong baik.
Namun demikian, pemeaintah melallui OPD masing-masng tekh
berussha untuk menelihara dan menngkatkan kondisi sarana
prasarana dengan melaksanakan program peningkatan sarana dan
prasarana dmana didabmnya tedapat kegiatan pemelihaaan dan

pengadaan saranaprasarana.

8. Permasaléhan dan solusi

Berikut ini beberapa permasilahan dan solusi yang diakukan
terkait dengan pelaksanaan urusan wajib, lihat Tabel 3.29.

e
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Tabel 3.29. Permasalahan dan solusi pad@elaksanaan urusan wajib.

Urusan

Pendidikan

Keséhatan

Permasalahan

Mash banyak SD vyang belum
memiliki ruang perpugakaan yang
memenuhi SPM

Mash kurangrya penilik PAUD,
Penilik LKP danPenilik PKBM

Perlu peningkatanKesgahteraan bagi
GTT danPTT

Masih kurangrya partisipasi warga
dalam penyelenggaran Pendidikan
Non Formal

Angka Kematian lbu dan Angka
KematianBayi Masihdi atastarget

PeningkatanTgamKasus DBD

Solusi

Dilaksanakan pembangunan
ruang/gedung  perpustakan secara
bertahap.

Penambahan penilik PAUD, Penilik
LKP danPenilik PKBM
Diupayakan penambahan
secara bertahap.

inentif

Dibutuhkan peran aktif dari semua
pihak untuk memberikan motivasi
agar warga belgar memiliki
kesalaran untuk belgar secara aktif
di PKBM madng-masing

1. Pelatihan / updae knowledge EKG

untuk dokter (sudah
dilaksanakan) baru 1 dokter per
puskesmas

2. Pemeriksaan EKG untuk ibu hamil
DIWAJBKAN minimal 1 kali
atausesuai indikasi

3.Pendampingan puskesmas oleh
SpOG sesuai regio puskesmas

4. Pengadaan USG untuk Puskesmas

5.Rujukan ibu hamil ke Puskesmas
yang mempuryai USG (rujukan
horizontal), pembiayaan
direncanakan oleh Jamkeda
sesuai Perda yang baru

6.Binwagdal praktik PMB oleh
Dinkes dioptimalkan, gunakan
SPO dan check list binwasdal

yang telah disusun, SPO
punishment nakes yang
bermasalah

7.Pembinaan PMB dan nakes agar

kegjadian kematian ibu tidak
berulang
8.Penyusunan SOP  pemantauan

bumil berisiko

9.Penyusunan SOP pendampingan
rujukan (follow up)

10. Kepastan pembiayaan  bumil,
koordnasi  pembiayaan  oleh
Jampersal, Jamkegda, RS dan
BPJS kesdnatan

1. Kegiatan pengendalian
bekerjasana dengan Yayasan
Tahija dalam Eliminate Dengue
Project ( EDP ), yaitu dengan
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Urusan

Pekerjaan umum

dan
ruang

penataan

Permasalahan

Penyakit Tidak menular dan

Keséhatan Jiwa

Banyak pasienHIV AIDSyang lossto
follow up

Banyaknya kendaraan tonase besar
yang melewati jalankabupaten bukan
kelasnya, sehingga mengurangi umur
konstruksi jalan kabupaten terutama
di jalur jalur penambangan galian C.

Kurangrya kesadaran masyarakat
untuk ikut menjaga infrastiuktur yang

Solusi

melegpasnyamuk Wolbacia

2. Mengeluarkan ~ surat edaran
Kepala Dinas Keshatan No
tentang 4434972019
K ewaspadaan Dengue

3. Peningkatan  penyuluhan
petugas DBD

4. Pemberdayaan kader-kader
dusun, remga dan siswa SD
untuk PSN

5. Melakukan dan koordnasi di
tingkat kecamatan

oleh

6. Melaksanakan  foging  sesuai
Stendar Prosedur yang telah
ditetgpkan.

7. Peleksanaan pelayanan deteksi
dini DB di puskesmaspada semua
kasus demam yang sudah ¢ 2
hari, dengan @ra pemeriksaan
menggunakanantigen dengue

8. Promosi kesehatan tentang
kewagpadaan DB melalui media
elektronik.

9. Pembagian Larvasida di wilayah
endemik pada saat PE

10.KIE dan kerjasana Lintas
programdanlintas sektor
11. Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat meldui gertak PN

1. Skrining faktor risiko penyakit
tidak menular pada OPD di Kab
Bantul

2. Srining  kepada — masyarakat
umum yang dilakukanpuskesmas

3. Deeksi dini  pada penderita
retardasimental

4., Pengobatandanpemantaun

5. keteaturan minum obat.

Validasi data layanan LFU (Lost
Follow Up) dan kerjasama dengan
Pendukung Sdaya telah ditingkatkan
dengan harapan pasen LFU dan alpa
dapat ditekan untuk masa yang akan
dating

- Mengidentifikasi faslitas umum/
faslitassosial yang sudahada

Peningkatan struktur jalan pada jalur
yang dilalui angkutan penambangan
galianC.
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Urusan

Perumahan
rakyat
kawasan
permukiman

dan

Ketentraman,
Ketertiban, dan
Perlindungan
Masyarakat

Pe masalahan

Solusi

telahterbangun

Pembangunan infrastuktur oleh pihak
ketiga perlu didukung oleh tenaga
terampil yang bersertifikat.

Banyaknya kendaraan tonase besar
yang melewati jalankabupaten bukan
kelasnya, sehingga mengurangi umur
konstruksi jalan kabupaten terutama
di jalur jalur penambangan galian C.

Kurangrya kesadaran masyarakat
untuk ikut menjaga infrastuktur yang
telahterbangun

Masih terdapat kawasan permukiman
kumuh perkotaan

Keterbatasan &mampuan masyarakat
berpenghasilan rendah dalam
mengakses rumahlayak huni

Pemakaman umum belum bisa
digunakan  karena belum  aa
peraturanpengelolaannya

Kurangrya kesadaran masyarakat
pada pemeliharaan ketentraman dan
ketetibanumum

Dalam rangka memenuhi rasio
Linmas dengan RT, terkendala mash
kurangnya penghargaan terhadap
keberadaan Linmas, sehingga minat
untuk menjadi anggota Linmas masih
kurang. Sementara aaggota Linmas
yang mash beruga

Muda belum dapat secara permanen
menjadi anggota, hal ini karena
dituntut kebutuhan eonomi yang
mendororg mereka untuk pindah
domisili.

Belum optimalnya fungsi koordinasi
dan sinkronisas antara pemerintah
daerah dengan stakehdder lainnya
dalam penanganan dan pengelolaan

Sosialisas pada masyarakat untuk
ikut menjaga kondisi infrastuktur
yang ada.

Pembinaan dan peningkatan sumber

daya pelaku jasakongruksi.
Sosialisas  tentang  Pemanfaatan
Ruang

Penanganan kawasan permukiman
kumuh perlu Kkolaborasi dengan
berbagai sektor

Sinkronisasi penanganan rumah tidak
layak huni dengan datamiskin

Penyusunan peraturan daerah terkait
pengelolaan pemakaman umum

1. Sosialisasi masyarakat
mengenai pentingnya
pemeliharaan  ketentraman dan
ketertibanumum

2.  Meningkatkan koordnasi dengan
ingansi  terkait alam upaya
pemeliharaan ketentraman dan
ketertibanumum

pada

1. Untuk menambah minat
masyarakat menjadi  anggota
Linmas dengan menambah
faslitas atara lain pengadaan
seragam Linmas dan Kartu
Anggota Linmas.

2. Optimalisasi anggota Linmas
untuk melakukan fungs Linmas
dalam menjaga ketertiban,

kebersihan dan keindahan (K3) di
lingkungannya.

1. Penguatan koordnag,
sinkronisasi, dan harmonisasi
antar kelembagaan dalam

memaksimalkan penanganan dan
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Sosial

Permasalahan

bencana

Belum tesedianya sarana dan
prasaana yang memadai untuk upaya
komprehendf dalam penanggulangan
bencana, baik upaya rehabilitasi
maupun rekonstruksi wilayah.

Belum optimalnya  pemanfaatan
jaringan informasi dan komunikasi
yang efektif dalam penyebaran
informasi kebencanaan kepada
masyarakat

Tingkat bencanaan Kabupaten Bantul
memiliki tingkat kerawanan tinggi

Rujukan dan pengambilan pasien atau

klien baik ke RSJ maupun ke panti
tidak bisa diprediksi, begitu juga
dengan pemakaman jenazah terlantar
karena berupa layanan kepada
masyarakat sesuai dengan
kejadian/kasus di lapangan. Hal ini
juga dipengaruhi tingkat kepedulian
masyarakat  tehadap  keberadaan
PMKS di wilayahnya.

Pada Penyusunan dan pengumpulan
data statistik daerah, data Prelist yang
akandi entry hasil verivikasinya tidak
dapat di prosesoleh aplikasi yang dari
tnp2k

Beberapa kader desa yang berperan
melakukan purifikasi belum paham
dengan mekanisme yang dilaksanakan

Solusi

pengelolaan bencana sehingga
bisa menekan resko bencana.

2. Meningkatkan kerjasama dengan
lembaga non pemerintah dalam

proses pencegahan dan
penanganan bencana di
KabupatenBantul

Menambah sarana dan prasaana
yang lebih memadai untuk
menanggulangi bencana baik dari pra
bencana sampai pascabencana

Meningkatkan dan  mengaktifkan
jaringan informasi dan komunikasi
yang aa, bak secara verbal
(komurikas lewat radio. Whatshapp
aplikasi dll) maupun non verbal
(sosialisasi, simulasi, publikasi lewat
media baliho atau dlogan dll)
sehingga informasi dapat sampai
pada masyarakat

BPBD Kabupaten Bantul harus
memiliki Tim Reaks Cepat (TRC),
Pugdalops Penanggulangan Bencana,
dan unit pelaksana tugas pemadam
kebakaran untuk menjawab ingginya
intendtas kejadian kebakaran di
Kabupaten Bantul. Pilihan diatas
didasakan abs kebutuhan
penanggulangan bencana  yang
sistematis, terencana, danterpadu

Memberikan  sosialisasi kepada
masyarakat  aar lebih  peduli
terhadap keberadesan PMKS di
wilayahnya.

Melakukan Bimtek entru prelist dan
sosialisasi MPM (mekanisme
Pemutahiran Mandiri)

Melakukan bimtek kepada kader desa
petugas verifikasidi lapangan
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Urusan Permasalahan Solusi
Tenagakerja Kesmpatan kerja yang mash
terbatas.
Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi
kompetensi yang dibutuhkan pasar
kerja.
Produktivitas enaga kerja masih
sangatrendah.
Inkonsistens antar peraturan/
perundanganterkait ketenagakerjaan
Pemberdayaan Belum optimalnya pemenuhan hak-
perempuan dan hakanak pada semua klaster.
perlindungan
anak
Masih tingginya angka kekerasan
terhadap perempuan dananak.
Pangan Belum semua Pekarangan

dimanfaatkan secara baik

Masih adanya Desa Rawan Pangan
hasil analiss Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan FSVA (Food
Searity and V ulnerabili ty Atlas)

Belum optimalnya cadangan pangan
pemerintah dan masyarakat

Kurangrya pemanfaatan panganlokal

Belum beragamnya pola konsumsi
pangan saat mash terfokus pada beras

Mash terbatesnya informasi harga
dan paskan pangan yang sangat

Intensifikass  pencarian lowongan
pekerjaan meldui job canvasing dan
informasi pasar kerja meldui bursa
kerja on-line lebih diti ngkatkan.

Melaksanakan jenis pelathan yang
dibutuhkan pasarkerja

1. Peningkatkan produktivitas
tenaga kerja dengan mengadakan
pelatihantingkatlan;jut.

2. Memperbanyak
mengintensfkan
kewirausahaan.

dan
pelatihan

Intensifkan konsultasi ke K/L baik di
tingkat pusat maupun daerah.

1. Intensifikas sosialisas, advokag,
dan KIE menuu Bantul Kota
Layak Anak sampai ke tingkat
desa

2. Memperkuat jegaring dan
kemitraan dengan lembaga peduli
anak.

3. Mengoptimakan fungsi faslitator
forum anak terutama untuk
pendampingan forum anak di
kecamatandandesa

Pelatihan untuk SDM penanganan
korbankekerasan.

Peningkatan pemanfaatan pekarangan
untuk mendukung pola konsumsi
B2SA

Perlunya dukungan program/kegiatan
dari beberapa OPD untuk intervensi
menangani desarawan pangan

Pemberdayaan dan pengembangan
lumbung pangan masyarakat

1. Fasllitass pengembangan pangan
berbasissumberdaya lokal

2. Pelathan inovas  pengolahan
pangan berbasis sumber daya
local sehingga bisa meningkatkan
nilai jual

Mendorong  diversfikasi

denganpanganlocal

pangan

Pemantauan Distribusi Harga dan
Pakan Pangan yang rutin dan
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Urusan

Pertanahan

Lingkungan
hidup

Permasalahan

dibutuhkan  untuk  pengendalian
stabilitas harga dan paskan pangan
guna menunjang Distribus dan Akses
Pangan Masyarakat yang terjamin dan
terjangkau.

Belum  optimalnya  pengelolaan
distribus pangan oleh masyarakat
guna mewujudkan Distribus pangan
yang meratadanterjangkau

Juknis nomor 4/Juknis-
HK.02.01/X/2019 tentang
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan

Tanah Kadipatendi wilayah DIY baru
terbit pada bulan Oktober 2019
menj adi factor penghambat

penatausahaan / pensertifi katan tanah
desa

Pemanfaatan tanah belum semua
sesuai ketentuan

Adanya medan / lahan yang sangat
ekstrim  (pegurungan, jurang dan
lainnya) sehingga menj adi
permasalahan terkait teknis
pelaksanaan dalam pengukurantanah

Tingkat pencemaran yang mash
relatif tinggi khususnya pada air
sungai di KabupatenBantul

Kecenderungan alih fungsi lahan yang
mash relaif tinggi  sehingga
berpotens menurunkan luas tutupan
lahan

Kurangrya kesadaran masyarakat
tentang perilaku hidup bersh dan

Solusi

informatif

Pengembangan dan Pemberdayaan
Distribusi Pangan Masyarakat

Sosialisasi dan koordnasi intensf
dan snerginas atar pihak desa,
DPTR, Panitikismo, BPN dan pihak

terkait pelaksanaan pensertifikatan

tanah desa di wilayah Kabupaten

Bantul

1. Sosialisas aturan terkait
pemanfaatan tenah kepada
masyarakat

2. Mngintensifkan pengendalian
Pemanfaatan nah dengan
melibatkan pihak desa dan
stakeholder terkait

Pemanfaatan sistem teknologi untuk
pengukurandi masamendatang

1. Menjalin kerjassma  dengan
Pemerintah Kota Yogyakarta dan
Pemerintah Kabupaten Séman
meldui  Sekber  Kartamantul
dalam upaya peningkatan kualitas
air sungai

2. Pendampingan, sosialisad,
promosi dan penguatan
kelembagaan forum/komunitas
peduli sungai

3. Pembinaan terhadap penaatan ijin
ussha pengelolaan limbah yang

dihasikan oleh industri/pelaku
usaha
Penambahan luasan hutan kota,
taman kota dan hutan rakyat.

1. Membah mindset cara pandang
mayarakat terhadap sampah
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Urusan

Administrasi

Pe masalahan

Kependudukan

Pengendalian
Penduduk
Keluarga
Berencana

dan

Solusi
schat (membuang sampah di
sembarang tempat bahkan di sungai)

Cakupan kepemilikan KIA anak usa
0 £16 tahun belumtercapai

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
anakuda 0 +18 tahun belum optimal

Pemuthakiran data kependudukan
belum optimal

Kesalaran mayarakat untuk segera
merubah status perkawinan &ibat
dari perisiwa penting (pernikahan)
yang dialami mash rendah yang
mengakibatkan data kependudukan
yang disgjukantidak valid danakurat

Kesalaran masyarakat untuk segera
mengurus &ta kematian mash
rendah,masyarakat hanya mengurus
akta kematian jika akan dibutuhkan

Kurangrnya  sinergitas pemangku
kepentingan untuk program KB
sehingga program KKBPK

mengalami stagnasi

Kurangryajumlah PKB

(penyadaran masyarakat  akan
tanggung jawabnya untuk
mengelola setiap sampah yang
dihasikan)

2. Menggiatkan dan menguatkan

kelembagaan kelompok pengelola
sampah di tiap desa

3. Peningkatan  peran BUMDes
dalam unit usaha penanganan
sampah

4. Penguatan sinergitas antar
pemangku wilayah dalam
pengelolaan lingkunganhidup

1. Kerjasama dengan dinas
pendidikan untuk  melakukan

kerjasama mendata anak yang
belum memiliki KIA.

2. Memberikan sosialias  kepada
guru danorang tua
1. Melakukan kerjasama  dengan

rumah sakit dan puskesmas untuk
melakukan kegiatan jemput bola
akta kalahiran

2. Membangun pola pikir
masyarakat &an  pentingnya
kepemilikan akta  kelahiran

meldui sosialisas

Menciptakan inovasi smart on , untuk
proses input  perubahan data
menggunakan! T (HP)

Menerbitkan KTP baru (ktp dengan
status baru) bagi penduduk bantul
yang melangsungkan pernikahan
tersebut. Sebagai ingans pelaksana
yang bethadapan kngsung dengan
masyarakat yaitu seluriuh KUA di
Kabupatenbantul

Sosialisas dan menciptakan inovasi
Akasi Simpati (Pembuatan akta
kematian sehari jadi )

Ketedibatan secara intens lintas

sektor

Penambahan tenaga penguat PKB
dan peningkatan peran dari Inditusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) dan
kader
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Urusan

Pemberdayaan
MasyarakatDesa

Permasalahan

Angka unmet need masih cukup
tinggi 10,55%

Mash  tergantungrya  pelayanan
pemasangan kontrasepsi pada Baksos
BKKBN Perwakilan DIY, sehingga
akseptor MOP  berubah menjadi
MOW.

Ada beberapa &septor MOP yang
mengalami kegagalan di tahun 2017,
hal ini mengakibatkan kekhawatiran
kegagalan MOP pada akseptor.

Masih adanya pernikahan di bawah
umur (di bawah 20 tahun)

Kelompok Kegiatan (BKB, BKR,
BKL, PIK-R) belum berjalan secara
maksimal

Pemanfaatan modal Pinjaman dana
Bergulir dalam kegiatan Uséha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sgahtera (UPFKS) belum sesuai
dengan harapan.

Pelgporan data keluarga mash belum
optimal

Masih banyak sarana Pengelola Air
Bersh (PAB) yang belum dapat
berfungsi se@ra optimal

Belum optimalnya pengelolaan profil
desa

Kurangrya pemahaman kelompok
sasaan dan pelaksanaan di tingkat
desa dalam mengelola bantuan
kenangan kepada Pemerintah
DesdBKK&P2MD) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Belum terlaksananya kegiatan Lomba

Solusi

1. Peningkatan Kkuantitas maupun
kualitas KIE baik individu
maupun masa,  pemantapan
kemitraan dengan  pemangku
kepentingan

2. penghargaan/reward bagi peseta
KB baru terutama KB
Kontrasgsi Mantap (kontap)

Menganggarkan untuk pelaksanaan
MOP di tahun mendatang.

Memberikan pemahaman  kepada
calon akseptor melalui KIE.
1. Pembentukan kelompok-

kelompok PIK Remaja dan KIE
bagi Remaja.

2. Peningkatan advokas  kepada
pemangku kepentingan perihal

Keséhatan Reprodiksi.
Penguatan  kelembagaan  dengan
peningkatan manaj emen
kelembagaan dananggaran
Pembinaan Kelompok UPFKS
meldui Workshop, Study Banding

danPelaihan

Bimtek pada wali data

1. Intensifikasi pelaihan kepada
masyarakat.

2. Peningkatan pemeliharaan

3. Penguatan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas SDM
Pengelola Profl Desa

Intensifikasi pelaihan kepada
masyarakat

Mendorong dan  meningkatkan
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Urusan

Perhubungan

Pe masalahan

Solusi

Desa di tingkat Kecamatan sesiai
dengan Permendagri No 81 Tahun
2015 Tentang Evaluas
PerkembanganDesa(L omba Desa)

Kekuatan perencanaan pembangunan
desa belum secara  maksimal
didasakan ataspotensi dan masabh
yang ada di desa

Belum optimalnya kapabilitas aparat
pemerintah desa dalam pemanfaatan
teknologi informasi

Sulitnya menumbuhkan jiwa
kewirausahaan masyarakat/ warga
binaan

Belum optimalnya program
pengembanganekonomi lokal desa

Dengan berakhirnya program PNPM
maka belum ada payung hukum untuk
UPK( Unit Pelaksana Kegiatan) dan
BKAD (Badan Keajasama Antar
Desa)

Semakin menurunnya sarana dan
kualitasangkutan umum

Kelaiakan kendaraan yang kurang

Terjadi kemacetan lalu lintas pada
ruas-ruas jalan tertentu pada jam-jam
tertentu

Kurangryakesalarantertib lalu lintas

kapastas peran kecamatan dalam
menyelenggarakan Bvaluasi
Perkembangan Desa sesuai
Permendagri No 81 Tahun 2015

Mengadakan  bimbingan teknis
Peningkatan Kapastas Desa dalam
hal pelaksanaan musrenbangdes

1. Memberikan dukungan sarana
danprasaana yang memadai
2. Intensifikasi pelaihan

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan
meldui best practice peleku usaha
dan memberikan materi tentang
kewirausahaan pada warga binaan
pesetaprogram.

1. Intensifikasi pembentukan
bumdes

2. Pelathan peningkatan kapasitas
pengelola Bumdes

3. Pelathan ketgampilan Usaha
Ekonomi M asyarakat
DesgdKUEMD)

4. Optimalisasipengelola pasardesa
Di konsutaskan kenotaris untuk

pembentukan badanhukum

1. Sosialisasi terhadap awak
angkutanumum dan masyarakat.

2. Revitalisas sarana dan

meningkatkan kualitas pelayanan
angkutanumum

Peningkatan pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor

1. Melakukan koordnasi dengan
dinas terkait (Polres, PU) dalam
upaya penanganan peningkatan
arus yang tejadi pada event
tertentu dengan rekayasa
manajemen lalu linta.

2. Melakukan peremajaan prasaana
guna melaksanakan manajemen
rekayasalalu lintas berupa traffic
cone, road barier, rambu portable
dantali pembatas

1. Melaksanakan Pengawasan dan
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Urusan

Komunikasi dan
Informatika

Permasalahan

Belum optimalnya faslitas
kesebmatan lalu lintas dan faslitas
pendukung kesebmatan lalu lintas

Kualitas pelayanan angkutan umum
kurang memenuhi standar pelayanan

Terbatagiya infrastuktur TIK dan
Belum meratanya sistem jaringan
komunikasi di KabupatenBantul

Belum adanya regulas
pengembangan e-government dan
master Plan IT, juga

Belum dapat menygjikan semua
data/nformasi yang  seharusnya
disgjikanuntuk masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap haknya dalam mengakses
danmemperolehinformasi puldik.

tata kelola data yang belum baik,
Sistem informasi dan data base belum
saling terintegras

Kurangnya SDM Koperasi
kompeten danbersertifikat

yang

Belum adanya penilaian kinerja bagi
koperasi(mash terbatasK SP/USP)

Masih terdapat koperasi belum taat
terhadap aturan (perizinan, NPWP,
dil)

Keallitan pengurusan izin meldui
0SS

Kurang optimal hya peran Dekopinda

Masih kurangnya inovasi produk dan

Solusi

pengendalian parkir

2. Melaksanakan pam ingdentil
dalam rangka pengamanan lalu
li ntaspada event tertentu.

3. Melaksanakan

sosialisasi/penyuluhan kepada
masyarakat meldui  berbagai
media

Pengadaan dan pemasangan faslitas
kesebmatan ldu lintas (rambu,
marka, APILL, guardrail, flashing
lamp dll) serta faslitas pendukung
kesedmatan berupa LPJJ

Melaksanakan sosalisasi
penyelenggara angkutanumum.

kepada

Membangun jalur utama jaringan
internet dan intranet Pemerintah
Kabupaten Bantul dengan teknologi
Fiber Optic yang menjangkau seluruh
wilayah Kabupaten Bantul sebagai
saranaimplementasi SPBE

Mernyusun masterplan TIK sebagai
dasar pelaksanaan pembangunan TIK
di KabupatenBantul

Meningkatkan peran PHAD badan
publik dalam diseminasi informasi
publik.

Meélibatkan masyarakat untuk
berperan aktif dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi  Perpres Nomor 39
Tahun 2019 Tentang Sau Data
Indonesia sebagai dasar tata kelola
datadi KabupatenBantul.

Fasilitasi pelai hankompetensi

Pemeringkatan koperasi

Mendorong koperasi patuh terhadap
aturan (pengawasan kepatuhan)

Pendampingan bagi koperasi dalam
mengurusizin di OSS

Mendorong Dekopinda berperanaktif
dalam pemberdayaan koperasi

Diadakan pdatihan  peningkatan
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Urusan

Penanaman
modal

Kepemudaan
danOlahraga

Persandian

Pe masalahan

Solusi

pemasaranproduk bagi UMKM

Masih kurangnya pengetehuan terkait
manajemen bisnis bagi UMKM

Rendahnya realisas
Kabupaten Bantul
daerahlainnyadi DI'Y

investasi  di
dibandingkan

Sulitnya menemukan pemuda yang
memenuhi  kriteria sebagal pemuda
pelopa pembangunan, yang memilki
kiprah atau pengaruh  kepada
masyarakat.

Belum adanya reguasi yang khusus
mengatur tentang kepemudaan dan
olahraga

Pelgar berprestai olahraga
KabupatenBantul sering kali memilih
melanjutkan sekolah ke daerah lain,
karena Kabupaten Bantul belum
mampu memberikan faslitas yang
lebih baik kepada atletberprestasi.

Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul
mash sangat kurang, terutama belum
memiliki Gedung Olahraga dan kolam
renang standar nasonal.

Peralaian sandi di kabupaten bantul
yang aa sudah kurang memenuhi
Standart BSSN sehingga kurang
maksimal dalam mendukung kegiatan
persandian

Masih

terbatesnya personil sandi

inovasi dan pemasaran secara online
maupun mengikutkanpameran.

Diadakan  pelatihan
kewirausahaan

manajemen

Menggalakkan penyelenggaraan
promos penanaman modal dalam
menarik  minat  investor  agar
menanamkan modalnya di Kabupaten
Bantul

Percepatan operasicalisasi sarana
dan prasaana Kawasan Indudri
Piyungan, pembentukan Kawasan
Indugri di Kawasan Peruntukan
Indudri Sedayu dan Pgangan, dan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Digital sebagai daya tarik utama
investor dalam menanamkan
modal nyadi KabupatenBantul

Percepatan proses perizinan dengan
dengan mengoptimalkan
pemanfaatan aplikasi OSS

Melakukan kerjasama dengan forum
pemuda pelopar untuk menemukan
calon pemuda  pelopor, dan
mendampingi mereka agar dapat
lolos dan suksesdalam seleksi tingkat
nasbnal.

Melakukan ~ komunikasi  dengan
Pemerintah Daerah dan DPRD
mengenai proses penyusunan regulasi
kepemudaan danolahraga.

Perlu dilakukan koordnasi dengan
pihak tekait dalam penerimaan siswa
baru dari atlet berpresta dan
pemberian beasi swa bagi mereka.

Diusulkan pembangunan  Gedung
Olahraga dan kolam renang yang
memiliki standar nasional.

Pengajuan pemenuhan  peralaBn
sandi kepada TAPD agar sesa
dengan kebutuhan Standart BSSN

Peningkatan kualitas dan kompetensi
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Urusan

Perpugakaan

Kearsipan

Permasalahan

terutama di bidang T| karena beratnya
persyaratan yang ditetgpkan Badan

Siber dan Sandi Negara (BSSN)
untuk menjadi sandiman.

Masih rendahnya kesalaran
masyarakat  untuk  memanfaatkan
perpustakaan sebagai sumber
informasi

Belum optimalnya sarana prasaana
Perpugakaan Deerah (terbatasiya
ruang baca dan koleksi perpustakaan),
Perpugtakaan Sekolah, Perpudakaan
Desa, Perpugakaan komuritas serta
TBM, danPojok Baca

Belum semua OPD memiliki SDM
Kearsipan/ Arsiparis
Belum Optimalnya Sapras

Pengolahan Arsip di OPD

Pengelolaan Arsip di masing-masng
OPD belum sesuai standar

Solusi

personil meldui diklat, bimtek, dan
kursus persandian yang dilaksanakan
oleh BSSN seleku Pembina Tunggal
Persandian.

1. Meningkatkan promosi
perpusakaan kepada masyarakat

2. Mengoptimalkan peran
masyarakat ~ dalam promosi
perpugakaan dengan

pembentukan SagasLiterasi

Meningkatkan kuantitas dan kualitas
Sarana prasaana  perpudakaan,
missal dengan dibangunnya Pojok
Baca, penambahan koleksi
perpugakaan

1. Rekrutment PHL dan
mengusulkanformasi Arsiparis

2. BimtekKearsipan

3. Pemenuhan Sapras pengelolaan
arsip secarabertahapolen OPD

1. Implementass UU, Perda dan
Perbup Kearsipan secara
konsisten danberkesinambungan.

2. Dilakukakn Pendampingan
kearsipan, pengawasan kerasipan
serta  monev  penyelenggaraan
kearsipandi OPD.

Sumbe: Bappeda 2019

b. RingkasanUrusanPilihan

Urusan pilihan yag dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Bantul sbanyak 6 urusan yakni kelautan dan perikanan; pariwisat;

pertanian; perdagangan; perindustrian; transmigrad. Urusan pilhan yang
dilaksanakan tersgji padaTabel 3.30.

1. OrganisasiPerangkat Daerah Pelaksana

144

Urusan pilihandi PemerintahKabupaten Bantul dilaksanakan

oleh 5 (lima) OPD, lihat Tabed 3.30. Dari kelima OPD yang
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Urusan

n
Pe masalahan Solus

melaksanakan urusan pilihan, hanya Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Paikanan yang melaksanakan urusan pilihanlebih dari
1 (satu) urusan, yakni urusan pertanian ®rta wusan kelautan dan
perikanan. Keempat OPD lainnya hanya melaksanakan 1 (satu)
urusan sgja. Urusan pariwisata diaksanakan deh Dinas Paiwisata;
urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Peadagangan; urusan
perindustrien dilaksanakan oleh Dimes Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, dan Perindustran; serta urusan transmigrasi

dilaksanakan olehDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pilihan di tahun 2Q9 oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul mdalui OPD djabarkan kedalam piogram dan
kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RKPD. Keseluruhan
progam yang dilaksanakan padaurusan pilihanadalah ssbanyak 32..
Program tersebut diaksanakan daam 78 kegiatan. Penjabaran
progam dan kegiatan yang diaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul di tahun 2019 tersaji padaTabel 3.30.



Tabel 3.30. Jenis urusn pilihan, GPD pelaksana, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantultahun 2019

NO
1

2

JENIS
URUSAN
PILI HAN

ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH (OPD) PELAKSANA NO

Kelautan dan DinasPertanian, Pangan, Kelautan 1

Perikanan

Pariwisata

danPerikanan

DinasPariwisata

2

PROGRAM
NAMA PROGRAM
ProgramPeningkatan Produksi Perikanan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

Program Peningkatan Saana dan Prasaana
Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporancapaiankinerja dankeuangan
Program

pengembangan pemasaan

pariwisata

NO

10
11

12

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
Peningkatan Saana Prasarana Perikanan
Budidaya
Peningkatan Kapasitas Usaha dan
Kelembagaan Perikanan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai
Benih Ikan
Peningkatan Prasaana dan Saana Perikanan
Tangkap
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat, Koordnasi dan
Konsultasi
Penyediaan Jasa Pengelola  Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasical
Penyusunan laporan capaiankinerja, keuangan,
barang, kepegawaiandan ketatausahaan
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran

objek pariwisata
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NO

3

JENIS
URUSAN
PILI HAN

Pertanian

ORGANISASI PERANGKAT PROGRAM
DAERAH (OPD) PELAKSANA NO NAMA PROGRAM NO
13
14
15

6 Programpengembangandedinasipariwisata 16
17
18

7 ProgrampengembanganK emitraan 19

20

21
DinasPertanian, Pangan, Kelautan 8 ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran 22
danPerikanan

23

24

9 Program Peningkatan Saana dan Prasaana 25
Aparatur

26

27

28

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
Pengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dandi luar negeri
Pengembangan  Sistem  Informasi  dan
Pengendalian Pemasaan Pariwisata
Pengembangan daerahtujuanwisata
Peningkatan daya tarik Wisata
Peningkatan PelayananKepariwisataan
Pengembangan SDM, Kelembagaan dan
Pengendalian Pariwisata
Pemberdayaan DesaWisata
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Penyediaan Rapatrapat, Koordnasi dan
Konsultasi
Penyediaan Jasa Pengelola  Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
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NO

JENIS
URUSAN
PILI HAN

ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) PELAKSANA NO

10

11

12

13

14

15

PROGRAM

NAMA PROGRAM
ProgramPeningkatan KapastasSumber Daya

Aparatur

Program peningkatan produks
pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak

Program  peningkatan produks  hasil
peternakan

Program peningkatan Pemasaan Hasil
Produks Peternakan

31
32

33

35

37

38

39

40
41

42

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
Pendidikan, Pelathan, Sosialisasi, Bimtek dan

peningkatanKapasitas A paratur

Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan

Pengembangan Agribisnis Tembakau
Peningkatan Produks Pertanian/Perkebunan
Berkelanjutan

Peningkatan Kapastas Pengel olaanBalai Benih
Pertanian (BPP)

Pengendalian danPerlindungan Tanaman
Pengembangan Agribisnis Pertanian
Peningkatan  kapastas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan

Penyuluhan  dan  pendampingan  bagi
pertanian/perkebunan

Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan

Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan
Hewan
Peningkatan Kesehatan Ternak

Agribisnis PeternakanUnggulanDaerah

Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan

Pemasaran
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JENIS PROGRAM KEGIATAN
NO URUSAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH (OPD) PELAKSANA NO NAMA PROGRAM NO NAMA KEGIATAN

PIHTRAR 16  Program Peningkatan Saana dan Prasaana 43  Peningkatan PrasaanaPertanian
Pertanian
44  Peningkatan Saana danTeknologi Pertanian
4 Energi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil 17  ProgramPotens Energi 45  Pendataan Potens Energi
Sumber Daya Menengah danPerindustrian
Mineral
5 Perdagangan DinasPerdagangan 18  ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran 46  Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
47  Penyediaan Rapat-rapat, Koordnasi dan
Konsultasi
48 Penyediaan Jasa Pengelola  Pelayanan
Perkantoran
19  Program Peningkatan Saana dan Prasaana 49  Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
Aparatur Dinas/Operasianal

50  Pengadaan Peralatan danPerlengkapan
51  Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
52  Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasianal
53  Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
20  Program PeningkatanKapastasSumber Daya 54  Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan
Aparatur peningkatanKapasitas Aparatur
21  Program peningkatan pengembangan sistem 55  Penyusunan sistem manajemen mutu
pelaporancapaiankinerja dankeuangan
56  Penyusunan laporan capaiankinerja, keuangan,

barang, kepegawaiandan ketatausahaan
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NO

6

JENIS
URUSAN
PILI HAN

Perindudrian

ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) PELAKSANA NO

22

23

24

25

26

27

Dinas Koperasi, Usaha Kecil 28
Menengah danPerindustrian
29

PROGRAM

NAMA PROGRAM
Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan
Program peningkatan dan pengembangan

ekspor

Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan

ProgramPemberdayaan Pedagang

ProgramPenataan PasarRakyat

Program peningkatan kapastas iptek sistem
produks
Program pengembangan indugri kecil dan

menengah

NO
57

58

59
60

61

62
63

65

66
67
68
69

70

71

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
PelayananK emetrologian Daerrah

Pengembangan ekspor dengan  ingansi
terkait/a®sias/pengusaha

Pengembangan PasardanEkspor Daerah
Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk

Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan
Sistem Resi Gudang

Peningkatan pelayanan perdagangan

Kegiatan penatean tempat berussha bagi
pedagang kakilima danasongan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi
Pasar

Pembangunandan Rehabilitasi PasarRakyat
Pengembangan PasarRakyat Ber SNI
Revitalisasi PasarRakyat

Insentifikasi PendapatanPasar

Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi
Indugtri

Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten

Bantul
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ORGANISASI PERANGKAT

JENIS
NO URUSAN
PILI HAN
7 Transmigrasi Dinas Tenaga

Transmigrasi

Kerja

DAERAH (OPD) PELAKSANA

dan

NO

30

31

32

PROGRAM
NAMA PROGRAM

Programpenataan struktur indugtri

Program pengembangan sentra-sentra industri

potensal

Programtransmigrasi regional

NO
72

73
74
75

76

77

78

KEGIATAN

NAMA KEGIATAN
Pengembangan dan Pemberdayaan IKM

Pengembangan Pemasaran|KM

Pengembangan Indugri Kreatif

Pengembangan Kebijakan dan Kerjasana
Indugtri

Pemberdayaan IKM Sentra

Fadlitass Peleksanaan Kemitraan IKM dan
Perusshaan Besar dalam Pengadaan Bahan
Baku Indudri Hasil Tembakau

Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan

Transmigrasi

Sumbe: BKAD 2019, dolah.
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3. Tingkat Pencapaian UrusanPilihan

Jumlah indikator kinerja kunci urusan pilihan pada tasran
pelaksana lkebijakan berubah dalam ha jumlah maupun usan
indikator. Indikator uusan pilihan tersebut menirgkat 190,9%
menpdi 21 indikator dari sebelumnya berjumlah 11 indikator,
dimana sekitar 80,%% (17 indikator) merupakan indikator baru dan
19,05%(4 indkator) merupakan indkator lama(lihat Grafik 3.13.

m Urusan RlihanLama

® Urusan RlihanBaru

Grafik 3.13. Jumlah indkator urusan pilihan lamadan baru di LPFD
Tahun 2019

Capaian indikator urusan pilihan pada LPFD tahun 2019
tidak semuanya bisaditentukan lategori tingkat capaiannya. Hal ini
dikarenakan <bagian besar indikator urwsan pilihan (80,950)
merupakan indikator baru sehingga tdak bisa dipebandingkan.
Selain itu, standrisasi tingkat capaian terhadap indikator tersebut
juga belum dapat diketahui. Perbandingan terhadap nilai capaian
indikator urusan pilihanlama (indikator yang ada di LPPD 2018dan
LPPD 2019, diketahui bahwa sbanyak 9 indikator mergalami
peningkatan, 9 indikator tetap, serta 6 indikator menglami
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penurinan di tahun 2019. Di sisi lain, skoling tehadap indikator
tersebut menunjulan bahwa ada 1indikator mengalami kenaikan, 21
tetap dan 2 indikator menuwun skoringnya. Hasil andisa
perbandingan nilai dan skoring capaian antaraindikator urusan wajib

di tahun 2018 dn 2019 tesqji pada Grafik 3.14

1
K}

NILAI CAPAIAN SKORING CAPAIAN

H Naik ®m Tetap ® Turun

Grafik 3.14. Perbandingan nilai dan skeing capaian IKK urusan
pilihan shun 2018 dngan 2019

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golong | R

Jumlah pegawa di Peaneintahan Kabupaten Bantul yang
merangani urusan pilhan adalah sebanyak 364 pegawai. Kualifik asi
pendidikan pegawai pada urusn pilihan relatif cukup baik dimana
lebih dari setengahnya atau 50,39% memiiki jenjang pendidikan
tinggi atau diatess SMA, sisanya sekitar 49,61% memiiki jenjang
pendidikan rendah atau dibavah SMA. Jumlah pegawa yang
tergolong kedalam jenjang pendidikan rendah sebagian besar
merupakan lulusan SMA yakni sebanyak 173 dari total 193 pegawai.
Pada kelompok golongan, persentase terbanyak merupakan pegawai
golongan 1l sebesar 48,63% diikuti golongan 1l sebesar 34,62%

|
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kemudan berturut turut golongan 1V (12,64%6) dan golongan I
(4,12%). Pada kelompok pejabat struktua dan fungsional, staf
merupakan jumlah yang terbanyak sebesar 254 pegawa atau
69,780. Jumlah terbanyak berikutnya adalah pegawai eselon VA
sebesar 40 pegawal atau 10,9%%. Sedangkan pejabat fungsionalyang
merangani urusan pilihan hanya sebanyak 39 pegawai atau 1Q71%.
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan,
umlah pejabat struktural dan fungsional ersgji padaTabel 3.31



JENIS PROGRAM KEGIATAN
NO URUSAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH (OPD) PELAKSANA NO NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN
Tabel 3.31.Juﬁ“’éﬂ"ﬁ%awal berdasarkan kualifrkasi pendidilan, golongan, jumlah pgabat struktural danfungsmnal adaurusan pilihan di- KabupatenBantul

Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Urusan Pilihan Peg o D-IV Esdon Jabatan

SO SMP SMA Dd Dl g PSS . i V' A B WA B IVA IVB Saf Fungsonal Sekdes CPNS
Keautandan 17 0 0 6 0 0 1 6 4 0 0 7 8 2 0 0 0 1 4 1 11 0 0 0
Perikanan
Pariwisaa 66 2 7 36 0 0 8 9 4 0 5 34 21 6 0 1 1 3 8 0 52 1 0 0
Pertanian 158 0 2 59 1 0 11 78 32 0 2 35 96 25 0 0 1 2 15 4 97 34 0 5
Perdagangan 109 3 6 69 0 0 1 20 10 0 8 46 45 10 0 1 1 3 10 1 86 4 0 3
Perindustrian 11 0 0 2 0 0 2 6 1 0 0 3 5 3 0 0 0 2 2 0 6 0 0 1
Transmigrasi 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Total 364 5 15 173 1 0 23 121 51 0 15 126 177 46 0 2 3 11 40 6 254 39 0 9
Per sentase (%) 49,61 50,39 412 3462 4863 1264 0 055 082 302 1099 165 6978 10,71 0 2,47

Sumber: BKPP, 2019
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5. Alokasidan Realisas Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah  Kabupaten
Bantul tahun 2019 unaudited, anggaran yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pmlaksanaan urusn pilihan
adalah sebesar Rp80.8@1.712.640,0. Sepanjang tahun2019, alokasi
anggaran tersebut dapat teredisasikan ®besar Rp64.412.951.811,94
atau ®besar 79,660. Alokasi dan redlisasi anggaran per urusan
pilihan Bhun 201%ersaji padaTabel 3.32Tabel 3.28.

Redisasi belanja penyelenggaraan urusan pilihan tebesar
adalah urusn pedagngan dengan nila redlisasi sebesar
Rp22.347.518.722,58tau 96,82%dari total anggaran belanja pada
urusn perdagangan atau 34,69% dri total keseluruhan redlisasi
belanja pada urusan pilihan. Urusan pertanian memterikan
sumbangsih terhadap rendahnya capaian redisasi belanja pada
urusan pilihan dimana hanya sekitar 53,96% yang cbpat terealisasi

dari total anggaran pada urusan pertanian.
6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembanguren daerah meupakan proes
penyuswnan tahgpan-tahapan kegiatan yang melibatlan berbagai
staleholde, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumler daya
dagah, serta ddam rangka menngkatkan kesegjahteran masyarakat
daam jangka wektu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daegah (RPIJMD) meupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun
yang diswsun berdasarkan visi dan misi Kepala Dagah dan Wakil
Kepala Dagah terpilih. Perencanaan pada urusan pilihan padatahun
2018 diaksanakan mengaau pada dokumen RIMD dan RKPD.
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JENIS

NO URUSAN ORGANISASI PERANGKAT

NO JENISURUSAN
Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Pariwisata
Pertanian
Energi dan Sumber Daya Minera
Perdagangan

Perindustrian

N o o~ WN P

Transmigrasi
Jumlah

Sumber: BKAD, 2019

| DAERAH (OPD) PELAKSANA NO
Tabel 3.5%! "Mdkasi danredlisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantl tahun 2019 pdapenyelenggaraan urusan pilihan

PROGRAM
NAMA PROGRAM

ANGGARAN (Rp)
80.864.712.640,00
2.639.667.600,00
20.264.105.700,00
31.739.995.629,00
96.953.500,00
23.081.597.211,00
2.596.966.500,00
445.426.500,00

80.864.712.640,00

NO

REALISASI (Rp)
64.412.951.811,94
2.586.496.908,07
19.327.011.298,00
17.127.009.053,28
96.941.500,00
22.347.518.722,59
2.508.946.680,00
419.027.650,00

64.412.951.811,94

KEGIATAN
NAMA KEGIATAN

REALISASI (%)
79,66
97,99
95,38
53,96
99,99
96,82
96,61
94,07

79,66
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7. Kondisi Sarana dan Prasa ana yang Digunakan

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk pelaksananaan urusan pilihan masihbelum
semuanya bagus. Beberapa srana prasarana masih perlu untuk
ditingkatkan kondisnya ataupun perlu untuk diperbaharui.
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui OPD teknis yangh merangani

urusn pilihan tebh mengnggarkan dan melaksanakan program

kegiatan untuk pngadaan maypun pemelihaaan saranaprasarana.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solwsi dari penyelenggaraan pemerintahan

padaurusan pilihantersgji padaTabel 3.33.

Tabel 3.33. Permasalahan dan solusi pad@eyelenggaraan urusan pilihan

Urusan

Kelautan
perikanan

Pariwisata

dan

Pea masalahan

Kurang maksi malnya produks
perikanan tangkap karena pengaruh
cuaca

Meningkatnya alh lahan

perikanan

fungsi

Masih adanya kejadian penyakit ikan

Belum lengkapnya produk perencanaan
pengembangankepariwisataan daerah

Belum optimalnya perwujudan Sata
Peona di setiap obyek wisata dan
pokdarwis di Kabupaten Bantul

Solus

1. Pelathan €knologi budidaya ikan
padat tebar hemat lehan dan air
(Matlair) dengan produks tinggi
sehingga dapat  meningkatkan
produks perikanan budidaya

2. Falitas akses permodalan dan
pemberian bantuan kepada pelaku
usha di bidang kelautan dan
perikanan.

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk

dijadikantempat budidaya

1. Pelathan budidaya ikan CBIB
sehingga dapat mencegah penyakit
ikan

2. Peningkatan Pengawasan dan
pemantauan penyakit dan kesehatan
ikansecarateratur

Penyusunan RDKP  untuk 17

kecamatan dan RTOW untuk setiap

obyek wisata sebagai penjabaran

RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam

rangka pembangunan kepariwisataan

secara terpadu danterintegrasi

Peningkatan sarana dan prasaana

wisata dan penguatan kapastas SDM

serta lembaga pengelolaan obyek
wisata
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Urusan

Pertanian

Perdagangan

Pea masalahan

Belum optimanya
prasarara obyek wisata

sarana dan

Lambatnya aplikasi teknologi oleh

petani

Regenerasipetani yang lambat

Akses pasarbelum mantap dan skala
mash kecil

Alih fungs lahan pertanian.

Belum
pascaanen.

optimalnya penanganan

Mangjemen pengelolaan petenakan

belumopti mal.

Masih munculnya permasalahan pada

komoditasbahan pokok, antaralain:

X Terjadinya gejolak harga cabai
karena kurangnya paskan

xGgolak harga bawang merah
(produks Bantul) kalah bersaing
dengan kualitas kompetitor

Fungs gudang dengan mekanisme resi
belum optimal

Sistem Informasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok (Sibapok) belum
bisa dilaksanakan oleh PasarPiyungan
danPasarPijenan

Penataan dan pemanfaatan PSG belum
optimal

Solusi

Penguasaan lahan perlu
dikoordnaskan dengan perangkat
daerah yang membidanginya, sehingga
pembangunan destinasi wisata lebih
optimal

Perbanyakan demplot dan pelatihan
sehingga bisa meningkatkan
pengetahuan dan minat peteni untuk
menerapkanteknologi baru

1. Sosialisasi, pembentukan  dan
pelathantarunatani

2. Perlu kaderisasi di  Gapoktan/
kelompok tani

Pelatihan entang pemasaan sehingga
meningkatkan  pengetahuan tentang
strategi menembus pasar

Dukungan tehadap terciptanya &ses
pasardenganmenjalin kemitraan
PercepatanPerda LP2B dan Setifikasi
gratislahanpertanian

Pelatihan penanganan pascagpanen
Dukunganterhadapinovas baru dalam
pengolahan hasil panen
Optimalisasipengelolaan peternakan.

X Meningkatkan  paskan  dengan
kemitraandengan pelaku usaha.

xFasilitasi dengan
stakehol der/sharehol der dalam
memberikan nilai tambah produk
cabai merah

X Revitalisasi Pasar Lelang Bawang
Merahdi Parangtritis, Kretek

1. BEvaluasi pengelola gudang SRG

2. Optimalisasi pengelolaan gudang
SRG

1. Kemitraan dengan kominfo dalam
penyediaanjaringaninternet

2. Peningkatan kapastas admin
sibapok untuk 5 pasar sampel
(Pasar Bantul, Niten, Piyungan,
Imogiri, Pijenan)

3. Monev kegiatan sibapok di 5 pasar
sampelm

Revitalisasi PSG:

1. Peningkatan Sapras (panggung

hiburan, public area, indudri

pariwisata, relokasi PKL) A

kemitraan/program kolaboratif

Pengelolaanpedagang

3. Peningkatan kapastas pengelolaan
PSG (agek product, harga product,

N
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Urusan

Perindudrian

Transmigras

Pea masalahan

Permasabhan daya saing pasa, antara

lain:

x Tidak bertambahnyaberkurangnya
pengunjung pasar

X Kurangrya daya saing pedagang
pasr dengan toko modern dan
pedagang keliling

Permasaéhan kondisi sarpraspasa:

X Empat puluh satu persen (13 pasa)
dalam kategori kurang baik

xEnam persen (2 pasa)
kategori rusak

dalam

Tiga puluh delgpan persen (32 pasa)
Penguesaan kepemilikan tanah yang
digunakan untuk pasar rakyat dan
kawasan PKL belum clearand clean

Penataan dan pemanfaatan los pasar
bantul 1t.2 belum optimal
Penyelenggaraan kemetrologian yang
belum optimal

Perkembangan sentra  dan industri
kecil dan menengah yang berbasis
potens daerahbelum optimal
Keterbatasarpemenuhan bahan baku

Belum optimalnya
Kawasan Peruntukan
Piyungan, Sedayu- Pajangan

perkembangan
Indugdri

Data Indudgri dan Indusri Kreatif
belum aktual danfaktual
Alokasi penempatan transmigran tidak

sesuai dengananimo calon transmigran

Solusi
agek promosi, agek tempat)

X regulasi perubahan jam operasipasar

X promosi pasar antara lain meldui
undian berhadiah dan promo/diskon
secara berkala

x mendororg pedagang pasar untuk
melakukan inovasiteknik berjualan

X Rehab sedang untuk Pasar Bantul,
Pasar Niten, Pasar Piyungan, Pasar
Sorobayan, Pasar Pijenan, Pasr
Jodog, Pasar Turi, Pasar Pundong,
Pasar Gaik, PasarBarongan, Pasar
Dlingo, Pasar Pleret dan Pasar
Kliti kan Niten

X Rehab berat untuk Pasar Mangran
danPasarGumulan

x Faslitas penguasan kepemilikan
tanah kas desadan Sultan Ground
untuk pasar rakyat dan kawasan
PKL.

X Sewa tanah kas desa untuk pasar
rakyat

Revitalisasi Lt.2 PasarBantul

x Updating datawajib tera

x Sosialisasi

x Pengawasan kemetrol ogian

x Peningkatan kapasitasuntuk SDM

X Penyempurnaan gedung metrol ogi

xPengadaan alat standar
kemetrologian

Dilakukan identifikasi potens daerah

yang bisa dijadikan basisIndustri Kecil

danMenengah

Peningkatan kerjasama antara dengan

model hexahelic (Pemerintah Daerah,

Dunia Usaha/asosiad, Pelaku Usaha,

Mass Meda, Masyarakat, Dunia

Pendidikan)

Peningkatan sarana dan infrastuktur

KPI Piyungan guna memudahkan akses

dalam melakukan usaha dan untuk

menarik minat para investor dan

melaksanakan review Master Plan KPI

Seadayu - Pajangan

Dilaksanakan updating data Indugri

danlindustri Kreatif

Memberiakan gambaran lokasi daerah

tujuan melalui  penyuluhan, dan

penjajjakan kerja sama
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Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Permasalahan Solusi
ketransmigrasianke daerahtujuanbaru
Adanya kebijakan untuk Konsultasi ke pusat untuk membuka
menangguhkan pola costsharing kembali peluang keberlanjutan cost

sharing

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan dan Fungsi Penunjang
lainnya)

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dagah yang
dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul adalah sebanyak 7 (tujuh) fungsi,
melipui (1) Admingrasi Pemeintahan, (2) Pengawasan, (3)
Perencanaan, (4) Keuangan, (5) Kepegawaian, (6) Penelitian dan
Pengembangan, dan (7) Fungsi lainnya.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusn pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh 23 OPD yang teadiri dari (1) Sekretariat Daeah
(Bagian Administrasi Pemerintahan; Bagian Administrasi Kesgjahteraan
Rakyat; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Adminstrasi
Pemerintahan Desa; Bagian Perekononian; Bagian Hukum; Bagian
Humas dan Protokol; Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
Bagian Organisasi; Bagian Umum), (2) Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat (3) Badan keuangan dan Aset Daerah, (4) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pdatihan, (5) Badan Perencanaan Pembangunan
Dagah); (6) Ingoektorat, (7) Kecamatan Bambanglipuro, (8) Kecanatan
Banguntgpan, (9) Kecamatn Bantul, (10) Kecamatn Dlingo, (11)
Kecanatan Imogiri, (12) Kecamain Jetis, (13) Kecamatan Kasihan,
(14) Kecamatn Kretek, (15) Kecama@n Pgangan, (16) Kecanatan
Pandak, (17) Kecamatan Piyungan, (18) Kecamatn Pleret, (19)
Kecanatan Pundorg, (20) Kecanaian Sanden, (21) Kecanatan Sedayu
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Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

(22) Kecamatan Sewon, dan (23) Kecanatan Sendakan.

. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di
tahun 201%leh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui OPD djabarkan
kedalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RKPD.
Keseluruhan program yang diaksanakan pada fungsi penurjang urusan
pemerintahan daerah adalah sbanyak 170. Program tersebut
dilaksanakan dalam 687 kegiatan. Penjaberan progam dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2Q9
tersgji padaTabel 3.34.



Tabel 3.34. Jenis urusan penunjarg, OPD pelaksana, serta progam dan kegiatan pada urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupeten Bantul tahun 2019

NO LS LIRUE A OPD NO NAMA PROGRAM NO NAMA KEGIATAN
PENUNJANG
1  Administrasi Pemerintahan Sekretaiat Daerah 1  ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran 1  Penyediaanjasaperalatn dan perlengkapan

kantor

2  PenyediaanJasa Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

3  PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

4  PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

2  ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana 5  Pengadaan barang bercorak kesenian
Aparatur

6  Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

7  Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/qerasiaal

8  Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Kantor

9  Pengadaan Pakaian Seragam beseta
Perlengkapannya

10 Pembangunan/RehabllitasiRumahdan
Gedung Kantor

11 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

12 Pemeliharaan Rumah danGedung Kantor

13 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal

14  Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan

3 Programpeningkatan pengembangan sistem 15 Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan
pelgporancapaiankinerja dankeuangan Administrasi Umum

16  Penyusunanlaporancapaiankinerja,

keuangan, barang, kepegawaian dan

ketabusahaan
4  ProgramPenataan PeraturanPerundang- 17 Legidas rancangan peraturan perundang-
Undangan undangan

18 Publikasiperaturan perundang-undangan
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19  Pemberian bantuan hukum

Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

Opeerating Procedure dan Kettalaksanaan
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JENIS URUSAN

PENUNJANG OPD NO NAMA PROGRAM NO NAMA KEGIATAN

20 Pengawasan produk hukum pemerintahdesa
21 Penyuluhan Hukum
22  Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi
danlInformasiHukum
23 Penyusunan Produk Hukum Daerah
5  ProgramPeningkatan KapastasKinerja 24 Penyusunan danevaluasi Kebijakan
Aparatur Pemerintahan Pendayagunaan Aparatur Negara
25  Penyusunan danEvaluasi Analisis Jabatan
Pemerintah Kabupaten
26  PenyusunandanEvaluasi Analisis Beban
Kerja OrganisasiPerangkat Daerah
6  ProgramPeningkatan KapastasdanKualitas 27  PenyusunandanEvaluas Struktur Organisasi

Kelembagaan danTataKerja Kelembagaan Perangkat
Daerah
28  Pelaksanaan Pengukuran KinerjaPerangkat
Daerah
29 PenyusunandanEvaluas TugasdanFungd
Perangkat Daerah
7  ProgramPenyusunan KebijakanKerjasama 30 Pengembangan Kerjasamadengan Dunia
Daerah Uséha/lLembaga
8  Programpeningkatan Pengendalian 31 Pengendalian Pelaksanaan K egiatan
Pelaksanaan KebijakanKepaadaerah PembanguanAPBD

32 Sistem Informasi JasaKongruksi

33 Analisis KebijakanPembangunan

34 PelgporanPembangunan

9  ProgramPeningkatan Sistem Mangjemendan 35  PendampinganPengelolaanPengaduan
Prosedur BirokrasiPemerintah MasyarakatBagi Unit PelayananPublik

36 PengukuranKualitas Pelayanan Kepada
Masyarakat

37 Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan
Publik

38 Pelaksanaan danEvaluas Pelaksanaan
ReformasiBirokrasi

39 PenyusunandanEvaluas Standard
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

10

11

12

13

14

NAMA PROGRAM

ProgramPeningkatan K ualitasKehumasan
danKeprotokolan

ProgramPeningkatan Kapastas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ProgramPenyelenggaraan dan Pembinaan
Pemerintah Desa

ProgramLayanan Pengadaan Barang dan
JasaPemerintah

ProgramPengembangan Kebijakan
Kesgahteraan Rakyat

NO

40

4
42

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

61

NAMA KEGIATAN
Penerimaan Kunjungan Kerja

Peningkatan Kemampuan Keprotokolan
UpacaraHari-Hari BesarNasonal danHari
Jadi Kabupaten
PengelolaaninformasiMedia Massa
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Daerah
Pemberdayaan lembaga desa

UpdateDataMonografi Desa
PendampinganM angjemen PemerintahDesa
Pengisian Lowonganbagi LurahdanPamong
Desa

Evaluasi PelayananPemerintah Desa
Pedampingan AdministrasiDesa
Monitoring Evaluasidan PelgporanSistem
Informasi Desa

Penyusunan Regulasitentang Pemerintah
Desa

Pengendalian PengelolaanK euangan Desa
Pengalokasian PendapatanTransfer Desa
Identifikasi danPelgporanKebutuhan
PengadanBarang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang danJasa
Pemerintah

Pelaksanaan Layanan PengadaanSeara
Elektronik

PerumusanKebijakan Kependudukandan
Ketenagakerjaan

Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
KebijakanKependudukan dan
Ketenagakerjaan

Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

15 ProgramPengembangan Kebijakan

Perekonomian Daerah

16  ProgramPengembangan Analisis Kebijakan

Kesgahteraan Rakyat

NAMA PROGRAM

NO

62

63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73
74

75

76

77

78

79

NAMA KEGIATAN

Kemasyarakatan

Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
KebijakanPengembangan Sosial
Kemasyarakatan

Monitoring, Evaluasidan PelaporanBantuan
Masyarakat

Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Mi skin
PerumusanKebijakan Pengembangan
PendidikandanK esehatan

Monitoring, EvaluasidanPelaporan
KebijakanPengembanganPendidikandan
Keséhatan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kajian Pengembangan Potens Ekonomi
Masyarakat

Monitoring danEvaluasi Kebijakan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Pengembangan Saana danPrasaana
Ekonomi Masyarakat

Kajian Pengembangan Saana danPrasaana
Ekonomi Masyarakat

Monitoring danEvaluasi KebijakanSaana
danPrasaana Ekonomi Masyarakat
Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah
Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi
Daerah

Monitoring danEvaluasi KebijakanLembaga
Ekonomi Daerah

Peningkatan Kesgahteraan Anak Yatim Piatu

Pendamping halagoh & berbagai forum
keagamaan lainnya

Peningkatan Pemberdayaan kaum rois &
penjagamagid

Kajian Kitab Keislaman
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NO

2

Pengawasan

JENIS URUSAN

PENUNJANG OPD

Sekretaiat Dewan

Perwakil an Rakyat
Daerah

Ingpektorat Daerah

NO

17

18

19

20

21

22

NAMA PROGRAM

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana
Aparatur

Program Peningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeningkatan pengembangan sistem
pelaporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeningkatan kapastaslembaga
perwakilanrakyat daerah

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

NO

80

81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96

97
98

99

NAMA KEGIATAN

PenyediaanJasa Peralatn, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Pembahasan rancangan peraturandaerah

Rapat-rapat paripurna

Reses

Peningkatan kapasitas pi mpinandananggota
DPRD

Pembahasan kebijakandan kegiatan alat
kelengkapanDPRD

Pengadaan pakaian dinas anggda DPRD
beseta perlengkapannya

Pengembangan Informasi Pembangunan
Daerah

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan

Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan
PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
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NO

3

JENIS URUSAN
PENUNJANG

Perencanaan

OPD NO

23

24

25

BadanPerencanaan 26
Pembangunan
Daerah

27

28

29

30

31

NAMA PROGRAM

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

ProgramPeningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeni ngkatan sistem pengawasan
internal danpengendalian pelaksanaan
kebijakanKDH

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Program Peningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programperencanaan pembangunan daerah

Programperencanaan pembangunan ekonomi

NO

100

101
102

103

104

105

106

107

108

109

110
111
112
113

114
115
116
117
118

119

NAMA KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasianal
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Pelaksanaan pengawasan I nternal secara
berkala

Penanganan kasus/pengaduan masyarakat
danpemeriksaan khusus

Pelaksanaan Pendampingan SAP di Kab.
Bantul

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi(PMRB) Online
PenyediaanJasa,Peralaten, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

Pembangunan/Rehablli tasiRumahdan
Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan danPerlengkapan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Perencanaan penganggaran

Perencanaan pembangunansektoral
Perencanaan pembangunankewil ayahan
Perencanaan pembangunandunia usaha dan
industri

Perencanaan KetahananPangan dan Sumber
Daya Alam
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NO

4

JENIS URUSAN
PENUNJANG

Keuangan

OPD NO

32

33

34

35

BadanKeuangan 36
danAsetDaerah

37

38

39

40

NAMA PROGRAM

Programperencanaan sosial danbudaya

Programperancanaan prasaanawil ayahdan
sumber daya alam

ProgramPengendalian Perencanaan
PembangunanDaerah

Program Peningkatan Akuntabili tasSistem
Kinerja PemerintahDaerah
ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana
Aparatur

Program Peningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeningkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah

NO

120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135

136
137
138
139

140

NAMA KEGIATAN

Perencanaan pembangunanpemerintahan
Perencanaan pembangunanpemberdayaan
masyarakat

Perencanaan pembangunankesej ahteraan
rakyat

Perencanaan pembangunantata ruang dan
pengembanganwilayah

Pengendalian, monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah
Pengendalian KebijakanPenyusunan dan
Pelaksanaan RKPD

Kegiatan Penguatan AkuntabilitasKinerja
Pemerintah

PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
Dinas/Operasianal

Pengadaan Peralaian danPerlengkapan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Pendidikan, Pelatihan, Sosiali sasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Penyusunan laporancapaiankinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi Keungan Daerah

Penyaluran Belanja PPKD

Pendataan danPengelolaan Arsip
Penyusunan analisa standar belanja

Penyusunan standar satuan harga
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO NAMA PROGRAM NO

141
142

143
144
145

146

147

148
149
150
151
152
153

14
155
156

157

158

159
160

161
162
163
164
165

NAMA KEGIATAN

Penyusunan KUA PPAS
Penyusunan rancangan peraturandaerah
tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturanKDH
tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturandaerah
tentang perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturanKDH
tentang PenjabaranPerubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturandaerah
tentang pertanggungjawabanpelaksanaan
APBD

Penyusunan rancangan peraturanKDH
tentang penj abaranpertanggung awaban
pelaksanaan APBD

Peningkatan mangjemen investasidaerah
Pencermatandan penerbitan DPA SKPD
Penyusunan anggarankas

Penerbitan SPD

Penerbitan SP2D

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR)

Penyusunan neraca dinas/ instansi
Penyusunan SPT Tahuran

Penyusunan kebijakan danpedoman
pelaksanaan APBD

Operasiaal pajak daerah

Penyusunan laporansemestean

Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan
keuangandaerah

Pengendalian PAD

Opti malisasipendapatan daerah
Pelayananpajak daerah
VerifikasiPiutang Pajak Daerah
Pendataan dan penetgpanwajib pajak
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NO

5

JENIS URUSAN
PENUNJANG

Kepegawaian

OPD

Badan
Kepegawaian,
Pendidikandan
Pelatihan

NO

41

42

43

44

NAMA PROGRAM

ProgramPengelolaanBarang Milik Daerah

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Program peni ngkatan pengembangan sistem

NO

166

167

168
169

170
171
172
173
174
175
176

177
178
179
180

181
182

183
184

185
186
187

188
189

NAMA KEGIATAN

Intensifikas Sumber-sumber Pendapatan
Daerah

PengelolaanPajak Bumi dan Bangunan
PerkotaandanPerdesaan

Sosialisas Ketentuandi Bidang Cukai
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan
Akuntansi

Pemeliharaan BasisDataPBB P2
PengelolaanBelanja ASN

Rekongli asi datalaporan
PengelolaanDana Tranderdan Dana Desa
Pembinaan PengelolaanK euangan SKPD
Peningkatan SDM aparatur Pemda
Penyusunan perencanaan dan pelgporan
pengelolaan barang

Penataan aset

Penghapusan barang daerah
Verifikasidaninventarisasibarang milik
daerah

Verifikasihasil pengadaan barang mil ik
daerah

Evaluasi danrekonsliasibarang milik daerah
Pengamanan dokumen pemili kanbarang
milik daerah

Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
PenyediaanJasa, Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasical
Pemeliharaan Peralatandan Perlengkapan
Penyusunan laporan @paiankinerja,
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NO

6

7

JENIS URUSAN
PENUNJANG

Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Lainnya

OPD NO
45
46
47
BadanPerencanaan 48
Pembangunan
Daerah
49
Kecamatan 50
Piyungan
51
52

NAMA PROGRAM
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

ProgramPeningkatan KapastasSumberdaya
Aparatur

ProgramPembinaan danPengembangan
Aparatur

ProgramPengelolaanKepegawaian
Pindah/Purna Tugas PNS

ProgramKerjasama Pembangunan

ProgramPenguatan Sistem InovasiDaerah

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Program peni ngkatan pengembangan sistem

NO

190

191
192
193
194
195

196
197
198
199
200
201

202
203

204
205
206
207
208
209
210

211
212

NAMA KEGIATAN

keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan
Ujiandinasdanpenyesuaianijasah

Uji Kompetens danpsikologi
Pendidikandan Pelatihan PNS
Penyelenggaraan Pendidikan PNS
Perencanaan danPengadaan Calon ASN
PengelolaandanPemeli haraan Dokumen
Pegawai

Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestai

PelgporanLP2P danLHKPN

Penilaian PNS

PengelolaanAdministrasi dan Kesgahteraan
Prosespenanganankasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS

PengelolaanKepangkatan dan Pensun PNS

PengelolaanM utasi JabatanFungsional
PengelolaanM utasi JabatanAdministrasidan
JPT

Penelitian dan PengembanganKerjasana
Daerah

Pengembangan sistem inovasi daerah
PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasical
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Penyusunan laporan @paiankinerja,
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO NAMA PROGRAM NO
pelaporancapaiankinerja dankeuangan

53 Programpeningkatan pelayananmasyarakat 213

54  ProgramPembinaan PemerintahanUmum 214

215
216

217

218
219

220
221
222
55  Programpembinaan sosial kemasyarakatan 223
kecamatan

224

225
226

227
56 ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan 228

229
230

KecamatanDlingp 57  ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran 231

44  Program peningkatan pengembangan sistem 189

NAMA KEGIATAN

keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar

Peningkatan kesadaran masyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Fasilitas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsu Muspika
Pelaksanaan Rakorpem desa

Mugenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyuluhan pemberantasan penyakit
masyarakat
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa

Pembinaan Organisasi Perempuan

PemantauanPenyebarluasan I nformasi
Bencana Alam

PenyediaanJasa Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

Penyusunan laporan apaiankinerja,
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JENIS URUSAN

e PENUNJANG

OPD NO

58

59

60
61

62

63
52

NAMA PROGRAM

ProgramPeningkatan Saana dan Prasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat
ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Program peni ngkatan pengembangan sistem

NO

233
2A
235

236
237

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

248

249
250

251
252

253
212

NAMA KEGIATAN

Konsultasi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasianal
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan
Peningkatan pelayanan masyarakat
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
Peningkatan kesadaran masyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Intensifikasi danekstendfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Fasili tasi danpengendalianpengelolaan
keuangandesa
Rapatkoordnasiunsu Muspika
Musrenbang tingkat kecamatan
Penyelenggaraan koord nasidankerjasama
PendidikanAnak Usia Dini
Peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyuluhan pemberantasan penyakit
masyarakat
Fasilitasi kelancaran pel aksanaan demokrasi
Peningkatan PerlindunganPerempuan dan
Anak
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
Penyusunan laporan @paiankinerja,
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

Kecamatan Imogiri 64

65

66

67
68

69

44

NAMA PROGRAM

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan Prasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelaporancapaiankinerjadankeuangan
Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat
ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

Program peni ngkatan pengembangan sistem

NO

254

255
256

257

258

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

270
271

272
273

274

189

NAMA KEGIATAN

PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa

Pembinaan Organisasi Perempuan
PemantauanPenyebarluasan Informasi
Bencana Alam

Pemberdayaan Tim Koordnasi
Penanggulangan K emiskinan
PendampinganPengelolaanLingkungan
Hidup

PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Penyusunan laporancapaiankinerjadan
ikhtisar reali sasi kinerja SKPD
Peningkatan pelayanan masyarakat
Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Fasili tas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Penyelenggaraan koordnasidankerjasama

Penyusunan laporan apaiankinerja,
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JENIS URUSAN

e PENUNJANG

OPD NO

70

Kecamatan Pandak 71

72

73

74

75

76

NAMA PROGRAM

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

ProgramPeningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeningkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

NO

275
276

277
278
279

280
281

282
283
284
285
286
287
288

289

290
201
292

293

2%
295

2%

297

NAMA KEGIATAN

Pembinaan organisasi kepemudaan

Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah

Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

Pembinaan Organisasi Perempuan
PemantauanPenyebarluasan I nformasi
Bencana Alam
PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

Peningkatan pelayanan masyarakat
Sosialisas sistem pendaftaran tanah
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar

Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Intensifikasi dan ekstensfikasi sumber-
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD

Kecamatan Bantul

NO

77

78

79

80

NAMA PROGRAM

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

Program Peningkatan Saana dan Prasaana

NO

298

29
300
301
302

303

304
305

306
307
308
309
310
311
312
313
314

315
316

317

NAMA KEGIATAN

sumber pendapatandaerah

Fasilitas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsu Muspika

Pelaksanaan Rakorpem desa

Musrenbang tingkat kecamatan

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba

Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
PengelolaanK esehatanM asyarakat
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa
Pemberdayaan lembaga desa
Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani
PemantauanPenyebarluasan | nformasi
Bencana Alam
PendampingankegiatanTMMD
PendampinganPengelolaanLingkungan
Hidup
PenyediaanJasa Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

318 PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan

319

Konsultasi

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO NAMA PROGRAM

Aparatur

81 Programpeningkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan
82 Programpeningkatan pelayananmasyarakat

83  ProgramPembinaan PemerintahanUmum

84  Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

NO

320
321
322
323

324

325
326
327

328
329

330

331
332

333

334

335

336
337

338
339

340
341
342

343
344

NAMA KEGIATAN

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasianal
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Penyusunan laporancapaiankinerjadan
ikhtisar reali sasi kinerja SKPD
Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

Peningkatan pelayanan masyarakat

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
Peningkatan kesadaran masyarakatakan
nilai-nilai luhur budayabangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Intensifikasi danekstensfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Fasili tas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsur Muspika

Pelaksanaan Rakorpem desa

Mugenbang tingkat kecamatan
Peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah
Pembinaan manajemenorgani sasiolahraga
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyuluhan pemberantasan penyakit
masyarakat
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Penyelenggaraan lomba desa
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

85

Kecamatan Kretek 86

87

88

89

NAMA PROGRAM

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana
Aparatur

Programpeningkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

NO NAMA KEGIATAN

345 Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

346 PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa

347 Pemberdayaan lembagadesa

348 Pembinaan Organisasi Perempuan

349 Pemberdayaan Petani

350 PendampingankegiatanTMMD

351 PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan

Perkantoran

352 PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

353 Pengadaan Peralatn danPerlengkapan

354  Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

355 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal

356 Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan

357 Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

358 Peningkatan pelayanan publik dalambidang

kependudukan
359 Peningkatan pelayanan masyarakat
360 Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan
361 Pengendalian keamanan lingkungan
362 Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
363 Pendataan danpenataan dokumen/arsip
daerah
364 Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar
365 Peningkatan kesadaranmasyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
366 Peningkatan pemberdayaan keagamaan
367 Intensifikasi danekstendfikasi sumber-
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD

Kecamatan
Bambangli puro

NO

90

91

92

93

NAMA PROGRAM

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana

NO

368

369
370
371
372

373

374

375
376

377
378
379

380
381
382
383
384
385
386
387
388

389

NAMA KEGIATAN

sumber pendapatandaerah

Fasilitas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsu Muspika
Pelaksanaan Rakorpem desa

Musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Penyelenggaraan koordnasidankerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah

Pembinaan mangjemenorgani sasiolahraga
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba

Fasilitas kelancaran pelaksanaan demokrasi
Penyelenggaraanlomba desa

Bantul Ekspo dankarnaval

Pemberdayaan lembaga desa

Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani
PemantauanPenyebarluasan I nformasi
Bencana Alam

PenyediaanJasa,Peralaian, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordinasidan
Konsultasi

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

kepemudaan
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JENIS URUSAN

PENUNJANG OPD NO NAMA PROGRAM NO NAMA KEGIATAN

390 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

391 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasicnal

392 Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
94  Programpeningkatan pengembangan sistem 393 Penyusunan laporancapaiankinerjadan

pelgporancapaiankinerja dankeuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
95 Programpeningkatan pelayananmasyarakat 39 Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan
395 Peningkatan pelayanan masyarakat
96 ProgramPembinaan PemerintahanUmum 396 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
397 Penyusunan Profil Desa, Monogréfi
kecamatan

398 Pengendalian keamanan lingkungan
39 Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
400 Pendataan danpenataan dokumen/arsip
daerah
401 Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar
402 Peningkatan kesadaranmasyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
403 Peningkatan pemberdayaan keagamaan
404 Intensifikasi danekstensfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
405 Fadllitas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa
406 Rapatkoordnasiunsu Muspika
407 Pelaksanaan Rakorpem desa
408 Mugenbang tingkatkecamatan
97  Programpembinaan sosial kemasyarakatan 409 Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
kecamatan petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
410 Penyelenggaraan koordnasidankerjasama
PendidikanAnak Usia Dini
411 Peningkatan keimanan danketagwaan

Aparatur
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JENIS URUSAN
e PENUNJANG OPD

Kecamatan Jetis

NO

98

99

100

101

102

107

NAMA PROGRAM

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan
Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat

ProgramPeningkatan Saana dan Prasaana
Aparatur

NO
412
413
414

415
416

417
418
419
420
421
422
423
424
425

426
427

428
429
430
431
432
433
434

455

NAMA KEGIATAN

Penyelenggaraan pelat hankewirausahaan
Pembinaan organisasi kepemudaan

Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah

Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyuluhan pemberantasan penyakit
masyarakat

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba

Fasilitas kelancaran pelaksanaan demokrasi
Penyelenggaraanlomba desa

Bantul Ekspo dankarnaval

PengelolaanK esehatanM asyarakat
Pemberdayaan lembaga desa

Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani
PemantauanPenyebarluasan I nformasi
Bencana Alam
PendampingankegiatanTMMD
PendampinganPengelolaanLingkungan
Hidup
PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Penyusunan laporancapaiankinerjadan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

FeejadhaidPepalayendammasyengiaban
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD

Kecamatan
Kasihan

NO

104

105

106

103

NAMA PROGRAM

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

Program Pembinaan Pemerintahan Umum

NO

437
438

439
440
a4
442
443
444
445
446
447
448

449
450

451
452

453
44

456

436

NAMA KEGIATAN

Pengendalian keamanan lingkungan
Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar

Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Intensifikasi danekstensfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah

Fasilitasi danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsu Muspika
Musenbang tingkat kecamatan

Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Peningkatan kei manan dan ketagwaan
kepemudaan

Penyelenggaraan pelati hankewirausahaan
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyul uhan pemberantasan penyakit
masyarakat

Fasilitas kelancaran pelaksanaan demokrasi
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa

Pemberdayaan |lembaga desa

Pembinaan Organisasi Perempuan
PendampinganPengelolaanLingkungan
Hidup

PenyediaanJasa Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koord nasidan
Konsultasi

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

108

109
110

11

112

Kecamatan Pleret 113

114

NAMA PROGRAM

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat
ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan
ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana
Aparatur

NO
458
459

460
461

462
463
464
465

466
467

468

469

470
471

472
473
474
475
476
477

478
503

NAMA KEGIATAN

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Peningkatan pelayanan masyarakat
Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan kesadaran masyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Intensifikasi danekstendfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah

Mugenbang tingkat kecamatan

M onitoring Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Daerah
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan
Penyelenggaraan pelati hankewirausahaan
Fasili tas penyelanggaranfegival budaya
daerah
Penyelenggaraan lomba desa
Bantul Ekspo dankarnaval
PengelolaanK esehatanM asyarakat
Pembinaan Organisasi Perempuan

PenyediaanJasa,Peralatn, danPerlengkapan
Perkantoran
PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
PemantauanPenyebarluasan Informasi
Bencana Alam
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

115

116

117

118

119

NAMA PROGRAM

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan
Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

NO
480
481
482
483
484

485
486

487

488
489

490
491
492
493

494

495
4%

497
498
49
500

501
502

479

NAMA KEGIATAN

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Pemeliharaan Peralatn danPerlengkapan
Penyusunan laporancapaiankinerjadan
ikhtisar redlisasi kinerja SKPD
Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
Peningkatan kesadaran masyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Intensifikasi danekstengfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Fasilitasi danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsur Muspika
Pelaksanaan Rakorpem desa

Mugenbang tingkat kecamatan
Penyelenggaraan koordnasidankerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
Pembinaan organisasi kepemudaan
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
PengelolaanK esehatanM asyarakat
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa

Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani

Pemeliharaan Rumah dan Gelung Kantor
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

Kecamatan 120
Pajangan

121

12

123

124

125

126

NAMA PROGRAM

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

NO

504
505

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

525
526

NAMA KEGIATAN

PendampingankegiatanTMMD
Pemberdayaan Tim Koordnasi
Penanggulangan Kemiskinan
PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

Peningkatan pelayanan masyarakat

Pengendalian keamanan lingkungan
Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar

Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Fasilitasi danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsur Muspika

Pelaksanaan Rakorpem desa

Musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi

Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani
PendampingankegiatanTMMD
lainnya

L KebupatenSanuTaunzos 187



NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

Kecamatan Sanden 127

128

129

130

131

132

133

NAMA PROGRAM

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana
Aparatur

ProgramPeningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeningkatan pengembangan sistem
pelaporancapaiankinerjadankeuangan

Programpeni ngkatan pelayananmasyarakat

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

NO

528

530

531
532
533
534
535
536

537

538

539
540

541

542
543
544

545
546

527

NAMA KEGIATAN

Penanggulangan K emiskinan
PendampinganPengelolaanLingkungan
Hidup
PenyediaanJasa,Peralatn, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

PenyediaanJasaPengelola Pelayanan
Perkantoran
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan
Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan
Pengendalian keamanan lingkungan
Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Intensifikasi danekstensfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Fasilitas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa
Rapatkoordnasiunsu Muspika
Mugrenbarg tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS
Pemberdayaan Tim Koordnasi
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

134

Kecamatan Sedayu 135

136

137

138

139

NAMA PROGRAM

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

NO

547
548

549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

563
564

565
566

567
568

591

NAMA KEGIATAN

Penyelenggaraan pelat hankewirausahaan
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah

Pembinaan manajemenorgani sasiolahraga
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyuluhan pemberantasan penyakit
masyarakat

Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

PendampinganLomba Tingkat
Kecamatan/Desa
Pemberdayaan lembaga desa
Pembinaan Organisasi Perempuan
PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatusahaan

Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

Peningkatan pelayanan masyarakat
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Fasili tas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa
Rapat koordnasiunsur Muspika
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

140

141

Kecamatan Sewon 142

143

144

NAMA PROGRAM

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan
ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan Prasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelaporancapaiankinerjadankeuangan

145 Programpeningkatan pelayananmasyarakat

146

ProgramPembinaan PemerintahanUmum

NO
570
571

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

582
583

584

585

586
587

588

589

590

569

NAMA KEGIATAN

Musrenbarg tingkatkecamatan

Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Penyelenggaraan lomba desa

Bantul Ekspo dankarnaval

Pemberdayaan lembaga desa

PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasimal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Peningkatan pelayanan masyarakat
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Intensifikasi danekstensfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Fasilitas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa
Rapat koordnasiunsur Muspika
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD

Kecamatan
Srandakan

NO

147

148

149

150

NAMA PROGRAM

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana danPrasaana
Aparatur

NO
592
593
594
595
596

597
598

59
600
601
602
603
604

605
606

607
608

609

610

611

612

NAMA KEGIATAN

Pelaksanaan Rakorpem desa

Musrenbang tingkat kecamatan

Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Penyelenggaraan koordnasidankerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan

Pembinaanorganisasi kepemudaan

Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah

Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Penyelenggaraanlomba desa

Bantul Ekspo dankamaval

Pelaksanaan KebijakandanProgram
PembangunanK operasi

Pembinaan Organisasi Perempuan

Pemberdayaan Petani
PemantauanPenyebarluasan | nformasi
Bencana Alam
PendampingankegiatanTMMD
PendampinganPengelolaanLingkungan
Hidup

PenyediaanJasa Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordinasidan
Konsultasi

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

613 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasianal

614

Pemeliharaan Peralaian dan Perlengkapan

[ 190 fabupaten Ban Tannzos |



NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

151

152

153

NAMA PROGRAM

ProgramPeningkatan KapastasSumber
Daya Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan
Programpeningkatan pelayananmasyarakat

154  ProgramPembinaan PemerintahanUmum

155 Programpembinaan sosial kemasyarakatan

kecamatan

NO

615

616

617

618
619

620
621

622

623

624
625

626
627
628

629
630

631

632

633
634

635

636

NAMA KEGIATAN

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,Bimtek
danpeningkatanKapasitas Aparatur
Penyusunan laporancapaiankinerjadan
ikhtisar redlisasi kinerja SKPD
Peningkatan pelayanan publik dalambidang
kependudukan

Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
Penyebarluasan dansosialisasi berbagai
informasipendidikan dasar
Peningkatan kesadaran masyarakatakan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Intensifikasi danekstendfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah

Fasili tasi danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsur Muspika
Pelaksanaan Rakorpem desa

Musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Pembinaan organisasi kepemudaan
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya
daerah
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Penyul uhan pemberantasan penyakit
masyarakat
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi

Penyelenggaraan lomba desa
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO

156

Kecamatan 157
Banguntapan

158

159

160
161

162

163

NAMA PROGRAM

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Sarana danPrasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeningkatan pelayananmasyarakat
ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

NO
637
638
639
640
641
642
643
644
645

646
647

648
649

650
651

652
653

654
655

656
657
658

NAMA KEGIATAN
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani
PemantauanPenyebarluasan | nformasi
Bencana Alam

PenyediaanJasa Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatn danPerlengkapan
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan

Peningkatan pelayanan masyarakat
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan

Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Fasili tas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Pembinaan organisasi kepemudaan
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
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NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO
Kecamatan 164
Pundong

165

166

167
168

169

NAMA PROGRAM

ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatan Saana dan Prasaana
Aparatur

Programpeni ngkatan pengembangan sistem
pelgporancapaiankinerja dankeuangan

Programpeni ngkatan pelayanan masyarakat
ProgramPembinaan PemerintahanUmum

Programpembinaan sosial kemasyarakatan
kecamatan

NO
659
660
661
662
663
664

665
666

667

668

669

670

671
672

673

674

675

676
677

678
679

NAMA KEGIATAN

PemantauanPenyebarluasan | nformasi
Bencana Alam

PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapan
Perkantoran

PenyediaanRapat-rapat, Koordnasidan
Konsultasi

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiaal
Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan
Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketabusahaan
Peningkatan pelayanan masyarakat
Penyusunan Profil Desa, Monografi
kecamatan
Peningkatan peranserta masyarakatdalam
pengendalianlingkungan hidup
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Intensifikasi danekstensfikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Fasili tas danpengendalianpengelolaan
keuangandesa

Rapatkoordnasiunsu Muspika

Pelaksanaan Rakorpem desa

Musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Buil ding)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT danPMKS lainnya
Penyelenggaraan pelat hankewirausahaan
Fasili tas penyelanggaranfedival budaya

daerah
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JENIS URUSAN

NO PENUNJANG

OPD

NO NAMA PROGRAM

170 ProgramPemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan

NO

680
681
682
683
684

685
686
687

NAMA KEGIATAN

Pembinaan manajemenorgani sasiolahraga
Peningkatan kesegaranjasmani danrekreasi
Bantul Ekspo dankarnaval

PengelolaanK esehatanM asyarakat
Pemberdayaan |lembaga desa

Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemberdayaan Petani
PemantauanPenyebarluasan I nformasi
Bencana Alam

Sumber : BKAD 2019 diolah



JENIS URUSAN
NO PENUNJANG OPD NO NAMA PROGRAM NO

3. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pgabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pegawa di Paneintahan Kabupaten Bantul yang
merangani fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah adalah
sebanyak 810 pegawai. Kualifikasi pendidikan pegawa pada urusn
pilihan eatif cukup baik dimana lebih dari setengahnya atau 60%
memiiki jenjang pendidikan tinggi atau diatas SMA, sisanya sekitar
40% memiiki jenjang pendidikan rendah atau SMA kebawah.
Jumlah pegawa pada kategori pendidikan tinggi didominasi oleh
pegawai lulusan S1 sebanyak 307 pegawal, diikuti S2 sebanyak 114.
Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan rendah
sebagian besar merupakan lulusan SMA yakni sebanyak 290 dari
total 324 pegawai.

Pada lkelompok golongan, persentase terbanyak merupakan
pegawai golongan 1ll sebesar 62,35% diikuti golongan 1l sebesar
21,6% kemudan berturut turut golonganlV (13,46%) dan golongan
| (2,590). Pada kelompok pegabat struktual dan fungsional, staf
merupakan jumlah yang terbanyak sebesar 295 pegawal atau

52,5%. Jumlah tebanyak berikutnya adalah pegawa eselon 1IVA
. . da

ala QA Y= aatalal Y QD /[
Al vval

yang m

hanya sebanyak 52 pegawal atau 6,88%. Jumlah pegawai, kuaifi kasi
pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktuel dan
fungsional ersgji padaTabel 3.35.
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Tabel 3.35. Jumlah Pegawai, Kudifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsioral pada urusan penunjang
pemerintahan daaah

Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
OPD ™Peg p. DIV Esdon Jabatan
SD SMP SMA D-l D-lI 2 8 | I i v
/sy ILA  1I.LB LA 1.B  IV.A I1V.B Staf Fungsional Sekdes CPNS

Sekretariat Daerah 176 5 9 70 1 1 13 58 19 O 9 54 98 15 1 3 9 0 30 0 82 3 0 2

Sektretaris Daerah 1 0 0 0 0O 0 O 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asisten Pemerintahan 1 0 0 0 0O 0 O 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Asisten Sumberdaya

dan Kesgjahteraan 1 0 0 0 0O 0 O 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakyat

Asisten Perekonomian

dan Pembangunan 1 0 0 0 0O 0 O 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bagian Administrasi . ) . . . ] :

KesejahteraanRakyat 11 0 0 4 o 0 2 3 2 0 0 2 6 3 0 0 1 0 3 0 / 0 0 0

Bagian Organisasi 12 0 0 5 0o 0 ©O 5 2 0 0 3 8 1 0 0 1 0 3 0 8 0 0 0

Bagian Layanan

Pengadaan Barang dan 15 0 0 2 0o 0 2 9 2 0 0 1 13 1 0 0 1 0 3 0 10 0 0 1

Jasa

Bagian Hukum 14 0 0 4 0o 1 1 7 1 0 0 4 9 1 0 0 1 0 3 0 9 0 0 1

Bagian Hubungan

Magarakat dan 22 0 0 9 1 0 2 8 2 0 0 10 11 1 0 0 1 0 3 0 17 1 0 0

Pratokol

Bagian Administrasi 14 10 4 0 0 2 5 2 0 1 2 10 1 o o 1 o 3 0o 10 0 0 0

Perekonomian

Bagian Administrasi

Pemerintahan 12 0 1 4 0 O 1 3 3 0 1 4 5 2 0 0 1 0 3 0 8 0 0 0

Bagian Administrasi

PemerintahanDesa 12 0 0 3 0 O 1 7 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 3 0 8 0 0 0

Bagian Administrasi

Pembangunan 10 0 0 5 0 O 1 4 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 3 0 5 2 0 0



JENIS URUSAN

Bagid@mum PEﬁQJNJAI\‘]G 8 30 o GPD 1 6 NO o 7 MNAM APROGRAM o 0 NO o 3 NAM A KEGIATAN
Staf Ahli 3 0 0 0 0 0 0 o 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
daerah




Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

OPD ™Pey p- DIV Esdon Jabatan
D SMPSMA D4 DALy, /Sl £ s ! . v LA LB LA 1I.LB  IV.A IV.B Staf Fungsional Sekdes CPNS
Ba lan 198 1 6 5% 1 0 27 71 36 0 5 38 130 25 0 3 3 10 39 0 113 20 0 10
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan 54 1 2 8 0 0 7 17 9 0 3 9 36 6 0 1 1 4 9 0 28 10 0 1
Pelatihan
ii%g;f}”ga” dan 090 0 3 32 0 0 16 45 13 0 2 25 75 7 o 1 1 4 18 o0 72 8 0 5
Egig‘anpgjﬁ;ﬁ]ag‘zah 35 0o 1 6 1 0 4 9 14 0 0 4 19 12 0 1 1 2 12 0 13 2 0 4
Ke :amatan 328 0 9 3 0 1 13 133 36 0 4 67 213 44 0 0 16 17 84 33 151 1 18 0
ggcm"j:)’;f‘;}i”pum 18 0 ¢ o ¢t 0o 5 20 45 5 g4 2 o o 1 1 4 2 10 0 0 0
Kecamdan Sewon 23 0 ] 9 0 C 1 10 2 0 1 3 15 4 0 0 1 1 5 2 13 0 1 0
Kecamaan Sedayu 24 0 ( 13 0 ¢ 2 7 2 0 0 7 15 2 0 0 1 1 5 2 13 0 2 0
Kecamaan Sanden 18 0 ( 7 0 C 2 8 1 0 O 2 14 2 0 0 1 1 5 1 9 0 1 0
KecamdanPundong 19 0 ] 9 0 C 0 7 2 0 O 4 13 2 0 0 1 1 5 2 9 0 1 0
Kecamaan Pleret 20 0 ( 9 0 C © 9 2 0 O 4 13 3 0 0 1 1 5 2 10 0 1 0
Kecamaan Piyungan 18 0 1 6 0 C O 9 2 0 0 5 9 4 0 0 1 1 5 2 9 0 0 0
Kecamaan Pandak 21 0 : 8 0 ¢ 2 7 2 0 1 6 12 2 0 0 1 1 5 2 11 0 1 0
Kecamaan Pgjangan 18 0 ( 8 0 C o© 9 1 0 1 2 13 2 0 0 1 1 5 2 9 0 0 0
Kecamaan Kretek 18 0 ( 9 0 C © 6 3 0 0 2 14 2 0 0 1 1 5 2 8 0 1 0
KecamaanKashan 22 0 1 9 0 C 1 6 5 0 1 5 12 4 0 0 0 1 5 2 13 0 1 0
Kecamadan &is 17 0 1 6 0 C 1 5 4 0 O 5 7 5 0 0 1 1 5 2 8 0 0 0
Kecamaan Imogiri 17 0 ( 7 0 C 2 7 1 0 O 4 11 2 0 0 1 1 5 2 5 0 3 0
Kecamaan Dlingo 17 0 1 7 0 C O 7 2 0 0 8 7 2 0 0 1 1 5 2 7 0 1 0
Kecamdan Bantul 19 0 ( 7 0 1 1 8 2 0 O 3 14 2 0 0 1 1 5 2 8 1 1 0
g;gm‘;&n 22 o 6 0 C 1 14 1 0 45 3 g7 2 o o 1 1 5 2 9 0 4 0
Kecamaan Srandakan 17 0 1 5 0 C © 9 2 0 0 2 13 2 0 0 1 1 5 2 7 0 1 0




JENIS LIRLISAN

NO

PENUNJANG

OPD

NO

NAMA PROGRAM NO

Kab upaten Bantul Tahun 2019

daerah

NAMA KEGIATAN




Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Kualifikasi Pendidikan Golongan
OPD ™Peg D-IV Esdon Jabatan
SO SMPSMA DA DIy, /Sl £ s ! . v LA LB LA 1I.LB  IV.A IV.B Staf Fungsional Sekdes CPNS
Sekretariat 55 3 20 0 0 4 19 8 0 3 8 36 8 0 1 4 0 9 0 40 0 0 1
Sekretariat DPRD 44 3 18 2 16 5 0 3 8 27 6 0 1 4 0 9 0 29 0 0 1
SaadaraKomisi 1 o 0 o 0 1 0 45 9 9 1 o o o0 0o o 0 1 0 0 0
caanaBadan 10 o 3 2.3 2 0 45 o o9 1 o o o o o 0o 10 0 0 0
I nspektor at 50 1 7 4 26 12 0 O 8 28 14 0 1 5 0 3 0 9 28 0 4
Total 810 28 290 2 2 61 307 114 0 21 175 505 109 1 11 37 27 165 33 395 52 18 17
Per sentase(%) 40 60 259 21,6 6235 1346 013 146 489 357 2183 437 5225 6,88 238 225

Sumber: BKPP, 2019



NO

JENIS URUSAN
PENUNJANG

OPD NO NAMA PROGRAM

4. Alokasidan Realisas Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul
tahun 2019 unaudied, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan fungsi penunjang uruan
pemerintahan daerah adalah sbesar Rp144.590.013.172(0 Sepanjang
tahun 2019, aokasi anggaran tersebut dapat teredisasikan sebesar
RP129.906.124.936,37atau  shesar 89,8%0. Alokasi dan realisasi
anggaran fungsi penunjang ursan pemeintahan dagah tahun 2019
tersgji padaTabel 3.36Tabel 3.28.

Alokasi anggaran terbesar penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemeintahan dagah ada pda penyelenggaraan keuangan yakni
sebesar Rp53.973.347.014,0@tau 33,73%. Alokasi anggaran terkecil
ada pda penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebesar
Rp494.995.000,06tau 0,34%.

Redisasi belanja penyelenggaraan fungsi penunjang uruan
pemerintahan dagah terbesar ada pada penyelenggaraan keuangan
dengan nila redisasi sebesar Rp49.033.329.3209 atau 90,85% dari
total anggaran belanja pada penyelenggaraan urusan keuangan atau
menyumbang 37,75% dari total keseluruhan redlisasi belanja pada
fungsi penunjang. Penyumbang redisasi belanja tekedl ada di
penyelenggaraan penelitian dan  pengembangan, yakni  sebesar
Rp484.422.500,0Gtau 0,37% i total keseluruhan realisasi belanja
padafungsi penungng

NO
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Tabel 3.36. Alokasi danredisasi anggaran PemerintahKabupaten Bantul tahun 2.9 pada fungsi penunjangurusan pemerintahan

JENIS URUSAN

Penunjang

Administrasi Pemerintahan

Pergawasan

Peaencarean

Keuangan

Kepegawaian

PenditiandanPengembangan

Fungsi Lainnya

Jumlah

Sumber: BKAD, 2019

ANGGARAN (Rp)
144.590.03.17200
50.920.70.678,00
2.755.25676,00
8.869.517000,00
53.973.32.014,00
12.232.78.771,00
494.995.00,00
15.343.48.633,00
144.590.03.17200

REAL ISASI (Rp)
129.906.24.93637
43.284.69.476,28
2.717.851748,00
8.094.56382,00
49.033.32.323,09
11.114.28.137,00
484.422.50,00
15.177.08.770,00
129.906.24.93637

REAL ISASI (%)
89,84
85,00
98,64
91,26
90,85
90,86
97,86
98,92
89,84
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5. Kesesiaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah meupakan suatu proses
penyuswnan tahgpan-tahapan kegiatan yang melibatlan berbagai
staleholde, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
daegah, serta dalam rangka menngkatkan keseahteran masyarakat
dalam jangka wektu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daegah (RPIJMD) pada dhsarnya meupakan
dokumen prencanaan pembangunan deerah dalam kurun vektu
lima tahun yang diswsun berdasarkan atas visi dan misi Kepaa
Daerah dan Wakil Kepala Daaah terpilih. Penyusuran perencanaan
pada fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah padatahun2019
dilaksanakan mengaau padadokumen RIMD dan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Bantul tiap tahun meyusun RKPD
sebagal salah satu dokumenrencana pembangunan yang sistemetis,
terarah, tepadu dan berkelanjutan dngan mempertimbangkan
keunggulan kompaatif wilayah dan kemampuan sumberdaya
keuangan daerah. RKPD juga nerupakan dokumen prencanaan
pembangunan tahuran yang distsun untuk menpmin keterkaitan dan
konsistensi antaa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahlan dalam téhapan penyuswnan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dagah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD,
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementra (PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-
PD)

6. Kondisi Sarana dan Prasa ana yang Digunakan

Sarana dan prasarana yang dgunakan pada urusan penunjang
pemerintahan dagah kondishya mencukupi untuk mendukung
pelaksanaan program dankegiatan.
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7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan sdusi didalam penyelenggaraan urusan

penunjang pemerintahan tersgji padaTabel 3.37.

Tabel 3.37. Permasalan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan penunjang
pemerintahan.

Fungsi Penunjang

Administrasi
Pemerintahan

Per masalahan

Cakupan wilayah yang telah
terdata dan terbakukan nama
unsur rupabumi  masih  sedikit
dkarenakan ketebatasn jumlah
personil dananggaran

Mash ada beberapa kendala
teknis yang dihadapi terkait
dengan aplikasi SAKTI

Sulitnya menyamakan jadwal
kegiatan  pimpinan daerah
sehingga terkadang ada tidak
dapat menghadiri  koordnasi
pimpinan secaralangsung

Belum semua pilar perapatan
batasyang telah terpasang sudah

diukur secara geodetik
dikarenakan keterbatasan
anggaran

Belum adanya inovasi dalam
rangka percepatan penyauran
KUR khususnya bidang
pertanian

Masih lambatnya proses

pengenolan kredit pada Sistem
Informasi Kredit Program
(SIKP)

Penyusunan Laporan Berkala
kondiss Ketahanan Pangan

Solusi

Dilaksanakan bimtek dengan
menyasar desa dan kecamatan
agar kedepan kegiatan pendataan
dan pembakuan rupabumi dapat
dilaksanakan dengan melibatkan

peran  &tif desa maupun
kecamatan dalam hal
penganggaran  kegiatan dan

pelaksanaan teknis.

Koordnasi dengan  admin
aplikasiSAKTI BIG

1. Dibentuk tim sekretaiat yang
akan mempersiapkan rencana
matei kegiatan dan
penyusunan jadwal.

2. Dibuat SOP pelaksanaan
kegiatan koordnasi pimpinan
daerah

1. Koordnasi atau kerjasama
dengan OPD terkait seperti
Dispertaru yang juga
membutuhkan adanya batas
administratif Kabupaten
Bantul.

2. Mengakses sumber anggaran
lainnya yang memungkinkan
seperti Dana Keistimewaan

Semua perbankan diharapkan

memberi faslitas pembayaran
pascapanen
Diharapkan semua bank
memberikan kemudahan
penerbitan surat keterangan
lunas kredit

Melakukan koordnasi dengan
OPD terkait
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Fungsi Penunjang

Pea masalahan

Daerah mash suit untuk
menentukan format baku yang
dapat mengakomodir data OPD
terkait.

Laporan Triwulan TPAKD (Tim
Percepatan Akses Keuangan
Daerah) belum bisa disampaikan
ke OJK

Turunya Regulasi entang
tatecara izin pemberian TPP bagi
Pemda pada bulan Cktober
sehingga rencana Penyusunan
Regulasi Peningkatan kapasitas
kinerja  garatur  pemerintah
(TPP) menjadi terlambat karena
drat regulasi dengan sistem yang
lama telah tersusun segjak
September.

Regulasi tentang penyusunan
Proses Bisns kurang mendetalil
dan belum ada daerah yang
menjadi pilot project / atau
contoh Proses Bisnis Daerah
sehingga di tahun 2019 dalam
penyusunannya kurang
maksimal.

Pada Tahun 2019 Pemerintah
Pusat Mengeluarkan regulasi
yang Harus Segera ditindak
Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah
Seperti PP Nomor 72 tahun 2019
tentang Perubahan Atas PP 18
Nomor Tahun 2016 dan
Permendagri Nonor 56 Tahun
2019 Tentang SOTK Sekretariat
Daerah. Disis lain Pemerintah
Pusat  juga mengeluarkan
kebijakan Penyederhaan
Birokrasi, kebijakan tesebut
kontra indikatif yang menjadikan
kebingungan untuk mengambil
keputusan  tentang  regulasi
kelembagaan.

Regulasi dari pusat belum
ditindak lanjuti dengan turunan
regulas daerah (pergub),
sehingga  aalisa  kebijakan
terkendala dalam
pelaksanaanrya terutama untuk

Solusi

Proses pembuatan sistem laporan
TPAKD secara online oleh
pemerintah pusat

Menyusun regulasi dan sistem
pemberian TPP sewiai dengan
Kepmendagri yang keluar dan
tetap menyusun reguasi dengan
sistem pemberian yang sudah
berjalan sembari  menunggu
persetyjuan  Menteri  Dalam
Negeri.

Melakukan  konsultasi atau
mendatangkan narasumber dari
Kemenpan RB atau Kemendagri
dan menyusun peta proses bisnis
seperti yang dicontohkan oleh
KemenpanRB.

Tetap menyusun regulasi tentang
kelembagaan sesuai dengan
aturan terbaru serta melakukan
pemetaan jabatan sesuai Surat
Edaran tentang Penyederhanaan
Birokrasi.

Menggunakan regulasi yang ada
dengan tetap berkomunikasi
dengan proving. Tetei terlebih
dahulu dilakukan FGD untuk
menjaring matei dan
pertimbangan  lainnya  dari
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Fungsi Penunjang

Pengawasan

Pea masalahan

bidang  Lingkungan  Hidup,
Perhubungan, Pekerjaan Umum,
danPerencanaan

Kemampuan dan pengetahuan
keprotokolan belum sepenuhrnya
dikuasai personil.

Publikasi kegiatan Bupati dan
Wakil Bupati belum telaksana
dengan optimal.

Rasio jumlah paket pekerjaan
dengan personel pokja
pengadaan

Proses pengadaan  langsung

belum menggunakan glikasi e
pengadaan langsung

Aplikasi SPSE sering mengal ami
gangguan

Kompleksitas regulasi
pengadaan B/J belum
sepenuhnyadipahami

Masih adanya MoU yang belum
ditindaklanjuti  dalam  bentuk
perjanjiankerjasama

Belum optimal nya implementasi

tentang SPIP

Tindak lanjut temuan belum
optimal

Solusi

Perangkat Daerah terkait di
KabupatenBantul.

Peningkatan
keprotokolan

kemampuan

Perlunya koordnasi dan
komunikasi dengan dinas
kominfo untuk publikasi yang
komprehensf sehingga
masyarakat dapat memperoleh
infformasi  tentang capaian
pembangunan di  Kabupaten
Bantul meldui media * media
yang sudah ada meldui kegiatan
pengelolaan informas  media
masa

Pembuatan jadwal periodesai
bulanan pengadanB/J

Asistensi  dan bimteks e
pengadaan langsung ke OPD

Konsultasi dengan LKPP Jakarta

Bimtek, FGD, Forkom
pengadaan barang dan jasa dan
konsultasi, kajian bersamadan

1. Seara akif berkoordnasi
dengan OPD dan pihak
terkait  untuk  menyusun
perjanjian kerjasama sebagai
tindak lanjut MoU yang tebh
disepakati bersama.

2. Pelaksanaan kegiatan
monitoring dan  evaluasi
pasca tesepakatinya

perikatankerjasama

Peningkatan implementass SHP
meldui evaluasi berkelanjutan
terhadap penilaian risko dan
praktik dokumentasi SPIP pada
OPD

Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
kebijakan
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Fungsi Penunjang

Pea masalahan

Kapastas Tenaga Pemeriksa dan
aparatur pengawasan terbatas

Cakupan wilayah yang telah
terdata dan terbakukan nama
unsur rupabumi  masih  sedikit
dkarenakan ketebatasn jumlah
personil dananggaran

Sulitnya menyamakan jadwal
kegiatan  pimpinan daerah
sehingga terkadang tidak dapat
menghadiri koordnasi pimpinan
secaralangsung

Terdapat taget Perda yang tidak
tercapai sesai Program
Pembentukan Peraturan Daerah,
dikarenakan mekanisme
penetgpan yang harus melibatkan
pemerintah propns dan/atau
pemerintahan pusat

Pencapaian  taiget  kegiatan
Bantuan Hukum sangat
dipengaruhi  oleh  banyaknya
permasalahan yang

diadukan/dikonsultasi kan/dimint
akan pendampingan hukum serta
tingkat kerumitan permasalahan
yang mengharuskan ketelibatan
banyak pihak.

Dalam kegiatan lobby showroom
belum dapat berjalanoptimal

Entry Upload SIKP untuk data
caon debitur program KUR
sangatrendah

Keberadaan LKM yang telah
dibina oleh masing-masng OPD
yang membidangi

Solusi
Pemberdayaan Aparatur
pengawasan dan tenaga
pemeriksa

Dilaksanakan bimtek  dengan
menyasar desa dan kecamatan
agar kedepan kegiatan pendataan
dan pembakuan rupabumi dapat
dilaksanakan dengan melibatkan
peran  &tif desa maupun
kecamatan dalam hal
penganggaran  kegiatan dan
pelaksanaan teknis.

1. Dibentuk tim sekretaiat yang
akan mempersiapkan rencana
materi kegiatan dan
penyusunan jadwal

2. Dibuap SOP pelaksanaan
kegiatan koordnasi pimpinan
daerah

Pembahasan dilanjutkan pada
Program Pembentukan Peraturan
Daerahtahun berikutnya

1. Mensosialisasikan program-
program Kkegiatan Bantuan
Hukum kepada OPD,
pemerintah desa dan
masyarakat

2. Mengadakan koordnasi dan
kerjasama dengan pihak-
pihak terkait

1. Memperbaiki sarana lobhy
yang rusak

2. Melakukan jemput bola bagi
pergiin yang akan mengsi
produk

1. Bintek Entry SIKP bagi
Pendamping SIKP

2. Koordnasi dengan Kantor
PerbenWilayah DIY

Melakukan koordnasi dengan
OPD terkait
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Fungsi Penunjang

Pea masalahan

Tindak
dikawasan
Mangrove Baros belum optimal
karena kurang ada regpon dan
dukungan dari Pemerintah Desa
Tirtohargo

lanjut dari  Monev

Adanya penggantian system
yang  mendukung  Kkegiatan
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan, dimana
system yang baru  belum
memasukkan  menu  laporan

pengadaan barang / jasa

Adanya penatean OPD baru
maka beberapa personil
mengalami  mutasi  maupun

promosi sehingga mash perlu
adanya  pendampingan  dan
refredhing pengetahuan terkait
dengan akuntabili taskinerja

Kekurangan personil pengelola
pengadaan barang danjasa

Waktu Pengajuan proses
pengadaan lelang  terlambat
(Triwulanll1-1V)

Pe abat Pengadaan belum
seluruhnya menyampaikan
laporanpengadaan.

Aplikasi SPSE sering mengalami
gangguan

Belum dipahaminya peraturan
pelaksanaan pengadaan barang
danjasa.

Dengan aanya bagian baru
yaitu Bagian  Administrasi
Kesgahteraan  Rakyat  yang

secara aktif melaksanakan tugas
sgjak 2 Januari 2017 akan teapi
belum disertai  kelengkapan
sarana dan prasaana kerja, serta
jumlah tenaga/SDM yang belum
tercukupi sebagaimana mestinya.
Akibatnya pelaksanaan kegiatan
kurang berjalanmaksimal.

Juknis yang dipakai dalam

Solusi
1. Melakukan koordnasi
dengan OPD terkait
2. Melakukan koordnasi

dengan Pemerintah Desa

Penyempurnaan system dengan
memasukkan menu pengadaan
barang/ jasa

kualitas SDM
melaksanakan
dengan
Pendayagurean
Negara, Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
dan pihak lain Yang
Berkompeten

Peningkatan
dengan
pendampingan
Kementrian
Aparatur

Mengangkat tenaga Non ASN

Pembuatan jadwal periodesai
pengajuan berkas permohonan
lelang

Membuat surat edaran Sekretris
Daerahkepada OPD

Konsultasi dengan LKPP Jakarta

Bimtek, FGD, Forkom
pengadaan barang danjasa

Mengupayakan tambahan tenaga
baik ASN maupun non ASN.

Dalam pengukuran SAV
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Fungsi Penunjang

Perencanaan

Keuangan

Pea masalahan

pengukuran pencapaian SPM
mash PP 65 tahun 2005
sementara dari kementrian teknis
untuk beberapa bidang SPM
suwlah  ditiadakan  sehingga
kesulitan untuk mengukur
capaianSPM-nya.

Kurangrya personil terutama di
Subag Humas dan Tata Laksana
Acara

Belum memiliki ruang Kkerja
yang memenuhi syarat yang
mengakibatkan kurang nyaman
dalam bekerja

Belum maksimalnya pengelolaan
surat-surat fax dan peralatnrya
akibat perubahan SOTK dan
penguranganpersonil

Koordnasi pimpinan  yang
belum maksimal sehingga
petugas teknis (staf) sering
menunggu  perintah  sehingga
penyelesaian suatu pekerjaan
menjadi kurang maksimal

Sistem  aplikas  terintegrasi

belum bisa  mengendalikan
kegiatan hanya mash untuk
bekerja sebagai alat untuk
membantu kegiatan

Sistem  glikasi  terintegrasi
belum bisa  mengendalikan
kegiatan hanya mash untuk
bekerja sebagai alat untuk
membantu kegiatan

Permasabhan Pembayaran PBB
P2 terkait dengan tebatasnya
tempat pembayaran PBB P2 dan
jam pembayaran yang tersedia
padajamkerja;

Solusi

sementara mash tetap
menggunakan kebijakan yang
lama.

Mengaj ukan Permohonan
Tenaga Non PNS kepada Bupati.

Mengajukan rehabilitasi ruang
kerja

Mendayagunakan personil yang
ada dalam pengoperasian mesin
fax dan pengelolaan surat-surat
fax sesuai kemampuan SDM

Perlu penguatan komunikasi dan
koordnasidi internal unit kerja.

1. Melakukan pengembangan
aplikasi dengan
berkoordnasi dan konsutasi
Kemen.PAN dan BPPT
sebagai  pemilik  aplikasi
(MoU dengan Kemen
PANRB, PKS dgn BPPT).

2. Bimtek dan pendampingan

kepada DesadanPD.
1. Melakukan  pengembangan
aplikasi dengan

berkoordnasi dan konsutasi
Kemen.PAN dan BPPT
sebagai  pemilik  aplikasi
(MoU dengan Kemen
PANRB, PKS dgn BPPT).

2. Bimtek dan pendampingan
kepada DesadanPD.

Mulai tanggal 7 Februari 2018
BKAD Bantul BKAD Bantul
melakukan inovasi berupa
penyediaan Byanan jemput bola
pembayaran PBB mel alui
layanan Mobil Keliling Pajak

L abupeensanuiTawnzois 207 |



Fungsi Penunjang

Pea masalahan

Keterbatasan Akses Informasi

Pgjak Daerah
Terbatasya akses terhadap
informasi tgihan, status

pembayaran PBB dan informasi
prases BPHTB yang masih
terpusat di  kantor layanan
BKAD;

Belum terwujudnya disiplin
anggaran kas dalam penyerapan
belanjadaerah;

Terdapat perubahan  @likasi
penatausahaan keuangan daerah
dari Aplikasi Simda ke Sistem
Elektronik Perencanaan,
Penganggaran, dan Informasi
Kinerja Terintegrasi (Sepak@t).
Menu dan proses pengaplikasian
penatausahaan keuangan daerah
pada Seak@t sangat berbeda
dengan menu dan pengaplikasian
penatausahaan keuangan daerah
d Smda Keuangan System
cloud Sepak@t masih berada di
BPPT Tangerang Sebtan
sehingga gabila terdapat
kesulitan dalam pelaksanaan
penatausahaan keuangan daerah
sangat tergantung dengan tim
dari BPPT Tangerang Selaan;

Solusi

Bantul dengan tujuan utama
untuk meningkatkan kepatuhan
pembayaran PBB dengan
peningkatan kualitas layanan
PBB yang lebih dekat, Ilebih
mudah danlebih murah

Sgak 27 Agustus 2018 BKAD
KabupatenBantul meluncurkan
LAPak BAntul (Layanan
Aplikas Pajak Bantul) yang
merupakan Layanan berbasis
android. Aplikasi ini
memungkinkan  wajib  pajak
untuk memperoleh informasi
tagihan PBB P2,status
pembayaran sampai dengan 5
tahun dan juga proses BPHTB
meldui smartphone berbasis
android;

Ketepatan penyerapan anggaran
belanja langsung per triwulan
dan capaian redlisasi keuangan
dipergurekan dalam penilaian
evaluasi kinerja  perangkat
daerah. Penilaian kinerja
perangkat daerah tersebut akan
mempengar uhi jumlah
penerimaan tambahan
penghasian berdasakan predasi
kerja yang diterima oleh
perangkat daerah.

Pendampingan dan konsultasi
dengan Tim BPPT;

Konsultasi meldui media social
dengan Tim BPPT pada saat
terjadi permasaéhan
penatausahaan keuangan daerah
terutama system dalam aplikasi
Sepak@x; Pendampingan
penatausahaan keuangan daerah
meld ui aplikas Semk@t
dengan pengelola keuangan di
perangkat daerah;
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Fungsi Penunjang

Kepegawaian

Pea masalahan

Kepatuhan wajib pajak rendah;

Beberapa Perangkat Daerah
belum tepat dalam penempatan

kode rekening, anggaran kas,

dan  penuisan  nomenklatur
kegiatan serta dalam
peléksanaarya  yang tidak
konsisten denganaturan SHBJ;

Kesalaran perangkat daerah
untuk melgporkan entang
adanya kasus-kasus indispliner
dalam  rangka pembinaan
pegawai masi h rendah

Masih banyaknya  jabatan
fungsonal tetentu yang belum
teriss  karena  membutuhkan
kualifi kasi tertentu

Solusi

Menggunakan Sistem Teknologi

Informas  untuk  mendetect
pemenuhan  kewgjiban pajak
daerah dan Menegakkan law
enforcement (memberikan
sanksi),

Mengirimkan surat edaran
kepada semua OPD untuk
memperhatikan penempatan
kode rekening, anggaran Kkas,
danpenulisan nomenklatur.
Melakukan Desk ke setiap
Perangkat Daerah.

Penggjuan revis dan melebihi
standar harga digunakan sebagai
salah satu indikator penilaian
evaluas kinerja yang diatur
dalam PeraturanBupati Bantul

Sosialisasi dan  monitoring
sampai ke UPT, Kecamatan dan
Puskesmas

Penyelenggaraan  diklat untuk
peningkatan kompetensd,
penerbitan jjin  belgar serta
penatean kembali PNS yang
suwlahada

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

C. RingkasanUrusanPemerintahan Umum (Kesbangpol)

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daegah (OPD) yang mebksanakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan

Bangsadan Politik.

2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pilihan di tahun 209 oleh Pemeintah

Kabupaten Bantul mdaui OPD djabarkan kedalam program dan
kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RKPD. Keseluruhan program
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yang dilaksanakan pada urusan pemerintahan umum adalah sebanyak 7.
Program tersebut diaksanakan dalam 15 kegiatan. Penjabaran program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di
tahun 2017drsgji padaTabel 3.38.
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Tabel 3.38. OPD pelaksana, serta program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul

tahun 2019
I:lmg':i Dnnlmj ang Parmasalahan Qolug
OPD NO PROGRAM NO KEGIATAN
Kantor Kesatuan Bangsadan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkgpan Perkantoran
Pditik

2 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
3 Penyediaan JasaPengdola Pelayanan Perkantoran

z Program Peningkaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

K Program peningkaan pengembangan sisem pelaporan capaian 6 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar redisasi kinerja

kinerja dan keuangan SKPD

4 Program pengembangan wawasan kebangsaan 7 Pendidikan Wawasan Kebangsaan

£ Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 8 Pemantauan orang asing
9 Pemberdayaan kerukunan antar uma beragama dan etnis

€ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertibandan 10 Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyaraka

keamanan
11 Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga
keamanan lingkungan

7 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (peka) 12 Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin
13 Pencegdnan Penyalahgunaan Narkoba

€ Program pendidikan politik masyarake 14 Forkom Ormas, Orsos, dan LSM
15 Pendidikan politik di masyarakat

Sumber: BKAD 2019 diolah
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3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pgjabat Struktural dan Fungsional

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 15 orang. Kualifikasi
pendidikan tercatat SMA sebanyak 8 orang (4667%) dan S1 sebanyak 8
orang (5333%). Pangkat dan golongan bervariasi dari golongan Il
hingga golongan IV, lihat Tabel 3.39. Jumlah pejabat struktuil dan
fungsional uga bervariasi, lihat Tabel 3.40.

Tabd 3.39. Jumlah pegawai, kualifik asi pendidikan, pangkat dan golongan pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kualifikasi Pendidikan Golongan
™
Peg SD SMP  SMA D-I D-lI D-l11 2y S2 S3 | 1l 1 1\
: : : /S1
15 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 3 11 1
15 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 3 11 1
46,67 53,33 0 20 7333 667

Sumbe: Badan Kepegawaian, Pendidikan ah Pelatihan 2019, didah

Tabd 3.40. Jumlah pgabat struktuil dan fungsionaldi Kantor Kesatuanbangsa

dan Politik
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
™ Eselon Jabatan
Peg

I.A I11.B I1.A 111.B IV.A IV.B Staf Fungsional Sekdes CPNS
15

0 0 1 0 K 0 11 0 0 0
15 0 0 1 0 3 0 11 0 0

6,67 0 20 0 7333 0

Sumbe: Badan Kepegawaian, Pendidikan ah Pelatihan 2019, didah
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Fungs Peflunfaligkasi dan Reglisaai ARnggaran Solusi
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul
tahun 2019unaudited, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk pedksanaan urusan pemerintahan umumadalah
sebesar Rpl.791.974.%6,00. Sepanjang tahun2019, alokasi anggaran
tersebut dapat terealisasikan sebesar Rp1.701.631.102,0Gtau sebesar
94,96%.

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan dagah meaupakan sustu proses
penyuswnan tahepan-tahapan kegiatan yang melibatlan berbagai
staleholde, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah,
serta dalam rangka meningkatkan kesgahteran masyarakat dalam jangka
waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dagah (RPIJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan
pembangunan dagah dalam kurun waktu lima tahun yang diswsun
berdasarkan atas visidan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. Penyusuran perencanaan pada urusan penunjang pemerintahan
dagah pada tahun 209 dilaksanakan mengacu pada dokumen RIMD
dan RKPFD.

Pemeintah Kabupaten Bantul tiap tahun menyusun RKPD
sebagal sdah satu dokumen rencana pembanguran yang sstemetis,
terarah, tepadu dn berkeanjutan d@ngan  memprtimbangkan
keunggulan kompaatif wilayah dan kemampwan sumlerdaya keuangan
dagah. RKPD juga merupakan dokumen prencanaan pembangunan
tahuran yang disusun urtuk mengmin keterkaitan dan konsistensiantara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahgpan
penyuswnan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang tediri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra (PPAS) serta Rencana Kerja
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Perangkat Daerah (RKA-PD).

6. Kondisi Sarana dan Prasa ana yang Digunakan

Sarana dan prasarana yang dgunakan pada urusan penunjang
pemerintahan umum kondishya mermrukupi untuk mendkung

pelaksanaan program dankegiatan.

7. Permasaléhan dan Solusi
Permasalahan dan sdusi didabm penyelenggaraan urusan
pemerintahan umumtersaji padaTabel 3.41.

Tabel 3.41. Permasalahan dan solus didalam penyelenggaraan  urusan
pemerintahan umum

Pea masalahan Solusi

Kegiatan Dialog Politik setdah Pemilu tidak Kegiatan Dialog palitik dapat diselesakanpada
berjalan sesiai Jadwal, karena tertunda dengan TW IV (Oktober Nopember dan Desmber
masa peralihan aggota DPRD dan alat 2019)

kelengkapan dewan baru terbentuk di bulan

Oktober 2019.

Besaan Bantuan Keuangan Partai Politik baru Kekurangan akan diusulkan lewat anggaran
dapat dipenuhi sebesar Rp 1.927,- per satu biayatambahan(ABT) TA 2020.

suara sah per tahun bagi partai politik yang

mempunyai wakil di kursi DPRD,karena terjadi

penambahan suara sah pada PEMILU 2019

(577.151) dibanding Pemilu 2014 (548.056)

Sumber: Bappeda, 2019

D. Indikator kinerja kunci

Indikabor kinerja kunci (IKK) dituangkan tersendiri didalam

lampiran IKK.
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BAB IV

REALI SASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2019

Prioritas pembangunan dagah merupakan sekumpuan program prioritas
yang secara khususberhuburgan dengan cgpaian sasaran pembangunan daerah
mergingat keterdesakan dan daya wngkit bagi kinerja pembangunan daeah.
Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah
dalam suetu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau
gabungan program prioritas. Prioritas pembangunan daerah pada dsarnya berisi
progam-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya bagi
tercgpainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam
merentukan prigitas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifik asi
permasalahan pembanguran daerah yang bersifat interna maupun eksternal.
Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secaa internal maupuneksternal
kemudan dapat diswsun priaitas dan sasaran pembargunan beserta progam
prioritas.

Mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi permasalahan, tidak
semua progam prioritas dapat menpgdi prioritas pembargunan daeaah. Prioritas
pembangunan dimasa lalu yang telh berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan
dimasa lerikutnya, walau tetap harus djaga kesinambugannya (performarnce
maintenake). Program Prioritas merupakan program yang disekenggarakan oleh
OPD yang merupakan progam prioritas, balk secaa langsung maypun tidak
langsung mendukung capaian program atau atau prioritas pembangunan daeah
dan berhubungan dengan pementhan kebutuhan dasar dan syarat layanan
minimal. Elemen-elemen utama pogram prioritas memuat kegiatan yang akan
dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan OPD yang bertanggungjawab.
Program yang distsun harus dapat dilaksanakan dengan menpertimbangkan

keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas, can sumberdaya yang dimiliki daeah.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peaencanaan
Pembargunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daaah, mengamaretkan bahwa pemerintah kabupaten diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daaah (RKPD) yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) kabupaten serta
mengal pada RPIMD provinsi dan RPIMN. Berpedoman pada RPIJMD
kabupaten dmaksudlkan untuk menpmin keselarasan prioritas dan sasaran
pembangunan serta program/kegiatan tahuwnan dengan yang telah ditetapkan
dadam RPIMD. Sedangkan mengacu pada RPIJMD provinsi dan RPIJMN
dimaksudkan untukmerjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daeah
kabupeten dengan program/kegiatan pembangunan dagah provinsidan priaritas
pembangunan nasional.

Dalam penyusuran Rencana Kerja Pembangunan Dagah (RKPD) Tahun
2019, ssaran pembanguren di pemerintah Kabupaten Bantul mengaau pada
sasaran yang tertuang didalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dagah (RPIJMD) Tahun 2016-2021, pendekatan prioritas
Nawacita dan pendekatan prioritas daerah. Lebih lanjut pendekatan prioritas
tersebut dierjemahkan kedalam ssaran pembangunan di Kabupaeten Bantul.
Secaa umum penetapan Sasaran dan target kinerja sasaran pembangunan
Kabupaten Bantul sucsh sesuai dan menduking sssaran Nasional. Meskipun
terdapat sedikit perbedaan dari aspek sudutpandang, istilah dan cara pengukuran,
namun tujuan dan semangt pembangunan yang dihaapkan adalah sama.
Pengelompokan sasaran pembargunan Kabupaten Bantul yang mendukung
agendaprioritas DIY dan prioritas resional dipat dilihat ppdaTabel 4.42.
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Tabel 4.42. Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengn Prioritas Pembargunan DIY dan Nasional

NAWACITA

Melakukanrevolusi
karakter bargsa

Meningkatkankuditas
hidupmanwsia
Indonesia.

Mewujudkan
kemandrian &onami
dergan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestik

Meningkatkan
produktivitasrakyat
dan dgasaingdi pasar
Internasional sehingga

PRIORITAS
NASIONAL

Pembarmgunanmanwsia Mengatasi Kemiskinan

melalui pengurangan
kemiskinan dan
peringkatan pelayanan
dasar

Perningkatannil ai
tambah &onami
melalui pertanian,
induwstri, danjasa
produktif

Pemantapanketahanan
enggi, pangan, dan
sumberdaya dr

PRIORITASDIY

DanKetimpargan
Pendagtan

Mengatasi
Ketimpargan Wilayah
Tindak Lanjut/
Antisipasi
Pembargunan New
Y ogyakarta
International Airport

SASARAN DIY

Meningkatnya degjat
kuditasSDM

Meningkatnya degjat
ekonami masyarakat

Menurunnya
kesenjangan é&onami
artar wilayah

Meningkatnya
aktivitasperekonamian
yangberkelanjutan

PRIORITAS
KABUPATEN
BANTUL 2019

Peringkatan Mutu dan
Cakupan Penidiikan

Penngkatan Cakupan
danKualitas
PdayananK esehatan

Penngkatan
Pemberdayaan Warga
Miskin

Peringkatan Dya
Sang Produkdan
Investasi Daerah,
melalui pengembargan
pariwisata danindustri
kredif

Pamanapan
Ketahanan Ringan

SASARAN DAERAH

Terwujudnya &ses
danmutu perdidikan
yangberkuditas

Terwujudnya degjat
kesehdan masyarakat
yangtinggi
TurunnyaJumlah
Masyarakat Kurang
Mampu

Terwujudnya
perekonamian darah
yangberkuditas
Terwujudnya destinasi
pariwisatayang
berdaya saingdan
ungaul
Terciptanyaindustri
kredif yang
berkuditas

Terpenuhinya
kebuuhanpangan
masyarakat
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NAWACITA

bargsalndonesia bisa
maju danbargkit
bersama bamsa-
bargsaAsialainnya

Membargun Indonesia
dari pinggrandengan
memperkuatdaegah-
daeah dardesa delam
kerangka negara
kesatuan

Menghadrkankembdi
negara wntuk
melindurgi segenap
bargsadan
memberikanrasaaman
kepadaseluruh warga
negara

Memperkuatkehadran
negara celam

mel akukanreformasi
sistemdan pengakan
hukum yang bebas

PRIORITAS
NASIONAL

Pergurangan
kesenjargan atar
wilayahmelalui
perguaankonektivitas
dankemariti man

Stahilitas keamanan
nasional dan
kesuksesan pamilu

PRIORITASDIY

Mengatasi
Ketimpargan Wlayah
Dukungan Pembiayaan
PembargunanMelal ui
Pean Svasta

SASARAN DIY

Meningkatnya
kapastastata kelola
pemerintahan

PRIORITAS
KABUPATEN
BANTUL 2019

PenngkatanKuaitas
Lingkungan Hidup

Pacepaan
Pembargunan
Infrastruktur Strategis

PemarntapanStabilitas
Keamanandan
Ketertiban

Penaggulangan
Bencana

PemanapanReformasi
Birokras

SASARAN DAERAH

Terwujudnya
lingkunganhidupyang
berkuditas
Terpenuhinya sarana
prasarana pwlik dan
prasarana dasar
masyarakat
Terwujudnya
kesesua@an
pemarfaganruang

Terwujudnya
ketertraman dan
ketertibanmasyarakat

Terciptanya kesadaan
masyarakat dalam
kesiap-siagaan
bencaa

Terwujudnya
peryelerggaraan
pemerintahandaegah
yangberkuditas
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PRIORITAS

NAWACITA NASIONAL

korupg, bermartaba,
danterpercaya.

Membuatpemerintah
selau hadr dengan
membangun Tata
Kelola Penerintah
yangbersih, efektif,
demokratis, cn
terpercaya

Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuatrestorasi
sosial Indonesia.

PRIORITASDIY

SASARAN DIY

Meningkatnya
kapastaspengelolaan
keistimewaan

Meningkatnya
pergelolaandan
pemarfagantanah
kasultanan, kad paten,
dantanahdesa

Terpelihara dan
berkembargnya
kebudgaan

Meningkatnya degjat
kuditashidupscsial
masyarakat

PRIORITAS
KABUPATEN
BANTUL 2019

SASARAN DAERAH

Pergembangan Terwujudkan

Budaya Dagah pdestariandan
pergembargan budga
daeah

Sumbe:Bappeda Kabupaten Bantul, 2@9 didah
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BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

TugasPembantuan yang Diterima

1. DasarHukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Bhun 2008 terdng
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantan, pemerintah dapat memterikan
tugas pembantan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau
kabupeten/kota dn/atau pemerintah desa untukmelaksanakan sebagian
urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang
menuut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagal urusan
pemerintah.

Pengalokasian dana tugas pembantan dimaksudkan untuk
menirgkatkan pencgpaian kineja, efisiensi, dan efektivitas ddlam
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di
dagah, seta menciptakan keselarasan dan sirergitas secara nasional
antara program tugas pembantwan melalui dana APBN dengan program
kegiatan APBD.

InstansiPemberi TugasPembantuan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 mererima 3
(tiga) alokasi dana tgas pembantan dari pemerintah pusat mdalui
Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian

serta Kementerian Dalam Negeri.

. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019%emerintah Kabupaten Bantul mendypatkan
alokasidanatugaspembantuandari Pemerintah Pusat yang melipui tiga

progam yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
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Holtikultura; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan; serta Program Program Bina Pembangunan
Dagah.

Tugas pembantian yang diterima diwujudkandalam beberapa
kegiatan, ihat Tabel 4.43. Program Peningkatan Prodiksi dan Nilai
Tambah Holtkultura dlaksanakan dalam wujud Kegiatan Peningkatan
Prodksi Sayuran dan Tanaman Olat. Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan melipui tiga kegiatan
yaitu kegiatan Pengelolaan Prodiksi TenamanAneka Kacang dan Umbi;
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Seredia; dan Kegiatan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. Anggaran
Tugas pembantian pada lkedua program tersebut berasal dari
Kementian Petanian pada Dijen Holtikultura dan Ditjen Tanaman
Pangan. Sedangkan Program Bina Pembanuran Pembargunan Daerah,
alokasi anggaran bersumber dri Kemenrterian Dalam Negeri dan
diwujudkan dlam kebiatan Layanan Penerapan Model Pengelolaaan
Lahan Kritis BerbasisMasyarakat di Daerah (Base Line).

RealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan

Redisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantan
tersgji padaTabel

Tabel 4.43. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tugas Pembantuan

No  Satker

1 Dinas
Pertanian
Proving DI.
Y ogyakarta

2 Dinas
Pertanian
Proving DI.

222

Kabupaten Bantul Tahun2019.

Kementerian
/ Lembaga SKPD Program K egiatan K eluaran (Output)
Pemberi TP
Kementrian  DinasPertanian Program Peningkatan 1. KawasanBawang
Pertanian Pangan Peningkatan Produks Merah
Ditjen Kelautandan  Produks dan  Sayurandan 2. KawasanAneka Cabai
Hortikultura  Perikanan Nilai Tambah  TanamanObat 3. Fasilitas alsintandan
Kabupaten Holtik ultura saranaprasaana
Bantul pasc@anencabai dan
bawang merah
Kementrian  DinasPertanian Program Pengelolaan 1. Fasilitasi Penerapan
Pertanian Pangan Peningkatan Produks Budidaya Kedelai
Ditjen Kelautandan  Produks, Tanaman Aneka



No  Satker

Y ogyakarta

3 Dinas
Pertanian
Pangan
Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten
Bantul

Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

Kementerian
/ Lembaga SKPD Program
Pemberi TP
Tanaman Perikanan Produktivitas
Pangan Kabupaten danMutu Hasl
Bantul Tanaman
Pangan
Kementrian  DinasPertanian ProgramBina
Dalam Negeri Pangan Pembangunan
Kelautandan  Daerah
Perikanan
Kabupaten
Bantul

K egiatan Keluaran (Output)

Kacang dan
Umbi

Pengelolaan 1. Fasilitas Dukungan

Produks Teknis Pengelolaan
Tanaman Produkd Tanaman
Seedlia Seedlia [Base Line]

2. PengelolaanSistem
PenyediaanBenih
Tanaman Pangan

3. Fasili tas Penyediaan
Benih Bersertifi kat

[BaseLine]
Pengelolaan 1. Fasilitas Dukungan
Sistem Teknis Pengelolaan
Penyediaan Produks Tanaman
Benih Tanaman  Jagung Hibrida
Pangan 2. PengelolaanSistem
PenyediaanBenih
Jagung hibrida
3. Fasllitas Penyediaan
Benih Bersertifi kat
Layanan 1. Implementasi
Penerapan PengelolaanLahan
Model Kritis Berbasis
Pengelolaan Masyarakat
LahanKritis
Berbasis
Masyarakatdi
Daerah(Base
Line)

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Sumber anggaran dari tugas pembantian yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul berasal dari satuankerja SP DIPA Ditjen

Holtikultura

Kementrian Pertanian dan SP DIPA Ditjen Tanaman

Pangan. Anggaran Kementerian Pertanian serta SP DIPA Kementrian

Daam Negeri. Total Anggaran untuk mlaksanaan Tugas Pembantan

adalah sbesar Rp.2084.684.000,00 dengan

redisasi  sebesar

Rp.1.691.520.200,06tau sebesar 81,146. Walaupun realisasi anggaran
dalam pelaksanaan tugas pembantan tidak mercgpai 100%, namun

realisasi fisik yang dihasilkan mercgoai 100%. Sumber dan jumlah
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anggaran yang digunakan dalam tugas pembantian tersgji pada Tabel
4.44

Tabel 4.44. Program, sumler dan jumlah anggaran yang digunekan dalam Tugas

Pembantwan
A Persentase o
ogan - Smbe pg, e s Relies
99 9 Keuangan
ProgramPeningkatan Kementerian 1.006.700.000 984.735.400 97,82 100
Produks dan Nilai Pertanian
TambahHoltikultura
ProgramPeningkatan Kementerian 77.984.000 77.984.000 100 100
Produkd, Produktivitas  Pertanian
danMutu Hasl
Tanaman Pangan
ProgramBina Kementerian 1.000.000.000 628800.800 62,88 100
PembanguanDaerah Dalam Negeri
Jumlah 2.084.684.000 1.691.520.200 86,9 100

Sumbe: Dinas Rrtanian Pangan Kelautan dan Peaikanan, 2019

6.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas

Pembantuan

OPD peaksana tugas pembantan yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul di Tahun 2019 adalah Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Peikanan.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPDDinas Perrtanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berjumlah 183 orang.
Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SMP hingga S2. Pangkat
dan golongan juga bervariasi dari golongan | hingga golongan 1V, lihat
Tabel 5.45.
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Tabel 5.45. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di
Dinas Pertanian Pagan Kelautan dan Paikanan KabupatenBantul

JenisPenddikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA DID3 S1 S2 S3 N TR TRV}
0 2 59 19 71 32 - 183 2 44 108 29 183

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan ah Pelatihan, 2019

8. Kondisi Sarana dan Prasaana yang Digunakan (lengkap, kurang,

mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana prasarana yang digunakan  didalam
penyelenggaraan tugas pembantan masih mercukupi. Namun
demikian, bebergpa srana pesarana menang masih perlu untuk
ditingkatkan ataupun dipebaharui.

9. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi secaa umum dapat dilihat pada Tabel
5.46

Tabel 5.46. Permasalahan dan solusi dam pebksanaan tugas pembantuan

Permasalehan Solusi

Padaaspek perencanaan, belum semua
kementrian/lembagamenyampaikan
informasiawal pagu indkatif Tugas
Pembantan.

- Proaktif dengan mebkukan konsultasi ke
Eselon | Kementerian/Lembaga

- Mempedonani petunjukteknis
pelaksanaan pekerjaan dan pedoman
terkait lainnya

Sumbe: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Paikanan, 2019

B. TugasPembantuan yang Diberikan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2019 tidak
memlerikan tugas pembantuan @erah pada bawahan.
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BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerja Sama Antar Daerah

1. Daerahyang Digjak Kerja Sama

Kerja sama antar dagah merupakan salah satu kerangka strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daegah untuk menirgkatkan
kesgjahteraan masyarakat dan percepatan pemeruhan pelayanan publk,
serta sbagal sarana untuklebih memantapkan hubungan dan keterikatan
satu Dagah dengan dengan Daerah lain dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kerja ssma antar dagah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 termasukdalam Kerja Sama Daaah
Dengan Dagah Lain atau disngkat KSDD, yaitu diatikan sebagai usaha
bersama yang dilakukan oleh dagah dengan daeaah lain dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merjadi kewenangan daerah
untuk kesgjahteraan masyarakat dan percepatan pemenulan pelayanan
publik, didasrkan pada pertimbangan €efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Alasan perlunya dilakukan kerja sama antar dagah antara lain

meliputi:

x Daeaah yang bekerja sama dapat belajar bersama untuk memgjukan
daaahnya karena saling mentansfer kepandaian, keterampilan, dan
informasi;

x Daeaah yang bekerja sama memiiki posisi tawar yang lebih baik
karena memiliki mitra untuk bersama-sama memperjuangkan
kepentingannya,

x Daegah yang bekerja sama dapat memperkedl atau mercegah
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konflik, terutamadi daerah yang secara administratif berbatasan
dengan daegah lain karena daerah akan lebih toleran dengan
mitranya;

x Daeaah yang bekerja sama lebih merasakan keadilan karena adanya
transparansi dalam melaksanakan kerja sama dan memiiki akses
yang sama erhadap informasi seta hesil kerja sama;

x Dagah yang bekerja sama memiiki komitmen untuk menelihara
huburgan baik dan sling menguntungkan; dan

x Daeaah yang bekerja sama dapat mengurangi ego daeaah sehingga
menumbuhkn kebersamaan dalam bernegara.

Kerja sama antar daerah dilakukan untuk merghindai berbagai
hal berikut:

x Ketidakseimbangan laju pertumbulan pembangunan antardaeah;

x Ketidakefisienan pemanfagan sumler daya alam dan kemerosotn
kualitas limgkungan hidup;

x Konflik antardaerah perbatasan;

x Ketidaktertiban penggunaan lahan;

x Ketidakharmonisan pemarfagan ruang wilayah perbatasan
(rekomerdasi tata ruang, izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), dan sebagainya);

x Ketidakefisienan kegiatan ekonomi, sosal, dan elayanan publk.

Pemeintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 telah
mengdakan bebergpa kerja sama antar daerah yaitu dengan mernalin
kerja sama dengan beberapa mitra dari Daerah lain, baikk Daerah yang
secaa administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul
maupunyang tidak berbatasan, dan diformalkan dalam perikatan kerja
sama yang berbentuk 1 (satu) dokumenKesepakatan Bersama serta 15
(lima kelas) dokumerPejanjian Kerja Sama, ®bagaimana diunjukkan
dalam Tabel 6.47.



Tabel 6.47. Mitra Kerja Sama dan Bentuk Dokumen Peikatan Kerja Sama
Pemerintah Kabupaten Bantuk Tahun 2019

Pemerintah DaerahDIY,
Pemerintah Proving KalimantanUtara,

Pemerintah KabupatenSleman,

Pemerintah Kota Y ogyakarta,

Pemerintah KabupatenGunungkidul, dan

Pemerintah KabupatenBulungan

Pemerintah DaerahDIY 1

Pemerintah KabupatenK ulon Progo

Pemerintah DaerahDIY, - 1
Pemerintah KabupatenK ulon Progo

Pemerintah KabupatenGunungkidul

Pemerintah KabupatenSleman, dan

Pemerintah Kota Y ogyakarta

Pemerintah KabupatenM amuju TengahProving - 1
Sulawesi Barat

Pemerintah DaerahDIY, - 2
Pemerintah Kota Y ogyakarta

Pemerintah KabupatenK ulon Progo

Pemerintah KabupatenGunungkidul

Pemerintah KabupatenSleman, dan

N

w

N

(&)

Pemerintah DI'Y - 5
Pemerintah KabupatenSimeulue Provind Aceh -

Pemerintah DI'Y -

Pemerintah KabupatenK ulon Progo

Pemerintah KabupatenSleman

Pemerintah KabupatenGunung Kidul

Pemerintah KabupatenK onawe Proving Sulawesi - 1

Tengoara

10 PemerintahDIY - 1
Pemerintah KabupatenSleman
Pemerintah Kota Y ogyakarta

11 Pemerintah KabupatenSleman - 1
Pemerintah Kota Y ogyakarta

Sumbe: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019
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2. DasarHukum

Kerja sama dagah merupakan amanat Undang-Undang Dasar
1945, dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa Femerintahan daerah provinsi,
dagah kabupaten, dan kota mengtur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonami dan tugas pembantan” dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daaah
dalam Bab XVII Bagian Kesatu, Pasal 363 sampai dengan Pasal 369,
tentang Kerja Sama Daegah. Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 menyebutkan l@hwa Dalam rangka menngkatkan
kesgjahteraan rakyat, Daeaah dapat mengadakan kerja sama yang
didasrkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
serta saling menguntungka Q dan Pasal 363 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Xerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daeah
dengan Dagah lain”. Kerja sama antar daerah atau kerja sama Dagaah
dengan Daerah lain lebih lanjut lagi diamanatkan @&lam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daaah yaitu
dalamBab I, muai Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama antar dagah oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan
Dagah;

b. Peraturan Pemeintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daeaah;

c. Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 terihg
Petunjuk Teknis TataCaraKerja SamaDagaah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 teming
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Dagah;

e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009tentang Mekanisme
Kerja Sama Penarintah Kabupaten Bantul;
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f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Kedudulan, Susuran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Dagrah Kabupaten Bantl;, dan

g. Keputusn Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tening
Pembentulan Tim Koadinasi Kerja SamaDaegah.

3. BidangKerja Sama

Kerja sama antar dagah yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul merupakan kerja sama yang bersifat wajib dan
sukarela karena kerja sama dilaksanakan dengan Daerah lain yang
secaa administratif berbatasan maupunyang tidak berbatasan. Kerja
sama antar dagah yang telah dilaksanakan pada tahun2019 melipui
berbagai bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan sbagaimanadisajikan dalam Tabel 6.48 berikut.

Tabel 6.48. Bidang dan Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun

2019
No BidangKerja Sama Mitra Kerja Sama
1 Tramsmigrasi PanerintahDagah DY,

PemerintahProvins KaimananUtara,
PemerintahKabugten Sleman,
PemerintahKota Yogyakarta,
Peamerintah Kabugten Gunungkidul,
dan
Pamerintah Kabuten Bulungan

2 Perydermggaraan $stemPeryedaanAir PamerintahDagah DY

Minum PemerintahKabumtenKulon Prago

3 Komunikasi dan informatika, PamerintahDaegah DY,
Pamerintah Kabu@tenKulon Pra@o
Pamerintah Kabuten Gunungkidul
PemerintahKabuten Sleman, dan
PeamerintahKota Yogyakarta

4 Tramsmigrasi PemerintahKabumten Mamuju Tengah
Provinsi Suawes Barat
5 Komunikasi dan informatika PamerintahDaeah DY, Paenerintah

Kota Yogyakarta Penerintah
KabumtenKulon Pra@o
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No BidangKerja Sama Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kahbupaten Gunungkidul
PamerintahKabugten Sleman, dan

6 Kepegawaian PemerintahDIY

7  Trarmsmigras PemerintahKabumten Simeuue
Provinsi Aceh

8 Pergelolaan StlinmasRescue PemerintahDIY

PemerintahKabumtenKulon Prayo
PemerintahKabumten Sleman
Pamerintah Kabu@ten GunungKidul

9  Trarsmigras PemerintahKabumtenK onawe Preins
Sulawes Tenggara
10 Pergelolaan Sanpah PemerintahDIY

PemerintahKabumten Sleman
PemerintahKota Yogyakarta

11 Peryelerggaraan Pasaranadan Srana  Pamerintah Kabupeten Sleman
Jalan PemerintahKota Yogyakarta

Sumbe: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

4. Nama Kegiatan

Tugas penyiagpan bahan  perumusn  kebijakan  dan
pengoordinasian tugas Perangkat Daegah, serta pelayanan administratif
kerja sama antar daerah tahun 2019 dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Ussha/lLembaga pada Program
Penyusuran Kebijakan Kerja SamaDaaah.

5. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar
Daerah

Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan
urusan tugasumum pemerintahan bidang kerja samaantar dcherah adalah
Bagian Adminstrasi Pemerintahan Sekretariat Dagah Kabupaten
Bantul. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018
tentang Kedudikan, Susuran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melalui Sub Bagian
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Kerja Sama melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pengoordinasiantugasPerangkat Daaah, serta pelayanan
administratif bidang kerja sama daeaah, dan bahwa Pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 meryebutkan bahwa kerja
sama cherah melipui kerja sama daegah dengan daaah lain (kerja sma
antar cherah), antara dagah dengan pihak ketiga, dan/atau antara cagah
dan lembaga atau pemerintah daeah di luar negeri. Dalam bidang kerja
sama cherah, Sub Bagian Kerja Sama nenyelenggarakan fungsi:

a. Penyusuran rencanakerjasub lagian;

b. penyiapan bahan perumusn kebijakan Daaah bidang kerja sama
dagah;

C. penyigpan bahan koordinasi dan sinkronissi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah bidang kerja sasmadaeaah;

d. penyigpan bahan pembinaan administratif bidang kerja sama
dagah;

e. penyiapan bahan kgjian potensi lerja sasmadaeaah;

f. pengembangan kerja sama daerah dan pelapaan pelaksanaan kerja
samaantardaeaah kepada pemerintah provinsi;

g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan daerah bidang kerja sasmadaegah;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaparan pelaksanaan tugas
dan fungsi sub bagian;

a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan terkait tugas dan fungsinya.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawa pada Perangkat Daerah Bagian
Administrasi Pemeintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
berjumlah 12 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD
hingga S2. Pangkat dan golongan jugabervariasi dari golonganl hingga
golongan IV, lihat Tabel 6.49
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Tabd 6.49. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di
Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Dagah Kabupaten

Bantul
Jenis Pendidikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA Di1/D3 S1 S2 S3 LnomIv
1 - 4 1 3 3 - 12 1 4 5 2 12

Sumbe: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupeten Bantul, 2019

Keseluruhan pegawal yang mengampu tugas bidang kerja sama
dagah (meliputi kerja sama antar cherah dan kerja sama dengan pihak
ketiga) di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daaah Kabupaten Bantul berjumlah 3 owlng,
dengan kualifikasi pendidikan tercaat dari SMA dan S2, serta pangkat
dan golongan yaitu golongan 1l hingga golonganlV, sebagaimana dapat
dilihat dalam Tabel 6.50.

Tabd 6.50. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di
Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan,
Sekretariat Dagah Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA Di1/D3 S1 S2 S3 T [ TV}
- - 1 - 1 1 - 3 - 1 1 1 3

Sumbe: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dukungan dana pelaksanaan tugas bidang kerja sama daerah
(meliputi kerja sama antar chgah dan kerja sama daeah dengan pihak
ketiga) mellui Kegiatan Pengembangan Kerja Sama dengan Dunia
Usaha/Lembaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dn Belanja
Dagah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, vyaitu
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian
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Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2018 Nomor 914/027DPA/PRKD/2019 dan Dokuren Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 Nomor
914/160DPPA/PPKD/2019 dengan  total  anggaran  sebesar
Rp.70.682.000,00 ah jumlah serapan sebesar Rp.67.662.000,0Ctau
95,73%, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah
sebesar Rp.3.020.000,0Gtau 4,27% sebagaimana dapat dilihat dalam
Grafik 6.15

Anggaran (APBD 2019)=Rp. 70.682.000

H Serapan ® SLPA

Grafik 6.15. Anggaran dan Serapan Anggaran Kegiatan
Pengembangan Kerja SamaDengan Duria Usaha/Lembaga Tahun
2019 (Sumbr: Bagian Administrasi Pemerintahan SetdaKabupaten
Bantul, 2019)

8. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangkawaktu kerja sama antar daerah bervariasi, menyesuaikan
dengan luas atau banyaknya ruang lingkup kerja sama dan kesepakatan
parapihak.
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Hasl (Output) dari Kerja Sama

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Dagah Kabupaten Bantul yang berdasarkan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 141Tahun 2018 tentang Kedudikan,
Susuran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daaah Kabupaten Bantul, melalui Sub Bagian Kerja Sama dilaksanakan
tugas pelayanan administratif bidangkerja sama dagah dan padatahun
2019ini merghasilkan 16 (enam belas) dokumenperikatan kerja sama
antar daerah yaitu berbentuk 1 (satu) dokumenKesepakatan Bersama
dan 15 (lima belas) dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
ditunjukkan dlam Tabel 6.51.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam pelayanan administratif kerja
sama antar daeah tahun2019 adalah bahwa beberapa dokumenKSDD
pembaltesan dilaksanakan tidak bertemu secara langsung namun melalui
komurikasi dengan email, hal ini mergakibatkan perlunya beberapa lali
komurikasi dan koordinasi untuk mercgpai kesepakatan yang sesuai

dengan maksud éri masing-masng Pihak.

11. HalLain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Selain melaksanakan kerja sama antar dagah dan kerja sama
dengan pihak ketiga, Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019
juga men@in singgi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan
Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan PP 28 Tahun 2018, bBhwa
pelaksanaan urwsan pemeintahan yang membuuhkan dukungn
progam Pemeintah Daaah dilaksanakan dalam bentuk sinegi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunansesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan
Pemerintah Pusat terwujud dalam 8 (delapan) Nota Kesepakatan dan 9
(Sembilan) Rencana Kerja sebagaimana ditunjukkandalam Tabel 6.53.



Tabel 6.51. Data Kerja SamaAntar Dagah Kabupaten Bantul Tahun2019

No

Judul Dokumen

Nota Kesgakatan antara  Pemerintah
Kabupaten Bantul Dan Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam
Negeri  Regional  Yogyakarta Tentang
Penyelenggaraan Pelathan DasarBagi Calon
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah KabupatenBantul Tahun 2019

Nota Keseakatan antara Badan Penyuluhan
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian Kementerian Pertanian Dengan
Pemerintah Daerah KabupatenBantul Tentang
Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Keja Penyuuh Pertanian
Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah
DaerahKabupatenBantul

Nota Kesgakatan antara  Pemerintah
Kabupaten Bantul Dan Kejaksaan Negeri
Bantul Tentang Pemberian Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Dan Tindakan Hukum
Lain Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha
Negara Seta Pelaksanaan Pengawal Dan
Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan
Daerah(P4D) KabupatenBantul

Nota Kesegakatan antara  Pemerintah
KabupatenBantul  Dan Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Bantul Tentang Program
Perubahan Identitas Di Kartu Keluarga Dan
Kartu Penduduk Elektronkk Bagi Pengantin
Baru Melalui Sinkronisasi Data Dan Integrasi

Nomor Dokumen

Nomor :
02/Mou /Bt/2019
Nomor :
8934/02.265/PPSDM

Nomor :
16.1/NK/I/02/2019
Nomor :
03MoU/Bt/2019

Nomor :
08/MoUIBt/2019
Nomor :
B,-862/0.4.13/04/2019

Nomor :
10/MoU /Bt/2019
Nomor :

2151/Kk.12.01/6/PW.01/5/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerj a Sama

Ruang lingkup Nota Kesguahaman ini meliputi
pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasarbagi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
KabupatenBantul Tahun 2019

Ruang Lingkup Nota Kesgpahaman ini meliputi
perencanaan, seleksi, pengangkatan  dan
penempatan PP R Penyul uh pertanian.

Ruang lingkup Nota Kesgoakatanini meliputi :
a.pemberian  bantuan hukum, pertirnbangan
hukum, dan  tindakan  hukum lan

di Bidang PerdatadanTataUsahaNegara;

b.peleksanaan P4D di lingkungan PIHAK

KESATU, mdiputi :

1) pendampingan, pendapat hukum terhadap
permasalehan hukum dalam peleksanaan
kegiatanyang bernilai strategis; dan

2) sosialisasi/penyuluhan/penerangan hukum.

Ruang lingkup Nota Kesgpakatanini meliputi :

a. Elemen data dari Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk
kedua mempelai, yaitu :

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2) Nama Lengkap;

Tanggd
Dokumen

18 Januari 2019

13 Februari 2019

24 April 2019

13 Mei 2019

Jangka
Waktu

12 Bulan

s.d. terbitnya
SK

Pengangkatan
PPPK

Penyuluh
Pertanian

12 Bulan

3 Tahun
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No

Judul Dokumen

Sistem Informasi Mangemen Nikah Dan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) Di KabupatenBantul

Nomor Dokumen

Objek dan Ruang Lingkup Kerj a Sama D'I'oéll(nugng]gn
3) Alamat;

4) TempatdanTanggal Lahir;

5) StatsKawin;

6) StatisKelamin;

7) Agarna; dan

8) Nama LengkapOrang Tua.

. Elemen data dari hasil pencatatn nikah dan

rujuk dari Sistem Informasi Mangemen Nikah
(SIMKAH) untuk kedua mempelai, yaitu;

1) Nomor Akta Perkawinan;

2) Tangpl Perkawinan;

3) Nomor Induk Kependudukan (NIK);

4) Nama Lengkap;

5) PerubahanData;

6) Perubahanstatus;

7) Perubahanalamat;

8) CetakKartu Keluarga; dan

9) CetakKartu Tanda Penduduk elektronik.

. Sosialisasi administrasikependudukan,;
. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Nikah

(SIMKAH):;

. Pela&ksanaan sinkronisasi data dan integrasi

Sistem Informasi Mangjemen
Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK);

. Hasil sinkronisasi data dan integrasi Sistem

Informasi Mang emen Nkah
(SIMKAH) dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK);

. Penyerahan KTP elektronik/Surat Keterangan
dan Kartu Keluarga kepada
KUA di wilayah:

1) Kecamatan Bantul;
2) Kecamatan Pleret;
3) Kecamatan | mogiri;

Jangka
Waktu
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No Judul Dokumen Nomor Dokumen

5 Nota Kesegakatan antara Komisi Pengawas Nomor :
Persaingan Uséha Dan Pemerintah 15KPPU/NK/IX/2019
Kabupaten Bantul ~ Sinergitas  Dalam Nomor © 25MoU/Bt/2019
Dukungan Pencegahan Dan Penegakan
Hukum Persaingan Usaha Serta Koordnasi
Pengawasan KemitraanDi KabupatenBantul

6 Nota Kesgakatan antara Badan Informasi Nomor :
Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Bantul o5 o/k A-BIG/PK .05/10/2019
tentang Sinergitas Penyelenggaraan, Normor -
Pengembangan, Pemanfaatan Data dan '

Informasi Geospasil di KabupatenBantul 30/MoU/Bt/2019

Tanggd

Objek dan Ruang Lingkup K erj a Sama Dokumen

4) Kecamatan Piyungan;

5) Kecamatan Pandak;

6) Kecamatan Pgjangan;

7) Kecamatan Dlingo;

8) Kecamatan Bambanglipuro;
9) Kecamatan Kretek;

10) Kecamatan Jetis;

11) Kecamatan Sedayu;

12) Kecamatan Srandakan;

13) Kecamatan Sanden;

14) Kecamatan Sewon;

15) Kecamatan Kashan;

16) Kecamatan Banguntapan; dan
17) Kecamatan Pundorng

Objek Nota Kesepakatanini adalah pencegahan 23 September 2019
dan penegakan hukum persaingan usaha, serta
koord nasipengawasan kemitraan

Ruana Linakup :

a. Asistensi sosialisasidan advokasiterkait
persaingan usaha

b. Tukar menukar Informasi persaingan usaha;
dan

c. Koordnasipengawasanpelaksanan kemitraan

Ruang Lingkup :: 25 Oktober2019
a. Penyelenggaraan datadanInformasi geospasial
b. Pengembangan datadaninformasigeospasial

c¢. Pemanfaatandatadaninformasi geospasil
untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, danevaluasi pembangunan di
KabupatenBantul

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dalam bidang informasi geospasial

Jangka
Waktu

12 Bulan
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No

Judul Dokumen

Nota Kesgakatan antara Badan Pengawas
Obat danMakanan dan Pemerintah Kabupaten
Bantul tentang Sinergitas Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan
Makanan

Nota Kesgakatan Pemerintah Kabupaten

Bantul Dan Kepolisian Resor Bantul
Sinergitas Dabm Upaya Menciptakan
Ketentraman, Keettiban, Keamanan,

Kenyamanan Serta Kesiap Siagaan Pelayanan
Dan Penanganan Aduan Masyarakat Di
KabupatenBantul

Nomor Dokumen

Nomor :
TKS.0101.105.1055.11.19.10824

Nnamnr *

33 MOU/BUZULY

Nomor :
34/MoU/Bt/2019
Nomor :
B/2412/X1/HUK.81/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerj a Sama

Objek Nota Kesepakatanini meliputi obat, obat

tradisional,
pangan olahan, serta pengawasan

kesehatan,
fasili tas

kosmetik, suplemen,

produkd, distribusi, danpelayanankefarmasian
Ruang lingkup :

a.

Pembinan dan pengawasan terpadu di bidang
obatdanpangan

b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat

c. Penguatan

jgaring pengawasan keamanan
pangan terpadu

. Pembinaan dan pendampingan UMKM obat

tradisional, kosmetik,danpangan

. Integrase data dan system informasi dalam

rangka percepatanperijinan di bidang obat dan
makanan

Pemanfaatan, peningkatan dan pengembangan
sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak
dalam rangka pengawasanobat dan makanan

. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan

peraturanperundang-undangan

. Bantuan teknis yang mendukung tugas dan

fungs Para Pihak

Ruang lingkup :

a.

Pemeliharaan dan peningkatan kondisi wilayah
yang tenteram, tertib, aman dan nyaman

. Pelayanan dan penanganan aduan masyarakat

secara cepatdan

. Dukungan kegiatan para pihak sesuai dengan

kewenangan dan ketenuan peraturan perundang
undangan

Tanggd Jangka
Dokumen Waktu
07 November 2019 12 Bulan

18 Nopember 2019 12 Bulan
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No

10

Judul Dokumen

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten
Bantul Dan Pusat Pelathan Dan
Pengembangan Dan Pemetaan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi
Negara tentang Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Nasonal Tingkat Il Bagi
Pegawai  Negeri  Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah KabupatenBantul Tahun
2019

Rencana Kerja antara Badan Informasi
Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Bantul
tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi
Geospasialdi KabupatenBantul

Nomor Dokumen

Nomor :
0V/RK/Bt/2019
Nomor :
1807PKA.1.1/JHKM.03

Nomor :
25.1/PPKS-BIG/PK.05/10/2019
Nomor :
02/RK/Bt/2019

Tanggd

Objek dan Ruang Lingkup K erj a Sama Dokumen

Penyelenggaraan pelaihan Kepemimpinan 05 Agusus2019
Nasbnal Tingkat Il bagi Pegawai Negeri Sipi8l
Dili ngkunganPemerintah KabupatenBantul

a. Penyelenggaraan datadan informasi geospasial, 25 Oktober2019
meliputi:
1) pengumpulan, pengolahan dan penggunaan
datadaninformasigeospasial;
2) pembentukan metadata;
3) pengamanan dan penyebarluasan data dan
informasigeospasid;
4) pemeliharaan, pemutakhiran dan pertukaran
datadaninformasigeospasial;dan
5) pembinaan, asktensi dan  supervisi
penyelenggaraan datadaninformasi
b. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial
sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa
petadasa, petatematik danpetarencana;

c. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial

bidang penatean ruang, meliputi:

1) pembinaan, asktensi dan suyoervisi peta
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Detail TataRuang; dan

2) fasiitasi dalam rekomendasi, orthorektifi kasi
danasgekteknis perpetaan tata ruang.

d. Pengembangan simpul  jaringan  informasi

geospasial,meliputi:

1) penggunaan dan pengembangan teknologi
dan infrastuktur simpul jaringan informasi

Jangka
Waktu

4 Bulan

5 Tahun
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No

11

12

Judul Dokumen Nomor Dokumen

Rencana Kelja antara Pemerintah Kabupaten Nomor :
Bantul Dan Kejaksaan Negeri Kabupaten 03/RK/Bt/2019
Bantul tentang Pemberian Hak Akses Nomor

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

DanDataKependudukan B-2312m.4.12/08/10/2019

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Nomor :
Bantul Dan Kantor Pertanahan Kébupaten 04/RK/Bt/2019
Bantul tentang Optimalisas Pengelolaan Nomor -

Pgak Daerah Terkait Dengan Kegiatan

PendaftaranTanahDi KabupatenBantul 2208/SKB-34.02.UP.03/X1/2019

. : . Tanggd

Objek dan Ruang Lingkup Kerj a Sama Dokumen
geospasial;

2) pengamanan dan pengembangan simpul
jaringaninformasigeospasial;dan

3) pembinaan,  asktens dan  supervis
pengembangan simpul jaringan informasi
geospasial.

e. pembinaan sumber daya manusia hbidang
informasi geospasial tekait penataan ruang dan

pengembangan simpul jaringan informasi
geospasial;dan
f. monitoring dan evaluasiRencanaKerja.
Ruang lingkup : 25 Oktober 2019
Akses data dan pemanfaatan data kependudukan
yang meliputi :
a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala
Keluarga

b. Nomor Kartu Keluarga (KK)
c. NamaKepalaKeluarga

. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota
keluarga

e. Nama AnggotaKeluarga

f. StausHubungankeluarga g. tempat Lahir
g. Tangaal Lahir

h. Jenis Kelamin dan

i. Alamat

o

Ruang lingkup Rencana Kerjameliputi : 01 Nopember 2019

a. Pertukaran data PBB-P2 dan data BPHTB
dengan data pendafataan sewai dengan
ketentuan yang berlaku

b. Koordinasi dan dukungan teknis administrasi
PBB-P2 dan BPHTB serta Pemanfaatan ZNT

Jangka
Waktu

3 Tahun

3 Tahun
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No

13

14

Judul Dokumen

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten
Bantul Dan Balai BesarPengawas (bat Dan
Makanan Di Yogyakarta tentang Pembinaan
Pengawasan Produk , Fasilitas Produks Dan
Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,
SuplemenKesehatanDan Pangan

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten
Bantul Dan Balai Besar Pengawasan Obat
Dan Makanan Di Yogyakarta tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Pangan Jajanan
Anak Sekolah

Nomor Dokumen

Nomor :
05/RK/Bt/2019

Nomor :
T-KS.01.01.105.1065.11.19.10825

Nomor :
T-KS, 01.01.105.1055.11.19.10825
Nomor :
06/RK/Bt/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerj a Sama

yang dimiliki oleh Pihak KEDUA dan

c. Koordnasi dan dukungan terhadap kegiatan
PTSL yang dil akukan oleh PIHAK KEDUA

Ruang Lingkup :

a. Pembinaan dan pengawasan faslitasproduks
dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetik,
swlemenkeshatan danpangan

b. Pembinaan dan pengawsan peredaran obat,
obat tradisional komsmetik suplemen kesehatan
danpangan

c. Pengelolaan sisteminformasiumpan balik

d. peléksanaan  komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat mengenai obat, obat
tradisonal, kosmetik, suplemen kesehatan dan
pangan

e. Penanganan kasus keracunan yang disebabkan

oleh obat-obatan tradisonal, kosmetik,
swlemen keshatan danpangan.

f. Peningkatan Kapastas Sumber Daya Manusa

(SDM) dibidang pengawsan dan pembinaan
sarana produks dandistribus produk obat, obat
tradisional , kosmetik, syplemen kesehatan dan
pangan  g. sinkronisasi dan integrasi program
pengawsan prodlk obat, obat tradisional ,
kosmetik , suplemenkesehatan danpangan

Ruang Lingkup :
a. Koordnasipelaksanaan pembinaan pengeloaan
PJAS danpengelolaan kantin sekolah

b. Informasi umpan balik hasil pembinaan PJAS
danpengelolaan Kantin Sekolah

Tanggd
Dokumen

07 Nopember 2019

07 Nopember 2019

Jangka
Waktu

5Tahun

5Tahun
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No

15

16

17

Judul Dokumen

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten
Bantul Dan Balai Besar Pengawasan Obat
Dan Makanan Di Y ogyakarta Pembinaan Dan
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Saana
Produks Pangan Olahan, Sarana Ritel Pangan
DanSaanaDistribusi Bahan Berbahaya

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten
Bantul Dan Balai Besar Pengawasan Obat
Dan Makanan Di Yogyakart tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Pangan Segar

Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten
Bantul Dan Kepolisian Resor Bantul tentang
Sinergi Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggl
Panggilan Darurat112 (NTPD 112

Nomor Dokumen

Nomor :
T-KS, 01.01.105.1055.11.19.10827

Nomor :
07/RK/Bt/2019

Nomor :
T-KS, 01.01.105.1055.11.19.10828
Nomor :
08/RK/Bt/2019

Nomor :
09RK/Bt/2019
Nomor :
B/2413/X1/HUK.8.1/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerj a Sama

Ruang lingkup :

a.

Pembinaan dan pengawasan
pangan olahan

usaha produks

b. Pembinaan danpengasanusaha ritel pangan
c. Pembinaan dan pengawasn usaha distribusi

bahan berbahaya yang sering disalahgunakan
dalam makanan

. Pembinaan dan pengawasan pasar rakyat agar

amandari bahan berbahasadan

. pemberdayaan masyarakat melalui komurikasi

informasidan edukasi (KIE)

Ruang lingkup meliputi ::

a. Koordnasi pelaksanaan pembinaan,
pemantauan dan pengawasan pangan segar
asaltumbuhan hewan danikan

b. Informasi umpan balik has|
pembinaan,pemantasan dan pengasan pangan
segar asaltumbuhanhewan danikan

Ruang lingkup :

a. Penyelenggaraan layanan NTPD 112 dari
Pemerintah KabupatenBantul

b. Penyelenggaraan layananpalisi 110

Tanggd
Dokumen

07 Nopember 2019

07 Nopember 2019

18 Nopember 2019

Jangka
Waktu

5Tahun

5 Tahun

3 Tahun

Sumbe: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupeten Bantul, 2019
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Pemeintah Kabupaten Bantul pada twhun 2019 secra
keseluruhan telah merjalin kerja sama dengan 65 (enam puluh lima)
mitra (dgpat dilihat dalam Tabel 6.52 dan Grafik 6.16 dan
merghasilkan 143 (seratus empat puluh tiga) dokumen prikatan kerja
sama (dapat dilihat dalam Tabel 6.52 dan Grafik 6.16).

Tabel 6.52. MitraKerja Sama Penerintah KabupatenBantul Tahun 2019

Mitra Kerja Sama Jumlah

Dagahlain 9
Ingarsi Vertikal 6
Pihak ketiga

Pebarkan 11

Badan saha(CV/PT) 24 56

Badan hikum (Ingitusi Pendidikan) 20

Organisas kemasyarakatan 1

Jumlah 71

Sumber: Bagian Adninistrasi PemerintahanSetda Kabupden Bantul, 2019

B KD mKDPK @ Snergi

Grafik 6.16. PersentaseJumlah MitraKerja SamaPemerintah
Kabupaten Bantul Tahun2019(Sumber: Bagian Administrasi
Pamerintahan StdaKabypatenBartul, 2019)
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Tabel 6.53. Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2019
Bentuk Perikatan Kerja Sama
_ Dokumen Dokumen
Kategai P PerjanjianKerja
P Sama/Rencana
Bersama .
Kerja
Keljasama demgan darahlain 1 15
Sinergi derganingarsi Vertikal 8 9
Kerjasama deman phakketiga 32 77
Jumlah DokumSen Perikatan Kerja 41 101
ama

Jumlah Keseluruhan Dokumen
Perikatan Kerja Sama (K esepakatan
Bersama Perjanjian Kerja Sama dan
RencanaKerja ) dalam 1tahun

Sumber: Bagian Adninistrasi Pemerintahan Setda Kabupaen Bantul, 2019

142

B KDD ® KDPK ® Snergi

Grafik 6.17. PersentaseJumlah Dokurren Perikatan Kerja Sama
PemerintahKabupaten Bantul Tahun 20B. (Sumber: Bagian
Administrasi PemerintahanSedaKabutenBartul, 2019)
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B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitrayang Digjak Kerja Sama

Kerja Sama Deerah Dengan Pihak Ketiga dalam Peraturan
Pemeintah Nomor 28 Tahun 2018 adalah usha lersama yang
dilakukan oleh degah dengan pihak ketiga ddam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merjadi kewenangan daerah
untuk menigkatkan kesgahteraan masyarakat dan percepatan
pemenulan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menpdi mitra
terdiri atas perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi
kemasyarakatan balk yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum £suai dengan ketentuan graturan perundangundangan.

Kerja sama dengan pihak ketiga harus dilihat sebagai suetu
kebutuhanpemerintah daerah yang tidak terelakkan pada masa ekarang
mergingat perubahan paradigma pEmbanguren yang tidak lagi
merempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan,
melainkan rarus melibatkan partisipasi semua pihak hingga kerja
sama yang saling mengunturgkan dengan berbagai kalangan penting
untuk dibargun dan dtingkatkan. Kerja sama dengan pihak letiga
merupakan sarana untukmenirgkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan
pemerintah kepada magarakat atau mearik invesesi daam jumlah
yang cukup kesar gunamemperlancar penyelenggaraan otonanmi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 209 telah menglin
kerja sama dengan 56 (lima puluh enam) mitra pihak ketiga yaitu
melipui 11 (sebelas) mitra perbankan, 24 (dua puluh empa) mitra
CV/PT, 20 (dua puluh) mitra institusi pendidikan, dan 1 (satu) mitra
organisasi kemasyarakatan (jumlah mitra kerja sama dengan pihak
ketiga dalam persen ditunjukkan édlam Grafik 6.18).
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1,79

m Pagbankan mCV/PT Instutusi Pendidikan ~ mOrganisasi Kemasyarakatan

Grafik 6.18. PersentaseJumlah MitraKerja Samadengan Pihak
KetigaPemeintahKabupaten Bantul Bhun 20D. (Sumbe: Bagian
Administrasi PemerintahanSetdaKabugten Bartul, 2019)

Perikatan kerja sama dengan 56 (lima puluh enam) mitra pihak
ketiga tersebut diformakan ddam bentuk 32 (tiga puluh dua)
Kesepakatan Bersama serta 77 (tujuh puluh tujuh) Perjanjian Kerja
Sama, €bagaimana ditunjukkan dlam Tabel 6.54.

Tabel 6.54. Mitra Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pemeintah Kabupaten
Bantul Tahun 203.

Bentuk Perikatan

Kerja Sama
No Mitra Kerja Sama
Kesepakaan Perjanjian
Bersama  Kerja Sama
1  PT.BankTalungan Negara (Pasero), Tbk Kartor 1 1
Cabangy ogyakarta
2  PT.Bank Pambargunan Daeah Deerahlstimewa 2 8
Y ogyakarta CabandBartul
3  PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Thk Cabang 1 1
Bartul
4  PT. Bank Negara Indonesia (Pe'sero) Tbhk Kartor 1 1
CabangUtama Yogyakarta
5  PTBankBrisyariahKantor CabangY ogyakarta 1
6  PT.Bank MuamalatIndoresia, Thk Cabang 1 1
Y ogyakarta
7 PT. Bank Bukopin, Thk CabangY ogyakarta 1 1
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No

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

a7
48
49

Mitra Kerja Sama

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT BankMandiri TASPEN

PT. Bank Woori Sawdara Indonesia 1906, Tbk
PD. BPR. BankBartul

PT. Angkasa Pual (Pasero)

CV. Altar Ria Production

BPJS K esehatan CabangY ogyakarta
Ingitut Tehrologi Y ogyakarta
UniversitasGadjahMada
UniversitasPanbargunan Namnal Veteran
Y ogyakarta

RSKIA Radhmi

StiekesWirahusada

PT Asuransi Jasaraharja Ritera

PT Taspen

UniversitasJendra Achmad Yani
UniversitasY ars

UniversitasAhmad Dahlan

Poliiteknik APl Y ogyakarta
UniversitasJanabalra

PoltekkesTNI AU Adisujipto Y ogyakarta
UniversitasSajana Wiyata

PT. Bali Towerindo Sertra Tbk

Toko Paites

BalongWaterpark

Bale Ayu

ApotekIndah Fama

Toko Buku Soca Agency

Grand Ruri Waterpark

Rumah Makan Ingkung Jawa WaoengNdesso
Tirta Tamansari Waterpark

PT Yudhistira Grelia Indonesia AreaY ogyakarta
Swalayan danToserba Rirama

Galaxy Waterpark

BabyZone

SwalayanToserbaAgung

PT SanghiangPekasa

Antara DigitasMeda

Akademi Mangjemen Administrasi Y ogyakarta
Inditut Sains dan Teknaligo AKPRIND

Y ogyakarta

STIKES Madani

Radjawali Indonesia

UniversitasKristen Duta Wacana

Bentuk Perikatan
Kerja Sama

Kesepakaan
Bersama

1
1
1

PR

e

el

PR R R

Perjanjian
Kerja Sama

RPRRPNRPRPNRRR

PR RPRRRPPRRPRRPRPRPRPRRPRPRPRPREPRPRENRPRRPNRNRPRRRER

R
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Bentuk Perikatan

Kerja Sama
No Mitra Kerja Sama
Kesepakaan Perjanjian

Bersama Kerja Sama

50 UniversitasNegeri Semarang

51 Akademi Keperawatan YKY

52 Akademi Farmas Indonesia Yogyakarta

53 Akademi Analis KesehetanManggala

54 PolekesKsehatanKemerterian Kesehatan
Y ogyakarta

55 PoltekesPemata Indonesia Y ogyakarta

56 Lembaga Periaran Pulik Televesi Republik 1
Indonesia
Jumlah Dokumen Perikatan Kerja Sama dengan

Pihak Ketiga

B
NN NN R

N

32 77

Sumbe: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

2. DasarHukum

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga diamaretkan dalam
Pasal 363 ayat (2) hurufb Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 yaitu
menyebutkanbahwa ¥erja sama sebagamana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga’". Kerja sama
Dagah dengan pihak ketiga lebih lanjut diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tenang Kerja Sama Daaah yaitu
dalamBab 111, muai Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten
Bantul dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan
Daaah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Dagah;

c. Peraturan Mentei Daam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 terihg
Petunjuk Teknis TataCara Kerja SamaDaeah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 teming
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Dagerah;
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e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Kerja Sama Penrarintah Kabupaten Bantul;

105 Tahun 2016 tentang

Kedudulan, Susuran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

f. Peraturan Bupati Bantul Nomor

Sekretariat Dagrah Kabupaten Bantul;dan

0. Keputusn Bupati Bantul

Nomor 39 Tahun 2018 teniang

Pembentulan Tim Koadinasi Kerja SamaDae&ah.

3. BidangKerja Sama

Kerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahur2018 meliputi berbagai bidang
sebagaimanaditunjukkandalam Tabel 6.55 berikut.

Tabel 6.55. Bidang dan Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan

Pihak Ketiga Tahun 2A9

No

1

10

11

BidangKerja Sama
Pergelolaan keuargan deerah, poduk
danjasa layananperbankan, corporate
sacial responghility
Pergelolaan keuargan daerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuangan deerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuargan daerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaankeuangan deerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuargan deerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaankeuaman derah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuargan deerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuargan daerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuargan deerah, poduk
danjasalayananperbarkan
Pergelolaan keuargan daerah, poduk
danjasalayananperbarkan

Mitra Kerja Sama
PT. Bank Tabungan Neagara (Pe'sero),
Thk Kartor CabangY ogyakarta

PT. Bank Pembargunan Daeah Deerah
IstimewaY ogyakarta Calang Bartul

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pasero)
Thk CabangBartul

PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Thk Kartor CabangUtama Yogyakarta

PT BankBrisyariahKantor Cabang
Y ogyakarta

PT. Bank Muamalat Indoresia, Tbk
Cabangy ogyakarta

PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang
Y ogyakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Thk
PT BankMandiri TASPEN
PT. Bank Woori Sawara Indonesia

1906, Tbk
PD. BPR. BankBartul
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No

12
13
14
15
16
17

18
19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33
34
35
36

37
38

BidangKerja Sama
Pergembangan Pdensi danSumber
Daya Kabuypaten
Pdaksanaan Bren Bantul Ekspo
PragramAplikasi, distribus KIA
Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Penddikan, peelitian,pengabdan
kepadamasyarakat
PdayananAkta Keahiran
Kesehetan,perdidikan, pendlitian,
pergabdankepadamasyarakat
Asuansi
Sisteminformasi
Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Penddikan, peelitian,pengabdan
kepadamasyarakat
Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Kesehetan,perdidikan, pendlitian,
pergabdankepadamasyarakat
Penddikan, peelitian,pengabdan
kepadamasyarakat
Pembargunaninfrastruktur
Telekomunikasi
PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan

PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan

PerggunaanidertitasK ependudikan
Perggunaanidertitas Kependudikan

Mitra Kerja Sama
PT. Angkasa Pual (Pasero)

CV. Altar Ria Production
BPJS K esehatan Cabangy ogyakarta
Ingitut Tehrologi Y ogyakarta

UniversitasGadjahMada

UniversitasPembargunan Nasonal
Veteran Yqgyakarta

RSKIA Radmi
StiekesWirahusada

PT Asuransi Jasaraharja Rutera
PT Taspen
UniversitasJerdra Achmad Yani

UniversitasY ars
UniversitasAhmad Dahlan
Politeknik APl Y ogyakarta
UniversitasJanabadra

PoltekkesTNI AU Adisujipto
Y ogyakarta

UniversitasSajana Wiyata
PT. Bali Towerindo Sertra Thk

Toko Paites
BalongWaterpark
Bale Ayu

Apotek Indah Fama
Toko Buku Soc¢a Agency
Grand Riri Waterpark

Rumah Makan Ingkung Jawa Waoeng
Ndesso
Tirta Tamansari Waterpark

PT Yudhistira Gralialndonesia Area
Yoavakarta
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No

39
40
41
42

43
44
45

46

a7

48
49

50
51

52

53

54

55

56

BidangKerja Sama
PerggunaanidertitasK ependudikan

PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan
PerggunaanidertitasK ependudikan

IdertitasKependidukan, PAUD
Informasi Publik

Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat

Penddikan, paditian,pengabdan
kepadamasyarakat
Kesehetan,perdidikan, penelitian,
pergabdankepadamasyarakat

Promosi Pasr

Penddikan, peelitian,pengabdan
kepadamasyarakat

Kepegawaian

Kesehetan, pendidikan, penditian,
pergabdankepadamasyarakat
Kesehetan, pendidikan, penditian,
pergabdankepadamasyarakat
Kesehetan, pendidikan, penditian,
pergabdankepadamasyarakat
Kesehetan, pendidikan, penditian,
pergabdankepadamasyarakat
Kesehetan, pendidikan, penditian,
pergabdankepadamasyarakat
Informasi dankomunikasi

Mitra Kerja Sama
Swalayan danToserba Rirnama

Galaxy Waterpark
BabyZone
SwalayanToserbaAgung

PT SanghiangPekasa
Antara DigitasMeda

Akademi Mangjemen Administrasi
Y ogyakarta

Ingitut Sains dan Teknoligo AKPRIND
Y ogyakarta

STIKES Madani

Radjawali Indonesia
UniversitasKristen Duta Wacana

UniversitasNegeri Semarang
Akademi Keperawatan YKY

Akademi Farmasi Indonesia Y ogyakarta
Akademi Andis KesehatanManggala
PoltekesK sehatanK emerterian
Kesehatan Yagyakarta
PoltekesPamata Indonesia Y ogyakarta

Lembaga Peryiaran Pulbik Televes
Repubik Indonesia

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaen Bantul, 2019

4. Nama Kegiatan

Tugas penyiapan

bahan  perumusn

kebijakan  dan

pengoordinasian tugas Perangkat Daegah, serta pelayanan administratif

kerja ssma daaah dengan pihak ketiga tahun 2019dilaksanakan melaui

Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan DuniaUsaha/Lembaga pada

Program Penyuswnan Kebijakan Kerja Sama Daerah.

5. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar

Daerah
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Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan
urusan tugasumum pemerintahan bidang kerja samaantar cherah adalah
Bagian Adminstrasi Pemerintahan Sekretariat Dagah Kabupaten
Bantul. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Bhun 2016
tentang Kedudikan, Susuran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meklui Sub Bagian
Kerja Sama melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pengoordinasiantugasPerangkat Daaah, serta pelayanan
administratif bidang kerja sama daeaah, dan bahwa Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 meryebutkan bahwa kerja
sama cherah melipui kerja sama daegah dengan daegah lain (kerja sma
antar cherah), antara dagrah dengan pihak ketiga, dan/atau antara cagah
dan lembaga atau pemerintah daeah diluar negeri.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Bagian Administrasi
Pemeintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 11
orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S2.
Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan | hingga golongan
IV, lihat Tabel 6.56.

Tabel 6.56. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golorgan di
Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Dagah Kabupaten

Bantul
Jenis Pendidikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 LnomIv
1 - 4 1 3 3 - 12 1 4 5 2 12

Sumber: Bagian Adninistrasi Pemerintahan Setda Kabupden Bantul, 2019

Keseluruhan pegawa yang mengampu tugas bidangkerja sama

dagah (meliputi kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak
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ketig) di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daaah Kabupaten Bantul berjumlah 3 om=ng,
dengan kualifikasi pendidikan tercatat dari SMA dan S2, serta pangkat
dan golongan yaitu golongan Il hingga golonganlV, sebagaimana dapat
dilihat dalam Tabel 6.57.

Tabel 6.57. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di
Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan,
Sekretariat Dagah Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA Di1/D3 S1 S2 S3 T \Y;
- - 1 - 1 1 - 3 - 1 1 1 3

Sumber: Bagian Adninistrasi PemerintahanSetda Kabupaen Bantul, 2019

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dukungan dana pelaksanaan tugas bidang kerja sama daerah
(meliputi kerja sama antar dagah dan kerja sama daeaah dengan pihak
ketiga) meklui Kegiatan Pengembangan Kerja Sama dengan Dunia
UsahalLembaga bersumber dari Anggaran Pendapatan cn Belanja
Dagah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, yaitu
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian
Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2019 Nomor 914/027DPA/PRKD/2019 dan Dokuren Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 Nomor
914/160DPPA/PPKD/2019 dengan  total  anggaran  sebesar
Rp.70.682.000,00 ath jumlah sergpan sebesar Rp.67.662.000,0Gtau
95,73%, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adaah
sebesar Rp.3.020.000,0Gtau 4,27% sebagaimana dhpat dilihat dalam
Grafik 6.19
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Anggaran (APBD 2019)= Rp. 70.682000

B Serapan ® SLPA

Grafik 6.19. Anggaran dan Serapan Anggaran Kegiatan
Pengembangan Kerja SamaDengan Duria Usaha/Lembaga Tahun
2019

8. Jangka Waktu Kerja Sama

Pada tahun2019, dihasilkan 109 (seratus sembilan) dokumen
perikatan kerja sama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pihakketiga
yaitu berbentuk 32 (tiga puluh dua) Kesepakatan Bersama dan 77 (tujuh
puluh tujuh) Perjanjian Kerja Sama dengan jangka waktu kerja sama
yang bervariasi, menyesuaikan dengan luasnya atau banyaknya ruang
lingkup kerja sama dan kesepakatan para pihak, sebagaimana
ditunjukkan édlam Tabel 6.58.
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Tabel 6.58. Perikatan Kerja SamaAntara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dunia Usaha/Pihak KetigaTahun 2019

No

1

Judul Dokumen

Kesep&katan  Bersama  arntara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
PT Angkasa Pura (Persero) Kantor
CabangBandarUdara Adi Sujipto
Yogyakarta Tentang Promosi
Paiwisata Kabyaten Bantul Di

Bandar Udara Adi  Sujipto
Y ogyakarta

Kesepkatan Bersama  antara
Pemnerintah  Kabumten  Bantul
Dan Inditut Tekndogi Y ogyakarta
Tentang Pemgkatan Dan
Pergembangan Poensi  Sumber

Daya Dagah Kabupaten Bartul
Melalui Kerja Sana Bidang
Penddikan,
Penditian, Dan PengabdanKepala
Masyarakat

Kesep&katan Bersama  arnara
Pemerintah Kabupaten Bantul Dan
Universitas Pembargunan Nasional
"Veteran” Yogyakarta Tentang
Peringkatan Dan Pengembangan
Poensi Sumber Daya Daegah
Kalupaten Bantul Melalui Kerja
Sama Bidang fendidikan,
Penditian, Dan Pengabdan Kepala
Masyarakat

Nomor Dokumen

Nomor :
01/MoU /Bt/2019: Nomor :
SP.01/HK.06.02/2019/GM.JOG-B

Nomor :
04/MoU /Bt/2019
Nomor :
1.196/ITY-STTL/Rek/111/2019

Nomor :
05MoU /Bt/2019
Nomor :
13/UN62/HK.O7.00/2019

Tanggal
Dokumen

02 Jaruari 2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruanglingkup :

Promosi dan pemberian informasi tentang
destinasi wisata Kahlupaen Bartul di
lingkungan Bandar Udaa Internasiona
Adisutji pto Y ogyakarta

Objek Dan Ruand.ingkup 01 Maret 2019
a. Objek Kesep&atan Besamaini
meli puti bidangpenddikan, perditian,
danpergabdian kepala masyarakat.
b. Ruanglingkup Kesepakatan Bersama
ini meliputi pelaksanaankegiatan
bidangperdidikan, pewlitian, dan
pergabdankepadamasyarakat di
wilayahKabupaten Bantul.

Objek Dan Ruand.ingkup

a. Objek Kesep&atan Besamaini
meli puti bidangpenddikan, perditian,
danpergabdian kepala masyarakat.

b. Ruanglingkup K esepakatan Bersama
ini meliputi pelaksanaankegiatan
bidangperdidikan, pewlitian, dan
pergabdankepadamasyarakat di
wilayahKabipaten Bantul.

02 April 2019

Jangka
Waktu

12
Bulan

12
Bulan

L Kabupaton Sanu Taunzois 257 |



No

Judul Dokumen

Kesep&atan Bersama  artara
Pemerintah Kabumten  Bantul
Dan Rumah S&it Khususlbu Dan
Anak (RSKIA) Rachmi
Yogyakarta Tentang Program
Peringkatan Pelayanan
Administrass Kependudikan Bagi
PendudulBanul

Kesepkatan Bersama  antara
Pemerintah Kabugaten Bantul Dan
Stikes  Wira Husada Yogyakarta
Tentang Pemgkatan Dan
Pergembangan Poensi  Sumber
Daya Daagah Kabupaten Bartul
Melalui Kelja Sana Bidang
Penddikan, Pendlitian, Dan
PergabdanK epadaMasyarakat

Kesepkatan Bersama  antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Rumah Skit Khusus Ibu Dan Anak

(RSKIA) Rachmi  Yogyakarta
Tentang Program  Peaingkatan
Pdayanan Administrasi
Kependudkan Bagi Penduduk
Bartul

Kesepkatan  Bersama  anara

Pemerintah Kabypaten Bantul dan
Universitas Jenderal Ahmad Yani
Yogyakarta tentang Paingkatan
danPergembargan Poensi Sumber
Daya Dagah Kabupaten Bariul

Nomor Dokumen

Nomor :
06/IMoU/Bt/2019
Nomor :
008MoU/RACHMI/IV /2019

Nomor :
07/MoU/Bt/2019
Nomor :
674STIKESWH/IV/2019

Nomor :
06lMoU/Bt/2019
Nomor :
OO8/MoU/RACHMI/IV /2019

Nomor :
11/MoU/Bt/2019
Nomor :
MOU/020/UNJANI/V/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

RuangLingkup:

Panberian hak akses pemarfaaan Nomor
Induk Kependudikan (NIK) dan Data

Kependudkan vyang terdapt dalam
sistem Informasi Administras
Kependudkan (SIAK).

Ruanglingkup:

Penddikan , perdlitian dan pemgabidian
kepada masyarakat di Kabupaen Bantul
DaeaahlstimewaY ogyakarta

RuangLingkup :
Pemberian hak &ses pemarfaatan Nomor
Induk Kependudikan (NIK) dan Data

Kependudkan yang terdapgt dalam
sistem Informasi Administras
Kependudkan (SIAK).

Ruanglingkup:

Pdaksanaan kegiatan bidang penddikan,
penditian, dan pengabdan kepada
masyarakat di wilayahKalupaen Bantul

Tanggal
Dokumen

14 Mei 2018

14 Mei 2018

02 April 2019

15 Mei 2019

Jangka
Waktu

5tahun

3tahun

12
Bulan

12
bulan
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No

10

Judul Dokumen
melalui  Kerja sama  Bidang
Penddikan, Pendlitian, dan
PermgabdanKepadaMasyarakat
Kesep&katan  Bersama  artara
Pamerintah  Kabumten  Bartul

Dan Universitas Yarsi Tentang
Perningkatan Dan Pengembangan

Poensi Sumber Daya Daeaah
Kahupaen Bantul Mdaui Kerja
Sama Bidang fendidikan,

Penditian, Dan Pengabdan Kepala
Masyaraikat

Kesepkatan Bersama  antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Pditeknik API Yogyakarta
Tentang Peimgkatan Dan
Pergembangan Poensi  Sumber
Daya Daagah Kabupaten Bartul
Melalui Keja Sana Bidang
Penddikan, Penditian, Dan
PemabdanKepadaMasyaraikat

Kesep&katan Bersama  arnara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Poltekes  Adisujipto  Tertang
Peringkatan Dan Pengembangan
Poensi Sumber Daya Daegah
Kalupaten Bantul Melalui Kerja
Sama Bidang fendidikan,
Penditian, Dan Pengabdan Kepala
Masyaraikat

Nomor Dokumen

Nomor :
12/MoU/Bt/2019
Nomor :
OMOU/REK /UY /V/12019

Nomor :
13/MoU/BT/2019
Nomor :
165POLTEK-API/G/2019

Nomor :
14/MoU/Bt/2019
Nomor :
Peajama/02/VV1/2019Poltekes

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruanglingkup:

Pdaksanaan kegiatan bidang penddikan,
penditian, dan pengabdan kepada
masyarakat di wilayahKalupaen Bantul

Ruanglingkup:
Bidang Pendlikan, Penditian, dan
Pemgabdan kepala Masyarakat di
Kalupaen Bantul, Daegah Istimewa
Y ogyakarta.
Ruanglingkup:
Bidang Penidlikan, Penditian, dan
Pemgabdan kepala Masyarakat di
Kalupaen Bantul, Daegah Istimewa
Y ogyakarta.

Tanggal
Dokumen

20-05-2019

22 Me 2019

25Juni 2019

Jangka
Waktu

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan
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No

11

12

13

Judul Dokumen

Kesep&katan  Bersama  arntara
Pemerintah  Kabumten  Bartul
Dan Universtas Sarjana Wyata
Tamarsisua Tentang Peningkatan
Dan Pegembangan Poens
Sumber Daya Daegah Kabupten
Bartul Melalui Kerja Sama Bidang
Penddikan, Pesrlitian, Rngabdan
Kepada Masyarakat, Dan
Pergembangan Budaya Nasional
DanAjaran Luhur Tamarnsiswa

Kesep&katan Bersama  arnara
Pamerintah Dagah Dagah
Istimewa Yogyakarta, Remerintah
Kota Yogyakarta, Penerintah
Kahupaen Seman, Penerintah
Kalupaten Baitul, Pemerintaii
Kabupaen Gunungkidul,

Pemerintah Kabipaten Kulongrogo
Demgan PT.Bank BPD DIY
Tentang Optimalisas Pendaptan
Adli Daerah

Kesep&katan Bersama  antara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
PT. Bai Towerindo Sentra, Tbk
Kelja Sama Penarfaatan
Infrastruktur  Telekomunikasi  Di
Kahbupaen Bantul

Nomor Dokumen

Nomor :
15/MoU/Bt /2019
Nomor :
10/UST/Rek/MoU /VI1/2019

Nomor :
119029122019
18/NKB.Yk/V11/2019
32.1/PK.KDH/A/2019
16/MoU/Bt/2019
415.4KBSR/13/2019
53 MoU.KP/HKM/2019
04560M 0004

X x X X X X X

Nomor :
17/MoU /Bt/I2019
Nomor :

0142/BTS
KOMINFOBANTUL/Vffi/12029

: : : Tanggal
Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama Dokumen
Ruangli ngkup: 25Juli 2019
Pdaksanaan kegiatan bidang penddikan,
penditian, pergaldian kepadamasyarakat,
dan perngembargan budaya nasional dan
garan luhur Tamarmsiswa di wilayah
Kabupaen Bantul.

Ruanglingkup: 16Juli 2019

a. pemberianlayanankepalawajib pgjak
dagah danwgib daerahyanglekih
efisien danefektif dengan berpedoman
padaprinsip good corporate governance
; dan

b. koordinasi pendgatan adi daeah
sesuai tugaspokok fungsi dan
kewenagan FARA PIIHAK.

Ruangli ngkup:

Pamarfadan infrastruktur telekomunikasi
ddam ramgka mendikkung pembargunan
Bartul Smart City melalui kerja sama
bidanginfrastruktur telekomunikasi.

01 Agudus 249

Jangka
Waktu

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan
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No
14

15

16

17

Judul Dokumen

Kesep&atan Bersama  artara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Agung Swalayan Optimalisasi
Pdayanan Administrasi
Kependudkan Kepada Anak
Dalam Rargka Peringkatan
Kesgahteraan Anak Di Kabumten
Bartul

Kesepkatan Bersama  artara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Galaxy Waterpark  Optimali sasi

Pdayanan Administrasi
Kependudkan Kepada Anak
Dalam  Rargka Penngkatan

Kesgahteraan Anak Di Kabupten
Bartul

Kesepkatan Bersama  anara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Baby Zone Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Kependudikan
Kepada Anak Daam Ramgka
Perningkatan Kesgahteraan Anak
Di KabugtenBartul

Kesep&katan Bersama  anara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
PT. Yudhigtira Ghdia Indonesia
Area Yogyakarta  Optimalisasi
Pdayanan Administras
Kependudkan Kepada Anak
Daam Rargka Penngkatan

Nomor Dokumen

Nomor :

18/MoU /Bt/2019
Nomor :

002AGO3/VIII/2019

Nomor :
19MoU /Bt/2019
Nomor :
VL2 /SK-MNJ/6WP-08/V111/2019

Nomor :

20/MoU/Bt/2019
Nomor :

02/08-Balbyzong2019

Nomor :

21/MoU/Bt/2019
Nomor :

040A-YK/ASM/MOU/VII1/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruanglingkup:

a. peroounaarKartu ldertitasAnak
(KI1A); dan

b. pemberiankeringanan umtuk
memperolehprodukdanlayananyang
dimili ki PIHAK KEDUA.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini

meliputi:

a. perggunaarKartu ldertitasAnak
(KIA); dan

b. pemberiankeringanan umtuk
memperolehprodukdanlavananvana
dimiliki PIHAK KEDUA.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini

meli puti:

a. perggunaanKartu ldertitasAnak
(KI1A); dan

b. pembeiankeringanan untuk
memperoleh produkdanlayananyang
dimiliki PIHAK KEDUA.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini

meliputi:

a. perggunaanKartu ldertitasAnak
(KIA); dan

b. pembeiankeringanan utuk
memperoleh produkdanlayananyang
dimili ki PIHAK KEDUA.

Tanggal
Dokumen

21 Agudus 2a9

21 Agudus 2a9

21 Agudus 29

21 Agudus 249

Jangka
Waktu

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan
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No

18

19

20

Judul Dokumen

Kesgahteraan AnakDi Kab. Bartul
Kesep&atan Bersama antara PT

Angkasa Pura (Persero) Dan
Pemerintah Kabumten  Bartul

Tentang Kelja Sama
Pergembangan Poens Dan

Sumber Daya Daaah Di Kabugten
Bartul

Kesepkatan  Bersama  antara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
PT. Samhiang FRrkasa tentang
Kelja Sama Pemngkatan
Kepemilikan Kartu Idertitas Anak
(KIA) untuk Anak Usia Dini di
Kabupaen Bantul urtuk
mendwkung Layanan Kesgahteraan
ddam Pergembargan Anak Usia
Dini Hali stik-Integratif (PAUD HI)

Kesepkatan Bersama  anara
Pemerintah Kabupaten Bantul Dan
Ingitut Sans Dan Tehnadogi
AKPRIND Yogyakarta Tertang
Perningkatan Dan Pemgembangan

Poensi Sumber Daya Daegah
Kahupaen Bantul Meaui Kerja
Sama Bidang fendidikan,

Penditian, Dan Pengabdan Kepala
Masyarakat

Nomor Dokumen

Nomor :
SP.40/HK .06.02/2019/GM.JOG

Nomor :
24/MoU/I1Bt/2019

Nomor :
26/MoU/Bt/2019
Nomor :
253/SHP-legal/MOU/X1/2019

Nomor :
29MoU/Bt/2019
Nomor :
002MoU/Rek/X/2019

Tanggal
Dokumen

Jangka

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama Waktu

02 Sepember 12
2019 Bulan

Ruang Lingkup Nota Kesepghaman ini

meliputi :

a. promosi poters dansumberdaya
deerahdi KabugatenBartul; dan

b. pergembargan sumberdaya manusia.

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah
kegiatan peningkatan Kartu Idertitas Anak
(KIA) bagi Anak Usia Dini di Kabupaten

23 Sepember 12
2019 Bulan

Bartul.

Ruanglingkup: 21 Oktober2019 12
Pdaksanaan kegiatan bidang penddikan, Bulan
penditian, dan pengabdan kepada

masyarakat di wilayahKalupaen Bantul.
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No

21

22

23

24

Judul Dokumen

Kesep&katan  Bersama  arntara
Pemerintah Kabupaten Bantul Dan
Lembaga Peryiaran Pwlik Televis
Repubik Indonesi Tentang
Peryelerggaraan Rnyiaran Dan
Pubikas Pembargunan Kabumten
Bartul A

Kesep&atan  Bersama anara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan

PT. Bank Negara Indonesta
(Pesero) Tbk Kantor Cabang
Utama Y ogyakarta Tentang
Penenpaan Uang Dagah

Kabupaen Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Kesep&atan Bersama  artara
Pemerintah Kebupaten Bartul Dan
PT. Bank Pembarmgunan Daeah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Cabang Utama Y ogyakarta
Tentang Penmpaan Uang Daegah
Kakupaen Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Kesepkatan Bersama  artara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
PT. Bank Rakyat Indoneia
(Pesero) Tbk Cabang Bartul
Tentang Penmpaan Uang Daegah
Kalupaten Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Nomor Dokumen

Nomor :
24/1.i/tvri/2019
Nomor :
31/MoU/Bt/2019

Nomor :
35/MoU/Bt/2019
Nomor :
173MoU/Bt/2019

Nomor :
36/MoU/Bt/2019
Nomor :
032/DJ0403

Nomor :
37/MoU/Bt/2019

NlAamnr -

B.3283VII/KC/11/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruanglingkup:

a. Peryedaanlayananproduksi penyiaran
dan pllikas pembargunanKabupeten
Bartul ; dan

b. Pdaksanaan penyiaran danpulikas
PembargunanKabupaten Bartul
melaui TVRI

Penenpatan uang daeah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang dagah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang dagah ddam bertuk
depaito

Tanggal
Dokumen

30 Oktober2019

09 Desember
2019

09 Deseember
2019

09 Deseember
2019

Jangka
Waktu

12
Bulan

60 hai

60 hai

60 hai
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No

25

26

27

28

29

Judul Dokumen

Kesep&katan  Bersama  arntara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
PT. Bank Taburgan Negara
Tentang Penmpaan Uang Dagah
Kabupaten Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Kesep&atan  Besama  arnara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
PT. Bank Bukopin Cabang
Yogyakarta Tentang Penempatan
Uang Daegah Kabupaten Bartul
DalamBentuk Depaito

Kesepkatan Bersama  arntara
Pemerintah Kebupaten Bartul Dan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tentang Penenpaan Uang Daeah
Kabupaten Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Kesepkatan Bersama  artara
Pemerintah Kebupaten Bartul Dan
PT. Bank Mandiri Tagen Tentang
Penenpaan Uang Daegah
Kabupaten Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Kesepkatan Bersama  artara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
PT. Bank Muamalat Tentang
Penenpaan Uang Daagah
Kalupaten Bartul Daam Bertuk
Depaito

Nomor Dokumen

Nomor :
38/MoU/Bt/2019
Nomor :
138MoU/005/X11/2019

Nomor :
39/MoU/Bt/2019
Nomor :
231-MOU/YGY -BM/X11/2019

Nomor :
40/MoU/Bt/2019
Nomor :

R.07 Ar.YOG/2427/2019

Nomor :
41/MoU/Bt/2019

Nomor :
DIR.PKSMOU.006/X11/2019

Nomor :
42 IMoU/Bt/2019

NAamnr -

058BMI-BTL/X11/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Penenpatan uang dagah ddam bertuk
depaito

Penenpatan uang dagah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang dagah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang daeah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang dagah ddam bertuk
depaito

Tanggal
Dokumen

09 Deseember
2019

09 Deseember
2019

09 Deseember
2019

09 Deseember
2019

09 Deseember
2019

Jangka
Waktu

60 hai

60 hai

60 hai

60 hai

60 hai

[ 264 abupaten Banu Tannzos |



No

30

31

32

33

Judul Dokumen

Kesep&katan  Bersama  arntara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
PT. Bank Wari Bersaudara
Tentang Penenpaan Uang Dagah
Kabupaten Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Kepekatan Bersama artara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
Akademi  Keperawatan "YKY"

Yogyakarta tentang Peingkatan
dan Pergembargan Poensi Sunber
Daya Daegah Kabupaten Bartul
melaui Kerja s@ma Bidang
Penddikan, Pendlitian, dan
PergabdanKepadaMasyarakat

Kepekatan Bersama artara
Pemerintah Kabupaten Bantul dan
Akademi Farmasi Indonesia
Yogyakarta tentang Peningkatan
danPerge bargan Poensi Sunber
Daya Daeah Kabupaten Bartul
melalui  Kerja sama Bidang
Penddikan, Pendlitian, dan
PergabdanKepadaMasyarakat

Pajanjian Kerja Sama antara PT
Angkasa Pura | (Pesero) Kantor
CabangBandarUdara Internasional

Adisutjipto Y ogyakarta Dan
Pemerintah  Kabumten  Bantul
tentang Pdaksanaan  Pramosi

Paiwisata Kabwaten Bantul Di

Nomor Dokumen

Nomor :
43/MoU/Bt/2019
Nomor :

90/MOU-KC.YGY/BWSI-
PEMKAB.BTL/XI1/2019

Nomor :
44/MoU/Bt/2019

Nomor
45/MoU/Bt/2019

Nomor :
SP.02/HK.06.®/2019/GM JOG-B
Nomor :
01/PK/Bt/2019

Tanggal
Dokumen

Penenpaan uang daeah ddam betuk 09 Deseember

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

depaito 2019
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini 13 Desember
meli puti pdaksanaan kegiatan 2019
bidang mndidikan, penditian, dan

pergabdan kepada masyarakat di
wilayahKabuypaten Bantul

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini 16 Desember
meli puti pdaksanaan kegiatan 2019
bidang pendidikan, penditian, dan

pergabdan kepada masyarakat @ di
wilayahKabypaten Bantul

Ruanglingkup Perjanjian Kefja Sama ini 02 Jaruari 2019

meliputi:

a. pemasarganstiker destinasi wisata
Kabupaten Bantul di |IJnderpossBandar
UdaaInternasional Adi Sutji pto Y ogya
karta sebaryak 4 (empd) titik;

b. penenpaan|eaflet destinas wisata

Jangka
Waktu

60 hai

12
bulan

12
bulan

2 tahun
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No

34

35

Judul Dokumen Nomor Dokumen

Bandar Udara Internasional
Adisutji pto Y ogyakarta

Peajanjian Kerja Sama antara Nomor :
Pemerintah Kabuten Bantul Dan 02/PK/Bt/2019
PT. Bank Brisyariah Tbk Kartor ,

Cabang  Yogyakarta tentang Nomor : B.015KC-
Peneimaan Pambayaran Rjak YOG/01/2019
Bumi Dan Bangunan Prelesaan

Dan Pekotaan Kabypaten Bartul

Dengan SstemOnline

Pajanjian Kerja Sama anara Nomor :
Pemerintah  Kabumten  Bartul 04.1PK/Bt/2019
Derngan  Badan Peryelerggara NArnr -

Jaminan Sosa Kesehaan Cabang
Yogyakarta  tentang  Distribusi
Kartu Indonesia Sénat Bagi Peserta
Peneima Bartuan luran Anggaran
Pendagtan Dan Belarja Negara
Tahap X Tahun 2018 Dan
Tambahan Tahun 2019 Di
Kahbupaen Bantul

55KTRN1-8/0219

: : : Tanggal
Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama Dokumen
Kahlupaten Bantul di gerai pusat

informasi wisatawanatau Tourist

Informotion Center (TIC) PT Angkasa

Pural (Pesero) Bandar Udara

Internasional Adisujipto Yogyakarta

dan mrtunjukansenikebudayaan

Kabupaen Bantul di areaterminal

BandarUdara Internasiond Adisutji pto

Y ogyakarta padaacara atau event

tertentu.

RuangLingkup : 04-01-2019
Kegiatan perbarkan dan layanan kepada

masyarakat berupa:

a. pengimaan penbayaran PBB P2
Kahupaen Bantul; dan

b. pdimpahansduruh saldo pengimaan
pembayaran BB P2 trsebut dari
PIHAK KEDUA kepada FHAK
KESATU.

RuangLingkup :
Pendstribusan Kartu Indonesia Sehet

kepada peserta pererima bantuan iuran
sesuwal daftar dai Kemertrian Saial

Jangka
Waktu

Tahun

01 Felbuai 2019 30Hari

kerja
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No

36

37

38

39

Judul Dokumen

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Ingitut  Teknologi  Yogyakarta
tentang Pé&ksanaan Tri Dharma
Perguruan Tingg Ingitut Teknad ogi
Y ogyakarta Di KabupatenBartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
Fakultas Keddkteran Gigi
Universitas Gadjah Mada tentang
Peringkatan Mutu  Pelayanan
Kesehetan Dan Kapesitas Sunber
Daya Masyarakat Di Kabumten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Lembaga Penditian Dan
Pemabdan Kepala Masyarakat
Universitas Pembargunan Nasional
"VETERAN" Yogyakarta tertang
Pdaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tingg Universitas Penbargunan
Nasional "VETERAN" Y ogyakarta
Di KabumtenBartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
RS KIA Rachmi tentang Pelayanan

Nomor Dokumen

Nomor :
05PK /Bt/2019
Nomor :
1.2301TY-STTL/ReK/II1 /2019

Nomor :
05.1/PK,/Btl/2019
Nomor :

4297 1 UN1V/FKG/SetKG1/DN/2019

Nomor :
0&/PK/IBtI/2019
Nomor :
14/UN62/Hk.07.00/2019

Nornor:
07/PK/Bt/2019
Nomor :

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Peajanjian Kerfja Sama ini

meli puti:

a. penétian
mahasswa;

b. pergabdanpadamasyarakat bagi dosen
danatau mahasswa; dan

c. pergembargansumberdaya mantsia.

dosen darlatau

bagi

Ruanglingkup Pejanjianini meliputi:
a. praktek klinik dan norklinik di Dinas

dan semua puskesmas yang
berada di wilayahkerjadinas;
b. praktik  komunitas di  wilayah

Kahupaen Bantul; dan

c. hdarg-bidang lain yang memiliki
keterkaitan dengan peningkatan mutu
pdayanan kesehatan di wilayah kerja
Dinas.

Ruang lingkup Pejanjian Kerja Sama ini

meli puti:

a. penditian bagi
mahasswa;

b. pergabdanpadamasyarakat bagi dosen
danatau mahasswa; dan

c. pergembargansumberdaya manusia.

doen danf atau

Ruag lingkup Pejarjian Ketfja Sama ini
addah &ses dda dan pmarfagan dita
Kependudkan guna pelayanan Akta

Tanggal Jangka
Dokumen Waktu
01-03-2019 5

Tahun

01 Maret 2019 3

Tahun

02 April 2019 5
Tahun

02-04-2019 3
Tahun
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No

40

41

42

Judul Dokumen

Akta Kelahiran Terintegrasi Secara
OnlineBagi Pendwduk Bartul

Peajanjian Kerja Sama artara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Sekolah Tingg IImu Kesehatan
(STIKES) Wirahusada Y ogyakarta
tentang Peingkatan Mutu
Pdayanan Kesehatan Dan
Kapasitas Sumber Daya
Masyarakat Di KabyatenBartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
PT Asuransi Jasarahaija Putra
Kantor Cabang Y ogyakarta tentang
Pendupan Asuansi Pelayanan
Umum (Pubic Liability) Bag
Permgunjung Obyek Wisata Di
Kahbupaen Bantul

Pejanjian Kerja Sama anara
Peamerintah Kabumten Bantul Dan
PT. Bank Pembargunan Daeah
Dagah Istimewa Yoagyakarta

Nomor Dokumen

010PKS/RACHMI/V /2019

Nomor :
08/PK/BT/2019
Nomor :
675STIKESWH/1V/2019

Nomor :

09PK/Bt /2019
Nomor :

P/O7/KSAV/2019

Nomor :
09.17PKIBt/2019
Nomor :

: : : Tanggal
Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama Dokumen
Kelahiran Terintegras Secara Online bagi
penduduk Bartul yang melahirkan di

RSKIA RACHMI, meliputi :

a. Nomor Induk Keperndudukan (NIK);

b. Kartu Keluarga (KK);

c. Kartu Idertitas Anak(KIA); dan

d. AktaKelahiran.

Ruanglingkup Pejanjianini meliputi:

a. praktek klinik dan norklinik di Dinas
dan semua puskesmas yang
berada di wilayahkerjadinas;

b. praktik komunitasdi DesaCandenKec.
Jetis, Kecanatan Bamguntapan, dan
Kecamatan SeworKabupaten Barul

c. bdarg-bidang lain  yang memili ki
keterkaitan dengan peingkatan mutu
pdayanan kesehetan dan penngkatan
kapastas Sumber Daya Masyarakat
yangdisapakati ParaPIHAK

Ruanglingkup Pajanjian Kefja Sama ini
meliputi :

a. pembayaran pemi asurarsi;

b. pergguanklaim asuransi; dan

C. pembayaranklaim asuransi.

02 April 2019

29 April 2019

Ruanglingkup Pejanjian Kerja Sama ini
meliputi:
a.penanpaan dan pergelolaan DAK

29 April 2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun
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No

43

44

45

Judul Dokumen

CabangBartul tentang Penyaluran
Dana Alokasi Khusis (DAK
Nonfisk Bartuan Operasional
Peryelerggaraan Perdidiikan Anak
Usa Dini (BOP PAUD) di
Kahlupaten Bantul Tahun2019

Pejanjian Kerja Sama antara PT
Taspen (Persero) dan Pemerintah
Kabupaten Bantul tentang
Implemertass Sistem  Informasi
Pergolahan Ggi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Daerah Di Lingkungan
PemerintahKabumten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Universitas &nderal Achmad Yani
Yogyakarta tentang FRlaksanaan
Tri Dharma Peaguruan Tingg
Universitas &nderal Achmad Yani
Y ogyakarta Di KabupatenBartul

Pajanjian Kerja Sama artara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
Universitas Jendera Achmad Yani

Nomor Dokumen

010A/DJO403

Nomor :
JAN.18/C.4.3/2019
Nomor :
09.2PK/Bt /2019

Nomor :
11/PK/Bt/2019
Nomor :
MOU/021/V/2019

Nomor :
12/PK/Bt/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

NonFisik BOP PAUD Tahun 2089;

b. jenis pelayananyangdiberikan;

c. mekarnisme peryaluran DAK NonFsik
BOP PAUD Tahun DI9 ke rekenng
satuan  pendidikan  peryelenggara
PAUD;

d. pdaporan; dan

e. tata ara pernyelesaian pErsdisihan.

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini

meliputi :

a. pemakaian program apdikasi SIMGAJI
oleh Pihak Kedua yang dibargun dan
dikembandkan oleh Pihak Kesatu dalam
pergolahanggi PNS Daerah;

b. pemelihaaan dta PNS Daeaah, luran
Wsjib Pggawai (IWP), luran &minan
Kecdakaan Kerja (JKK) dan luran
Jaminan Kematian (JKM) yang akurat,
up to date, dan dapst
dipertanggungjawabkan kepada Para
Pihak

Ruanglingkup Pejanjian Kerfja Sama ini

meliputi:

a.penditian bagi dosen
mahasswa,;

b. pergabdan pada masyarakat bagi dosen
danfatau mahasiswa; dan

c. pergembargansumberdaya mantsia.

dan atau

Ruanglingkup Pajanjian Kefja Sama ini
meliputi :

Tanggal
Dokumen

02-05 2019

15 Me 2019

15Me 2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

Tahun
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No

46

47

48

Judul Dokumen

Yogyakarta Tentang Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehaan Dan
Kapasitas Sumber Daya
Masyarakat Di KabypatenBartul

Pajanjian Kerja Sama artara

Pemerintah Kabugten Bantul Dan

Badan Penyelerggara Jaminan

Sosd Kesehatan Cabang
Yogyakarta  tentang  Distribusi
Kartu Indonesia Sénat Bagi Peserta
Peneima Bartuan luran Anggaran
Pendagtan Dan Belarja Negara
Tahap | Dan Tahapll Tahun20i9

Di KabugtenBartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Universitas Y arsi tentang
Pdaksanaan Tri Dharma Peguruan
Tingg Di Kabupaten Bantul

Pejanjian Kerja Sama anara
Peamerintah Kabumten Bantul Dan
Bank PanbangunanDaegah Daeah

Nomor Dokumen

Nomor :
MOU/022/V /2019

Nomor :

13/PK/ Bt/2019
Nomor

102KTR/N1-8/0519

Nomor
14/PK/BT/2019
Nomor :
019PKS/REK/UY/V/2019

Nomor
15/PK/BT/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Pukesmas  yang
berada di wilayahkerjadinas;

b. praktik komunitasdi Kabupaten Bantul;
dan

c. bdarg-bidang lain  yang memiliki
keterkaitan dengan peingkatan mutu
pdayanan kesehstan dan peringkatan

kapastas sumber dga
masyarakat yang dsepakati PARA
PIHAK.

Ruanglingkup Pejanjian Kerja Sama ini
addah pemdistribusian Kartu Indonesia
Sehatkepala Peserta Penerima Barntuan
luran sesuai daftar dari Kementerian
Sosd.

Ruanglingkup Pejanjian Kerfja Sama ini

meliputi:

a.penditian bagi
mahasswa;

b. pergabdan padamasyarakat bagi dosen
danfatau mahasswa, dan

c. pergembargansumberdaya mantsia.

doen danf atau

RuangLingkup PeajanjianKelja Sama ini
meli puti:
a. Peryaluran Dana BRS Tahun Anggaran

Tanggal Jangka
Dokumen Waktu
16 Me 2019 30 hai
20 Mel 2019 5
Tahun
20 Ma 2019
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No

49

50

Judul Dokumen

Istimewa Yogyakarta Cabang
Kabupaen Bartul Tentang
Peryaluran Dana Bantuan Rumah
Swadaya (BRS) Berupa Uang
Untuk Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) Kabypaten Bantul Tahun
2019

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Fekultas Honani Dan Bisns
Universitas Ahmad DaHan
Yogyakarta tentang Pésksanaan
Tri Dharma Perguruan Tinggi Di
Kahupaen Bartul Dalam Randka
Perningkatan Sumberdaya
Paiwisata Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pamnerintah  Kabumten  Barul
Dan Pditeknik API Yogyakarta
tentang Péeksanaan Tri Dhama
Peaguruan Tirgg Daam Rargka
Pergembangan Sumber  Daya
Paiwisata Kabupaten Bantul

Nomor Dokumen

Nomor :
013HM 0502

Nomor :
16/PK/BT/2019
Nomor :
F5/67/H.22\V//2019

Nomor :
17/PK/Bt/2019
Nomor :
166'Poltek-API1/G/05/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

2019 dari nama pererima Dana BRS;

dan

b. Pdayanan penarikan dana oleh
pengima DanaBRS

1.Kecamatan Puwundong : Desa

Panjargrejo,Srihardono;
2. meliputi : DesaSeloharjo, Desa

3.Kecamatan Srandekan : Desa
Trimurti;

4, Kecamatan Sewvon : Desa
Timbuhajo, Desa Perdowohajo;
dan

5.Kecamatan Kashan : Desa
Ngestihaijo.

Ruang lingkup kerjasama ini
bidarg:

a. Pergembangan kapastas Sumber Daya

manusia dankelembagaan

b. Pergembangan destinas pariwisata :

dan
c. Pergembangan penasaranpariwisata

Ruang lingkup Pejanjian Kefja Sama ini
addah melaksanekan kerjasama ddam

bidarg:

a. pergembargan kapastas sumber daya

manusia dankelembagaan;

b. pergembargan detinasi pariwisata; dan

C. pergembargan pemasaranpariwisata.

ddam

Tanggal
Dokumen

22 Me 2019

22 Me 2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun
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No

51

52

53

Judul Dokumen

PejanjianKerja Sana artara Badgn
Peryelerggara Jaminan Sosal
Kesehatan CabangY ogyakarta Dan
Pemerintah Kabupaten Bartul
Tentang Implemerntasi  Integras
Antara Apliikas Pcare Dergan
Aplikasi  Digttal ~ Government
Savice(Dgs) Kesehatan

Peajanjian Kerja Sama artara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Pragram Studi Akuntarsi
Universitas Janakedra Y ogyakarta
tentang Pewutakhiran Data Dan
Panetaan Tematik Usaha Mikro
DanKecil Kahupaen Bantul

Pejanjian Kefja Sana artara Badn
Peryelerggara  Jaminan  Soml
Kesehatan CabangY ogyakarta Dan
Pemerintah ~ Kabumten ~ Bantul

Nomor Dokumen

Nomor :
112KTRN1-080619

Nomor :
18/PK/Bt/2019

Nomor :

19PK/Bt12019
Nomor :

467a/A.12 /[R/UIBIVI/2019

Nomor :

114KTR/ VI1-8/0619
Nomor :

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruanglingkup Pedarjian Kefja Sana ini
addah implementasi integras sistem
artara Aplikasi PCare dan Aplikasi DGS
Kesehatanyang meliputi :

a. pembeian hak akses Aplikas DGS
Kesshetan oleh PIHAK KESATU
untuk
dapat melakukan pertukaran daa
melalui web seruiceRCare hodudion.

b. implementasi Aplikasi DGS Kesehatan
yang terintegrasi dergan uteb seruice
PCare di Pukesmas.

Ruanglingkup Pejanjian Keja Sama ini

meliputi :

a.pendtaan dan pemuktahran data
karakteristik UMK vyang beada di
wilayah
Kabupaen Bantul;

b. pendtaan dan pemuktahran data
karakteristik UMK dilakukan secara

betahap berdasatkkan kesepakatan
keduabdah phak; dan
c. peryusuran  peta tematik UMK,

pembuaan Hak Cipta Pda Tematik,
dan
desiminasi
resmi.

informasi dalam website

Ruang lingkup Perjanjian Kerfja Sama ini
addah perdigtribusian Kartu Indonesia
Sehatkepala Peserta Penerima Bartuan
luran sesuai daftar dari  Kementerian

Tanggal
Dokumen

19Juni 2019

24 Juni 2019

24 Juni 2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

30 hai
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No

54

55

56

Judul Dokumen

Tentang Digtribusi Kartu Indonesia
Sehat Bagi Peserta Peneima
Bartuan luran Anggaran
Pendapgtan Dan Belarja Negara
Tahap IIl Dan Tahap IV Tahun
2019Di Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Poiteknik Kesehatan TNI AU
Adisutjipto  Yogyakarta Tentang
Pdaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tingg Politeknik Kesehaan TNI
AU Adisujipto Yogyakarta Di
Kabupaen Bantul

Peajanjian Kerja Sama arnara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Politeknik Kesehetan TNI AU
Adisutjipto  Yogyakarta Tentang
Perningkatan Mutu  Pelayanan
Kesehetan Dan Kapasitas Sunber
Daya Masyarakat Di Kabumten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Peamerintah Kabumten Bantul Dan
CV Altar Ria Prauction Terang
Peryelerggaraan Bartul  Expo
Tahun 2019

Nomor Dokumen

20/PK/Bt /2019

Nomor
21/PK/Bt/2019

Nomor :
Pejama/11/V1/ 201 9/ Poltekkes

Nomor

22/PK/Bt/20t9
Nomor

Peajama/ 10/ 20119 /Poltekkes

Nomor :

23/PKIBt/2019
Nomor :

179VII/ 19/ AR/YK,

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama
Sosal.

Ruanglingkup Peajanjian Kerfja Sama ini

meli puti:

a. penétian
mahasswa;

b. pergabdan padamasyarakat bagi dosen
danatau mahasswa; dan

c. pergembargan sumberdaya mantsia.

dosen darlatau

bagi

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini

meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Pukesmas yang
berada di wilayahkerja dinas;

b. praktik komunitasdi Kabupaten Bantul;
dan

c. bdarg-bidang lain  yang memili ki
keterkaitan demgan peningkatan mutu
pdayanan kesehatan dan peningkatan
kapastassumber dayamasyarakat yang
disepakati PARA PIHAK.

Ruanglingkup Pajanjian Kerja Sama ini

meli puti:

a. Pendaan stand swasta dan Ped@ang
Kaki Lima;

b. Pamarfagan

Ssarana prasarana

Tanggal

Dokumen

25Juni 2019

25Juni 2019

08 Juli 2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

21 Hari
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No

57

58

59

Judul Dokumen

Peajanjian Kerja Sama anara
Pamerintah Kabuten Bantul Dan
Universitas Sarjanawiyata
Tamarsiswa tertang Pdaksanaan
Catur Dharma Peaguruan Timgg
Universitas Sarjanawiyata
TamarsiswaDi KabupetenBartul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
PD BPR Bank Bartul tentang
Peryaluran Dana Bantuan Sasia
Untuk Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) TahunAnggaran2019

PajanjianKerja Sana artara Badn
Peryelerggara Jaminan Sosal
Kesehatan CabangY ogyakarta Dan
Peamnerintah Kabumten  Bartul
Tentang Digtribusi Kartu Indonesia
Sehat Bagi Peserta Peneima

Nomor Dokumen

Nomor :

25/PK/Bt/2019
Nomor :

11/UST/Rek/MoU/ V11//2019

Nomor :
26/PK/Bt/2019
Nomor :
581/161/BB.UM/V11/2019

Nomor :
125KTR/ V1-8/0719
Nomor :
20/PK /Rt /2Nn1Q

: : : Tanggal

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama Dokumen
penuwjangBanul Expo20I19; dan

c. Ketertiban, keananan dan kebeshan

Bantul Expo2019.

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini

meli puti:

a. penddikan;

b. penditian;

c. pergabdan padamasyarakat bagi dosen
danatau mahasswe;

d. pergembargan sumber daya mansig;
dan

e. pergembargan budaa nasional dan
gjaranluhur Tamarsiswa.

08 Juli 2019

RuangLingkup Peajanjian Kelja Sama ini 12-07-2019

meli puti:

a. pdayanan peryauran Dana Bartuan
Sosa dai rekening RKUD kepada
pengima Bartuan Sodad @ serta
pembuaan buku rekening aas nama
pengima Banuan Saia; dan

b. pdayanan perarikan  dana oleh
pengima Dana Bartuan Sosa yaitu
meliputi  Desa Sabdodad, Desa
Tirtohargo, Desa Tirtomulyo, Desa
Tirtosari dan DesaPaoncosari.

Ruanglingkup Pedajian Kefja Sama ini 29 Juli 2019
addah perdistribusian Kartu Indonesia
Sehatkepala Peserta Peneima Bartuan

luransesual daftar dari Kemerterian Sasia

Jangka
Waktu

5
Tahun

30 Hari

(274 abupaten Banu Tannzos |



No

60

61

Judul Dokumen

Bartuan luran Anggaran
Pendapgtan Dan Belaja Negara
TahapV Tahun 2019 Di Kabugten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
PT. Bai Towerindo Sentra, Tbk
tentang Penbargunan Dan
Pamarfaaan Infrastruktur
Tedekomunikess Di  Kabupten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
PD BPR Bank Bartul Tentang
Peryaluran Dana Bartuan Rumah
Swadga  (BRS) Rehaltilitas
Rumah Tidak Layak Huni Tahun
Anggaran Tahun2019

Nomor Dokumen

Nomor :

30/PK /Bt/2029
Nomor :

0142A/BTS
KOMINFOBANTUL/VI11/2019

Nomor
31/PK/BT/2019
Nomor :
581/178/BB.UM/V111/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruanglingkup Pejanjianini meliputi:

a. pemarfagan MCP dan Jaringan FO
sebagaimana dsebukan ddam
Lampiran |, 2 dan 3 dari Perjanjian ini
dan merup&kan stu kesatuan yang
tidak terpisahkan dergan Perjanjian ini;
dan

b. dukungan pdaksanaan program Bartul
Smart City PIHAK KESATU melalui
CSR yang dbeaikan oleh RHAK
KEDUA di Kabupaen Bantul.

RuangLingkup Peajanjian Kerja Sama ini

meli puti:

a. Pdayanan pererimaan trarsfer Dana
Bartuan Saia dari Rekening Kas
Dagah kepada pesrima Bartuan
Sosa Serta pembuaan buku rekering
atasnama pererima Bartun Sosal; dan

b. Pdayanan penarikan dana oleh
pengima Dana Bantuan  Saial
meliputi:

1. Kecamatan Dlingo (Desa Dlingo,
Desa Muntuk, Desa Jatimulyo)

2. Kecamatan Pleret (Desa
Wondkromo, Desa Segoroyoso,
Desa Wond €lo)

3. Kecamatan Jetis (DesaPata an)

Tanggal
Dokumen

01 Agudus 29

05-08-2019

Jangka
Waktu

5
Tahun
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No

62

Judul Dokumen

Pejanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Toko Paries Bantul tentang
Pemaunaan Kartu ldertitas Anak

Nomor Dokumen

Nomor :

32/PK/Bt/2019
Nomor :

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

4. Kecamatan Pandak(Desa Wijirgo,
Desa Trihaljo, Desa Caturharjo)

5. Kecamatan Piyungan (Desa
Sitimulyo, Desa Simartani, Desa
Srimulyo)

6. Kecamatan Kasihan (Desa
Ngestihajo, Desa Tirtonirmolo,
Desa Bargunjiwo)

7. Kecamatan Sedayu (Desa
Argomulyo, Desa Argosari, Desa
Argodad, Desa Argoregjo)

8. Kecamatan Bambarglipuro (Desa
Sidanulyo, Desa Mulyodad, Desa
Sumbermulyo)

9. Kecamatan Kretek (Desa Tirtosari,
DesaTirtohago, Desa Parangtritis)
10.Kecamatan Pundong (Desa
Sdohatjo, Desa Pajangre o)

11.Kecamatan Savon (Desa
Pendevohaijo, Desa Bangunhajo,
Desa Parggunghajo, Desa
Timbulharjo)

12.Kecamatan Bantul (Desa Trirenggo,
Desa Bartul, Desa Pdbaparg, Desa
Sabdoddi, DesaRinginhajo)

13 Kecamatan  Srand&an  (Desa
Trimurti, Desa Poncosari)

14.Kecamatan Saden(Desa Srigadng)

Ruanglingkup Pejanjian Kefja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pembeian
keringanan fadlitas untuk
mengaksesmemarfagkan/memperoleh

Tanggal
Dokumen

22 Agudus 2a9

Jangka
Waktu

3
Tahun

(276 abupaten Ban Tavnzos |



No

63

64

65

66

67

Judul Dokumen

(KI1A) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Balong Waer Pak tertang
Perggunaan Kartu ldertitas Anak
(KI1A) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabugaten Bantul Dan
Rumah Makan Bale Ayu tentang
Perggunaan Kartu Idertitas Anak
(KIA) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Apotek Indah Fama tertang
Perggunaan Kartu Idertitas Anak
(KIA) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabupaten Bantul Dan
Toko Buku Scacial Agency Cabang
Gabuwsan Bantul tentang
Perggunaan Kartu Idertitas Anak
(KIA) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Grand Puri Waterpark tentang
Perggunaan Kartu ldertitas Anak

Nomor Dokumen

028PTS/VII1 /2019

Nomor :

33/PK/Bt/2019
Nomor :

OVBWP/VIII /2019

Nomor :
34/PK/Bt/2019

Nomor :
02/PK/BAR/VIII /2019

Nomor :

35/PK/Bt/2019
Nomor :

03/IF.S.Ke/VIII /2019

Nomor :

36/PK/Bt/2019
Nomor :

OVVIII /SABE/2019

Nomor :

37/PK/Bt/2019
Nomor :

002PK-GPWPN11/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

produk/layananyangdimiliki oleh PARA
PIHAK bagi anak yangmemili ki KIA.

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini
addah penebitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas untuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh
produk/layananyangdimiliki oleh PARA
PIHAK bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Pejanjian Keja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh produk/
layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penebitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan/memperoleh produk/
layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penebitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfagkan'memperoleh produk/
layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfagkan'memperoleh produk/

Tanggal
Dokumen

22 Agudus 2a9

22 Agudus 249

22 Agudus 249

22 Agugus 29

22 Agusius 209

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun
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No

68

69

70

71

72

Judul Dokumen

(KI1A) Kabupaten Bantul

Pajanjian Kerja Sama artara
Pemerintah Kabupeten Bantul Dan
Rumah Makan Ingkung Jawa
Waroeng Ndesso tentang
Perggunaan Kartu ldertitas Anak
(KI1A) Kabupaten Bantul

Pajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Tirta Tamarsari Water Pak tertang
Perggunaan Kartu ldertitas Anak
(KI1A) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama arnara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
PT. Yudhigira Ghdia Indoneia
Area Y ogyakarta tentang
Perggunaan Kartu ldertitas Anak
(KIA) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama artara
pemerintah Kabupaten Bantul dan
swdayan dan tosrba Purama
bartul tentang Peggunaan Kartu
Idertitas Anak (KIA) Kabumten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama arntara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Galaxy Wder Pak tertang
Perggunaan Kartu ldertitas Anak

Nomor Dokumen

Nomor :

38/PK/Bt/2019
Nomor :
NNA/I I\AInDN/LTIONT1Q

Nomor: 3
9/PK/Bt/2019

Nomor :
02/TTSIVIII/2019

Nomor :

40/PK/Bt/2019
Nomor :

04VYA-YK/IASM/PKSVIII/L9

Nomor :

41/PK/Bt/2019
Nomor :

03/P3/KIA/2019

Nomor :

42/PK/Bt/2019
Nomor :

002SK-MNJ6WP-08VI11/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruanglingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penebitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas untuk mengakses/
memarfagkan'memperoleh produk/
layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh produk/
layaran yangdimiliki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pembeian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh poduk/
layananyangdimiliki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pembeian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh poduk/
layananyangdimiliki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pembeian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan/'memperoleh produk/

Tanggal
Dokumen

22 Agudus 249

22 Agugus 249

22 Agudus 249

22 Agugus 29

22 Agusius 209

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

(278 abupaten Banu Tannzos |



No

73

74

75

76

Judul Dokumen

(KI1A) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Baby Zone tentang Peaggunaan
Kartu Idertitas Anak (KIA)
Kahupaen Bantul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabugaten Bantul Dan
Swalyan Toserba Agung tertang
Perggunaan Kartu Idertitas Anak
(KIA) Kabupaten Bantul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
PT Bank Penbargunan Daeah
Dagah Istimewa Yogyakarta
CabangBartul tertang Peggunaan
Kartu Idertitas Anak (KIA)
Kabupaen Bantul

Pejanjian Kerja sama antara PT
Bank Penbangunan Dagah Daeah
Istiewa Y ogyakarta dan Pemerintah
Kahupaen Bantul tentang
Peryaluran Bantuan  Corporate
Sogal Responsibility (Csr) PT.
Bank BPD DIY Tahun 2019
Berupa Taman Klodran Sisi Barat
Untuk PamerintahKab. Bantul

Nomor Dokumen

Nomor :

43/PK/Bt/2019
Nomor :

002VI111/BABY ZONE/2019

Nomor :

44/PK/Bt/2019
Nomor :

003A603/VII1/2019

Nomor :

45/PK/Bt/2019
Nomor :

019DJ 04062019

Nomor :
0230HM.0502
Nomor :
50/PK/Bt/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Pejanjian Keja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh produk/
layananyangdimiliki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Pejanjian Keja Sama ini
addah penerbitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan'memperoleh produk/
layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Peajanjian Kerja Sama ini
addah penebitan KIA dan pemberian
keringanan fasilitas wtuk mengakses/
memarfaakan/memperoleh produk/
layananyangdimili ki oleh PARA PIHAK
bagi anakyangmemili ki KIA.

Ruang lingkup Pejanjian Kefja Sama ini
addah penyaluran tantuan Corporate
Socgal Resporsibility (CSR PT. Bank
BPD DIY Tahun 2019 beupa Taman
Klodran Sis Barat untuk Pemerintah
Kabupaen Bantul.

Tanggal
Dokumen

22 Agudus 2a9

22 Agudus 249

22 Agudus 249

02 Sepember
2019

Jangka
Waktu

3
Tahun

Tahun

Tahun

Tahun
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No

77

78

79

80

Judul Dokumen

Pajanjian Kerja sama antara PT
Bank Penbangunan Dagah Daeah
Istiewa Y ogyakarta dan Pemerintah
Kahupaen Bantul tentang
Peryaluran Bantuan Corporate
Sodal Responsibility (Csr) PT.
Bank BPD DIY Tahun 2019
Berupa Taman Adipura Untuk
PemerintahKabumten Bantul

Peajanjian Kerja sama artara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
PT ShamghiangPeakasa

Peajanjian Kerja sama antara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
Fakultas Keddteran Universitas
Ahmad Dahlan

Peajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Antara Digital Media tentang
Peryebaluasan Layanan Informasi
Publk

Nomor Dokumen

Nomor :
0230HM.0502
Nomor :
51/PK/Bt/2019

Nomor :
53/PK/Bt/2019

Nomor :
2017 FHP-lega/PKS/X1/2019

Nomor :
54 /PK/Bt/2019
Nomor :
F11/128A/H.1/1X/2019

Nomor :
56/PK/Bt/2019
Nomor :
085PKS/ADM/2019

Tanggal
Dokumen

02 Sepember
2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Pejanjian Kefja Sama ini
addah penyaluran tantuan Corporate
Socal Resporsibility (CSR PT. Bank
BPD DIY Tahun 2019 beupa Taman
Adipura untuk Penerintah Kabugten
Bartul.

Peryerahan 100 (Sepuluh ribu) kepng
KIA kepadaanak ug dini se Kabupaen
Bartul yang &an diselenggarakan pada
tanggal 15 Oktober2019

23 Sepember
2019

Ruang lingkup Pejanjian Kerja Sama ini

meli puti:

a. praktik klinik di dinas dan semua
puskesmasyangberadadi wil ayah

b. kerjadinas,

c. praktik  komunitas di
Kabupaen Bantul; dan

d. bidarg-bidang lain yang memiliki
keterkaitan dengan peningkatan mutu
pdayanan kesehatan di wilayah kerja
Dinas.

23 Sepember
2019

wilayah

Ruanglingkup: 03 Oktober2019
a. Panarfagan lokasi untuk peryebaan

informasi kepadamasyarakat mengenai

peryelerggara dan payelernggaraan

pemerintahan, keharmonisan berbangsa

Jangka
Waktu

Tahun

2 bdan

5tahun

5
Tahun

(280 fabupaten Ban Tannzos |



No

81

82

83

Judul Dokumen

Pajanjian kerja sama arntara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
BPJS CabangY ogyakarta

Peajanjian Kerja sama antara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
Akacemi Mangjemen Administras
Y ogyakarta

Pajanjian Kefja Sama Antara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan
Ingitut Sans Dan Tekndogi
AKPRIND Yogyakarta tentang
Peneapan Teknoogi Informaasi

Nomor Dokumen

Nomor :
57/PK/Bt/2019

Nomor :
354KTRNI1-8/2019
Nomor :
58/PK/Bt/2019

nomor :
20/MoU/DIR/AMAYO/201

Nomor :
60/PK/Bt/2019

NArmnr -

003MoU/Rek/X/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

dankedadiatan negara

b. peryedaan dan pemarfaatan layanan
berupa infrastuktur sarana  dan
prasarana, aplikas , daa daninformasi
bagi kebuuhan masyarakat dari dan
oleh FARA PIHAK, dan

c. pemarfagdan meda daamruang(TVC)
dan meda luar ruang (videaton) "o-

meda" untuk beita dan layanan
informasi publik
Pendstribusian Kartu Indonesia Sehat

kepada peserta pererima bartuan iuran
sesual daftar dari Kemertrian Saial

Ruanglingkup:

a. Praktik non klinik di dinas dan semua
puskesmasyang berada diwilayah kerja
dinas

b. Praktik komunitas diwilyah kabupaen
bartul dan

c. Bidang bidang lain yang memiliki
keterkaitan demgan peingkatan mutu
pdayanan kesehatan di wilayah kerja
dinas

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini
meliputi:
a. pembuaan danPemarfaatan TIK untuk

mendwkung kesg ahteran masyarakat;
b. pdatihan dan/atau pendanpingan

Tanggal
Dokumen

Jangka
Waktu

15 Oktober2019 30 hai

17 Oktober2019 5 tahun

21 Oktober2019 5tahun
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No

84

85

86

Judul Dokumen

Dan Komunikasi Untuk
Mendukung Kesgahteraan
Masyarakat Di KabypatenBartul

Peajanjian Kefja Sana Antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Sekolah Tingg IImu Kesehatan
Madani tentang Peingkatan Mutu
Pdayanan Kesehatan Dan
Kapasitas Sumber Daya
Masyarakat Di KabypatenBartul

Pajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Radjawali Indonesia
Peryelerggaraan Promosi Pasr
Melalui Kegiatan Latihan Dan
Lomba BurungBerkicau

Peajanjian Kefja Sana Antara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Universitas Kristen Duta Wa@na
Indonesia tertang  Paingkatan
Mutu Pelayanan Kesehaan Dan
Kapasitas Sumber Daya
Masyarakat Di KabupatenBartul

Nomor Dokumen

Nomor :
61/PK/Bt/2019
Nomor :
026MoU/SMY/X/2019

Nomor :
64/Pk/Bt/2019
Nomor :

U &/11/PK/DPD-Jogja/Bt/2019

Nomor :
65/Pk/Bt/2019
Nomor :
06QE.03/BIROIV/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
ddamhal pemarfaganTIK; dan

C. pendanpingan pemarfaatan  $stem
informasi marketplace.

Ruanglingkup Pejanjian Kerfja Sama ini

meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Pukesmas yang
berada di wilayahkerjadinas;

b. praktik komunitasdi Kabupaten Bantul;
dan

c. bdarg-bidang lain  yang memili ki
keterkaitan dengan peningkatan mutu
pdayanan kesehatan diwilayah kerja
Dinas

Runaglingkup:

a. Panarfadan aeaterbuka o: sar niten

b. peryedaan sarana dan prasarana dalam
rangka mendikung promosi pasar desa

c. ketertiban, keamanan dan kebesihan
pdaksanaankegiatan promosi pasar

Ruanglingkup Pejanjian Kerja Sama ini

meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Pukesmas yang
berada di wilayahkerjadinas;

b. praktik komunitasdi Kabupaen Bantul;
dan

c. bidarg-bidang lain yang memiliki
keterkaitan _dermgan peningkatan mutu

Tanggal
Dokumen

21 Oktober2019

29 Oktober2019

30 Oktober2019

Jangka
Waktu

5
Tahun

Tahun

Tahun
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No

87

88

89

Judul Dokumen

Pajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabupien Bartul Dan
Bank  Pambarmgunan  Daegah
Istimewa Yogyakarta  Cabang
Bartul tantang Optimali sasi
Pendaptan Adi Daerah

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabypaten Bantul dan
PT Bank Penbargunan Daeah
Dagah Istimewa Yogyakarta
tentang Penmbuhan dan
Perguaan Tenga Kerja Mandri di
Kahbupaen Bantul

Peajanjian Kerja Sama artara
Pemerintah Kabuyaten Bantul dan

Nomor Dokumen

Nomor :
66/Pk/Bt/2019
Nomor :
032/0OM 0004

Nomor :
67/PK/Bt/2019
Nomor :
031A/KR1006

Nomor :

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

peayanan kesehatan diwilayah kerja
Dinas

Ruangli ngkup:

a. Permounaan peramkat sisilem orine
dergankegiatan sebajai berikut :

1. Panasangan alat antara lain beupa
Printer Date Capture, Server Data
dan Cature Online cash Register

2. Perghertianatau pencabuan dat

3. Paubahandanatau pemindaharel at

4. Perggartiandat dan

5. Sosdlisas

b. Koordinas pelaksanaan optimalisas
pendpatan adi daerah ssuwa tugas
pokok fungsi dan kewenargan para
pihak

Ruang lingkup Pejanjian Kerja Sama

meli puti:

a. sasidisasi produk dan jasa bank yang
dapat digun&an oleh pelaku Usaha
Pekerja Mandiri yang mempunyai
usaha «ala mikro, kedl, dan menemah
(UMKM) binaan Dinas Tenaa Kelja
danTrammigrasi Kabupaten Bartul;

b. andisa dan pendampingan kepada
pekerja mandri yang mempuryai usaha
skala mikro, kedl, dan menergah yang
memperoleh  fadilitas pemoddan
PIHAK KEDUA.

RuangLingkup Pajanjian Kelja Sama ini
addah Pelaksanaan Pelatihan dan Ujian

Tanggal
Dokumen

01 Nopeamber

2019

04-11-2019

05-11-2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

2 bdan

L KebupatenSanuiTanzos 283



No

90

91

92

Judul Dokumen

Lembaga Penditian dan
Pemgabdan kepala Masyarakat
Universitas Negeri  Semarang

Kemenerian Riset Teknologi dan
Penddikan Tingg terntang
Pdaksanaan Pelatihan dan Ujian
Saitifikas Kedlian Pengadaan
Barang/JasaPéamerintah

Pajanjian Kerja Sama Antara
Pemerintah Kabupiten Bartul Dan
Badan Penyelemggara Jaminan
Sosd Kesehatan Cabanc
Yogyakarta  tentang  Distribusi
Kartu Indonesia Sénat Bagi Peserta
Peneima Barntuan luran Anggaran
Pendagtan Dan Belarja Negara
Tahap VII Tahun 2019 Di
Kabupaen Bantul

Peajanjian Kelja Sama Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan

Akademi Keperawatan  YKY
tentang Peningkatan Mutu
Pdayanan Kesehatan Dan
Kapasitas Sumber Daya

Masyarakat Di KabupatenBartul

Pajanjian Kerja Sama artara
Peamerintah Kabugten Bantul Dan

Nomor Dokumen

68/PK/Bt/2019
Nomor :
T/5991/UN37.31/KS/2019

Nomor :
538KTRNVI-8/1119
Nomor :
69PK/Bt/2019

Nomor :
70/Pk/Bt/2019
Nomor :
100225/AKPERYKY/XI11/2019

Nomor :

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Satifikas Kedilian Pergadaan
Barang/Jasa Pemerintah secuai Peraturan
Presden16 "ahun 2018

Pendstribusian Kartu Indonesia Sehat
kepada peserta pererima bartuan iuran
sesuai daftar dari Kemertrian Saial

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini

meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Puskesmas yang berada di
wilayahkerja dnas;

b. praktik komunitasdi Kabupaten Bantul;
dan

c. Wdarg-bidang lain yang memiliki
keterkaitan dengan peningkatan mutu
peayanan kesehatan diwilayah kerja
Dinas

Ruanglingkup Peajanjian Keja Sama ini
meli puti:

Tanggal
Dokumen

11 Nopember
2019

13 Desember
2019

13 Desember
2019

Jangka
Waktu

30 Hari

Tahun

Tahun
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No

93

94

95

Judul Dokumen

Akademi Keperawatan  YKY
tentang Pdaksanaan Tri Dharma
Peguruan Tirgg Akademi
Keperawatan YKY Di Kabumten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Akademi Famas Indonesia
Yogyakarta tentang Pésksanaan
Tri Dharma Peaguruan Tingg
Akademi Famasi Indonesia
Y ogyakarta Di KabipatenBartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Akademi Farmasi Indonesia
Yogyakarta tentang Paeingkatan
Mutu Pelayanan Kesehaan Dan
Kapasitas Sumber Daya
Masyarakat Di KabupatenBartul

Pajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabugaten Bantul Dan
Bank Negara Indoneia Cabang

Nomor Dokumen

71/PK/Bt/2019
Nomor :
100Y25/AKPERYKY/XI11/2019

Nomor :
72/PK/Bt/2019
Nomor :
52/AFI-YO/MoU/X11/2019

Nomor :
73/PK/Bt/2019
Nomor :
53AFI-YO/MoU/XI11/2019

Nomor :
174PK/Bt/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

a. penddikan;

b. penditian;

c. pergabdan padamasyarakat bagi dosen
danatau mahasswa;

d. pergembargan sumber daya mantsia;
dan

e. pergembargan budaya nasional dn
garanluhur Tamarsiswa.

Ruanglingkup Pajanjian Kefja Sama ini

meliputi:

a. penddikan;

b. penditian;

c. pergabdan padamasyarakat bagi dosen
danataumahasswe;

d. pergembargan sumber daya mantsia;
dan

e. pergembargan budaya nasional dan
garanluhur Tamarsiswa.

Ruanglingkup meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Pukesmas yang berada di
wilayahkerja dnas;

b. praktik komunitasdi Kabupaten Bantul;
dan

c. Wdarg-bidang lain yang memiliki
keterkaitan dengan peiingkatan mutu
peayanan kesehetan diwilayah kerja
Dinas

Penenpaian uang daegah ddam bertuk
depaito

Tanggal
Dokumen

16 Desember
2019

16 Desember
2019

18 Desember
2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

12
Bulan

L KebupatonSanuiTannzos 285



No

96

97

98

99

Judul Dokumen

(Peasero) ThK Cabang Y ogyakarta
tentang Penenpatan Uang Daeah
Kalupaten Bartul Daam Bernuk
Depasito

Peajanjian Kefja Sana Antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Bank Penbangunan Dagah Dagah
Istimewa  Yogyakarta  Cabang
Bartul tentang Penepaan Uang
Dagah Kabupaen Bartul Dalam
Bertuk Depasito

Pajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Bank Rakyat Indonesia (Pesero)
Tbk Cabang Barul tentang
Penenpaan Uang Daaah
Kalupaten Barntul Daam Benuk
Depaito

Peajanjian Kefja Samna Antara
Pemerintah Kabupten Bantul Dan
Bank Taburmgan Negara (Pasero)
Tbhk Kantor Cabang Yogyakarta
tentang Penmpaan Uang Daegah
Kalupaen Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Pejanjian Kefja Sana Antara
Peamerintah Kabumten Bantul Dan
Bank Bukopin Tbhk Kantor Cabang
Yogyakarta tertang Penempaan
Uang Dagah Kabupsten Bartul

Nomor Dokumen

Nomor :
74/PK/Bt/2019

Nomor :
033DJo403
Nomor :
75PK/Bt/2019

Nomor :
B.3284VII/KC/I1/2019
Nomor :
76/PK/Bt/2019

Nomor :
77/PK/BT/2019

Nomor :
139BTN/X11/2019

Nomor :
78/PK/BT/2019
Nomor :

232PKS/YGY -BM/X11/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Penenpatan uang dagah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang daeah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang daeah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang daeah ddam bertuk
depaito

Tanggal
Dokumen

18 Desember
2019

18 Desember
2019

18 Desember
2019

18 Desember
2019

Jangka
Waktu

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan
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No

100

101

102

103

104

Judul Dokumen

DalamBertuk Depaito

Pajanjian Kerja Sana Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Bank Mandri (Persero) Tbk
tentang Penenpatan Uang Dagah
Kabupaten Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Pajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Bank Mandri Taspen tentang
Penenpaan Uang Daaah
Kalupaten Bantul Dalam Bertuk
Deposto

Peajanjian Keja Sama Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Bank Muamaat Indonesia Tbk
Cabang  Yogyakarta tentang
Penenpaan Uang Daegah
Kabupaen Bartul Dalam Bertuk
Depaito

Pajanjian Kerja Sana Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Bank Woori Saudaa Indonesia
1906 Tbk tentang Penempatan
Uang Daeah Kabupaten Bartul
DalamBentuk Depaito

Pajanjian Kerja Sama arnara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Akademi Andis Kesehetan
Manggaa Yogyakarta tentang

Nomor Dokumen

Nomor :
79PK/BT/2019
Nomror: R.O7Ar.YOG/2428 019

Nomor :
80/PK/BT/2019
Nomor :
DIR.PKS/041/X11/2019

Nomor :
81/PK/BT/2019
Nomor :
059BMI-BTL/XI1/2019

Nomor :
82/PK/BT/2019
Nomor :

93/PKSKC.YGY/BWSI-
PEMKAB.BTL/X11/2019

Nomor :
83/PK/Bt/2019

Namr r - RNDIDK /AN LW NAIYITIDON1Q

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Penenpatan uang daeah ddam bertuk
depaito

Penenpatan uang daeah ddam bertuk
depaito

Penenpatan uang dagah ddam bertuk
depaito

Penenpaan uang daeah ddam bertuk
depaito

Ruanglingkup Pajanjian Kerja Sama ini
meli puti:

a. nenddikan:

b. penditian;

Tanggal
Dokumen

18 Desember
2019

18 Desember
2019

18 Desember
2019

18 Desember
2019

19 Desember
2019

Jangka
Waktu

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan

12
Bulan

Tahun
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No

105

106

107

Judul Dokumen

Pdaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tingg Akademi Andis Manggala
Y ogyakarta Di KabupatenBartul

Pajanjian Kerja Sama Antara
Pemerintah Kabugten Bantul Dan
Akademi Andis Kesehatan
Manggala Yogyakarta tentang
Penngkatan Mutu  Pelayanan
Kesehatan Dan Kapesitas Sunber
Daya Masyarakat Di Kabumten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama anara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Politeknik Kesehatan Kemerterian
Kesehetan  Yogyakarta tentang
Pdaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tingg Politeknik Kesehatan
Kemenerian Kesehatan Yogyakarta
Y ogyakarta Di KabipatenBartul

Peajanjian Kefja Sama Antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Poiteknik Kesehatan Kementerian
Kesehetan _Yoagyakarta _tentang

Nomor Dokumen

Nomor :
84/Pk/Bt/2019
Nomor : 603PKYAAK.M/XI1/2019

Nomor :
85/PK/Bt/2019
Nomor ;: HK.03.01l/5.11/8251/2019

Nomor :
86/PK/Bt/2019
Nomor : HK.03.01/5.11/825(0/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama
c. pergabdanpadamasyarakat bagi dosen

danatau mahasswa;

d. pergembargan sumber daya manusia;

dan

e. pergembargan budaa nasional dan

garanluhur Tamarsiswa.

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini

meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas

dan semua Pukesmas
berada di wilayahkerjadinas;

b. praktik komunitasdi Kabupaten Bantul;

dan
c. bdarg-bidang lain

Dinas

Ruanglingkup Peajanjian Kefja Sama ini

meli puti:
a. penddikan;
b. penditian;

c. pergabdan padamasyarakat bagi dosen

danatau mahasswe;

d. pergembargan sumber daya mantsia;

dan
e. pergembargan budaya nasional
gjaranluhur Tamarsiswa

Ruanglingkup meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas

dan semua Puskesmas

yang memiliki
keterkaitan dengan peningkatan mutu
pdayanan kesehatan diwilayah kerja

Tanggal
Dokumen

19 Desember
2019

19 Desember
2019

19 Desember
2019

Jangka
Waktu

Tahun

Tahun

Tahun
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No

108

109

Judul Dokumen

Penngkatan Mutu  Pelayanan
Kesehetan Dan Kapesitas Sumber
Daya Masyarakat Di Kabumten
Bartul

Peajanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabugaten Bantul Dan
Politeknik ~ Kesehatan Peamata
Indonesia  Yogyakarta  tentang
Pdaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tingg Politeknik Kesehatan
Pemata Indonesia Yogyakarta Di
Kahupaen Bantul

Peajanjian Kelja Sana Antara
Pemerintah Kabumten Bantul Dan
Politeknik ~ Kesehatan Peamata
Indonesia  Yogyakarta  tentang
Peringkatan  Mutu  Pelayanan
Kesehetan Dan Kapasitas Sunber
Daya Masyarakat Di Kabumten
Bartul

Nomor Dokumen

Nomor :
87/PK/Bt/2019
Nomor : 01QA.12/Dir/PI/X11/2019

Nomor :
88/PK/Bt/2019
Nomor : 01VA.12/Dir/PI/X11/2019

Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

berada di wilayahkerjadinas;

b. praktik komunitasdi Kabupaen Bantul;
dan

c. hdarg-bidang lain  yang memiliki
keterkaitan dengan peningkatan mutu
pdayanan kesehetan diwilayah kerja
Dinas

Ruanglingkup meli puti:

a. penddikan;

b. penditian;

c. pergabdan padamasyarakat bagi dosen
danatau mahasswe;

d. pergembargan sumber daya mantsig;
dan

e. pergembargan budaa nasional dn
gjaranluhur Tamarsiswa

Ruanglingkup meliputi :

a. praktik klinik dan non klinik di dinas
dan semua Pukesmas yang
berada di wilayahkerja dinas;

b. praktik komunitasdi KabupaenBartul;

c. bdarg-bidang lain  yang memili ki
keterkaitan dergan peningkatan mutu
pdayanan kesehetan diwilayah kerja
Dinas

Tanggal
Dokumen

19 Desember
2019

19 Desember
2019

Jangka
Waktu

Tahun

5
Tahun

Sumbe: Sekretariat DagahKabupaten Bantul, 2019
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Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

C. Koordinasi DenganInstansi Vertikal Daerah
1. Forum Koordinasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan wakil
kepala daerah mempunya kewajiban menglin huburgan kerja dengan
seluruh ingansi veatikal di deerah dan ssmua perangkat daaah. Kegiatan
koordinasi ini merupakan upaya untuk mermapal keselarasan, keserasian
dan keterpaduan di dalam perencanaan maupunpelaksanaan tugas srta
kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi ‘ertikal dengan
dinas dagah agar tercapai hasil dan daya guna yang sebesar-besarnya.
Selain itu, penyelenggaraan koominasi pemerintahan dengan ingansi
vertikal dilaksanakan untuk merciptakan situasi yang kondusif di
wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
adalah forum koadinasipimpinan caerah (forkopimda).

2. Materi Koordinasi

Materi koordinasi yang dibalas didalam forum koordinasi antara
lain s=bagai berikut:

a) Evaluasi erhadap pelaksanaan ujian nasional

b) Evauasilongweekead

c) Persiapan menasuki bubn Ramadtan

d) Permasalahan bentrok antar suporer sepakbola

€) Satuan tuas sapu kersih pungutan liar(Satber Saber Purgli)

f) Penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bantul

g) Penataan tanda nama kendaraan bermotor perorangan dan dinas
jabatan

h) Pelaksanaan Program Persertifik atan PRONA atau Pendaftaran
Tanah SistematisLengkap (PTSL)

i) Persiapan liburan Natal dan TahunBaru

7200 s e gonuTamnzoi9 ]



Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansiyang terlibat ddam forum koordirasi artaralain adalah:

a) Bupati Bantul

b) Wakil Bupati Bantul

¢) Komandan Kodim 0729%Bantul

d) KepaaKepolisian Resd Bantul

e) KepaaKeaksaan Negeri Bantul

f) Ketua Pagadilan Negeri Bantul

0g) KetuaDPRD Kabupaten Bantul

h) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
i) Kepala Badan Pusat Statigik Kabupaten Bantul

]) Kepaa kantor Relayanan Pajak

k) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

[) Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul

m) Kepala OrganisasiPerangkat Daaah seKabupaten Bantul
n) Kepaa Kecamaian s-Kabupaten Bantul

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Bantul terselenggara melalui dukungan dana APBD sebesar
Rp.461.500.000,0@engan jumlah serapan sebesar Rp.459.183.000,00
atau €besar 99 50%.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelengga a Koordinasi Dengan

Instansi Vertikal di Daerah
Organisasi Perangkat Dagah (OPD) di Kabupaten yang
melaksanakan urusan tugas umum pemeintahan tekait koordinasi

dengan ingansi vertika di daerah adalah Bagian Administrasi
Pemerintahan, Sekretariat Daaah Kabupaten Bantul.

L abupeensanuiTawnzois 291 |



Lap oran Penyelen ggaraaan Pemerintahan Daerah

6. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Bagian Administrasi
Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 11
orang. Kudifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S2.
Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan | hingga golongan
IV, lihat Tabel 6.59.

Tabel 6.59. Data Jumlah Pegawai, Kualifik asi Pendidkan,Pangkat dan Golongan
di Bagian Admiristrasi Pemerintahan,, Sekretariat Dagah Kabupaten

Jenis Pendidikan Gol
Jml Jml
SD SMP SMA Di1/D3 SI S2 S3 T\
1 - 4 1 3 3 - 12 1 4 5 2 12

Sumber: Sekretariat DagahKabupaten Bantul, 2019

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang
dilaksanakan sepanjang tahun2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
adalah ®banyak 12 (dua belas) lali.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Forum koordinasi dengan instansi vertika yang dilaksanakan
oleh Pemeintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat menjpdi media
bagi pemerintah dagah didalam mensosialiasikan kebijakan daeah,
meng@i informasi tekini terkait penyelenggaraan kegiatan deh
instansi  vertikal di Kabupaten Bantul, musyawarah didalam
penyelesaian permasalahan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Selain itu, mebllui forum koordinasi ini dihaapkan mampu menggali

potensipotensi kerjasama yang dapat dibangun demi kemajuan bersama.
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9. Tindak Lanjut Hasll Koordinasi

Hasil koordinasi dengan instansi vertikal yang terlaksana oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul ditindak lanjutidengan mengadakan rapat
koordinasi melibatan perangkat daerah terkait untuk kemudan
dilakukan perumusn kebijakan.

10.Hal lain yang dianggapperlu untuk dilaporkan

Koordinasi yang dilaksankan tidaklah selalu berjalan lancar
sesual dengan yang telh dirancanakan terutama didalam penentuan
jadwal pelaksanaan koordinasi. Hal ini dikarenakan kooinasi yang
dilaksanakan mengharuskan untuk dihadri oleh pmpinan insansi yang
notakene memiliki banyak kesibukan lain. Solusi yang tdah
dilaksanakan sgauh ini adalah selalu aktif berkoordinasi untuk
penyesuaian jadwal dengan indasi vatikal yang akan diundang.

D. PembinaanBatas Wilayah

Pemeaintah dagah memiiki batas-batas wilayah tetentu dan
berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan maupun
kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dapat diartikan bahwa perbatasan
merupakan manifestasi utama ledaulatan wilayah suetu pemerintahan.
Perbatasan pada Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam
penentuan latas wilayah kedaulatan, pemarfagan sumber kekayaan alam,
dan menpga keamaran serta keutuhanwilayah. Perbatasan wilayah dalam
banyak hal ditentukan deh proses historis, patik dan hukumyang berlaku.

Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah stu hal yang
menerlukan  perhatian  khusus didalam  penyelenggaraan  urusan
pemeintahan. Kawasan perbatasan seringkai memurtulkan  konflik
kepentingan yang pelik untuk diseksaikan terutama @da kawasan yang
strategis sehingga penentuan batas wilayah merjadi suatu hal yang sangat
krusial. Secara umum, beberapa isu yang muncul didalam pengelolaan

wilayah perbatasan antaralain:
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a. Masalah penetapan garis batas (aokasi, delimitas, dan demarkasi),
baik darat (demarkasi) maupundut (delimitas);

b. Masalah pengamaren kawasan perbatasan;
Masalah pengembangan kawasan perbatasan (administrasi);

d. Masalah pemanfaatan sumbedaya aam.

Penegasan batas wilyah di Kabupaten Bantul memiiki arti yang
sangat penting dalam penyelengaraan otonami daeah. Kabupaten Bantul
berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di sisi utara. Di
sisi barat Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Kulorprogo. Di
sis Timur Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul.
Kegiatan penetapan dan penegasan bataswilayah di Kabupaten Bantul telah
dilaksanakan mdalui  koordinasi bersama  dngan  pemeintah
kabupeten/kotayang berbatasan dan Pemerintah Dagah DIY.

Penegasan batas wilayah di Kabupaten Bantul telah ditetapkan
dalam peraturan perundangan. Berikut adalah peraturan perundangan
penetapan bataswilayah Kabupeten Bantul :

a Permendagri Nomor 70 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara
Kabupaeten Bantul dengan KabupatenKulon Progo;

b. Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara
Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul,

c. Permendagri Nomor 15 Tahun 2012tentang Batas Daaah Kabupaten
Bantul dengan Kota Y ogyakarta;

d. Permendagri Nomor 83 Tahun 2013tentang Batas Daaah Kabupaten
Bantul dengan Kabupaten Sleman.

1. Sengketa Batas Wilayah  DesaKelurahan, Keaamatan,
Kabupaten/K ota dan Provinsi

Penegasan batas wilyah merupakan salah satu upaya untuk
merghindarkan terjadinya konflik atau permasalahan batas. Walaupun
penegasan batas wilayah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten yang
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berbatasan telkh dtetapkan dalam permendagri, namun masih dtemulan
adanya permasalahan batas pada tahun 2019. Permasalahan yang
muncul adalah maslah yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya,
yakni permasalahan perbatasan antara Desa Parangtritis Kecamatan
Kretek Kabupaten Bantul dengan Desa Girijati Kecamatn Purwosari
Kabupaten Gunungkidul.

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaan

Permasalahan batas antara Desa Parangtritis Kecamatan Kretek
Kabupaten Bantul dengan Desa Girijati Kecanatan Purwosari
Kabupaten Gunungkidul muncul pada saa dilaksanakan kegiatan FGD
Penegasan Batas Desa Secaa Kartometris oleh Dinas Pertanahan dan
Tata Ruwng DIY di Kecanaan Purwosari Kabupaten Gunugkidul.
Pada saa FGD tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak
hingga dilakukan beberapa FGD lanjutan dan beberapa kali cek
lapangan. Melalui penelusuan dokumen Pemasangan Pilar Batas
Dagah Kabupaten Bantul dengan Gunungkidul, dokumen Peta Desa
Lama Desa Parangtritis maupunDesa Girigti, dan penelusuran sejarah
pemasangan pilar serta diikuti dengan cek lapangan, diketahui bahwa
terdapat fisik pilar PBA 001A dilapangan yang belum masuk ledalam
Permendagri Nomor 71Tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Bantul mebksanakan kegiatan perapatan
pilar dan penegasan batas berikut dengan pengukuran geodetik pada
koridor ketas Desa Paamgtritis dan Desa Girijati, namun permasaahan
yang muncul ditahun2018 dan belum terselesaikan, menpdi hambatn
dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Hingga pada akhir tahun 2019,
permasalahan tersebut dapat terselesaikan setelah dilakukan beberapa
kali koordinasi yang dfatnya penyelesaian lingkup internal sebelum
permasalahan ini dibava ke tngkat lebih lanjut. Koordinasi tersebut

antaralain:
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1. Koordinasi yang dipmpin oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten
Bantul dengan melibatlan beberapa perangkat daeah seperti Biro
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  Provinsi DIY, BPN
Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Bantul, Bappeda Kabupaten Bantul serta otoris kewilayahan di
Kabupaten Bantul yang terkait dengan sengketa (Kecanatan Kretek
dan Desa Parangtritis) serta melibatlan teraga ahli perbatasan yang
selamaini telah lamaterlibat dan memahami historis batas wil ayah
di KabupatenBantul dan DIY.

2. Koadinasi tindak lanjut hesil kesepakatan pada koordinasi lintas
sektor terdahulu. Koordinasi ini dilaksanakan oleh Bagian
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
dengan Desa Parangtritis sbanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada
koordinasi pertama tidak dihadri oleh Lurah Desa Parangtriris dan
hanya mewakilkan sehingga yang bersangkutan tidak bisa memteri
keputusan. Pada koordinasi yang kedua, setelah melaui diskusi
berdasarkan data, peraturan perundangan terkait dengan penegasan
batas, serta teknis penegasan batas, akhirnya diperoleh kesepakatan
dan kesepahaman hingga akhirnya Desa Parangtritis mengkui dan
menyetujui hasil dari kegiatan penegasan batas yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul meldui Bagian Adminstrasi
Pemeintahan maupun Pemeintah Provinsi DIY meladui Dinas

Pertanahan dan Ruang DIY .
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas
Wilayah
Organisasi Perangkat Daegah (OPD) di Kabupaten yang
melaksanakan urusan tugas umum pemerintahan tekait dengan

pembinaan batas wikyah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan,
Sekretariat Dagrah Kabupaten Bantul.
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4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Bagian Administrasi
Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 12
orang. Kualifikasi pendidikan tercaat bervariasi dari SD hingga S2.
Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan | hingga golongan
IV, lihat Tabel 6.60. Data Jumlah  Pegawal, Kualifik asi
Pendidkan, Pangkat dan Golongn di Bagian Administrasi
Pemerintahan,, Sekretariat Daaah Kabupaten Bantul Tabel 6.60.

Tabel 6.60. Data Jumlah Pegawai, Kualifik asi Pendidkan,Pangkat dan Golongan
di Bagian Administrasi Pemerintahan,, Sekretariat Dagah Kabupaten

Bantul

Jenis Pendidikan Imi Iml
SO SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 I I T 1 B \V/
1 - 4 1 3 3 - 12 1 4 5 2 12

Sumber: Sekretariat DagahKabupaten Bantul, 2019
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Wilayah kabupaten Bantul secaa geogrdfis, hidrologis dan
klimatolais memurgkinkan tejadi berbagai ancaman atau bencana
Kondisi alam seperti ini menimbukan risiko bencana yang tnggi.
Secaa administratif Kabupaten Bantul melipui 17 kecana@an yang
terdiri dari 75 desa. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan
rawan bencana baik yang berasal dari ancaman gempabumi, tsunami,
banjir, kekeringan, gelombang jsang/alrasi, tanah longsor dan angin
puting beliung. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan
penanggulangan bencana yang sistemetis dan terpadu sehinggamampu
mergurangi risiko bencana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27

Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa
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atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengg@nggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atu faktor non aam maupun faktor manusia ehingga
mengkibatkan timbunya korkan jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikolagis.

Pemerintah KabupatenBantul telbh mergambhil kebijakan dalam
penanggulangan bencana, yaitu Mewujudkan ketangguhan dan
kesiapsagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu
mengmankan hasil-hasil pembargunan temasuk magantisipasi
dampak kencana.

Kegadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul
dapat dilihat padaTabel 6.61.

Tabel 6.61. Kgadian dan Lokasi Bencanatahun 209

o
o] £ & ® c £ § i =
i B' g3 JAZsgd 4 oF
NO KECAMATAN S IdBBEEL e % = T < £ g
g€ ¥ -~ < § g s Y 2285 gs g o X g o %
s = 2§ % 8 <5 g & £ 8 s O 4
F g F S T 8 © - X = %
A = R |
1 Bantul 0 27 Januari=9 18 0 O 0 0 2 5 0 0 0 0 O
2 Banguntapan 0 144 Februai= 23 1 1 0 0 1 9 1.0 0 0 O
3 Piyungan 9 10 2 11 1 0 0 0O 0 5 000 0 O ]
Januari = 6
4  Srandakan 0 7 Maret 2 1 0 O 1 0 0 3.0 5 0 0 O .
Februari =2
5 Sanden 0 14 April =3 0 O 1 0 0 3.01 0 0 O
. Maret = 5
6 Kretek 0 Me =0 0 O 1 0O 0 10 0 10 O O © .
) April =19
7 Puwu#Dong 2 8 Juni=0 17 0 O 0 0 0 1 o 00 0 O Mei =11
g =
8 Jetis 1 19 ui=0 15 0 1 0 0O 0 7 0 OO O O i = 17
uni =
9 Sewon 0 16 Agustus= 15 0 2 0 0O 0 2 0 0 O 0 O i = 10
uli =
10 Kasihan 0 27 0 21 0 2 0 0 017 1 0 0 o0 1
. Agustus =12
11 Dlingo 4 5 September 0 O 0 0O 0 0 o OO 0 O
) September =5
12 Pajangan 0 11 =0 0 O 0 1 0 1.0 0 O O O
Oktober = 7
13 Parndak 0 Oktober = 1 0 0 0O 0 21 0 0 0 O
November = 2
14 Sedayu 1 1 2 0 O 0 0O 0 0 0OOO O O
Desember =11
15 Pleret 4 27 November 11 0 1 0 0 0 102 0 O 1 O
16 Imogiri 2 26 =0 36 1 1 0 0O 0 1.1 0 0 O 1
17 Bambanglipuro 0 19 Desember 12 0 O 0 0O 0 40 0 0 0 1
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NOo KECAMATAN

JUMLAH
Total

o

X o @ g £ =
5 £ & 5 G 9
3 283 58 &8 2 5 3 s 2
= < wRICHIE: — = = c £ =
S 7} @ 5 o T = S ©
3 ¥ @& 2 8 § E =2 2 & g < =
5 % = E g ¢« W 5 8 2 mé_c as] X o}
c £ 88 ¢ B <E g & t 8 g O
s E= £ R - T % 5 2 =

8t 3z O 4 =
=5
23 22 208 4 8 3 1 3 8 5 16 0 1 3
474

dirasekan di DIY

97

Sumbe: BPBD, 2019

Upaya pencegahan bencana guna meghindari jatuhnya korban
jiwa ataupunkerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di
kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase,
pembangunan prasaranaair bersih, droping air, dan sbagainya.

Pembargunan berbasis pengurangan risiko bercana:

a. Padadaerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempabumi
tidak dibargun untuk grmukiman dn fasilitas umum;

b. Pada daegah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman
harusBh mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula
sekolah, pusksmas, tepat ibadah dan toko-toko;

c. Pada dagah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah
siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau

Lokal/Kabupaten//K ota)

Bencana yang tejadi di Kabupaten Bantul sepanjang tahun2017
seperti tersgji pada Tabel 6.61 merupakan kejadian kebencanaan dengan
statudokal.

. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran dari penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan
penanggulangan bencana bersumler dari APBD dengan dukungan dana
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sebesar Rp.5.424.298.20,00.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan
pengurangan risiko bencana yang dilakukan pada tahun 2018 sebagai
berikut:

a) Prabencana (meliputi kegiatan preventif, mitigasi, dan

kesiapsagaan), yaitu:

1). Pengadaan perdatan Penanggulangan Bencana Kebakaran
(PBK) dan Tim Re&si Cepat (TRC);

2). Pengadaan peta ancamandan petaresiko bencana;

3). Pemelihaaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

4). Pengadaan Early Warning S/stenfEWS) tsurami;

5). Pos piket TRC dan perlengkapan piket;

6). Pendidikan dan pelatihantanggap darurat;

7). Peningkatan ketrampilan dan kualitas Penanggulangan Bencana
(PB)daam bentuk sosialisasi, pemantuan dan penyebarluasan
informasi poénsi berwana alam;

8). Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
pengembangan budaya sadar bencana;

9). Pengembangan desa siagabencana;

10). Pembuatn dokumen RncanaAksi Dagah (RAD);

11). Penyusuran rencanaoperasikedaruratan;

12). Fasilitasi Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB)
beradadi setiap desadi wilayah kabupaten bantul;

13). Gladi posko a@n gladi lapang;

14). Bimtek SAR latihan gabunganpenyelamatan, Evakuasi dan
penanganan pengungsi;

15). PelatihanPusat Kendali Operasi (Puscalops);
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16). Fasilitasi daam penyaluran bantuan bencana dan korban
bencang;
17). Fasilitasi dan koodinasiteknis PB;

b) Saa bencana, kegiatan yang dilaksanakan yaitu tanggyp darurat
yang meniikberatkan pada umya pengerahan seluruh potensi
penanggulangan bencana alam guna mermari, menolomy, dan
menyelamatkan korban bencana serta meakukan assessent/ kaji
cepat sebagai aauan dalam membeikan pelayanan bantuan d@rurat
secaa cepat, tepat, danterkoordinir.

c) Pasca bencana, kegiatan yang dilaksanakan mencakup rehabilitasi
fisik, sosal, dan pemberdayaan. Rehabilitasi fisik dititikberatkan
pada umya pementhan kebutuhan fisik (seperti tempat tinggal).
Rehabilitasi sosal dititikberatkan pada umya pemuihan kembali
kondisi kortan seperti semula atau lebih baik lagi dibandingsebelum
bencana. Langkah pembedayaan dititikberatkan pada upaya
peningkatan kemampuwan atau keterampilan daam bidang ussha
ekonomi produktif (livelihoad) sehingga fungsi ekonomi keluarga
korban dapat dipulihkan kembali.

Untuk mengetahui kecenderungan perkembangan keadian
bencana slama lima tahun terakhir, maka diakukan analisis
kecenderungan yang didapetkan dari perubahan jumlah kejadian dalam
kurun wektu tersebut. Kejadian bencana ersebut merupakancatatan
kgadian yang ada di dagah dan nasiond. Selain itu juga dlakukan
analisis kecenderungan kejadian untuk potensibahaya lainya di daeah
tersebut.

Kecenderungan kegjadian dari jumlah kgadian dengan tahun
kgjadian dalam rentang waktu lima tahun teskhir dapat dilihat pada
Tabel 6.62.
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Tabel 6.62. Tren kgjadian bencanaTahun 2.3 - 2018

Kecenderungan Kejadian

No. Jenis Bahaya
Meningkat Tetap Menurun

1 Banjir \%

2 Cuaca &strim Vv

3 Tanahlongsor \%

4 Abrasi/Eros Vv

5 Kekeringan \%

6 Kebakaran \Y,

7 Laka Laut Vv

8 Gempa Bumi \%

Sumbe: BPBD, 2019

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

OPD yang merangnai pencegahan dan penanggulangan bencana
di Kabupaten Bantul adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD).

6. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD BPBD berjumlah 32
orang. Kualifikasi pendidikan tecaat bervariasi dari SMP hingga S2.
Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan | hingga golongan
IV, lihat Tabel 6.63.

Tabel 6.63. Data Jumlah Pegawai, Kualifik asi Pendidikan, Pagkat dan Golongan
di Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan Gol
Jml Jml
SD SMP SMA Di1/D3 SI S2 S3 T
5 4 8 3 7 5 - 32 4 6 16 6 32

Sumber: BPBD KahupaenBartul, 2019

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana
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BPBD meupakan kelembagan khusus yang dibentuk untuk

menyelenggarakan  penanggulangan bencana berdasarkan  Perda
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010.BPBD memiiki 2 (dug) fungsi
utamayakni (1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepet,

efektif dan efisien; serta (2) pengkoordinasen pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana fcaa teencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain itu, ketugasan dari BPBD antaralain :

a

meretapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan
pemerintah dagah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
terhadap usaha penanggulangan bencana yang melcakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi ecara adil dan targ;

meretapkan  standrdisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana  lkerdasarkan peraturan  perundang-
undangan;

menyusun, meretapkan, dan maginformasikan peta rawan
bencang;

menyusundan meretapkan prosedur tetap penanganan bencang;
mebksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
wil ayahnya;

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
bupeti setigp sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi deurat bencang;

meng@ndalikan pengumpulandan penyaluran uang dan barang pada
masatanggap darurat;

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
anggaran pendapatan kelanja daerah; dan

melaksanakan kewgjiban lain $suai dengan peraturan perundang-

undangan.
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8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di
Indanesia yang memiiki potensirawan bencana alam seperti: banjir,
tarah longsor, gempa bum, tsunami,dan kekeringan. Bencana gempa
tang@l 27 Me 2006 tejadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul.
Bencana air pasang meupakan bencana yang mengikuti bencana gempa
bumitahun 2006 & tejadi di kawasan pantai slatan Kabupaten Bantul
melipui Kecanatn Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di
Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan
Dlingo, Piyungan, Pgjangan, Pleret, Imogiri, dan Pundorgy. Kawasan
rawan bencana bagaimana dnaksud dalam Perda Kabupaten Bantul
Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-
2030 melipti kawasan rawan gempa bun, kawasan rawan longsor,
kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan
rawan kekeringan, lihat Tabel 6.64.

Tabel 6.64. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul sesuai PerdaNomor 4
Tahun 2011 tersing RTRW Kabupaten Bantul Tahun 20D-2030

NO JENIS BENCANA KAWASAN RAWAN BENCANA
1 Gempa lumi Sduruh kecanatan
2 Tanahlongsor Imogiri, Dlingo, Reret, Piyungan, Pundong
3  Banjir Kretek, Sand&an, Sanden,Pandé#, Jetis, Pundomy, Peret
4 Gelombangpasang Kretek, Srand&an, Saden,Pandal(sebagian), Punang

(sebagian), Imogiri (sebajian), Jetis (sebagian),
Bambagli puro (sebajian)

5 Kekeringan Dlingo, Piyungan (sebagian), Pgjargan (sebajian), Pleret
(sebagian), Imogiri (sebagian), Pundong(sebagian), Sedgyu
(sebagian), Kashan(sebagian), Kretek (sebagian)

Sumbe: Bappeda, 2019
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F. Pengelolaan KawasanKhusus

Kawasan khusus meupakan kawasan strategis yang penataan
ruangnya diprioritaskan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupeten
Bantul Tahun 20D-2030, kawasan sttegis di Kabupaten Bantul meliputi
Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); kawasan strategis Bantul Kota
Mandiri (BKM); kawasan strategis pantai Selatan; kawasan strategis
industri Sedayu dan Piyungan; kawasan strategis desa wista dan kergjinan
Gabusan-Manding-Tembi  (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-
Lemahdadi (Kgigelem); dan kawasan stategis gumuk pesir Parangtritis.
Untuk mevujudkan kawasan strategis tersebut dilaksanakan beberapa
langkah strategis sebagal upaya percepatan pEmbangunan dan
pengembangan kawasan. Langkah yang ditempuh di antaranya melalui
peningkatan  infastriktur  kawasan, penataan, dan  pengendalian
pemarfaatan latan.

1. Jenis KawasanKhusus
a. KawasanStrategis KawasanPerkotaan Yogy&arta (K PY)

Kawasan Perkotaan Yogyakarta telah ditetapkan sebagai
salah satu bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki
fungsi pelayanan yang mempunya pengaruh penting <cara
nasiond. Hal ini ditanda dengan perkembangan kegiatan sektor
perdagangan, ja®, perumahan, hde, dan restoan yang
mendominasi &vasan tersebut.

Dampak perkembangan tersebut adanlah berkurangnya daya
tampung ruang kawasan sehingga menarlukan dukungan
perencanaan, penataan, dan penanganan sarana dan prasarana yang
memedal.

Perencanaan, penataan, dan penanganan yang tebh

dilaksanakan di kawasan ini antaralain sebagai berikut:
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1). Pembargunan RumahSusunSederhana Seva (Rusurawa)

Pembargunan Rusumawa dimaksudkan untuk mengtasi
permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan
perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR). Alokasi anggaran pada tahun2019 untuk Rusurawa
sebesar Rp3.104.163.5000 melipui:

X Pembayaran rekening air;

X Pembayaran pgak bumi dan bngunan;

X Pembayaran sewatanah desaBanguntagan dan Tamaran;
X Pembayaran dua unit posSatpam;

X Pembargunan landsgpe;

X Pembargunan temgt pakir.

2). Penanganan Sanitasi dan Air Minum Perkotaan

Pembargunan Sambungn Rumah (R) air limbah sudh
menpdi  komitmen Kabupaten Bantul dalam progam
Metropolitan Santation Managment and Health Project
(MSMHP), yaitu tercapainya 6.000 SR serta mendukung &rget
universal access sanitasi layak 100% pada tahun2019. Kegiatan
yang dilaksanakan adalah pemasingan sambungan rumah air
limbah gbanyak 236 SR di Kecanatn Sewon, Kasihan, dan
Banguntgpan. Sampai dengan akhir pelaksanaan program pada
tahun 2017, telah tersambung 4.174 SR di wilayah tersebut,
sehingga target capaian masih kung 1.826 SR. Untuk
menenuhi kekurangan tersebut, diakukan pembangunan IPAL
komunal medlui program Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Sanimas) di Kecamatn Kasihan, Seon, dan Banguntgpan.

Program penyediaan air minum untuk menngkatkan
cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) non perpipaan,
dilaksanakan di Desa Banguntgpan dan Desa Wirokerten
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(Kecamatn Banguntgpan) dan Desa Tamantirto (Kecamaian
Kasihan. Sementara itu cakupan penyediaan air minum medlui
perpipaan  PDAM dilaksanakan meblui progam hibah air
minum APBN.

b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM)

Kawasan BKM yang memiliki luas lebih kurang 1.300 ha
yang mercakup Desa Sendangsari, Desa Triwidadi, dan Desa
Guwosari di Kecamaan Pgangan dan Desa Bangunjiwo di
Kecanatan Kasihan, direncanakan sbagai kawasan yang dapat
mewadahi berbagal kegiatan seperti permukiman, p@ndidikan,
perdagangan jasa, olah raja dan rekreasi, perkantoran, dan aneka
industi.

Upaya untuk mewujudkan kawasan BKM di antaanya
adalah pengembangan kawasan perumahan dan industri yang
diharapkan dapat merdukung perkembangan daegah di sekitarnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan BKM pada tahun 2019
adalah sbagai berikut:

X Pengembangan perumahan diarahkan ke kawasan BKM
sebagal tindak lanjut SE Bupati tentang pengendalian
perumahan  di  limakecamatan (Kasihan,  Sewon,
Banguntgpan, Bantul, dan Pleret);

X Pemasangan sambungan rumah air minum;

X Peningkatanjaan Jambean-Butuh;

X Peningkatanjalan Bej-Kalirandu;

X Peningkatanjalan Pe@s-Metes.

c. KawasanStrategis Pantai Selatan

Perubahan paradigma pembargunan wilayah  Daerah
Isimewa Yogyakarta sebagaimana visi Gubernur DIY, khususya

keinginan wilayah selatan DIY sebagai halaman muka, memiiki
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pengaruh yang besar terhadap pengembangan wilayah pesisir selatan
Kabupaten Bantul. Pengembangan wilayah tersebut diharapkan
dapat menngkatkan lgu pertumbulan perekonoman sehingga
mampumemlerikan kontribusi PDRB yang besar bagi Kabupaten
Bantul.

Perencanaan yang telkh dilakukan di kawasan ini antara lain
sebagai berikut:

X Peningkatanjalan Sapangin-Sanden;
X Peningkatanjalan Panggang-Paker;
X Peningkatanjalan Kranggan-Patehan.

d. KawasanStrategisIndustri Piyungandan Sedayu

Penetapan kawasan industri Piyungan dan industri Sedayu
sebagal kawasan strtegis di wilayah Kabupaten Bantul akan
berdampak besar terhadap pertumbulan perekonomian (taraf hidup)
baik bagi masyarakat pada kawasan setempat maupunbagi fisik dan
perekonoman wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan industri
Piyungan terdapat di Desa Srimulyo dan Desa Sitimulyo,
merampung kegiatan industri yang berskala merengah dan besar
yang cenderung berpolutan tinggi. Kawasan industri Piyungan telah
dilaunching oleh Gubkernur DIY pada bulan Desember 2015.
Sementra kawasan industri Sedayu terdapat di Desa Argosari, Desa
Argomuyo, Desa Argorgo, dan Desa Argodadi, mampu
merampung kegiatan industri yang berskala merengah dan besar
dengan tingkat pdutanrendah.

Kegiatan yang menunang perencanaan dan pengembangan
kawasan tersebut yaitu:

X Pengadaan tanah untuk akses jalan menuju Kawasan Industri
Piyungan Zona4;
X Peningkatanjalan Ngelo-Bintaran;
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X Peningkatanjalan PetirKarangpucung.

e. Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-
Manding-Tembi (GMT) dan Kasmgan-Jipangan-Gendeng-
L emahdadi (Kajigelem)

Kawasan strategis soso-kultural yaitu wilayah Desa
Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongn-Jipangan-Gendeng-
Lemahdadi (Kajigelem) memiiki potensibudaya, kerginan tangan,
dan kergjinan cinderamata (handicratf). Tidak hanya produknya sgja,
melainkan proses pembuatamya jugamerarik wisatawan untuk turut
secaainterakitif.

Perencanaan dan penataan yang telah dilakukan di kawasan

ini antaralain:

X Penyusuran Destinasi Paiwisara Daerah (DPD) Songgo Negoro
(Kasihan,Sewon, Banguntapan) khususyang di Sewon Kawasan
Strategis Pariwisaa Daerah (KSPD) Gabusan-Manding-Tembi
(GMT) dan sekitarnya;

X Peningkatanjalan Kalangan-Jipangan.

f. KawasanStrategis Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk pasir di pesisir selatan Pulau Jawa yang terdapat di
Kabupaten Bantul memiiki karakteristik unik dan langka di dunia.
Gumuk msir tersebut merupakan gumuk gasir tipe barchan dan
satu-satunya di Asia. Kerusskan terhadap gumuk pasir akan
mergubah ekosistem secaa nyata yang berakibat besarnya
kerusakan ekologis dan meng@nggu keseimbangan ekologi. Potensi
karakteristik yang unik dapat dikembkangkan selain untuk daya tarik
wisata jugamerupakan wisatapendidikan.

Pengembangan kawasan strategis gumuk pasir di

Parangtritis, dlakukan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka
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konservasi alam gumuk pasir, yaitu pelarangan pemarfagan
kawasan gumuk pasir untuk kegiatan lain selain konservasi,
labaratorium aam, penelitian, dan kegiatan yang menungng
pelestrian keberadaan kawasan, dan pariwisataserta pengembangan
Laboratorium Alam Geospesial bekerjasama antara BIG, UGM, dan
Pemeintah Kabupaten Bantul. Tahun 2015 Laboratorium Alam
Geospesial tebh ditranformasi menpdi Parangtritis Geomaritime
Sience Pak (PGS). Pengembangan kawasan gumuk pasir dibagi
menpdi tiga zona yaitu zona inti, zona penunjarg, dan zona
pengembangan terbatas. Zona inti seluas lebih kurang 140 hektar
merupakan kawasan lindungyang sudah ditetapkan betas-batasya.
Kawasan lahan pasir pantai selatan di luar kawasan inti
gumuk pasir dapat dipergunakan untuk legiatan pertanian laken
pasir dan kegiatan lain sebatas menenuhi aturan sempadn pantai
dan kaidah-kaidah lonservasi lahan pantai. Perencanaan dan

penataan telah dilakukan di kawasan ini sebagai berikut:

X Penyusuran DED Kawasan Depok;

X Penyusuran DED Kawasan Pengklik;

X Pembarmgunan Sarana Pendukung Pariwisata di Kawasan
Parangtritis.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN,
swastadan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya

Statuskawasan khususyang ada di Kabupaten Bantul seluruhnya
merupakan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kawasan khusus
ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4
Tahun 2011 tenang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Tahun 2010-2030.

3. Sumber Anggaran
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Dalam rangka untuk pengembangan dan pembangunan kawasan
khususdi Kabupaten Bantul diupayakan dari berbagai sumker, baik
APBN, APBD Proving, APBD Kabupaten maupun pihak svesta.

4. Permasalahan yang dihadapi
Permasdahan yang dihadpi dalam pengelolaan  dan
pengembangan kawasan khususdisajikan @daTabel 6.65.

Tabel 6.65. Permasalahan dan Solusi dalam Pengelolaan dan Pengembangan
Kawasan Khusus

No. Permasdahan Solus
1  Masihterdapat kawasan Penanganan kawasan permukiman
permukiman kumuh pekotaan kumuh pelu kolaborasi dengan
berbagai sektor

2  Keterbatasan kemampuan Sinkronisasi peanganan rumah tidak
masyarakat bepenghasilan rendah  layak huni dengan data miskin
dalam mengakses rumah layak huni

3 Pemakaman umum beim hisa Penyusuran peraturan daerah terkait

digunakan karenabelum ada pengelolaan pemakamanumum
peraturan pengelolaannya

Sumbe: DPUPKP, 2019

5. Satuan Kerja Perangkat dae ah yang Menangani KawasanKhusus

OPD yang merangani kawasan khusus di Kabupaten Bantul
adalah DPUPKP.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPDDPUPKP berjumlah 119
orang. Kuadlifikasi pendidikan tecaat bervariasi dari SMP hingga S2.
Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan | hingga golongan
IV, lihat Tabel 6.63.
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Tabel 6.66. Data Jumlah Pegawai, Kuadlifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan di DPUPKP Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 LnomIv
6 11 66 3 22 11 - 119 6 48 54 11 119

Sumbe: DPUPKP Kabupaten Bantul, 209

G. PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme,

separ atisme atau lainnya)

Pada tahun 2019, di Kabupaten Bantul tidak didapstkan

gangguan ketenramandan ketertiban yang terjadi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor12
Tahun 2016 terang Pembentulan dan Susuran Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul, organisasi perangkat daerah yang menangani
ketentaman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul adalah Satuan Pdisi PamongPraa.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikas Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Satuan Polisi Pamomg
Prgja berjumlah 49 orang. Kualifik asi pendidikan tercatat bervariasi dari
SMP hingga S2. Pangkat dan golongan juga kervariasi dari golongan |
hingga golongan 1V, lihat Tabel 6.67.
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Tabel 6.67. Data Jumlah Pegawai, Kualifik asi Pendidikan, Pagkat dan Golongan
di Satuan Pdisi PamongPragja Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan 50l
Jml Jml
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 LIV
1 3 26 0 14 4 - 48 - 12 32 4 48

Sumbe: BPBD Kabupaten Bantul, 2019

4. Penanggulangandan Kendalanya

Untuk menpga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah
dilaksanakan penanganan ketentraman dan ketertiban melaui beberapa
progam dan kegiatan yang melibatkan beberapa ingansi terkait dan
komponen msyarakat. Sasaran dan Indikator kinerja dalam bidang

ketentamandan ketertiban umummeliputi:

a. Sasaan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Masya akat

Gangguan terhadap ketentaman @n ketertiban umum
bersifat dinamis. Artinya mexgandung aspek ketidakpastian kapan
dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup
menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yusisi.
Namun dengan upaya yang tebh dilaksanakan, antara lain dengan
intensitas kerjasama lintas sektora yang semakin solid serta
diimbargi dengan penambatan jaringan intelijen, kingja
pembeantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, khususya di tahun2019 memlerikan hasil yang baik.
Hal ini ditandai dengan smakin kondusifiya situasi di daeah-
dagah rawan dan marak perdagangan minuman leralkohol dan
prosttusi serta makin terciptanya ketertiban di kawasan maraknya
PKL maupun reklame. Pada tahun 2019, Satpol PP Kabupaten
Bantul telah mebksanakan penertiban yusisi dan non yusisi
sebanyak 120 kali. Adapun jumlah aduan yang masuk sebanyak 66.
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Penertiban PKL dilaksanakan dengan memterikan pembinaan dan
sosalisasi mergenai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban
Anja dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten
Bantul. Anjal yang tejaring dibeikan pengarahan dan diminta
kembali ke keluarga masirg-masng. Dalam hal pengaduan
pelanggaran yang tejadi semua dapat ditindalanjuti baik dengan
pembinaan, pemanggilan, maupun éngan penyidangan. Dengan
demikian persentase penyelesaian pelanggaran K3 tercgpai 100%.

Indikabr sasaran ini  adalah persentase penyelesaian
pelanggaran K3, capaian kingja untuk IKU adalah persentase
penyelesaian pelanggaran K3. Sat Pol PP Kabupaten Bantul
menunjuklkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019
adalah 100% dan redisasinya sebesar 100, dengan kata lain
tercgpai 100%atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini sama
dengan cgpaian tahun 2018. Ha ini didukung dengan adanya
komitmen anggota Sa Pol PP untuk penyelesaikan kasus
pelanggaran K3. Target cgpaian tahun2021 (akhir Renstra) sebesar
100%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai
progam yang dilakukan terkait cgpaian sasaran meningkatnya
ketentaman dan ketertiban umum di masyarakat. Pada tahun 2019,
progam yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari

progam selagai berikut:

1). Peningkatan keamanan dan kenyamaran lingkungan, dengan
indikator rasio Linmas dengan RT, dengan cgpaian 95,3% dri
target 96%.

2). Peningkatan ketertiban dan keamaran, dengan indikator
indikator kinerja program ini adalah cakupan kawasan tertib
dengan taget cgpaian sampai tahun2019 adalah 14 lkawasan.
Target ini tercapai 100%,dengan kawasan sbagai berikut:
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x Gose +Begen

X Begen tKweden

X Gose *Klodran

X Gose +Jetak

x Klodran +Jonggrangan

X Klodran tManding

X Manding +Bakulan

X Klodran +Kasangan

x Pabapang *Gilangharjo

X Sidomulyo +Mulyodadi

X Mulyodadi +Srigading

X Gilangharjo £Sumbemulyo
X Sepanjang Jalan Wahidin Sudiro Husodo

X Depan Pasar Imogiri Baru.

b. Sasaan Menurunnya Pelanggaran Perda

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase
Penegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Prga Kabupaten Bantul
tahun 2Q@9, kinerja yang dicapa menunjulkan bahwa IKU tersebut
menenuhi kriteria Sangat Tinggi. Ha tersebut ditandai dengan
terlewatinya target IKU tahun2019. Dari jumlah sasaran sebanyak
641, sebanyak 124 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti 498, tidak
memnenuhi panggilan 15 orang dan tidak ditemukan barang bukti
sebanyak empat orang. Dari angka tersebut, dengan formulasi
jumlah pelanggaran perda yang ditindak dibagi jumlah sasaran kali
100% maka cgpaian persentase penegakkan Peda adalah sebesar
77, 0. Sementratarget cgpaian untuk tahun 21D adalah 60%.

5. Kekutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya menngkatkan stabiitas keamaran, ketentaman,
dan ketertiban di masyarakat, Sat Pol PP Kabupaten Bantul sering
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bekerjasama dengan instansi TNI dan Polri. Pada tahun 2019, operasi
gabungan yang tebh dlaksanakan sebanyak 15 kali dengan sasaran

penertiban penjualan mras, P, reklame, dan karaoke.

. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun anggaran 2Q19 Satuan Polisi Pamong Prga
Kabupaten Bantul memperolen  anggaran ARBD  sebesar
Rp.5.070.161.568,00yang merupakan belanja langsung digunakan
untuk membayai program dan kegiatan. Program-program tersebut
adalah pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas
sumter daya aparatur, peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan, pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal, penirgkatan ketertiban dan keamaran, serta penegakan Peda.
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